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Musyawarah Nasional XI Majelis Ulama Indonesia Tahun 2025 
(Munas XI MUI Tahun 2025) telah diselenggarakan oleh Dewan 
Pimpinan MUI pada Kamis-Minggu, 20-23 November 2025 di Ho-
tel Mercure Ancol, Jakarta. Alhamdulillah Munas tersebut telah 
berlangsung dengan lancar dan tertib serta menghasilkan ber
bagai keputusan penting untuk kemajuan organisasi, kemaslahat
an umat, dan kesejahteraan bangsa.

Keputusan-keputusan penting hasil Munas XI MUI Tahun 2025 
perlu disebarluaskan, secara khusus kepada pengurus MUI di 
semua tingkatan dan secara umum kepada umat untuk menjadi 
panduan dalam menunaikan amanah organisasi dan panduan 
bagi umat. Untuk itulah keputusan-keputusan Munas XI MUI Ta-
hun 2025 tersebut diterbitkan dalam dalam bentuk buku cetak 
dan e-book.

Landasan filosofis diterbitkannya Himpunan Keputusan Munas 
XI MUI Tahun 2025 mengacu pada Alquran Surat Al-Insyirah Ayat 
7-8: fa idzâ faraghta fanshab [apabila engkau telah selesai (dengan 
suatu kebajikan), teruslah bekerja keras (untuk kebajikan yang 
lain)], wa ilâ rabbika farghab (dan hanya kepada Tuhanmu ber-
haraplah). Filosofi ini menggambarkan bahwa setelah Munas XI 
MUI Tahun 2025 selesai diselenggarakan dengan baik dan sukses, 
kita dituntut untuk terus bersiap dan selalu bekerja keras untuk 
kegiatan-kegiatan berikutnya di masa mendatang.

Buku ini memuat keputusan-keputusan Munas XI MUI, yaitu  
Fatwa-fatwa MUI yang dibahas oleh Komisi A (Fatwa), Perubah
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an PD/PRT MUI yang dirumuskan oleh Komisi B (Organisasi), 
Garis-Garis Besar Program Kerja MUI Masa Khidmat 2025-2030 
hasil kerja Komisi C (Program Kerja), Rekomendasi Munas XI MUI 
yang disusun oleh Komisi D (Rekomendasi), dan Komisi E (Khu-
sus) yang merumuskan Shahifah MUI.

Selain itu, forum permusyawaratan tertinggi MUI tersebut te
lah menghasilkan pembentukan Dewan Pimpinan MUI dan 
Pimpinan Dewan Pertimbangan MUI Masa Khidmat 2025-2030. 
Pembentukannya dilakukan melalui musyawarah mufakat oleh 
Tim Formatur yang bertindak sebagai Ahlul Halli Wal Aqdi. Ke
semua hasil kerja komisi-komisi dan hasil musyawarah Tim For-
matur telah disetujui secara aklamasi oleh peserta dalam sidang 
pleno Munas. Terkait dengan ini, buku ini dilengkapi dengan Be
rita Acara Rapat Tim Formatur yang menghasilkan kepengurusan 
DP MUI dan Pimpinan Wantim MUI untuk masa khidmat lima 
tahun ke depan.

Akhirul Kalam, semoga Himpunan Keputusan Munas XI MUI Ta-
hun 2025 dapat menjadi panduan, sekaligus bermanfaat bagi se-
genap pengurus MUI di berbagai tingkatan, serta manfaat lebih 
luas untuk umat dan bangsa. Aamiin ya Rabbal Alamin.

PIMPINAN PANITIA PENGARAH
MUNAS XI MUI TAHUN 2025

                    Ketua,				                    Sekretaris,

K.H. MASDUKI BAIDLOWI			   H. PASNI RUSLI

		  PIMPINAN PANITIA PELAKSANA
MUNAS XI MUI TAHUN 2025

              Ketua,				     Sekretaris,

H. YUSNAR YUSUF	                                    H. MUHAMMAD ZIYAD
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 الحمدُ لله الذي أضاءَ الوجودَ بنورِ النبوةِ والرسالة، والصلاة والسلام على
صحابِه

َ
 عبده المصطفى سيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله الأطهار و أ
.الأخيار ومن سار على مناهجهم حتى يوم القيامة. أما بعد

Syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah 
SWT atas limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya, sehingga 
Musyawarah Nasional XI Majelis Ulama Indonesia Tahun 2025 
yang diselenggarakan di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara pada 
tanggal 20-23 November 2025 M/ 29-30 Jumadil Awwal dan 1-2 Ju-
madil Akhir 1447 H dapat terselenggara dengan baik dan meng-
hasilkan keputusan yang Insya Allah membawa kemaslahatan 
bagi umat, bangsa, dan negara tercinta, Negara Kesatuan Republik 
Indonesia.

S A M B U T A N

DEWAN PIMPINAN 
MAJELIS ULAMA INDONESIA
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Majelis Ulama Indonesia sebagai pewaris tugas kenabian (warat-
satul anbiya’) mempunyai amanah agung dalam melayani umat 
(khadimul ummah) sekaligus sebagai mitra pemerintah (shadiiqul 
hukumah) guna menjaga kemaslahatan dan keutuhan umat ser-
ta memperkuat fondasi negara berdasarkan Pancasila, UUD NRI 
1945, dan nilai kebangsaan Bhinneka Tunggal Ika. Dengan penuh 
syukur, penyelenggaraan Munas XI MUI 2025 berjalan lancar, ter
tib, dan penuh semangat ukhuwah Islamiyah dalam bingkai per-
satuan dan kebersamaan.

Sebagai tindak lanjut, Dewan Pimpinan MUI masa khidmat 
2025–2030 berkomitmen menjadikan hasil Munas XI ini sebagai 
landasan strategis dalam menjalankan tugas, memperkuat tata 
kelola organisasi, serta meningkatkan pelayanan terhadap umat 
Islam di seluruh pelosok negeri. Kami mendorong seluruh Dewan 
Pimpinan MUI daerah, baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota, 
maupun kecamatan, untuk berpedoman pada hasil-hasil Munas 
XI sebagai standar kebijakan, manajemen, dan pelayanan.

Kami mengapresiasi seluruh peserta, panitia, serta semua pihak 
yang telah memberikan peran aktifnya dan sumbangsih dalam 
terselenggaranya Munas XI MUI 2025. Terima kasih juga kami 
sampaikan kepada Tim Harmonisasi Keputusan Munas XI MUI 
Tahun 2025 yang telah bekerja keras melakukan harmonisasi se
hingga terbit buku himpunan keputusan forum permusyawaratan 
tertinggi MUI ini. Semoga segala bentuk ibadah, pengabdian, dan 
upaya yang telah diberikan menjadi amal saleh di sisi Allah SWT.

Demikian sambutan ini kami sampaikan dengan penuh harap 
agar hasil Munas XI MUI 2025 ini menjadi pedoman dan inspirasi 
bersama seluruh jaran pengurus MUI di semua tingkatan dalam 
meningkatkan khidmatnya demi kemajuan MUI, kesejahteraan 
umat, kemaslahatan bangsa, dan keutuhan NKRI di bawah ridha 
dan rahmat Allah SWT. Aamiin ya Rabbal ‘aalamin.
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Jakarta, 26 Jumadil Akhir 1447 H.
                7    Desember    2025   M.

DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA

          Ketua Umum,                 	                    Sekretaris Jenderal,

		
 K.H. M. Anwar Iskandar                ;      Buya Amirsyah Tambunan
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Pajak Berkeadilan 
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6.	 Keputusan Munas XI MUI Tahun 2025 tentang Peru
bahan/Penyempurnaan Pedoman Dasar dan Pe-
doman Rumah Tangga MUI
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SURAT KEPUTUSAN
MUSYAWARAH NASIONAL XI
MAJELIS ULAMA INDONESIA

--------------------------------------------
Nomor:Kep-2/Munas-XI/2025 

Tentang
PAJAK BERKEADILAN

Musyawarah Nasional XI Majelis Ulama Indonesia yang ber-
langsung pada tanggal 29-30 Jumadil Awal dan 1-2 Jumadil Akhir 
1447 H/20-23 November 2025 M di Jakarta, setelah:

Menimbang	 : 

Mengingat        	 :	 1.    Al-Quran 
2.	 Sunnah Rasulullah SAW.
3.	 Pancasila.
4.	 Undang-Undang Dasar Negara Re-

publik Indonesia Tahun 1945.
5.	 Pedoman Dasar dan Pedoman Ru-

mah Tangga MUI.

1

MAJELIS ULAMA INDONESIA
WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA, ZU’AMA DAN CENDEKIAWAN MUSLIM

Jalan Proklamasi No. 51 Menteng Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31902666-3917853, Fax. 021-31905266
Website: http://www.mui.or.id, http://www.mui.tv    E-mail: sekretariat@mui.or.id

Kerangka Acuan dan Tata Tertib Musya
warah Nasional XI Majelis Ulama Indo-
nesia Tahun  2025.
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1. 	 Hasil Keputusan Komisi A (Fatwa) 
tentang Pajak Berkeadilan Munas 
XI MUI sebagaimana tercantum 
pada lampiran Surat Keputusan ini.

2.	 Munas XI MUI mengamanatkan ke-
pada Dewan Pimpinan MUI untuk 
menyempurnakan redaksi dari ke-
putusan ini.

Menetapkan

1.	 Sambutan Ketua Dewan Pertimba
ngan MUI pada Pembukaan Mus
yawarah Nasional XI MUI Tahun 
2025.

2.	 Sambutan Ketua Umum Dewan 
Pimpinan MUI pada Pembukaan 
Musyawarah Nasional XI MUI Ta-
hun 2025.

3.	 Sambutan Menteri Agama RI pada 
Pembukaan Musyawarah Nasional 
XI MUI Tahun 2025.

4.	 Sambutan Ketua MPR RI pada Pem-
bukaan Musyawarah Nasional XI 
MUI Tahun 2025.

5.	 Laporan Komisi A (Fatwa) tentang 
Pajak Berkeadilan pada Sidang Ple-
no X Munas XI MUI Tahun 2025.

6.	 Pendapat, usul-usul dan saran-sa-
ran dari para peserta Sidang Pleno 
X Munas XI MUI Tahun 2025.

Memperhatikan :

:Dengan bertawakal kepada Allah SWT:

MEMUTUSKAN
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3.	 Munas XI MUI mengamanatkan 
kepada Dewan Pimpinan MUI un-
tuk melaksanakan dan mensosia-
lisasikan hasil Munas XI MUI agar 
dapat diketahui dan dilaksanakan.

4.	 Keputusan ini berlaku sejak ditetap
kan dan apabila ada kekeliruan di 
kemudian hari akan dilakukan per-
baikan seperlunya 

Ditetapkan di 	: JAKARTA
Tanggal	 : 1 Jumadil Akhir 1447 H
 		    22  November  2025   M

MUSYAWARAH NASIONAL XI
MAJELIS ULAMA INDONESIA TAHUN 2025

					   
PIMPINAN SIDANG PLENO X

                     Ketua,		                            Sekretaris,

 K.H. Masduki Baidlowi	   	               Drs. H. Pasni Rusli
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FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Nomor: 2/Munas-XI/2025
Tentang

PAJAK BERKEADILAN

Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam Musyawarah Nasional XI 
pada tanggal 29 Jumadil Ula – 2 Jumadil Akhir 1447 H/20-23 No-
vember 2025 M, setelah:

Menimbang	 :         a. 	bahwa dalam kehidupan berbang
sa dan bernegara terjadi kontrak 
hubungan antara negara dan mas
yarakat untuk mewujudkan kesejah
teraan umum, salah satunya melalui 
pembayaran pajak;

	          b. 	 bahwa selama ini, ada keluhan dari 
sebagian masyarakat tentang imple
mentasi pungutan pajak yang dinilai 
tidak berkeadilan, seperti kasus ke-
naikan pajak PBB yang berlipat ganda 
dan memberatkan masyarakat;

MAJELIS ULAMA INDONESIA
WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA, ZU’AMA DAN CENDEKIAWAN MUSLIM
Jalan Proklamasi No. 51 Menteng Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31902666-3917853, Fax. 021-31905266

Website: http://www.mui.or.id, http://www.mui.tv    E-mail: sekretariat@mui.or.id



5Majelis Ulama Indonesia Tahun 2025

	         c. 	 bahwa atas dasar itu muncul per-
tanyaan dalam masyarakat tentang 
pajak berkeadilan menurut hukum 
syariat; 

	        d. 		 bahwa berdasarkan pertimbangan 
dalam poin a, b, dan c, Musyawarah 
Nasional Majelis Ulama Indonesia 
memandang perlu menetapkan fatwa 
tentang pajak berkeadilan;

Mengingat	 :  1.    Firman Allah SWT. 

a.	 Ayat al-Qur’an tentang larangan 
mengambil harta orang lain secara 
batil, antara lain;

بِهَآ وْا 
ُ
وَتُدْل بَاطِلِ 

ْ
بِال مْ 

ُ
بَيْنَك مْ 

ُ
ك

َ
مْوَال

َ
ا وْٓا 

ُ
ل
ُ
ك

ْ
تَأ ا 

َ
 وَل

مِ
ْ
اِث

ْ
مْوَالِ النَّاسِ بِال

َ
نْ ا ا مِّ

ً
رِيْق

َ
وْا ف

ُ
ل
ُ
ك

ْ
امِ لِتَأ

َّ
حُك

ْ
ى ال

َ
 اِل

ࣖ
َ

مُوْن
َ
نْتُمْ تَعْل

َ
  وَا

“Janganlah kamu makan harta di an-
tara kamu dengan jalan yang batil 
dan ( janganlah) kamu membawa 
(urusan) harta itu kepada para hakim 
dengan maksud agar kamu dapat 
memakan sebagian harta orang lain 
itu dengan jalan dosa, padahal kamu 
mengetahui.” (QS. al-Baqarah [2]: 188)

بَاطِلِ
ْ
مْ بِال

ُ
مْ بَيْنَك

ُ
ك

َ
مْوَال

َ
وْٓا ا

ُ
ل
ُ
ك

ْ
ا تَأ

َ
مَنُوْا ل

ٰ
ذِيْنَ ا

َّ
يُّهَا ال

َ
 يٰٓا

وْٓا
ُ
تُل

ْ
ا تَق

َ
مْۗ وَل

ُ
نْك ارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّ  تِجَ

َ
وْن

ُ
 تَك

ْ
ن

َ
آ ا

َّ
 اِل

مْ رَحِيْمًا
ُ
 بِك

َ
ان

َ
َ ك ّٰ

 الل
َّ

مْۗ اِن
ُ
سَك

ُ
نْف

َ
ا
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“Wahai orang-orang yang beriman, 
janganlah kamu memakan harta 
sesamamu dengan cara yang batil 
(tidak benar), kecuali berupa pernia
gaan atas dasar suka sama suka di 
antara kamu. Janganlah kamu mem-
bunuh dirimu. Sesungguhnya Allah 
adalah Maha Penyayang kepadamu.” 
(QS. al-Nisa [4]: 29)

b.	 Ayat al-Qur’an yang melarang mela
kukan perkara yang merugikan orang 
lain, antara lain; 

ا
َ
وَل قِسْطِ 

ْ
بِال  

َ
مِيْزَان

ْ
وَال  

َ
يَال

ْ
مِك

ْ
ال وا 

ُ
وْف

َ
ا وْمِ 

َ
 وَيٰق

رْضِ
َ
ا

ْ
ال فِى  تَعْثَوْا  ا 

َ
وَل شْيَاءَۤهُمْ 

َ
ا النَّاسَ  سُوا 

َ
 تَبْخ

سِدِيْنَ
ْ
مُف

“Allah Wahai kaumku, penuhilah ta-
karan dan timbangan dengan adil! 
Janganlah kamu merugikan manu
sia akan hak-hak mereka dan ja
nganlah kamu membuat kejahatan di 
bumi dengan menjadi perusak.” (Q.S. 
Al-Hud (11): 85)

فِى تَعْثَوْا  ا 
َ
وَل شْيَاءَۤهُمْ 

َ
ا النَّاسَ  سُوا 

َ
تَبْخ ا 

َ
 وَل

سِدِيْنَۚ
ْ
رْضِ مُف

َ
ا

ْ
ال

“Janganlah kamu merugikan manu-
sia dengan mengurangi hak-haknya 
dan janganlah membuat kerusakan di 
bumi.” (Q.S. Al-Syuara (26): 183)
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َ ّٰ
وْمِ اعْبُدُوا الل

َ
 يٰق

َ
ال

َ
خَاهُمْ شُعَيْبًاۗ ق

َ
ى مَدْيَنَ ا

ٰ
 وَاِل

مْ
ُ
ك بِّ

نْ رَّ مِّ نَةٌ  بَيِّ مْ 
ُ
جَاءَۤتْك دْ 

َ
ق يْرُهٗۗ 

َ
غ هٍ 

ٰ
اِل نْ  مِّ مْ 

ُ
ك

َ
ل  مَا 

النَّاسَ سُوا 
َ

تَبْخ ا 
َ
وَل  

َ
مِيْزَان

ْ
وَال  

َ
يْل

َ
ك

ْ
ال وا 

ُ
وْف

َ
ا
َ
 ف

احِهَاۗ
َ

رْضِ بَعْدَ اِصْل
َ
ا

ْ
سِدُوْا فِى ال

ْ
ا تُف

َ
شْيَاءَۤهُمْ وَل

َ
 ا

ؤْمِنِيْنَۚ تُمْ مُّ
ْ
ن
ُ
 ك

ْ
مْ اِن

ُ
ك

َّ
مْ خَيْرٌ ل

ُ
ذٰلِك

“Kepada penduduk Madyan, Kami 
(utus) saudara mereka, Syuʻaib. Dia 
berkata, “Wahai kaumku, sembahlah 
Allah. Tidak ada bagimu tuhan (yang 
disembah) selain Dia. Sungguh, telah 
datang kepadamu bukti yang nyata 
dari Tuhanmu. Maka, sempurnakan-
lah takaran dan timbangan, dan ja
nganlah merugikan (hak-hak) orang 
lain sedikit pun. Jangan (pula) berbuat 
kerusakan di bumi setelah perbaikann-
ya. Itulah lebih baik bagimu, jika kamu 
beriman.” (Q.S. al-A’raf (7): 85)

c.	 Ayat al-Qur’an yang melarang mem-
bebani orang lain di luar kemampu
an, antara lain;

ا وُسْعَهَاۗ 
َّ
سًا اِل

ْ
ُ نَف ّٰ

 الل
ُ

ف ِ
ّ
ل
َ
ا يُك

َ
ل

“Allah tidak membebani seseorang, ke-
cuali menurut kesanggupannya.” (Q.S. 
al-Baqarah (2): 286)

d.	 Ayat al-Qur’an tentang perintah taat 
kepada pemerintah; 
َ

سُوْل طِيْعُوا الرَّ
َ
َ وَا ّٰ

طِيْعُوا الل
َ
مَنُوْٓا ا

ٰ
ذِيْنَ ا

َّ
يُّهَا ال

َ
 يٰٓا
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وْهُ رُدُّ
َ
يْءٍ ف

َ
نَازَعْتُمْ فِيْ ش

َ
 ت

ْ
اِن

َ
ف مْۚ 

ُ
مْرِ مِنْك

َ
ا

ْ
ولِى ال

ُ
 وَا

يَوْمِ
ْ
ِ وَال

ّٰ
 بِالل

َ
تُمْ تُؤْمِنُوْن

ْ
ن
ُ
 ك

ْ
سُوْلِ اِن ِ وَالرَّ

ّٰ
ى الل

َ
 اِل

اࣖ
ً

وِيْل
ْ
حْسَنُ تَأ

َ
ا خِرِۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّ

ٰ
ا

ْ
ال

“Wahai orang-orang yang beriman, 
taatilah Allah dan taatilah Rasul 
(Nabi Muhammad) serta ulil amri 
(pemegang kekuasaan) di antara ka
mu. Jika kamu berbeda pendapat ten-
tang sesuatu, kembalikanlah kepada 
Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunah
nya) jika kamu beriman kepada Allah 
dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih 
baik (bagimu) dan lebih bagus akibat-
nya (di dunia dan di akhirat)” (Q.S. 
Al-Nisa’ (4): 59)

e.	 Ayat al-Qur’an tentang kebolehan 
melakukan perkara yang dilarang da-
lam keadaan terpaksa.

نْزِيرِ وَمَا خِ
ْ
حْمَ ال

َ
مَ وَل مَيْتَةَ وَالدَّ

ْ
مُ ال

ُ
يْك

َ
مَ عَل  إِنَّمَا حَرَّ

عَادٍ ا 
َ
وَل بَاغٍ  يْرَ 

َ
غ مَنِ اضْطُرَّ 

َ
ف  ِ

َّ
لِغَيْرِ الل بِهِ   

َّ
هِل

ُ
 أ

ورٌ رَحِيمٌ
ُ
ف

َ
َ غ َّ

 الل
َّ

يْهِ إِن
َ
مَ عَل

ْ
ا إِث

َ
ل

َ
 ف

“Sesungguhnya Dia hanya mengha­
ramkan atasmu bangkai, darah, da
ging babi, dan (daging) hewan yang 
disembelih dengan (menyebut nama) 
selain Allah. Akan tetapi, siapa yang 
terpaksa (memakannya), bukan ka
rena menginginkannya dan tidak 
(pula) melampaui batas, maka tidak 
ada dosa baginya. Sesungguhnya 
Allah Maha Pengampun lagi Maha 
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Penyayang.” (Q.S. Al-Baqarah (2): 173)

دْ
َ
وَق يْهِ 

َ
عَل  ِ

ّٰ
اسْمُ الل ا ذكُِرَ  وْا مَِّ

ُ
ل
ُ
ك

ْ
تَأ ا 

َّ
ل
َ
ا مْ 

ُ
ك

َ
ل  وَمَا 

يْهِۗ
َ
ا مَا اضْطُرِرْتُمْ اِل

َّ
مْ اِل

ُ
يْك

َ
مَ عَل ا حَرَّ مْ مَّ

ُ
ك

َ
 ل

َ
ل صَّ

َ
 ف

 رَبَّكَ
َّ

مٍۗ اِن
ْ
هْوَاىِٕۤهِمْ بِغَيْرِ عِل

َ
 بِا

َ
وْن

ُّ
يُضِل

َّ
ثِيرًا ل

َ
 ك

َّ
 وَاِن

مُعْتَدِيْنَ
ْ
مُ بِال

َ
عْل

َ
هُوَ ا

“Mengapa kamu tidak mau memakan 
sesuatu (daging hewan) yang (ketika 
disembelih) disebut nama Allah. Pa-
dahal, Allah telah menjelaskan secara 
rinci kepadamu sesuatu yang Dia ha-
ramkan kepadamu, kecuali jika kamu 
dalam keadaan terpaksa. Sesung-
guhnya banyak yang menyesatkan 
(orang lain) dengan mengikuti hawa 
nafsunya tanpa dasar pengetahuan. 
Sesungguhnya Tuhanmu lebih meng-
etahui orang-orang yang melampaui 
batas.” (Q.S. Al-An’am (6): 119)

f.	 Ayat al-Qur’an tentang perintah un-
tuk saling menolong dan membantu, 
di antaranya:

هْرَ ا الشَّ
َ
ِ وَل

ّٰ
وْا شَعَاۤىِٕرَ الل

ُّ
ل حِ

ُ
ا ت

َ
مَنُوْا ل

ٰ
ذِيْنَ ا

َّ
يُّهَا ال

َ
 يٰٓا

بَيْتَ
ْ
يْنَ ال مِّ

ٰۤ
آ ا

َ
اۤىِٕدَ وَل

َ
ل

َ
ق

ْ
ا ال

َ
هَدْيَ وَل

ْ
ا ال

َ
حرََامَ وَل

ْ
 ال

وَاِذَا وَرِضْوَانًاۗ  هِمْ  بِّ
رَّ نْ  مِّ ا 

ً
ضْل

َ
ف  

َ
يَبْتَغُوْن حرََامَ 

ْ
 ال

وْمٍ
َ
ق  

ُ
ن

ٰ
شَنَا مْ 

ُ
ك جرِْمَنَّ

َ
ي ا 

َ
وَل اصْطَادُوْاۗ 

َ
ف تُمْ 

ْ
ل
َ
 حَل

تَعْتَدُوْاۘ  
ْ

ن
َ
ا حرََامِ 

ْ
ال مَسْجِدِ 

ْ
ال عَنِ  مْ 

ُ
وكْ صَدُّ  

ْ
ن

َ
 ا

مِ
ْ
اِث

ْ
ى ال

َ
ا تَعَاوَنُوْا عَل

َ
وٰىۖ وَل

ْ
ق

َّ
بِرِّ وَالت

ْ
ى ال

َ
 وَتَعَاوَنُوْا عَل
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ابِ
َ
عِق

ْ
َ شَدِيْدُ ال ّٰ

 الل
َّ

َۗ اِن
ّٰ

وا الل
ُ
عُدْوَانِۖ وَاتَّق

ْ
وَال

”Wahai orang-orang yang beriman, ja-
nganlah kamu melanggar syiar-syiar 
(kesucian) Allah, jangan (melanggar 
kehormatan) bulan-bulan haram, ja-
ngan (mengganggu) hadyu (hewan-
hewan kurban) dan qalā’id (hewan-he-
wan kurban yang diberi tanda), dan 
jangan (pula mengganggu) para pe
ngunjung Baitulharam sedangkan 
mereka mencari karunia dan rida 
Tuhannya! Apabila kamu telah ber-
tahalul (menyelesaikan ihram), berbu-
rulah ( jika mau). Janganlah sekali-ka-
li kebencian(-mu) kepada suatu kaum, 
karena mereka menghalang-halangi-
mu dari Masjidilharam, mendorong-
mu berbuat melampaui batas (kepada 
mereka). Tolong-menolonglah kamu 
dalam (mengerjakan) kebajikan dan 
takwa, dan jangan tolong-menolong 
dalam berbuat dosa dan permusuh
an. Bertakwalah kepada Allah, se-
sungguhnya Allah sangat berat siksa-
an-Nya.” (Q.S. al-Ma’idah (5): 2) 

g.	 Ayat al-Qur’an tentang perintah un-
tuk jujur, transparan, dan amanah, 
antara lain;
َ

سُوْل وَالرَّ  َ ّٰ
الل خُوْنُوا 

َ
ت ا 

َ
ل مَنُوْا 

ٰ
ا ذِيْنَ 

َّ
ال يُّهَا 

َ
 يٰٓا

َ
مُوْن

َ
نْتُمْ تَعْل

َ
مْ وَا

ُ
تِك

ٰ
مٰن

َ
خُوْنُوْٓا ا

َ
وَت

“Wahai orang-orang yang beriman, ja
nganlah kamu mengkhianati Allah dan 
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Rasul serta janganlah kamu mengkhi
anati amanat yang dipercayakan ke-
padamu, sedangkan kamu mengeta-
hui.” (Q.S. al-Anfal (8): 27)

هْلِهَاۙ وَاِذَا
َ
ٰٓى ا تِ اِل

ٰ
مٰن

َ
ا

ْ
وا ال  تُؤَدُّ

ْ
ن

َ
مْ ا

ُ
مُركُ

ْ
َ يَأ ّٰ

 الل
َّ

 اِن
َ ّٰ
 الل

َّ
عَدْلِۗ اِن

ْ
مُوْا بِال

ُ
ك حْ

َ
 ت

ْ
ن

َ
مْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ ا

َ
 حَك

 سَمِيْعًا ۢ بَصِيْرًا
َ

ان
َ
َ ك ّٰ

 الل
َّ

مْ بِهٖۗ اِن
ُ
نِعِمَّا يَعِظُك

“Sesungguhnya Allah menyuruh ka
mu menyampaikan amanah kepada 
pemiliknya. Apabila kamu menetapkan 
hukum di antara manusia, hendaklah 
kamu tetapkan secara adil. Sesung-
guhnya Allah memberi pengajaran 
yang paling baik kepadamu. Sesung-
guhnya Allah Maha Mendengar lagi 
Maha Melihat.” (Q.S. al-Nisa (4): 58)

h.	 Ayat al-Qur’an tentang yang men-
jelaskan tentang perintah untuk ber-
buat baik, antara lain:

وَاعْبُدُوْا وَاسْجُدُوْا  عُوْا 
َ
ارْك مَنُوا 

ٰ
ا ذِيْنَ 

َّ
ال يُّهَا 

َ
 يٰٓا

ۚ
َ

لِحُوْن
ْ
مْ تُف

ُ
ك

َّ
عَل

َ
يْرَ ل خَ

ْ
وا ال

ُ
عَل

ْ
مْ وَاف

ُ
رَبَّك

“Wahai orang-orang yang beriman, 
rukuklah, sujudlah, sembahlah Tu-
hanmu, dan lakukanlah kebaikan 
agar kamu beruntung.”. (Q.S al-Hajj 
(22): 77)

i.	 Ayat al-Qur’an tentang perintah me
negakkan keadilan, antara lain:
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شُهَدَاءَۤ  ِ
ّٰ
لِ امِيْنَ  وَّ

َ
ق وْنُوْا 

ُ
ك مَنُوْا 

ٰ
ا ذِيْنَ 

َّ
ال يُّهَا 

َ
 يٰٓا

ا
َّ
ل
َ
ا ٰٓى  عَل وْمٍ 

َ
ق  

ُ
ن

ٰ
شَنَا مْ 

ُ
ك جرِْمَنَّ

َ
ي ا 

َ
وَل قِسْطِۖ 

ْ
 بِال

َّ
َۗ اِن

ّٰ
وا الل

ُ
وٰىۖ وَاتَّق

ْ
ق

َّ
رَبُ لِلت

ْ
ق
َ
وْاۗ هُوَ ا

ُ
وْاۗ اِعْدِل

ُ
 تَعْدِل

َ
وْن

ُ
َ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَل ّٰ

الل

“Wahai orang-orang yang beriman, 
jadilah kamu penegak (kebenaran) 
karena Allah (dan) saksi-saksi (yang 
bertindak) dengan adil. Janganlah 
kebencianmu terhadap suatu kaum 
mendorong kamu untuk berlaku tidak 
adil. Berlakulah adil karena (adil) itu 
lebih dekat pada takwa. Bertakwalah 
kepada Allah. Sesungguhnya Allah 
Mahateliti terhadap apa yang kamu 
kerjakan.” (Q.S. al-Ma’idah (5): 8) 

j.	 Ayat al-Qur’an tentang perintah meng
optimalkan kekayaan sumber daya 
alam, antara lain;

اعْبُدُوا وْمِ 
َ
يٰق  

َ
ال

َ
ق صٰلِحًاۘ  خَاهُمْ 

َ
ا مُوْدَ 

َ
ث ى 

ٰ
  وَاِل

رْضِ
َ
ا

ْ
نَ ال مْ مِّ

ُ
ك

َ
شَا

ْ
ن
َ
يْرُهٗۗ هُوَ ا

َ
هٍ غ

ٰ
نْ اِل مْ مِّ

ُ
ك

َ
َ مَا ل ّٰ

 الل
َّ

اِن يْهِۗ 
َ
اِل توُْبوُْٓا  مَّ 

ُ
ث اسْتَغْفِرُوْهُ 

َ
ف فِيْهَا  مْ 

ُ
 وَاسْتَعْمَركَ

يْبٌ جِ
ُّ

رِيْبٌ م
َ
يْ ق ِ

رَبّ

“Kepada (kaum) Samud (Kami utus) 
saudara mereka, Saleh. Dia berkata, 
“Wahai kaumku, sembahlah Allah! 
Sekali-kali tidak ada tuhan bagimu 
selain Dia. Dia telah menciptakanmu 
dari bumi (tanah) dan menjadikan-
mu pemakmurnya. Oleh karena itu, 
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mohonlah ampunan kepada-Nya, ke
mudian bertobatlah kepada-Nya. Se
sungguhnya Tuhanku sangat dekat 
lagi Maha Memperkenankan (doa 
hamba-Nya).” (Q.S. al-Hud (11): 61)

k.	 Ayat al-Qur’an tentang perintah un-
tuk bekerja di dunia dalam rangka 
menggapai akherat, antara lain:

سَ
ْ
تَن ا 

َ
وَل خِرَةَ 

ٰ
ا

ْ
ال ارَ  الدَّ  ُ ّٰ

الل تٰىكَ 
ٰ
ا فِيْمَآ   وَابْتَغِ 

ُ ّٰ
الل حْسَنَ 

َ
ا مَآ 

َ
ك حْسِنْ 

َ
وَا نْيَا  الدُّ مِنَ   نَصِيْبَكَ 

بُّ حِ
ُ

ا ي
َ
َ ل ّٰ

 الل
َّ

رْضِۗ اِن
َ
ا

ْ
سَادَ فِى ال

َ
ف

ْ
ا تَبْغِ ال

َ
يْكَ وَل

َ
 اِل

سِدِيْنَ
ْ
مُف

ْ
 ال

“Dan, carilah pada apa yang telah 
dianugerahkan Allah kepadamu 
(pahala) negeri akhirat, tetapi ja
nganlah kamu lupakan bagianmu di 
dunia. Berbuat baiklah (kepada orang 
lain) sebagaimana Allah telah berbuat 
baik kepadamu dan janganlah kamu 
berbuat kerusakan di bumi. Sesung-
guhnya Allah tidak menyukai orang-
orang yang berbuat kerusakan.” (Q.S. 
al-Qashash (28): 77) 

2.	 Hadis Nabi SAW:

a.	 Hadis tentang tidak adanya kewajiban 
menunaikan harta kecuali membayar 
zakat:

النَّبِيَّ تَعْنِي  سَمِعَتْهُ  نْهَا 
َ
أ يْسٍ 

َ
ق تِ 

ْ
بِن اطِمَةَ 

َ
ف  عَنْ 

مَالِ حَقٌّ
ْ
يْسَ فِي ال

َ
 ل

ُ
ول

ُ
مَ يَق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
 صَل
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اةِ
َ
سِوَى الزَّك

“Dari Fatimah binti Qais sesungguh­
nya dirinya mendengar dari Nabi Mu-
hammad bersabda, “Tidak ada hak 
dalam harta selain zakat.” (H.R. Ibnu 
Majjah)

b.	 Hadis tentang larangan mengambil 
hak milik orang lain, antara lain:

بِيهِ
َ
أ عَنْ  يَزِيدَ  بْنِ  ائِبِ  السَّ بْنُ   ِ

َّ
الل عَبْدُ  نَا 

َ
ث  حَدَّ

يْهِ
َ
عَل  ُ َّ

الل ى 
َّ
صَل  ِ

َّ
الل  

ُ
رَسُول  

َ
ال

َ
ق  

َ
ال

َ
ق هِ  جَدِّ  عَنْ 

ا وْ جَادًّ
َ
اعِبًا أ

َ
خِيهِ ل

َ
مْ عَصَا أ

ُ
حَدُك

َ
 أ

ْ
خُذ

ْ
ا يَأ

َ
مَ ل

َّ
 وَسَل

يْهِ
َ
هَا إِل يَرُدَّ

ْ
ل
َ
خِيهِ ف

َ
 عَصَا أ

َ
خَذ

َ
مَنْ أ

َ
ف

“Dari Abdullah ibn Al-Musayyyab ibn 
yazid dari orang tuanya dari kakek
nya berkata Rasulullah bersabda: 
““Janganlah salah seorang di antara 
kamu mengambil tongkat saudaranya 
baik main-main maupun serius. Jika 
salah seorang di antara kamu meng
ambil tongkat saudaranya, maka kem-
balikankah.” (HR. At- Tirmidzi)

c.	 Hadis tentang haramnya darah, har-
ta dan kehormatan manusia, antara 
lain:

ِ
َّ

 الل
َ

 رَسُول
َّ

ن
َ
ُ عَنْهُمَا أ َّ

اسٍ رَضِيَ الل  عَنْ ابْنِ عَبَّ

مَ خَطَبَ النَّاسَ يَوْمَ النَّحْرِ
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
 صَل

وا يَوْمٌ حَرَامٌ
ُ
ال

َ
ا ق

َ
يُّ يَوْمٍ هَذ

َ
يُّهَا النَّاسُ أ

َ
 يَا أ

َ
ال

َ
ق

َ
 ف
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يُّ
َ
أ
َ
ف  

َ
ال

َ
ق حَرَامٌ  دٌ 

َ
بَل وا 

ُ
ال

َ
ق ا 

َ
هَذ دٍ 

َ
بَل يُّ 

َ
أ
َ
ف  

َ
ال

َ
 ق

مْ
ُ
دِمَاءَك  

َّ
إِن

َ
ف  

َ
ال

َ
ق حَرَامٌ  شَهْرٌ  وا 

ُ
ال

َ
ق ا 

َ
هَذ  شَهْرٍ 

مْ حَرَامٌ
ُ
يْك

َ
مْ عَل

ُ
عْرَاضَك

َ
مْ وَأ

ُ
ك

َ
مْوَال

َ
وَأ

“Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah 
berkhutbah pada hari idul adha, “Se-
sungguhnya darah, harta dan kehor-
matan kalian itu haram bagi kalian.” 
(HR. Bukhari)

d.	 Hadis yang melarang segala tindakan 
yang dapat menimbulkan mudarat 
(bahaya) baik bagi diri sendiri mau-
pun orang lain:

دْرِيِّ بِيْ سَعِيْدٍ سَعْدِ بنِ مَالِكٍ بْنِ سِنَانٍ الخُ
َ
 عنْ أ

عليه الله  الِله صلى   
َ

رَسُول  
َّ

ن
َ
أ عنه  الله   رضي 

 ضِرَارَ( 
َ
 ضَرَرَ وَلا

َ
: )لا

َ
ال

َ
 وسلم ق

“Dari Abu Said Sa’ad bin Malik bin 
Sinan Al Khudry  radhiyallahu ‘anhu, 
bahwa Rasulullah  shallallahu ‘alai-
hi wa sallam  bersabda: “Tidak boleh 
membahayakan diri sendiri dan tidak 
boleh pula membahayakan orang lain.” 
(HR. Ibnu Majah dan al-Daruquthny)

e.	 Hadis larangan membebani orang lai 
di luar kemampuan, di antaranya:

بْنَاءِ
َ
أ مِنْ  ةٍ  عِدَّ عَنْ  خْبَرَهُ 

َ
أ يْمٍ 

َ
سُل بْنَ   

َ
وَان

ْ
صَف  

َّ
ن

َ
 أ

مَ عَنْ
َّ
يْهِ وَسَل

َ
عَل  ُ َّ

ى الل
َّ
ِ صَل

َّ
صْحَابِ رَسُولِ الل

َ
 أ
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مَ
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
ِ صَل

َّ
 آبَائِهِمْ دِنْيَةً عَنْ رَسُولِ الل

هُ
َ
ف

َّ
ل
َ
وْ ك

َ
أ صَهُ 

َ
ق

َ
انْت وْ 

َ
أ مُعَاهِدًا  مَ 

َ
ظَل مَنْ  ا 

َ
ل
َ
أ  

َ
ال

َ
 ق

سٍ
ْ
 مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طِيبِ نَف

َ
خَذ

َ
وْ أ

َ
تِهِ أ

َ
وْقَ طَاق

َ
 ف

قِيَامَةِ
ْ
نَا حَجِيجُهُ يَوْمَ ال

َ
أ
َ
ف

“Bahwa Shafwan ibn Sulaim menga
barkan dari Iddah Dari putra sahabat 
Rasulullah dari bapaknya dari Rasu-
lullah, “Ingatlah! Barangsiapa berlaku 
aniaya terhadap seorang mu’ahad, 
menekannya, atau membebaninya 
dengan beban yang tidak mampu ia 
tanggung, atau merampas hak mere-
ka, maka aku adalah orang yang akan 
memintakan pertanggungjawaban-
nya (mu’ahad) kelak di hari kiamat” 
(HR. Abu Dawud).

f.	 Hadis tentang larangan petugas me-
mungut dana secara tidak sah, di an-
taranya: 

ُ
رَسُول  

َ
اسْتَعْمَل  

َ
ال

َ
ق اعِدِيِّ  السَّ حُمَيْدٍ  بِي 

َ
أ  عَنْ 

سْدِ
َ
أ

ْ
ال مِنْ  ا 

ً
رَجُل مَ 

َّ
وَسَل يْهِ 

َ
عَل  ُ َّ

الل ى 
َّ
صَل  ِ

َّ
 الل

عُمَرَ بِي 
َ
أ وَابْنُ  عَمْرٌو   

َ
ال

َ
ق ةِ  بِيَّ

ْ
ت
ُّ
الل ابْنُ  هُ 

َ
ل  

ُ
ال

َ
 يُق

لِي ا 
َ

وَهَذ مْ 
ُ
ك

َ
ل ا 

َ
هَذ  

َ
ال

َ
ق دِمَ 

َ
ق مَّا 

َ
ل
َ
ف ةِ 

َ
دَق الصَّ ى 

َ
 عَل

يْهِ
َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
امَ رَسُول

َ
ق

َ
 ف

َ
ال

َ
هْدِيَ لِي ق

ُ
 أ

َ
ال

َ
وَق يْهِ 

َ
عَل نَى 

ْ
ث
َ
وَأ  َ َّ

حَمِدَ الل
َ
مِنْبَرِ ف

ْ
ال ى 

َ
عَل مَ 

َّ
 وَسَل

هْدِيَ
ُ
ا أ

َ
مْ وَهَذ

ُ
ك

َ
ا ل

َ
 هَذ

ُ
ول

ُ
يَق

َ
بْعَثُهُ ف

َ
 عَامِلٍ أ

ُ
 مَا بَال

حَتَّى هِ  مِّ
ُ
أ بَيْتِ  فِي  وْ 

َ
أ بِيهِ 

َ
أ بَيْتِ  فِي  عَدَ 

َ
ق ا 

َ
ل

َ
ف
َ
أ  لِي 
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دٍ بِيَدِهِ حَمَّ
ُ

سُ م
ْ
ذِي نَف

َّ
ا وَال

َ
مْ ل

َ
يْهِ أ

َ
يُهْدَى إِل

َ
 يَنْظُرَ أ

يَوْمَ بِهِ  جَاءَ  ا 
َّ
إِل شَيْئًا  مِنْهَا  مْ 

ُ
مِنْك حَدٌ 

َ
أ  

ُ
يَنَال ا 

َ
 ل

رَةٌ
َ
بَق وْ 

َ
أ اءٌ 

َ
رُغ هُ 

َ
ل بَعِيرٌ  عُنُقِهِ  ى 

َ
عَل هُ 

ُ
مِل حْ

َ
قِيَامَةِ ي

ْ
 ال

وْ شَاةٌ تَيْعِرُ
َ
هَا خُوَارٌ أ

َ
ل

“Dari Abu Humaid As Sa’idi berkata: 
“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sal-
lam memperkerjakan seorang laki-laki 
dari suku Al Asad bernama Ibnu Lu-
thbiyah -Amru dan Ibnu Abu ‘Umar 
berkata- untuk mengumpulkan harta 
sedekat (zakat). Ketika menyetorkan 
zakat yang dipungutnya, dia berkata: 
“Zakat ini kuserahkan kepada anda, 
dan ini pemberian orang kepadaku.” 
Abu Humaid berkata: “Rasulullah 
shallallahu ‘alaihi wa sallam lalu ber-
pidato di atas mimbar, setelah beliau 
memuji dan menyanjung Allah, beli-
au sampaikan: “Ada seorang petugas 
yang aku tugaskan memungut zakat, 
dia berkata: ‘Zakat ini yang kuberikan 
(setorkan) kepada anda, dan ini pem-
berian orang kepadaku.’ Mengapa dia 
tidak duduk saja di rumah ibu bapak-
nya menunggu orang mengantarkan 
hadiah kepadanya? Demi Allah yang 
jiwa Muhammad berada di tangan-
nya, tidak ada seorangpun di antara 
kalian yang menggelapkan zakat keti-
ka ia ditugaskan untuk memungutnya, 
melainkan pada hari kiamat kelak dia 
akan memikul unta yang digelapkan-
nya itu melenguh-lenguh di lehernya, 
atau sapi (lembu) yang melenguh, 
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atau kambing yang mengembek-em-
bek.” (HR. Bukhari)

g.	 Hadis tentang ketaatan hanya ber-
laku pada perkara yang ma’ruf, antara 
lain:

م
َّ
وَسَل يْهِ 

َ
عَل  ُ َّ

الل ى 
َّ
صَل  ِ

َّ
الل  

َ
رَسُول  

َّ
ن

َ
أ عَلِيٍّ   عَنْ 

فِي اعَةُ  الطَّ إِنَّمَا   ِ
َّ

الل مَعْصِيَةِ  فِي  طَاعَةَ  ا 
َ
ل  

َ
ال

َ
 ق

مَعْرُوفِ
ْ
ال

“Dari Ali Bahwa Rasulullah bersabda, 
“Tidak ada ketaatan di dalam maksi-
at, taat itu hanya dalam perkara yang 
ma’ruf.” (H.R. Muslim)

h.	 Hadis tentang pengambilan pajak ha-
rus berdasar asas kerelaan:

ِ
َّ

الل  
َ

رَسُول  
َّ

ن
َ
أ هِ  عَمِّ عَنْ  اشِىِّ 

َ
ق الرَّ ةَ  حُرَّ بِى 

َ
أ  عَنْ 

 امْرِئٍ
ُ

 مَال
ُّ

ل حِ
َ

 ي
َ
: “لا

َ
ال

َ
 -صلى الله عليه وسلم- ق

سٍ مِنْهُ ".
ْ
 بِطِيبِ نَف

َّ
مُسْلِمٍ إِلا

“Dari Abi Hurrah Al-Raqasyi bahwa 
Rasulullah bersabda, “Tidak halal 
mengambil harta seorang muslim ke-
cuali dengan kerelaan dirinya.”  (H.R 
Baihaqi)

i.	 hadis tentang pajak hanya berlaku 
bagi orang kaya yang digunakan un-
tuk membantu orang miskin, di an-
taranya:
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طَالِبٍ بِى 
َ
أ بْنَ  عَلِىَّ  سَمِعَ  نَّهُ 

َ
أ عَلِىٍّ  بْنِ  دِ  حَمَّ

ُ
م  عَنْ 

نِيَاءِ
ْ
غ

َ
ى الأ

َ
رَضَ عَل

َ
َ ف َّ

 الل
َّ

: إِن
َ

ال
َ
ُ عَنْهُ ق َّ

 رَضِىَ الل

 جَاعُوا
ْ

إِن
َ
رَاءَهُمْ ف

َ
ق

ُ
فِى ف

ْ
دْرِ مَا يَك

َ
مْوَالِهِمْ بِق

َ
 فِى أ

ِ
َّ

ى الل
َ
نِيَاءِ وَحَقٌّ عَل

ْ
غ

َ
بِمْنَعِ الأ

َ
 وَعُرُوا وَجُهِدُوا ف

يْهِ.
َ
بَهُمْ عَل ِ

ّ
قِيَامَةِ وَيُعَذ

ْ
اسِبَهُمْ يَوْمَ ال حَ

ُ
 ي

ْ
ن

َ
أ

“Dari Muhammad ibn Ali Bahwa di-
rinya mendengar Ali ibn Abi Thalib 
Berkata, “Sesungguhnya Allah mewa-
jibkan orang kaya untuk menyediakan 
bagian dari harta mereka sesuai de
ngan kadar yang dapat mencukupi 
kebutuhan orang miskin mereka. Jika 
mereka lapar dan telanjang (karena ti-
dak memiliki pakaian yang memadai), 
mereka berusaha “mencegah” orang 
kaya, dan Allah pasti akan meng-hisab 
mereka pada hari kiamat dan menyik-
sa mereka karena hal itu.”  (H.R. Bai-
haqi)

j.	 Hadis tentang setiap muslim harus 
mengikuti syarat yang telah disepaka-
ti, diantarnya:

النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم-  
َّ

ن
َ
أ هُرَيْرَةَ  بِى 

َ
أ  عَنْ 

ى شُرُوطِهِمْ.
َ
 عَل

َ
مُسْلِمُون

ْ
: ال

َ
ال

َ
ق

“Bahwa dari Abu Hurairah bahwa Ra-
sulullah bersabda “semua orang Islam 
harus mengikuti syarat-syaratnya”. 
(HR. Baihaqi).
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k.	 Hadis tentang pemeras tidak akan 
masuk surga, diantaranya:

ى
َّ
ِ صَل

َّ
 الل

َ
 سَمِعْتُ رَسُول

َ
ال

َ
بَةَ بْنِ عَامِرٍ ق

ْ
 عَنْ عُق

صَاحِبُ ةَ  جَنَّ
ْ
ال  

ُ
يَدْخُل ا 

َ
ل  

َ
ال

َ
ق مَ 

َّ
وَسَل يْهِ 

َ
عَل  ُ َّ

 الل

سٍ
ْ
مَك

“Bahwa Uqbah ibn Amir mendengar 
Rasulullah bersabda “Pemeras tidak 
akan masuk surga.” (HR. Abu Dawud).

3.	 Kaidah fikih:

حَةِ
َ
مَصْل

ْ
ةِ مَنُوطٌ بِال عِيَّ ى الرَّ

َ
إِمَامِ عَل

ْ
 ال

ُ
ف تَصَرُّ

“Kebijakan imam/pemerintah bagi 
rakyat harus berdasar maslahah.”

هُوَ وَاجِبٌ
َ
 بِهِ ف

َّ
وَاجِبُ اِلا

ْ
 يَتِمُّ ال

َ
 لا

َ
ما

“Perkara wajib yang tidak sempurna 
kecuali dengannya, maka perantara 
itu menjadi wajib.”

المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة
“Kepentingan umum didahulukan dari 
pada kemaslahatan pribadi.”

ضَرَرِ عِ 
ْ
دَف جْلِ 

َ
لِأ اصُّ  خَ

ْ
ال رَرُ  الضَّ  

ُ
ل  يُتَحَمَّ

عَامِّ
ْ
 ال

“Penangguhan mudharat yang ber-
sifat khusus boleh dilakukan demi 
menghindari kemudaratan yang ber-
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sifat umum”.

الأصل في الشروط الصحة واللزوم
“Asal hukum syarat dalam akad ada-
lah sah dan mengikat.”

الضرورات تبيح المحظورات
“Darurat itu dapat membolehkan per-
kara yang dilarang.”

a.	 Larangan mengambil harta secara 
batil.

هُ
ُ

خْذ
َ
أ  

ُ
ل وَّ

َ
أ

ْ
ال وَجْهَانِ:  هُ 

َ
ل بَاطِلِ 

ْ
بِال مَالِ 

ْ
ال  

ُ
ل

ْ
ك

َ
  وَأ

حوِْ ذَلِكَ.
َ

غَصْبِ وَن
ْ
ةِ وَال

َ
رِق مِ وَالسَّ

ْ
ل  عَلىَ وَجْهِ الظُّ

حوِْ
َ

وَن قِمَارِ 
ْ
ال

َ
حْظُوْرَةٍ ك

َ
م ةٍ  جِهَّ مِنْ  هُ 

ُ
خْذ

َ
أ ي  انِ

 وَالثَّ

دِ
َ
رعُْ. وَق مَهَا الشَّ تِي حَرَّ

َّ
وُجُوْهِ ال

ْ
 ذَلِكَ مِنْ سَائِرِ ال

وُجُوْهِ  
ْ
 هَذِهِ ال

ّ
لِ

ُ
حرِْيْمَ ك

َ
آيَةُ ت

ْ
انْتَظَمَتِ ال

“Adapun memakan harta dengan cara 
yang batil memiliki dua bentuk. Per-
tama, yaitu mengambilnya dengan 
cara zalim seperti mencuri, meram-
pok, atau merampas dan sebagainya. 
Kedua, yaitu mengambilnya dari sum-
ber yang dilarang, seperti perjudian, 
dan sebagainya dari segala bentuk 
yang diharamkan oleh syariat. Dan 
ayat ini mencakup pengharaman 
semua bentuk tersebut.” (Wahbah Az_

Memperhatikan:	         1. 	 Pendapat para fuqaha, antara lain: Pen
dapat ulama, antara lain:
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Zuhaili, Tafsir al-Munir fil Aqidah was 
Syari’ah wal Manhaj, juz 2, hal. 163, 
Damaskus: Darul Fikr al-Mu’ashir).

ى
َ
إِل بِهَا  وا 

ُ
تُدْل مَّ 

ُ
ث بَاطِلِ 

ْ
بِال وْهَا 

ُ
ل
ُ
ك

ْ
تَأ  

ْ
ن

َ
أ مْ 

ُ
  إِيَّاك

حَقٌّ هُوَ   
َ

بَاطِل
ْ
ال ا 

َ
هَذ  

َّ
ن

َ
أ مْ 

ُ
ك

َ
ل رُوْا  لِيُبَرِّ امِ 

َّ
حُك

ْ
 ال

حَاكِمِ
ْ
 فِي فِعْلِ ال

َ
 يَرَوْن

َ
ثِيْرُوْن

َ
نَاسٌ ك

ُ
هُنَاكَ أ

َ
مْ. ف

ُ
ك

َ
 ل

َّ
ن

َ
مْرٌ خَاطِئٌ لِأ

َ
ا أ

َ
هُ، وَهَذ

َ
وْا مِثْل

ُ
عَل

ْ
 يَف

ْ
ن

َ
رًا لِأ  مُبَرِّ

تِهِ  
َ
 عَنْ حَركَ

ٌ
سَانٍ مَسْئُوْل

ْ
 إِن

َّ
ل

ُ
 ك

“Janganlah kalian memakannya (har-
ta itu) dengan cara yang batil, kemu-
dian kamu membawa (urusan) harta 
itu kepada para hakim, supaya me
reka membenarkan bagi kalian bah-
wa yang batil itu adalah hak kalian. 
Karena ada banyak orang yang meng
anggap perbuatan penguasa sebagai 
pembenaran agar mereka melakukan 
hal yang sama, dan itu adalah suatu 
hal yang keliru, karena setiap manusia 
bertanggung jawab atas tindakann-
ya sendiri.” (Muhammad Mutawali 
Al-Sya’rawi: Tafsir wa Khawathir Al-
Imam, juz 2, Hal. 488, Kairo: Makta-
bah Darur Raudhah)

b.	 Rakyat harus patuh terhadap peme
rintah selama kebijakannya untuk 
menggapai kemaslahatan umum.

بِمَنْدُوبٍ مَرَ 
َ
أ وَإِذَا  دَ وُجُوبُهُ 

َّ
ك

َ
تَأ بِوَاجِبٍ  مَرَ 

َ
أ  اذَا 

ةٌ حَةٌ عَامَّ
َ
 فِيهِ مَصْل

َ
ان

َ
 ك

ْ
إِن

َ
مَرَ بِمُبَاحٍ ف

َ
 أ

ْ
 وَجَبَ وَإِن
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مَرَ
َ
أ إِذَا  مَا  افِ 

َ
ل خَانِ وَجَبَ بِخِ تَرْكِ شُرْبِ الدُّ

َ
 ك

ةٌ حَةَ فِيهِ عَامَّ
َ
ا مَصْل

َ
وْ مُبَاحٍ ل

َ
رُوهٍ أ

ْ
وْ مَك

َ
مٍ أ بِمُحَرَّ

“Ketika seorang pemimpin pemerin
tahan memerintah perkara wajib, 
maka kewajiban itu makin kuat, bila 
memerintahkan perkara sunnah maka 
menjadi wajib, dan bila memerintah-
kan perkara mubah, maka bila di da-
lamnya terdapat kemaslahatan publik, 
maka wajib dipatuhi seperti larangan 
untuk merokok. Berbeda bila ia me-
merintahkan perkara haram, makruh 
atau perkara mubah yang tidak meng
andung kemaslahatan publik, -maka 
tidak wajib dipatuhi-.“ (Muhammad 
Nawawi bin Umar Al-Jawi, Nihayatuz 
Zain Syarh Qurratul ‘Ain, hal. 112 Bei-
rut: Darul Fikr).

وْ
َ
أ بِمُبَاحٍ  مَرَ 

َ
أ إِذَا  إِمَامِ 

ْ
ال وْنِ 

َ
 ك

َّ
حَل

َ
م  

َّ
ن

َ
أ مْ 

َ
 وَاعْل

مِنَ بِهِ  مَرَ 
َ
أ مَا   

َ
ان

َ
ك إِذَا  طَاعَتُهُ  بُ  جِ

َ
ت  مَنْدُوبٍ 

ةِ عَامَّ
ْ
مَصَالِحِ ال

ْ
 ال

“Ketahuilah, bahwa kewajiban men-
taati imam dalam perintah mubah 
atau sunnah adalah apabila perintah 
tersebut mengandung kemaslahatan 
umum”. (Muhammad Arafah Ad-Da-
suqi, Hasyiyatud Dasuqi ‘alas Syarhil 
Kabir, juz 1, hal. 407 Beirut: Darul Fikr).

c.	 Pajak ditetapkan sebagai pendapatan 
negara jika pembiayaan negara tidak 
cukup.
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تكثير إلى  مفتقرا  مطاعا  إماما  قررنا  إذا   إنا 
المتسع الملك  وحماية  الثغور  لسد   الجنود 
حاجات وارتفعت  المال  بيت  وخلا   الأقطار 
إذا كان عدلا فللإمام  لا يكفيهم  ما  إلى   الجند 
في لهم  يراه كافيا  ما  الأغنياء  على  يوظف   أن 
إليه ثم  المال  بيت  مال  يظهر  أن  إلى   الحال 
والثمار الغلات  على  ذلك  توظيف  في   النظر 
إلى به  الناس  يؤدى تخصيص  ذلك كيلا   وغير 
 إيحاش القلوب وذلك يقع قليلا من كثير بحيث

 لا يجحف بأحد ويحصل المقصود
“Jika kita mengangkat seorang pe

mimpin yang dipatuhi dan perlu 
menambah jumlah prajurit untuk 
mengamankan perbatasan dan me-
lindungi wilayah yang luas, semen-
tara perbendaharaan negara kosong 
dan kebutuhan para prajurit melebihi 
apa yang mencukupi, maka pemim
pin tersebut, jika ia adil, dapat segera 
membebankan kepada orang kaya 
apa yang ia anggap mencukupi bagi 
mereka hingga perbendaharaan 
negara terisi kembali. Kemudian, ia 
dapat mempertimbangkan untuk 
membebankan ini pada hasil panen, 
buah-buahan, dan hal-hal lainnya 
agar tidak menimbulkan kebencian. 
Hal ini hendaknya dilakukan dalam 
jumlah kecil dari jumlah yang besar 
agar tidak ada yang dirugikan dan 
tujuan tercapai.”) Abu Ishaq Ibrahim 
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Al-Syatibi, Al-I’tisham, juz 2, hal. 121, 
Oman: Darul Hadits).

d.	 Pajak hanya digunakan untuk ke-
maslahatan umum dan memenuhi 
hajat orang banyak.

حَةٌ
َ
ا لِمَنْ فِيهِ مَصْل

َّ
هُ إِل

ُ
جوُزُ صَرْف

َ
ا ي

َ
 المَصَالِحِ ل

ُ
 مَال

حْتَاجٌ عَاجِز
ُ

وْ هُوَ م
َ
ةٌ أ عَامَّ

“Harta publik tidak boleh digunakan 
kecuali untuk memberi kemaslahatan 
umum atau untuk orang yang sangat 
membutuhkan.” (Yahya ibn Syaraf 
Al-Nawawi, Al-Majmu’ Syarah Al-Mu-
hadzdzab, juz 9, hal. 249, Jeddah: 
Maktabah Al-Irsyad).

e.	 Pengelolaan pajak harus transparan

لضرورة إلا  أحد  مال  يحل  لا  الأمور   وضابط 
سرا، لا  جهرا  المال  ذلك  فيؤخذ   تعرض، 
 وينفق بالعدل لا بالاستيثار وبرأي الجماعة لا

بالاستبداد بالأمر.
“Dan ketentuan perkara ini adalah 
larangan mengambil hak orang lain 
kecuali untuk kepentingan mende-
sak yang muncul. Maka harta yang 
diambil harus transparan dan tidak 
boleh sembunyi-sembunyi. Disalurkan 
secara adil, tidak mementingkan diri 
sendiri dan atas kesepakatan bersa-
ma yang tidak otoriter." (Al-Qurthu-
bi, Al-Jami’ Li Ahkami Al-Quran, juz 
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13, hal. 358, Beirut: Muasasah Al-Re-
salah).

f.	 Penetapan pajak harus dilandasi den-
gan keadilan.

 وَالمُسَاوَاةُ،
ُ

ى فِي حُصُولِ على الإِيرَادِ العَدْل
َ
 يُرَاع

ُ
انُون

َ
الق رِضُهُ 

ْ
يَف ا 

َ
ل بِمَا  رْدٌ 

َ
ف يُطَالِبُ  ا 

َ
ل  

ُ
يْث  بِحَ

تُهُ
َ
طَاق هُ 

ُ
تَمِل حْ

َ
ت ا  مَِّ رَ 

َ
ث
ْ
ك

َ
أ رْدٍ 

َ
ف ى 

َ
عَل ضُ  رَّ

َ
يُف ا 

َ
 وَل

رُورَةُ   سْتَدْعِيهِ الضَّ
َ
 وَت

“Dalam mengambil pendapatan ha-
ruslah dilandasi rasa keadilan dan 
pemerataan, sehingga tidak ada seo-
rangpun yang dituntut untuk mem-
bayar sesuatu yang tidak diwajibkan 
oleh undang-undang, dan tidak ada 
seorangpun yang dibebani melebi-
hi kemampuan dan kebutuhannya. 
(Abdul Wahab Khalaf, Al-Siyasah 
Al-Syar’iyah Aw Nidham Al-Daulah 
Al-Islamiyah Fi Al-Syu’un Al-Dusturi-
yati Wa Al-Kharijiyah Wa Al-Maliyah, 
101, Kairo: Dar Al-Anshar).

g.	 Ketentuan syarat pengambilan pajak.

 كل سنة
ً
 عين السلطان على بعض الرعية شيئا

أدّوه إن  المصالح  في  يصرفها  دراهم  نحو   من 
السلطان  وحياء من 

ً
لا خوفا نفس   عن طيب 

 أو غيره جاز أخذه ، وإلا فهو من أكل أموال
 الناس بالباطل ، لا يحل له التصرف فيه بوجه
 من الوجوه ، وإرادة صرفه في المصالح لا تصيره
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.
ً
حلالا

“Pemerintah menetapkan sejumlah 
uang kepada sebagian rakyatnya se-
tiap tahun, seperti beberapa dirham, 
yang akan dibelanjakan untuk kepen
tingan umum. Jika mereka memba-
yarnya dengan sukarela, bukan karena 
takut atau malu kepada Sultan atau 
siapa pun, maka boleh mengambil
nya. Jika tidak, hal itu dianggap meng
ambil uang rakyat secara tidak adil, 
dan tidak boleh baginya untuk meng-
gunakannya dengan cara apa pun. 
Niat untuk membelanjakannya untuk 
kepentingan umum tidak menjadikan-
nya halal.  (Abdurrahman Bin Mu-
hammad, Bughyatul mustarsyidin, 
juz 2, hal. 185, Jeddah: Darul Minhaj).

h.	 Menaikkan pajak berpotensi menim-
bulkan penyalahgunaan.

كما بدوية  أولها  في  تكون  الدولة  أن   اعلم 
لعدم الحاجات  قليلة  لذلك  فتكون   قلنا، 
وإنفاقها خرجها  فيكون  وعوائده،   الترف 
بأزيد وفاء  حينئذ  الجباية  في  فيكون   ،

ً
 قليلا

حاجاتهم. عن  كثير  منها  يفضل  بل   منها، 
الترف في  الحضارة  بدين  تأخذ  أن  تلبث  لا   ثم 
السابقة الدول  نهج  على  وتجري   وعوائدها، 
 قبلها، فيكثر لذلك خراج أهل الدولة، ويكثر
 كثرة بالغة بنفقته في

ً
 خراج السلطان خصوصا
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 خاصته، وكثرة عطائه، ولا تفي بذلك الجباية
“Ketahuilah bahwa sebuah negara 
pada awal berdirinya biasanya se-
derhana sebagaimana pernah kami 
sebutkan. Karena itu, kebutuhannya 
masih sedikit karena belum mengenal 
kemenwahan dan kebiasaan hidup 
mewah. Pengeluaran negara pun kecil 
sehingga pajak yang dipungut Ketika 
itu mencukupi bahkan melebihi kebu-
tuhan bahkan masih banyak tersisa. 
Namun, tidak lama kemudian nega-
ra mulai mengikuti pola kehidupan 
kota yang penuh kemewahan dan 
kebiasaan boros meniru model nega-
ra-negara sebelumnya. Akibatnya, pa-
jak rakyat semakin besar dan khusus-
nya beban penegluaran pemerintah 
meningkat pesat, baik untuk kebutuh
an pribadi maupun pemberian ha
diah. Pada keadaan ini pajak yang ter-
kumpul sudah tidak lagi mencukupi.” 
(Abdurahman Ibnu Khaldun, Tarikh 
Ibnu Khaldun, juz 1, hal. 346, Beirut: 
Dar Al Fikr).

i.	 Pemerasan itu dilarang.

نُوب
ُّ
وَالذ مَعَاصِي 

ْ
ال بَح 

ْ
ق
َ
أ مِنْ  س 

ْ
مَك

ْ
ال  

َّ
ن

َ
 أ

هُ
َ
ل النَّاس  بَات 

َ
مُطَال رَةِ 

ْ
ث
َ
لِك وَذَلِكَ  ات، 

َ
مُوبِق

ْ
 ال

وَانْتِهَاكه مِنْهُ  ذَلِكَ  ر  رُّ
َ
وَتَك عِنْده،  امَاتهمْ 

َ
 وَظِل

فِي وَصَرْفهَا  هَا 
ّ
حَق بِغَيْرِ  مْوَالهمْ 

َ
أ خْذ 

َ
وَأ اسِ   لِلنَّ

يْر وَجْههَا
َ
غ

“Pemerasan merupakan salah satu 
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dosa yang paling keji dan pelanggar
an yang merusak, karena banyaknya 
tuntutan masyarakat untuk dirinya, 
kedzaliman kepada masyarakat di 
tangannya, berulang kali tindakan-
nya, pelanggaran terhadap hak-hak 
masyarakat, dan pengambilan uang 
masyarakat secara tidak adil serta 
pembelanjaannya tidak sesuai perun-
tukannya.” (Al-Nawawi, Shahih Mus-
lim Bi Syarhi Al-Nawawi, juz 11, hal. 
203, Mesir: Al-Muthabaqah Al-Mish-
riyah Bi Al-Azhar).

عْظَمِ
َ
أ مِنْ  سَ 

ْ
مَك

ْ
ال  

َّ
ن

َ
أ وَفِيْهِ   : بِيُّ يِّ الطَّ  

َ
ال

َ
 ق

: فِيْهِ
َ

ال
َ
مَّ ق

ُ
بَائِرِ ث

َ
ك

ْ
هَبِيُّ مِنَ ال

َّ
هُ الذ اتِ وَعَدَّ

َ
مُوْبِق

ْ
 ال

ْ
إِن

َ
صِّ ف

ّ
رِيْقَ وَهُوَ شَرٌّ مِنَ اللِ طَّ

ْ
اطَعَ ال

َ
 شُبْهَةُ مَنْ ق

مُ
َ
ظْل

َ
هُوَ أ

َ
يْهِمْ ضَرَائِبَ ف

َ
دَ عَل اسُ وَجَدَّ  النَّ

َ
 عَسَف

سِهِ 
ْ
 فِيْ مَك

َ
نْصَف

َ
نْ أ شَمُ مَِّ

ْ
غ

َ
وَأ

“Imam At-Thayibi berkata: Dalam hal 
ini, Al-Maksu termasuk daripada pa
ling buruknya perbuatan buruk. Imam 
Adz-Dzahabi bahkan menganggapnya 
sebagai salah satu dosa besar. Beli-
au mengatakan: Perbuatan demikian 
mirip dengan tindakan perampok, dan 
lebih buruk daripada pencuri. Apabila 
ia menganiaya seseorang dan mem-
berlakukan pungutan baru kepada 
mereka, maka ia lebih zalim dan lebih 
kejam daripada orang yang adil dalam 
memungut pajak.” (Abdurrauf Al-Mu-
nawi, Faidh Al-Qadir Syarh Al-Jami’ 
Ash-Shagir, juz 6, Hal. 449, Mesir: 
Al-Maktabah At-Tijariyyah Al-Kubra).
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Dengan bertawakkal kepada Allah SWT.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN	 :   FATWA TENTANG PAJAK BERKEADILAN

Pertama	 :  Ketentuan Umum

	 Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan: 

Pajak adalah kontribusi wajib kepada nega
ra yang terutang oleh orang pribadi atau 
badan yang bersifat memaksa berdasarkan 
Undang-Undang, dengan tidak mendapa-
tkan imbalan secara langsung dan digu-
nakan untuk keperluan negara bagi sebe-
sar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kedua	 :  Ketentuan Hukum

1.	 Negara wajib dan bertanggung jawab 
mengelola dan memanfaatkan seluruh 
kekayaan negara untuk sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat.

2.	 Dalam hal kekayaan negara tidak cukup 
untuk membiayai kebutuhan negara un-
tuk mewujudkan kesejahteraan rakyat 
maka negara boleh memungut pajak 
dari rakyat dengan ketentuan sebagai 
berikut:

a.	 Pajak penghasilan hanya dikenakan 
kepada warga negara yang memiliki 
kemampuan secara finansial yang 
secara syariat minimal setara de
ngan nishab zakat mal yaitu 85 gram 
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emas.

b.	 Objek pajak dikenakan hanya ke-
pada harta yang potensial untuk 
diproduktifkan dan/atau merupa-
kan kebutuhan sekunder dan tersier 
(hajiyat dan tahsiniyat).

c.	 Pajak digunakan untuk kepentingan 
masyarakat yang membutuhkan dan 
kepentingan publik secara luas.

d.	 Penetapan pajak harus berdasar pa
da prinsip keadilan.

e.	 Pengelolaan pajak harus amanah 
dan transparan serta berorientasi pa
da kemaslahatan umum (‘ammah).

3.	 Pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak, 
secara syar’i merupakan milik rakyat 
yang pengelolaannya diamanahkan ke-
pada pemerintah (ulil amri), oleh karena 
itu pemerintah wajib mengelola harta 
pajak dengan prinsip amanah yaitu jujur, 
profesional, transparan, akuntabel dan 
berkeadilan. 

4.	 Barang yang menjadi kebutuhan primer 
masyarakat (dharuriyat) tidak boleh dibe-
bani pajak secara berulang. (double tax)

5.	 Barang konsumtif yang merupakan ke-
butuhan primer, khususnya sembako 
(sembilan bahan pokok), tidak boleh 
dibebani pajak.
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6.	 Bumi dan bangunan yang dihuni (non 
komersial) tidak boleh dikenakan pajak 
berulang.

7.	 Warga negara wajib ⁠menaati aturan pa-
jak yang ditetapkan berdasarkan keten-
tuan sebagaimana dimaksud pada angka 
2 dan 3.

8.	 Pemungutan pajak yang tidak sesuai de
ngan ketentuan sebagaimana dimaksud 
pada angka 2 dan 3 hukumnya haram.

9.	 Zakat yang sudah dibayarkan oleh umat 
Islam menjadi pengurang kewajiban pa-
jak sebagaimana diatur dalam ketentuan 
angka 2 dan 3, (zakat sebagai pengurang 
pajak).

Ketiga 	 :  Rekomendasi

1.	 Untuk mewujudkan perpajakan yang 
berkeadilan dan berpemerataan maka 
pembebanan pajak seharusnya dise-
suaikan dengan kemampuan wajib pajak 
(ability pay). Oleh karena itu perlu ada
nya peninjauan kembali terhadap beban 
perpajakan terutama pajak progresif 
yang nilainya dirasakan terlalu besar.

2.	 Pemerintah harus mengoptimalkan pe
ngelolaan sumber-sumber kekayaan 
negara dan menindak para mafia pajak 
dalam rangka untuk sebesar-besar untuk 
kesejahteraan masyarakat.
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3.	 Pemerintah dan DPR berkewajiban 
mengevaluasi berbagai ketentuan pe-
rundang-undangan terkait perpajakan 
yang tidak berkeadilan dan menjadikan 
fatwa ini sebagai pedoman.

4.	 Kemendagri dan pemerintah daerah 
mengevaluasi aturan mengenai pajak 
bumi dan bangunan, pajak pertambah-
an nilai (PPn), pajak penghasilan (PPh), 
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak 
Kendaraan Bermotor (PKB), pajak waris 
yang seringkali dinaikkan hanya untuk 
menaikkan penghasilan daerah tanpa 
mempertimbangkan rasa keadilan mas-
yarakat.

5.	 Pemerintah wajib mengelola pajak de
ngan amanah dan menjadikan fatwa ini 
sebagai pedoman.

6.	 Masyarakat perlu mentaati pembayaran 
pajak yang diwajibkan oleh pemerintah 
jika digunakan untuk kepentingan ke-
maslahatan umum (maslahah ‘ammah).

Keempat  : 	 Ketentuan Penutup

1.		  Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal 
ditetapkan, dengan ketentuan jika di 
kemudian hari memerlukan perbaikan 
dan penyempurnaan, akan diperbaiki 
dan disempurnakan sebagaimana mesti-
nya. 
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2.		  Agar setiap muslim dan pihak-pihak 
yang memerlukan dapat mengetahuinya, 
semua pihak dihimbau untuk menyebar-
luaskan fatwa ini.

Ditetapkan di:  Jakarta
Pada tanggal:  30 Jumadil Ula 1447 H.

                         21 November 2025 M.

PIMPINAN SIDANG PLENO X
MUSYAWARAH NASIONAL XI MAJELIS ULAMA INDONESIA

                Ketua,				     	       Sekretaris,

K.H. Masduki Baidlowi	  	               Drs. H. Pasni Rusli

PIMPINAN SIDANG KOMISI A (FATWA)
MUSYAWARAH NASIONAL XI MAJELIS ULAMA INDONESIA

                          Ketua,			            Sekretaris,

Prof. Dr. K.H. M. Asrorun Niam Sholeh, M.A.      Dr. K.H. Ahmad Fahrur Rozi Burhan, M.Pd.

Tim Perumus:
1.	 Dr. K.H. Afifuddin Muhajir
2.	 Prof. Dr. K.H. M. Asrorun Niam Sholeh, M.A.
3.	 K.H. Abdullah Jaidi
4.	 Dr. K.H. Ahmad Fahrur Rozi Burhan, M.Pd.
5.	 Prof. Dr. K.H. Makhrus Munajat, M.A.
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6.	 K.H. Junaidi
7.	 Prof. Dr. H. Muhammad Amin Suma, M.H., M.A.
8.	 Prof. Dr. H. Abdurrahman Dahlan, M.A.
9.	 K.H. Miftahul Huda
10.	 Prof. Dr. H. Jaih Mubarok, M.A.
11.	 Dr. H. Umar Al Haddad, M.A.
12.	 Dr. H. Aminuddin Yakub, M.A.
13.	 K.H. Moh. Romli
14.	 Dr. K.H. Muhammad Alvi Firdausi
15.	 dr. Dr. H. Endy M. Astiwara
16.	 Drs. H. Zafrullah Salim, M.Hum.

Asistensi 	 : M. Irbabunnuha A.
Notulis   	 : Mifta Huda	





37

SURAT KEPUTUSAN
MUSYAWARAH NASIONAL XI
MAJELIS ULAMA INDONESIA

--------------------------------------------

Nomor:Kep-3/Munas-XI/2025 
Tentang

KEDUDUKAN MANFAAT PRODUK ASURANSI KEMATIAN 
PADA ASURANSI JIWA SYARIAH

Musyawarah Nasional XI Majelis Ulama Indonesia yang berlang
sung pada tanggal 29-30 Jumadil Awal dan 1-2 Jumadil Akhir 1447 
H/20-23 November 2025 M di Jakarta, setelah:

Menimbang       	 : 

Mengingat  	 :     1.  Al-Quran 
	       2.  Sunnah Rasulullah SAW.
		  3.  Pancasila.
	       4.  Undang-Undang Dasar Negara Repub-

MAJELIS ULAMA INDONESIA
WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA, ZU’AMA DAN CENDEKIAWAN MUSLIM

Jalan Proklamasi No. 51 Menteng Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31902666-3917853, Fax. 021-31905266
Website: http://www.mui.or.id, http://www.mui.tv    E-mail: sekretariat@mui.or.id

Kerangka Acuan dan Tata Tertib Mus
yawarah Nasional XI  Majelis Ulama In-
donesia Tahun  2025.
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lik Indonesia Tahun1945.
		  5.	 Pedoman Dasar dan Pedoman Ru-

mah Tangga MUI.

1.	 Sambutan Ketua Dewan Pertimbang
an MUI pada Pembukaan Musyawa
rah Nasional XI MUI Tahun 2025.

2.	 Sambutan Ketua Umum Dewan Pim
pinan MUI pada Pembukaan Musya
warah Nasional XI MUI Tahun 2025.

3.	 Sambutan Menteri Agama RI pada 
Pembukaan Musyawarah Nasional XI 
MUI Tahun 2025.

4.	 Sambutan Ketua MPR RI pada Pem-
bukaan Musyawarah Nasional XI MUI 
Tahun 2025.

5.	 Laporan Komisi A (Fatwa) tentang 
Kedudukan Manfaat Produk Asuransi 
Kematian Pada Asuransi Jiwa Syariah 
pada Sidang Pleno X Munas XI MUI 
Tahun 2025.

6.	 Pendapat, usul-usul dan saran-saran 
dari para peserta Sidang Pleno X Mu-
nas XI MUI Tahun 2025.

Dengan bertawakal kepada Allah SWT:

Memperhatikan	 :
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Menetapkan	 :

M E M U T U S K A N

 1. 	Hasil Keputusan Komisi A (Fatwa) 
tentang Kedudukan Manfaat Pro-
duk Asuransi Kematian Pada Asu
ransi Jiwa Syariah Munas XI MUI se-
bagaimana tercantum pada lampiran 
Surat Keputusan ini.

2.	 Munas XI MUI mengamanatkan ke-
pada Dewan Pimpinan MUI untuk 
menyempurnakan redaksi dari kepu-
tusan ini.

3.	 Munas XI MUI mengamanatkan ke-
pada Dewan Pimpinan MUI untuk 
melaksanakan dan mensosialisasikan 
hasil Munas XI MUI agar dapat dike-
tahui dan dilaksanakan.

4.	 Keputusan ini berlaku sejak ditetap
kan dan apabila ada kekeliruan di 
kemudian hari akan dilakukan per-
baikan seperlunya

Ditetapkan di  : Jakarta
Tanggal	 : 1 Jumadil Akhir 1447 H
 	                   22  November  2025   M
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MUSYAWARAH NASIONAL XI
MAJELIS ULAMA INDONESIA TAHUN 2025

					   
PIMPINAN SIDANG PLENO X

                     Ketua,		                           Sekretaris,

  K.H. Masduki Baidlowi	   	             Drs. H. Pasni Rusli



41Majelis Ulama Indonesia Tahun 2025

FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Nomor: 3/Munas-XI/2025
Tentang

KEDUDUKAN MANFAAT PRODUK ASURANSI KEMATIAN 
PADA ASURANSI JIWA SYARIAH 

Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam Musyawarah Nasional XI 
pada tanggal 29 Jumadil Ula – 2 Jumadil Akhir 1447 H/20-23 No-
vember 2025 M, setelah:

Menimbang 	 :           	a. 	 bahwa asuransi jiwa syariah ber-
tujuan untuk memberikan perlin
dungan finansial melalui tolong-me-
nolong di antara para peserta 
dengan melakukan akad hibah ke 
dalam kumpulan dana tabarru’ ses-
uai dengan prinsip syariah;

		  b. 	 bahwa manfaat asuransi jiwa syari-
ah yang diberikan kepada peneri-
ma manfaat saat peserta meninggal 
dunia dapat menimbulkan perse-

MAJELIS ULAMA INDONESIA
WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA, ZU’AMA DAN CENDEKIAWAN MUSLIM
Jalan Proklamasi No. 51 Menteng Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31902666-3917853, Fax. 021-31905266

Website: http://www.mui.or.id, http://www.mui.tv    E-mail: sekretariat@mui.or.id
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lisihan antara para ahli waris kare-
na belum adanya kepastian hukum 
mengenai statusnya;

		  c. 	 bahwa muncul pertanyaan dari 
masyarakat tentang kedudukan dan 
status hukum manfaat asuransi jiwa 
syariah; 

		  d. 	 bahwa berdasarkan pertimbangan 
di atas, Musyawarah Nasional XI 
Majelis Ulama Indonesia 2025 me-
mandang perlu menetapkan fatwa 
tentang kedudukan manfaat pro-
duk asuransi kematian pada asu
ransi jiwa syariah agar dijadikan 
pedoman. 

Mengingat	 :  1.   Firman Allah SWT. 

a.	 Ayat al-Qur’an tentang perintah sa
ling tolong menolong dalam ke-
baikan, antara lain:

ى
َ
تَعَاوَنُوْا عَل ا 

َ
وَل وٰىۖ 

ْ
ق

َّ
بِرِّ وَالت

ْ
ال ى 

َ
وَتَعَاوَنُوْا عَل  ... 

شَدِيْدُ  َ ّٰ
الل  

َّ
اِن   ۗ َ ّٰ

الل وا 
ُ
وَاتَّق عُدْوَانِۖ 

ْ
وَال مِ 

ْ
اِث

ْ
 ال

ابِ.
َ
عِق

ْ
ال

“...dan tolong-menolonglah kamu da-
lam (mengerjakan) kebajikan dan 
takwa, dan jangan tolong-menolong 
dalam berbuat dosa dan permusuhan. 
Bertakwalah kepada Allah, sungguh, 
Allah sangat berat siksaan-Nya.” (Q.S. 
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al-Ma’idah (5): 2) 

a.	 Ayat-ayat al-Qur’an tentang perintah 
untuk memenuhi perjanjian (akad), 
di antaranya:

وْدِۗ …
ُ
عُق

ْ
وْا بِال

ُ
وْف

َ
مَنُوْٓا ا

ٰ
ذِيْنَ ا

َّ
يُّهَا ال

َ
يٰٓا

“Hai orang yang beriman! Penuhilah 
akad-akad itu...” (Q.S. al-Ma’idah (5): 1) 

ا.
ً
وْل ٔـُ  مَسْ

َ
ان

َ
عَهْدَ ك

ْ
 ال

َّ
عَهْدِۖ اِن

ْ
وْا بِال

ُ
وْف

َ
 ...وَا

“... dan penuhilah janji, karena janji itu 
pasti diminta pertanggungjawaban
nya.” (Q.S. al-Isra’ (17): 34) 

b.	 Ayat-ayat al-Qur’an tentang yang 
menjelaskan tentang keutamaan dan 
kewajiban berinfak sebagian dari har-
ta yang paling dicintai, antara lian:
۟
وا

ُ
ۚ  وَمَا تُنفِق

َ
ون بُّ حِ

ُ
ا ت  مَِّ

۟
وا

ُ
ىٰ تُنفِق بِرَّ حَتَّ

ْ
 ال

۟
وا

ُ
نَال

َ
ن ت

َ
 ل

َ بِهِۦ عَلِيمٌ َّ
 الل

َّ
إِن

َ
ىْءٍ ف

َ
مِن ش

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada 
kebajikan (yang sempurna), sebelum 
kamu menafkahkan sebagian harta 
yang kamu cintai. Dan apa saja yang 
kamu nafkahkan, maka sesungguhnya 
Allah mengetahuinya”. (Q.S Ali Imran 
(3): 92)

c.	 Ayat al-Qur’an tentang yang men-
jelaskan pentingnya rasa tanggung 
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jawab orang tua terhadap generasi 
penerus mereka, terutama bagi anak-
anak yang lemah; 

ا
ً
ةً ضِعٰف يَّ فِهِمْ ذُرِّ

ْ
وْا مِنْ خَل

ُ
وْ تَركَ

َ
ذِيْنَ ل

َّ
شَ ال

ْ
يَخ

ْ
 وَل

ا سَدِيْدًا
ً
وْل

َ
وْا ق

ُ
وْل

ُ
يَق

ْ
َ وَل ّٰ

وا الل
ُ
ق

َّ
يَت

ْ
ل
َ
يْهِمْۖ ف

َ
وْا عَل

ُ
 خَاف

“Dan hendaklah takut kepada Allah 
orang-orang yang seandainya mening
galkan dibelakang mereka anak-anak 
yang lemah, yang mereka khawatir 
terhadap (kesejahtera-an) mereka. 
Oleh sebab itu hendaklah mereka ber
takwa kepada Allah dan hendaklah 
mereka mengucapkan perkataan yang 
benar.” (Q.S. Al-Nisa’ (4): 9)

d.	 Ayat al-Qur’an yang menekankan 
pentingnya mengevaluasi perbuatan 
baik dan buruk, dengan tujuan mem-
perbaiki diri agar lebih baik di masa 
depan;

سٌ
ْ
نَف نظُرْ 

َ
ت
ْ
وَل  َ َّ

الل  
۟
وا

ُ
اتَّق  

۟
ءَامَنُوا ذِينَ 

َّ
ال يُّهَا 

َ
أ  يَٰٓ

بِمَا خَبِيرٌۢ   َ َّ
الل  

َّ
إِن   ۚ َ َّ

الل  
۟
وا

ُ
وَاتَّق لِغَدٍۖ   مَتْ  دَّ

َ
ق ا   مَّ

َ
ون

ُ
تَعْمَل

“Hai orang yang beriman! Bertaqwalah 
kepada Allah dan hendaklah setiap 
diri memperhatikan apa yang te
lah dibuat untuk hari esok (masa de
pan). Dan bertaqwalah kepada Allah. 
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui 
apa yang kamu kerjakan”. (QS. al-Hasyr 
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[59]: 18)

e.	 Ayat al-Qur’an yang membahas hu-
kum waris dan wasiat dalam Islam, 
antara lain; 

حَظِّ  
ُ

مِثْل رِ 
َ
ك

َّ
لِلذ مْۖ  

ُ
دِك

َٰ
وْل

َ
أ فِىٓ   ُ َّ

الل مُ 
ُ
 يُوصِيك

ثَا
ُ
ل
ُ
ث هُنَّ 

َ
ل
َ
تَيْنِ ف

َ
ن
ْ
وْقَ اث

َ
نِسَآءً ف نَّ 

ُ
إِن ك

َ
يَيْنِۚ  ف

َ
نث
ُ
أ

ْ
 ال

بَوَيْهِ
َ
ۚ  وَلِأ

ُ
صْف هَا النِّ

َ
ل
َ
حِدَةً ف انَتْ وَٰ

َ
 مَا تَرَكَۖ  وَإِن ك

هُۥ
َ
ل  

َ
ان

َ
ا تَرَكَ إِن ك دُسُ مَِّ نْهُمَا السُّ حِدٍ مِّ ِ وَٰ

ّ
ل

ُ
 لِك

هِ مِّ
ُ
لِأ

َ
ف بَوَاهُ 

َ
أ هُۥٓ 

َ
وَوَرِث دٌ 

َ
وَل هُۥ 

َّ
ل ن 

ُ
يَك مْ 

َّ
ل إِن 

َ
ف دٌۚ  

َ
 وَل

دُسُۚ  مِنۢ هِ السُّ مِّ
ُ
لِأ

َ
هُۥٓ إِخْوَةٌ ف

َ
 ل

َ
ان

َ
إِن ك

َ
ۚ  ف

ُ
ث

ُ
ل  الثُّ

مْ
ُ
بْنَآؤكُ

َ
مْ وَأ

ُ
وْ دَيْنٍۗ  ءَابَآؤكُ

َ
ةٍ يُوصِى بِهَآ أ  بَعْدِ وَصِيَّ

ِ
َّ

نَ الل رِيضَةً مِّ
َ
عًاۚ  ف

ْ
مْ نَف

ُ
ك

َ
رَبُ ل

ْ
ق
َ
هُمْ أ يُّ

َ
 أ

َ
ا تَدْرُون

َ
 ل

 عَلِيمًا حَكِيمًا
َ

ان
َ
َ ك َّ

 الل
َّ

ۗ إِن

هُنَّ
َّ
ل ن 

ُ
يَك مْ 

َّ
ل إِن  مْ 

ُ
جُك زْوَٰ

َ
أ تَرَكَ  مَا   

ُ
نِصْف مْ 

ُ
ك

َ
 وَل

نَۚ  مِنۢ
ْ
ا تَركَ بُعُ مَِّ مُ الرُّ

ُ
ك

َ
ل
َ
دٌ ف

َ
هُنَّ وَل

َ
 ل

َ
ان

َ
إِن ك

َ
دٌۚ  ف

َ
 وَل

ا مَِّ بُعُ  الرُّ هُنَّ 
َ
وَل دَيْنٍۚ   وْ 

َ
أ بِهَآ  يُوصِينَ  ةٍ  وَصِيَّ  بَعْدِ 

دٌ
َ
وَل مْ 

ُ
ك

َ
ل  

َ
ان

َ
إِن ك

َ
ف دٌۚ  

َ
وَل مْ 

ُ
ك

َّ
ل ن 

ُ
يَك مْ 

َّ
ل إِن  تُمْ 

ْ
 تَركَ

َ
تُوصُون ةٍ  وَصِيَّ بَعْدِ  نۢ  مِّ تُمۚ  

ْ
تَركَ ا  مُنُ مَِّ الثُّ هُنَّ 

َ
ل
َ
 ف

ةٌ
َ
وِ امْرَأ

َ
 أ

ً
ة

َ
ل
َٰ
ل
َ
 يُورَثُ ك

ٌ
 رَجُل

َ
ان

َ
وْ دَيْنٍۗ  وَإِن ك

َ
 بِهَآ أ

دُسُۚ  نْهُمَا السُّ مِّ حِدٍ  وَٰ  ِ
ّ

ل
ُ
لِك

َ
خْتٌ ف

ُ
أ وْ 

َ
أ  

ٌ
خ

َ
هُۥٓ أ

َ
 وَل

ثِ
ُ
ل الثُّ فِى  اءُٓ 

َ
شُرَك هُمْ 

َ
ف لِكَ  ذَٰ مِن  رَ 

َ
ث
ْ
ك

َ
أ  

۟
انُوٓا

َ
إِن ك

َ
 ف

 ۚ مُضَآرٍّ يْرَ 
َ
غ دَيْنٍ  وْ 

َ
أ بِهَآ  يُوصَىٰ  ةٍ  وَصِيَّ بَعْدِ  مِنۢ    ۚ

ُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ َّ
ۗ  وَالل ِ

َّ
نَ الل ةً مِّ وَصِيَّ
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“Allah mensyari’atkan bagimu ten-
tang (pembagian pusaka untuk) 
anak-anakmu. Yaitu: bahagian se
orang anak lelaki sama dengan baga-
hian dua orang anak perempuan; dan 
jika anak itu semuanya perempuan 
lebih dari dua, maka bagi mereka dua 
pertiga dari harta yang ditinggalkan; 
jika anak perempuan itu seorang saja, 
maka ia memperoleh separo harta. 
Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi 
masing-masingnya seperenam dari 
harta yang ditinggalkan, jika yang 
meninggal itu mempunyai anak; jika 
orang yang meninggal tidak mempu-
nyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-ba-
panya (saja), maka ibunya mendapat 
sepertiga; jika yang meninggal itu 
mempunyai beberapa saudara, maka 
ibunya mendapat seperenam. (Pem-
bagian-pembagian tersebut di atas) 
sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat 
atau (dan) sesudah dibayar hutang
nya. (Tentang) orang tuamu dan 
anak-anakmu, kamu tidak mengeta-
hui siapa di antara mereka yang lebih 
dekat (banyak) manfaatnya bagimu. 
Ini adalah ketetapan dari Allah. Se
sungguhnya Allah Maha Mengetahui 
lagi Maha Bijaksana. Dan bagimu 
(suami-suami) seperdua dari harta 
yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, 
jika mereka tidak mempunyai anak. 
Jika isteri-isterimu itu mempunyai 
anak, maka kamu mendapat seper-
empat dari harta yang ditinggalkan
nya sesudah dipenuhi wasiat yang 
mereka buat atau (dan) seduah di-
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bayar hutangnya. Para isteri mem-
peroleh seperempat harta yang kamu 
tinggalkan jika kamu tidak mempu-
nyai anak. Jika kamu mempunyai 
anak, maka para isteri memperoleh 
seperdelapan dari harta yang kamu 
tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat 
yang kamu buat atau (dan) sesudah 
dibayar hutang-hutangmu. Jika sese
orang mati, baik laki-laki maupun 
perempuan yang tidak meninggalkan 
ayah dan tidak meninggalkan anak, 
tetapi mempunyai seorang sauda-
ra laki-laki (seibu saja) atau seorang 
saudara perempuan (seibu saja), 
maka bagi masing-masing dari kedua 
jenis saudara itu seperenam harta. 
Tetapi jika saudara-saudara seibu 
itu lebih dari seorang, maka mereka 
bersekutu dalam yang sepertiga itu, 
sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat 
olehnya atau sesudah dibayar hutan-
gnya dengan tidak memberi mudharat 
(kepada ahli waris). (Allah menetap-
kan yang demikian itu sebagai) syari’at 
yang benar-benar dari Allah, dan Allah 
Maha Mengetahui lagi Maha Penyan-
tun.” (Q.S. Al-Nisa’ (4): 11-12)

2.	  Hadis Nabi SAW:

a.	 Hadis yang menjelaskan bahwa keu
tamaan mewariskan generasi yang 
berkecukupan, antara lain:

قال: وقاص  أبي  بن  سعد  إسحاق  أبي   وعن 
ِ  يَعُودُني عام حجة الوداع من

َّ
 الل

ُ
 جاءني رَسُول
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دْ بَلغ
َ
ي ق ِ

 وجع اشتد بي، فقلت: يا رسول الله، إنّ
ا يرثني إلا

َ
نا ذُو مالٍ وَل

َ
 بي من الوجع مَا تَرَى، وَأ

قلت: لا،  قال:  مالي؟  بثلثي  أفأتصدق   ابْنةليْ، 
ُ

ث
ُ
ل تُ:فالثُّ

ْ
ل
ُ
ا، ق

َ
: ل

َ
ال

َ
ق

َ
؟ ف ِ

َّ
 فالشّطر يا رسُول الل

أو  كثير 
ُ

ث
ُ
ل والثُّ  

ُ
ث

ُ
ل الثُّ قال:  الله؟  رَسُول   يَا 

 كبير إنَّك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن
 النَّاسَ

َ
ون

ُ
ف

َّ
ف

َ
 يَتَك

ً
ة

َ
تذرهُمْ عَال

Dari Abu Ishak (Sa’ad ibn Abu 
Waqash) berkata “Rasulullah saw, 
menjengukku yang sedang menderi-
ta sakit keras pada musim haji wada’ 
Aku berkata “Wahai Rasulullah, seper-
ti yang Anda lihat aku ini sedang sakit 
keras. Sementara aku mempunyai har-
ta yang cukup banyak, dan yang akan 
mewarisinya hanya putriku semata 
wayang Bolehkah aku mensedekah-
kan dua pertiga dari hartaku itu?” Be-
liau menjawab “Tidak” Aku bertanya 
“Separo, wahai Rasulullah?” Beliau 
menjawab: “Tidak.“  Aku bertanya lagi 
“Sepertiga, wahai Rasulullah?” Beliau 
menjawab “Sepertiga itu cukup ba
nyak atau cukup besar. Sesungguhnya 
kamu meninggalkan ahli warismu da-
lam keadaan kaya itu lebih baik dari-
pada kamu meninggalkan mereka da-
lam keadaan miskin sehingga mereka 
lalu terpaksa meminta-minta kepada 
sesama manusia. (Muttafaq alaih) 

b.	 Hadis tentang penyelesaian sengketa 
melalui musyawarah untuk mufakat 
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(al-Shulhu):

يّ مُزَنِ
ْ
ِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ ال

َّ
ثِيرِ بْنِ عَبْدِ الل

َ
 عن ك

ُ َّ
الل ى 

َّ
صَل  ِ

َّ
الل  

َ
رَسُول  

َّ
ن

َ
أ هِ  جَدِّ عَنْ  بِيهِ 

َ
أ  عَنْ 

ا
َّ
مُسْلِمِينَ إِل

ْ
حُ جَائِزٌ  بَيْنَ ال

ْ
ل  الصُّ

َ
ال

َ
مَ ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
 عَل

َ
مُسْلِمُون

ْ
 حَرَامًا وَال

َّ
حَل

َ
وْ أ

َ
ا أ

ً
ال

َ
مَ حَل حًا حَرَّ

ْ
 صُل

َّ
حَل

َ
أ وْ 

َ
أ ا 

ً
ال

َ
حَل مَ  حَرَّ شَرْطًا  ا 

َّ
إِل شُرُوطِهِمْ  ى 

َ
 عَل

حَرَامًا.

Diriwayatkan dari [Katsir bin Abdul-
lah bin Amru bin ‘Auf Al Muzani] dari 
[ayahnya] dari [kakeknya] bahwa 
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sal-
lam bersabda: “Shulh (penyelesaian 
sengketa melalui musyawarah untuk 
mufakat) boleh dilakukan di antara 
kaum muslimin kecuali shulh yang 
mengharamkan yang halal atau men-
ghalalkan yang haram; dan kaum 
muslimin terikat dengan syarat-syarat 
mereka kecuali syarat yang mengha-
ramkan yang halal atau menghalal-
kan yang haram.” (HR. al-Tirmidzi)

c.	 Hadis tentang keutamaan tolong-me-
nolong, antara lain:

بِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال, قال رسول
َ
أ  عن 

عَنْ سَ 
َّ
نَف مَنْ   :

َ
ال

َ
ق وسلم  عليه  الله  صلى   الله 

رْبَةً
ُ
سَ الُله عَنْهُ ك

َّ
نيَا نَف رَبِ الدُّ

ُ
رْبَةً مِنْ ك

ُ
 مُؤْمِنٍ ك

رَ رٍ يَسَّ ى مُعَسِّ
َ
رَ عَل لقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّ

ْ
رَبِ يَوْمِ ا

ُ
 مِنْ ك
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ً
مُسْلِمَا وَمَنْ سَتَرَ  وَالآَخِرَةِ،  نْيَا  الدُّ فِيْ  يْهِ 

َ
عَل  الُله 

عَوْنِ فِيْ  وَالُله  وَالآخِرَةِ،  نْيَا  الدُّ فِيْ  الُله   سَتَرَهُ 

خِيْهِ،
َ
عَبْدُ فِي عَوْنِ أ

ْ
 ال

َ
ان

َ
عَبْدِ مَا ك

ْ
 ال

“Dari Abu Hurairah  radhiyallahu 
‘anhu dia berkata: Rasulullah shallal-
lahu ‘alaihi wa sallam  bersabda:  “Ba-
rangsiapa yang menghilangkan satu 
kesulitan seorang mukmin yang lain 
dari kesulitannya di dunia, niscaya 
Allah akan menghilangkan darinya 
satu kesulitan pada hari kdiamat. Ba-
rangsiapa  yang meringankan orang 
yang kesusahan (dalam hutangnya), 
niscaya Allah akan meringankan bagi­
nya (urusannya) di dunia dan akhirat. 
Barangsiapa yang menutupi  aib se­
orang muslim, niscaya Allah akan me-
nutupi aibnya di dunia dan akhirat. 
Dan Allah  akan senantiasa menolong 
hamba-Nya, selama hamba tersebut 
mau menolong saudaranya” (HR, 
Muslim)

‏:‏
َ

قال الُله عنْهمَا  بشيرٍ رضيَ  بنِ  عْمان  النُّ  وعنِ 
ُ

مَ ‏"مَثَل
َّ
وسل عليهِ  الُله  ى 

َّ
صل الِله   

ُ
رسوْل  

َ
 قال

ُ
هِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَل مُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّ

ْ
 ال

سَائِرُ هُ 
َ
ل ى 

َ
تَدَاع عُضْوٌ  مِنْهُ  ى 

َ
اشْتَك إِذَا  جَسَدِ 

ْ
 ال

ى" ‏‏)‏متفق عليه‏‏( حُمَّ
ْ
هَرِ وَال جَسَدِ بِالسَّ

ْ
ال

”Dari Nu’man bin Basyir ra. Berka-
ta: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa 
sallam  bersabda: “Perumpamaan 
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orang beriman dalam kasih sayang, 
saling mengasihi dan mencintai ba-
gaikan tubuh (yang satu); jikalau satu 
bagian menderita sakit maka bagian 
lain akan turut menderita” (Muttafaq 
Alaih)

ى
َّ
بِيِّ صَل النَّ عَنْ  عَنْهُ،   ُ َّ

رَضِيَ الل مُوسَى  بِي 
َ
أ  عَنْ 

يَانِ
ْ
بُن

ْ
ال

َ
مُؤْمِنِ ك

ْ
لِل مُؤْمِنُ 

ْ
ال  

َ
ال

َ
ق مَ 

َّ
وَسَل يْهِ 

َ
عَل  ُ َّ

 الل

 يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا.

“Dari Abu Musa al-Asyary dari Nabi 
shallallahu ‘alaihi wa sallam  bersab
da: “Seorang mu’min dengan mu’min 
yang lain ibarat sebuah bangunan, 
satu bagian menguatkan bagian yang 
lain.” (HR. Imam Bukhari)

d.	 Hadis bahwa kaum muslimin harus 
memenuhi syarat-syarat yang telah 
mereka sepakati:
َّ

ن
َ
أ يِّ رضي الله عنه  مُزَنِ

ْ
ل
َ
ا عَوْفٍ  بْنِ  عَمْرِو   عَنْ 

حُ
ْ
ل لصُّ

َ
: ) ا

َ
ال

َ
ِ صلى الله عليه وسلم ق

َّ
لل

َ
 ا

َ
 رَسُول

ً
الا

َ
حَل مَ  حَرَّ  

ً
حا

ْ
صُل ا 

َّ
إِل مُسْلِمِينَ, 

ْ
ل
َ
ا بَيْنَ   جَائِزٌ 

شُرُوطِهِمْ, ى 
َ
عَل  

َ
مُسْلِمُون

ْ
وَال  ،

ً
حَرَاما  

َّ
حَل

َ
أ  وَ 

رَوَاهُ   )  
ً
حَرَاما  

َّ
حَل

َ
أ وَ   

ً
الا

َ
حَل مَ  حَرَّ  

ً
شَرْطا ا 

َّ
 إِل

حَهُ رْمِذِيُّ وَصَحَّ لتِّ
َ
ا

Dari Amar Ibnu Auf al-Muzany Radli-
yallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah 
saaw. bersabda: “Perdamaian itu halal 
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antara kaum muslimin, kecuali per-
damaian yang mengharamkan hal 
yang haram atau menghalalkan hal 
yang haram. Kaum muslim wajib ber-
pegang pada syarat-syarat mereka, ke-
cuali syarat yang mengharamkan hal 
yang halal atau menghalalkan yang 
haram.” (HR. Tirmidzi)

e.		 Hadis yang melarang segala tindakan 
yang dapat menimbulkan mudarat 
(bahaya) baik bagi diri sendiri mau-
pun orang lain:

دْرِيِّ بِيْ سَعِيْدٍ سَعْدِ بنِ مَالِكٍ بْنِ سِنَانٍ الخُ
َ
 عنْ أ

عليه الله  الِله صلى   
َ

رَسُول  
َّ

ن
َ
أ عنه  الله   رضي 

 ضِرَارَ( 
َ
 ضَرَرَ وَلا

َ
: )لا

َ
ال

َ
 وسلم ق

“Dari Abu Said Sa’ad bin Malik bin 
Sinan Al Khudry  radhiyallahu ‘anhu, 
bahwa Rasulullah  shallallahu ‘alai-
hi wa sallam  bersabda: “Tidak boleh 
membahayakan diri sendiri dan tidak 
boleh pula membahayakan orang lain.” 
(HR. Ibnu Majah dan al-Daruquthny)

f.	 Hadis tentang membahas tentang-
pembagian warisan, di antaranya:

ُ َّ
ى الل

َّ
صَل  ِ

َّ
 الل

ُ
رَسُول  

َ
ال

َ
ق  

َ
ال

َ
ق اسٍ  عَبَّ ابْنِ   عَنْ 

هُوَ
َ
مَا بَقِيَ ف

َ
هْلِهَا ف

َ
رَائِضَ بِأ

َ
ف

ْ
وا ال

ُ
ق حِ

ْ
ل

َ
مَ أ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
 عَل

رٍ
َ
ى رَجُلٍ ذكَ

َ
وْل

َ
لِأ

Dari Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhuma 
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dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sal-
lam bersabda: “Berikan bagian warisan 
kepada ahli warisnya, selebihnya ada
lah milik laki-laki yang paling dekat 
dengan mayit.” (HR. Bukhari dan Mus-
lim)

3.	 Kaidah fikih:
ٌ

 دَلِيْل
َّ

 يَدُل
ْ

ن
َ
ا أ

َّ
لإِبَاحَةُ إِل

ْ
تِ ا

َ
مُعَامَلا

ْ
 فِي ال

ُ
صْل

َ
 الأ

حرِْيْمِهَا
َ

ى ت
َ
عَل

“Pada dasarnya, semua bentuk mu’
amalah boleh dilakukan kecuali ada 
dalil yang mengharamkannya.”

ُ
رَرُ يُزَال الضَّ

“Segala mudharat (bahaya) harus di-
hilangkan.”

درِ الإمكانِ
َ
عُ بق

َ
رَرُ يُدف الضَّ

“Segala mudharat harus dihindarkan 
sedapat mungkin.”

مَ حَرَّ شَرْطًا   
َّ
إِلا رُوْطِهِمْ  شُُ ى 

َ
عَل  

َ
مُسْلِمُوْن

ْ
 ال

 حَرَامًا
َّ

حَل
َ
وْ أ

َ
 أ

ً
لا

َ
حَلا

“Kaum muslimin harus memenuhi 
syarat-syarat yang telah mereka sepa-
kati kecuali syarat yang mengharam-
kan suatu yang halal atau menghalal-
kan suatu yang haram”.

Memperhatikan:	 1.   Pendapat para fuqaha, antara lain:
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a.	 Pendapat Imam Nawawi dalam 
kitab al-Majmu’ Juz 16 hal. 62 
tentang status harta yang masih 
diperjanjikan:

ا
َ
ل مَوْتِ 

ْ
ال  

َ
بْل

َ
ق تُ  مَيِّ

ْ
ال هُ 

ْ
ك

َّ
يَتَمَل مْ 

َ
ل مَا   

ُّ
ل

ُ
 ك

عْ
َ
مْ تَق

َ
وْ هِبَةً ل

َ
 وَعْدًا أ

َ
ان

َ
يُورَثُ عَنْهُ، سَوَاءٌ ك

Apa yang belum menjadi milik ma
yit saat hidup (seperti janji, atau hi-
bah yang belum diterima) tidak di-
wariskan 

b.	 Pendapat Ibnu Qudamah dalam 
kitab al-Mughni Juz 6, hal. 188:

ا،
ً
ابِت

َ
ث ا 

ًّ
فِي حَيَاتِهِ حَق تِ  مَيِّ

ْ
لِل  

َ
ان

َ
مَالٍ ك  

ُّ
ل

ُ
 وَك

يْسَ
َ
ل
َ
ف هُ 

َ
ل ا 

ًّ
نْ حَق

ُ
يَك مْ 

َ
ل وَمَا  تِهِ، 

َ
تَركِ فِي   

َ
 دَخَل

ةٍ.
َ
بِتَركِ

Hanya harta yang menjadi hak 
milik tetap semasa hidup yang ma-
suk dalam tirkah
ُ

قِل
َ
ت
ْ
يَن قِهِ 

ُّ
ق حَ

َ
ت عِنْدَ  مَوْتِ 

ْ
ال قِ 

ُّ
ق حَ

َ
ت بَعْدَ  ا 

َّ
 إل

إِحْيَاءُ
ْ
ال وُجِدَ  إِذَا 

َ
ف إجْمَاعًا  وَارِثِ 

ْ
لِل كُ 

ْ
مِل

ْ
 ال

نِ تَبَيُّ ا 
َ

بِل ةً 
َ
مُبْتَدَأ جَدِيدَةً  حَيَاةً  هَذِهِ  انَتْ 

َ
 ك

ْ
ن

َ
أ جْنَ  تَزَوَّ وْ 

َ
ل نِسَاءَهُ   

َّ
ن

َ
أ زَمُهُ 

ْ
وَيَل كٍ 

ْ
مِل  عَوْدِ 

احُهُنَّ
َ
نِك يَبْقَى   

ْ
بَل لِكَ 

َ
ذ

َ
يْسَ ك

َ
وَل يْهِ 

َ
إل  

َ
 تَعُدْن

ر رَّ
َ
لِمَا تَق



55Majelis Ulama Indonesia Tahun 2025

Kecuali setelah kematiannya be-
nar-benar terbukti. Ketika kema-
tiannya telah dipastikan, maka 
kepemilikan (hartanya) berpindah 
kepada ahli waris secara ijma’. 
Maka apabila ditemukan bahwa ia 
hidup kembali (dihidupkan/ternya-
ta masih hidup), maka itu diang-
gap sebagai kehidupan baru yang 
dimulai dari awal, tanpa adanya 
kejelasan bahwa kepemilikan se-
belumnya kembali kepadanya. 
Dan (secara logika) seakan-akan 
mewajibkan bahwa istri-istrinya, 
jika mereka telah menikah lagi, 
harus kembali kepadanya. Namun 
hukum sebenarnya bukan demiki-
an; melainkan pernikahan mereka 
(dengan suami baru) tetap berlaku 
sebagaimana ketetapan hukum 
yang telah ditetapkan sebelumnya. 
(Tuhfatul Mukhtaj, Ibnu Hajar al 
Haetami, Juz 6 hal. 383)

c.	 Pendapat Abdul Wahhab Khal-
laf dalam kitab Ahkam al-Ahwal 
al-Syahsyiyah fi al-Syari’ah al-Is-
lamiyah hal. 271 tantang Hibah bi 
al-Syarth:

يغَةُ تَرَنَتِ الصِّ
ْ
إِذَا اق

َ
رْطِ: ف تِرَانُهَا بِالشَّ

ْ
ا اق مَّ

َ
 وَأ

تِ دِ صَحَّ
ْ
تَضَى العَق

ْ
ائِمُ مُق

َ
 بِشَرْطٍ صَحِيحٍ يُل

مَا إِذَا وَهَبَهُ كِتَابًا وَشَرَطَ
َ
رْطُ؛ ك  الهِبَةُ، وَالشَّ

نَهَا. ةً عَيَّ  يُهْدِيَهُ هَدِيَّ
ْ

ن
َ
يْهِ أ

َ
عَل
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تَضَى
ْ
مُق ائِمُ 

َ
يُل ا 

َ
ل بِشَرْطٍ  تَرَنَتْ 

ْ
اق إِذَا  ا  مَّ

َ
 وَأ

مَا
َ
ك ؛ 

ُ
يَبْطُل رْطُ  وَالشَّ تَصِحُّ  الهِبَةُ 

َ
ف دِ، 

ْ
 العَق

وْ
َ
أ بِهِ،  تَفِعَ 

ْ
يَن ا 

َ
ل  

ْ
ن

َ
أ بِشَرْطِ  وَهَبَهُ كِتَابًا   إِذَا 

تُهُ مِنْ بَعْدِهِ.
َ
هُ وَرَث

َ
ا يَمْلِك

َ
 ل

ْ
ن

َ
بِشَرْطِ أ

“Adapun jika hibah itu disertai 
syarat: apabila lafal hibah itu di
sertai syarat yang sah dan sesuai 
dengan konsekuensi akad, maka hi-
bah dan syarat tersebut sama-sama 
sah, seperti seseorang menghibah-
kan sebuah buku kepadanya dan ia 
mensyaratkan agar penerima hibah 
memberikan kepadanya suatu ha
diah tertentu sebagai imbalannya.

Namun apabila hibah itu disertai 
syarat yang tidak sesuai dengan 
konsekuensi akad hibah, maka hi-
bahnya tetap sah, tetapi syaratnya 
batal, seperti seseorang menghi-
bahkan sebuah buku dengan syarat 
bahwa penerima hibah tidak boleh 
mengambil manfaat darinya, atau 
dengan syarat bahwa ahli warisnya 
tidak boleh mewarisi barang terse-
but setelah kematiannya.”

d.	 Pendapat Wahbah al-Zuhaili, al-
Mu’amalat al-Maliyyah al-Mu’ash-
irah, [Dimasyq: Dar al-Fikr, 2002], 
h. 287).

عًا  تَبَرُّ
ُ

وْن
ُ
مُشْتَرِكُ يَك

ْ
عُهُ ال

َ
ذِيْ يَدْف

َّ
غُ ال

َ
مَبْل

ْ
ال

َ
 ف

سَبِ بِحَ مُحْتَاجُ 
ْ
ال مِنْهُ   

ُ
يُعَان ةِ، 

َ
ركْ لِلشِّ  مِنْهَ 
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ةِ
َ
مُهُ بِصِف دِّ

َ
ةُ تُق

َ
ركْ يْهِ، وَالشِّ

َ
قِّ عَل

َ
ف مُتَّ

ْ
ظَامِ ال  النِّ

وْ عِوَضٍ.
َ
ابِلٍ أ

َ
يْرِ مُق

َ
حْضَةٍ مِنْ غ

َ
وْ هِبَةٍ م

َ
تَبَرُّعٍ أ

Sejumlah dana (premi) yang di
berikan oleh peserta asuransi 
adalah tabarru’ (amal kebajikan) 
dari peserta kepada (melalui) pe-
rusahaan yang digunakan untuk 
membantu peserta yang memerlu-
kan berdasarkan ketentuan yang 
telah disepakati; dan perusahaan 
memberikannya (kepada peserta) 
sebagai tabarru’ atau hibah murni 
tanpa imbalan.

e.	 Mushthafa Zarqa’, Nizham al-
Ta’min, h. 58-59; Ahmad Sa’id 
Syaraf al-Din, ‘Uqud al-Ta’min wa 
‘Uqud Dhaman al-Istitsmar, h. 244-
147; dan Sa’di Abu Jaib, al-Ta’min 
bain al-Hazhr wa al-Ibahah, h. 53.

بَرُّعِ بِالتَّ تِزَامِ 
ْ
لاِل

ْ
ا بادُلِ 

َ
لِت هِيُّ 

ْ
فِق

ْ
ال رِيْجُ 

ْ
خ  وَالتَّ

اعِدَةُ
َ
ق سَاسُهُ 

َ
أ يِّ  عَاوُنِ التَّ مِيْنِ 

ْ
أ التَّ دِ 

ْ
عَق  فِيْ 

ةِ. مَالِكِيَّ
ْ
عَاتِ عِنْدَ ال بَرُّ تِزَامِ بِالتَّ

ْ
لاِل

ْ
ا

Analisis fikih terhadap kewajiban 
(peserta) untuk memberikan ta
barru’ secara bergantian dalam 
akad asuransi ta’awuni adalah 
“kaidah tentang kewajiban untuk 
memberikan tabarru’” dalam maz
hab Malik.
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f.	 Abu Ghuddah Abdul Sattar, dan 
Khujjah, Izzuddin Muhammad, 
Fatawa Al-Ta’min (Fatwa-fatwa 
Asuransi), (Kumpulan Seminar 
Al-Baraka), hlm: 159.

ةُ
َّ
مُسْتَحَق

ْ
ل
َ
ا عْوِيضَاتُ  لتَّ

َ
ا تُوَزَّعَ   

ْ
ن

َ
أ جوُزُ 

َ
 ي

اِعْتِبَارِ ى 
َ
عَل مِيرَاثِ 

ْ
ال امِ 

َ
حْك

َ
لِأ ا 

ً
طِبْق اةِ 

َ
وَف

ْ
 بِال

مَا
َ
ك ى، 

َّ
مُتَوَف

ْ
ل
َ
ا مُشْتَرِكِ 

ْ
ل
َ
ا ة 

َ
تِركْ مِنْ  نَّهَا 

َ
 أ

هَاتِ جِ
ْ
ل

َ
ا وِ 

َ
أ اصِ 

َ
شْخ

َ
أ

ْ
ل
َ
ا ى 

َ
تُوَزَّعَ عَل  

ْ
ن

َ
جوُزُ أ

َ
 ي

فِي مُشْتَرِكُ 
ْ
ل
َ
ا دُهَا  دِّ

حَ
ُ

ي تِي 
َّ
ل
َ
ا رَاضِ 

ْ
غ

َ
أ

ْ
 وَال

عْوِيضَاتِ لتَّ
َ
ا  

َّ
ن

َ
أ اِعْتِبَارِ  ى 

َ
عَل مِينِ 

ْ
أ لتَّ

َ
ا بِ 

َ
 طَل

مُشْتَرِكُ
ْ
ل
َ
ا دُهُ  دِّ

حَ
ُ

ي لِمَنْ  مُشْتَركِِينَ 
ْ
ل
َ
ا مِنَ   تَبَرُّعٌ 

مِنْ يْسَتْ 
َ
وَل مُشْتَرِكِ 

ْ
ل
َ
ا اةِ 

َ
وَف بَعْدَ  يْهِ 

َ
إِل عُ 

َ
 تُدْف

ى
َّ
مُتَوَف

ْ
ل
َ
مُشْتَرِكِ ا

ْ
ل
َ
ة ا

َ
تِركْ

Boleh Manfaat Asuransi yang jatuh 
tempo karena kematian didistri-
busikan sesuai dengan hukum 
waris, dengan mempertimbang-
kan bahwa itu adalah bagian dari 
harta peserta yang diasuransikan. 
Juga boleh didistribusikan kepada 
individu atau pihak yang ditunjuk 
oleh peserta dalam permohonan 
asuransi, dengan mempertimbang-
kan bahwa Manfaat Asuransi ada-
lah donasi dari peserta asuransi 
kepada orang yang ditunjuknya, 
yang akan dibayarkan setelah pe-
serta asuransi meninggal dan bu-
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kan merupakan bagian dari har-
ta warisan peserta asuransi yang 
meninggal

g.	 AAOIFI, Standar 26:

ةُ
َ
ق ِ

ّ
مُتَعَل

ْ
ل
َ
اتُ ا

َّ
مُسْتَحَق

ْ
ل
َ
اةِ تُوَزَّعُ ا

َ
وَف

ْ
ل
َ
ةِ ا

َ
 فِي حَال

مِنْ ائِقِ 
َ
وَث

ْ
ل
َ
ا فِي  دُ  دَّ حَ

ُ
ي لِمَا  ا 

ً
طِبْق لِ 

ُ
اف

َ
ك  بِالتَّ

رَاضٍ بَعْدَ مَوْتِ
ْ
غ

َ
وْ أ

َ
وْ جِهَاتٍ أ

َ
اصٍ أ

َ
شْخ

َ
 أ

وَائِحِ
َّ
لل

َ
ا فِي  مٌ  مُنَظَّ هُوَ  حَسْبَمَا  مُشْتَرِكِ، 

ْ
ل
َ
 ا

ْ
ا إِن مَّ

َ
ةِ. أ رْعِيَّ لشَّ

َ
ابَةِ ا

َ
ق لرَّ

َ
مُعْتَمَدَةِ مِنْ هَيْئَةِ ا

ْ
ل
َ
 ا

ةِ
َ
وَرَث

ْ
ل
َ
ى ا

َ
تُوَزَّعُ عَل

َ
رْصِدَةُ اِسْتِثْمَارٍ ف

َ
 وُجِدَتْ أ

ةِ. رْعِيَّ لشَّ
َ
مِيرَاثِ ا

ْ
ل
َ
امِ ا

َ
حْك

َ
ا لِأ

ً
طِبْق

Dalam kasus kematian, manfaat 
yang terkait dengan asuransi sya-
riah (takaful) didistribusikan se
suai dengan apa yang ditetapkan 
dalam dokumen polis berupa; 
nama orang, badan, atau tujuan, 
setelah kematian peserta, sebagai
mana diatur dalam pedoman yang 
disetujui oleh Dewan Pengawas 
Syariah. Adapun jika terdapat sal-
do investasi, maka saldo tersebut 
didistribusikan kepada ahli waris 
sesuai dengan ketentuan hukum 
waris syariah

2.	 Fatwa DSN-MUI dan Hasil Ijtima Ula-
ma Komisi Fatwa Majelis Ulama In-
donesia:

a.	 Fatwa DSN-MUI Nomor 21/DSN-
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MUI/X/2001 tentang Pedoman 
Umum Asuransi Syariah.

b.	 Fatwa DSN-MUI Nomor 88/DSN-
MUI/XI/2013 tentang Pedoman 
Umum Penyelenggaraan Program 
Pensiun Berdasarkan Prinsip Sya-
riah.

c.	 Fatwa DSN-MUI Nomor 81/DSN-
MUI/III/2011 Tentang Pengem-
balian Dana Tabarru’ Bagi Peserta 
Asuransi Yang Berhenti Sebelum 
Masa Perjanjian Berakhir. 

d.	 Hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa 
Majelis Ulama Indonesia Tahun 
2015 tentang Status Hukum Iuran 
dan Manfaat Pensiun Hubungan
nya dengan Tirkah.

3.	 Rangkuman Seminar Nasional Him-
punan Ilmuwan dan Sarjana Syariah 
Indonesia (HISSI) tentang Keduduk
an Manfaat Polis Asuransi Jiwa Syari-
ah dalam Boedel Waris (Tirkah).

4.	 FGD antara Komisi Fatwa MUI dan 
PT. Prudential Sharia Life Assurance 
(Mustafti) dengan Kesimpulan se-
bagai berikut: 

a.	 Manfaat asuransi penting untuk 
membantu melindungi keuangan 
keluarga terutama bila terjadinya 
risiko meninggal dunia. 
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b.	 Penerima dana manfaat asuransi 
yang tercantum dalam polis, ada-
kalanya ahli waris dan adakalanya 
bukan ahli waris, sehingga sering 
menjadi perdebatan dan berpo-
tensi memicu perselisihan.

c.	 Ada dua jenis perjanjian dalam 
Asuransi Syariah: 1). antara Peme-
gang Polis dan Perusahaan, dima-
na pemegang polis memberikan 
kepercayaan dalam pengelolaan 
Asuransi; 2). antara para peserta 
Asuransi syariah untuk saling to-
long menolong dalam menang
gung risiko (tabarru’)

d.	 Asuransi memberikan santunan 
berupa penggantian kerugian fi-
nansial terhadap risiko yang ber-
sifat tidak pasti, dan pada asu
ransi syariah, santunan atas risiko 
yang terjadi dibayarkan melalui 
dana tabarru’ sebagai bentuk to-
long-menolong dalam menanggu-
ng risiko.

e.	 Jenis manfaat asuransi dan sum-
ber dana:

1)	 Manfaat meninggal dunia dan 
manfaat proteksi kesehat
an keduanya bersumber dari 
Dana Tabarru’, di mana sifat 
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kepemilikannya adalah kolek-
tif dari semua peserta Asuran-
si yang berasal dari hibah kon-
tribusi, kemudian manfaat ini 
akan dibayarkan sesuai deng-
an ketentuan polis Asuransi 
syariah.

2)	 Manfaat Jatuh Tempo dan 
Manfaat Investasi keduanya 
bersumber dari Dana Tanahud 
(Serupa dengan Dana Tabarru’ 
namun diperuntukkan untuk 
manfaat yang tidak terkait 
dengan risiko untuk Manfaat 
Jatuh Tempo) dan Dana Inves-
tasi Peserta (dimiliki oleh In-
dividu Peserta yang pengelola-
annya dipercayakan kepada 
Perusahaan Asuransi Syariah).

f.	 Selain Manfaat terkait Meninggal 
Dunia, penerima manfaat asuransi 
adalah Pemegang Polis atau Peser-
ta yang Diasuransikan.

g.	 Sedangkan untuk Manfaat Me
ninggal dunia, bila peserta yang 
diasuransikan meninggal dunia: 

1)	 bila peserta dan pemegang po-
lis berbeda, penerima manfaat 
adalah Pemegang Polis. 

2)	 bila peserta dan pemegang 
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polis sama, penerima manfaat 
adalah pihak-pihak yang dino-
minasikan sebagai penerima 
manfaat dan memiliki keter-
kaitan asuransi (insurable inte-
rest). 

3)	 Insurable interest (Keterkai-
tan Asuransi) diperlukan un-
tuk memastikan pihak yang 
dinominasikan memang pihak 
yang mengalami kerugian/
penderitaan/kesulitan dengan 
meninggalnya peserta

h.	 Masalah Akibat Ketidakjelasan 
Posisi Manfaat Asuransi (Perspek-
tif Penerima Manfaat & Keluarga):

1)	 Manfaat Asuransi meninggal 
dunia dimungkinkan tidak se-
suai dengan peruntukkannya 
ketika membuka polis Asuran-
si jiwa (biaya keberlangsungan 
hidup, biaya Pendidikan, pe-
lunasan hutang, dan sebagai-
nya).

2)	 Manfaat Asuransi tidak dapat 
langsung digunakan untuk 
meringankan beban keluarga 
yang ditinggal, karena harus 
dibagi secara waris atau sete-
lah dijelaskan hak masing-ma-
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sing ahli waris.

3)	 Perbedaan pendapat antar 
keluarga/ahli waris tentang 
pihak yang berhak akan san-
tunan asuransi.

4)	 Disparasi Keputusan apabila 
konflik akan diselesaikan mel-
alui jalur hukum.

i.	 Dana tabarru’ pada asuransi syari-
ah adalah milik bersama peserta/
pemegang polish, di mana para 
peserta mempunyai hak untuk 
menominasikan kepada penerima 
manfaat.

5.	 Pendapat, saran, dan masukan yang 
berkembang dalam Rapat Komisi A 
(Fatwa) dan Rapat Pleno Musyawarah 
Nasional XI Majelis Ulama Indonesia 
2025 pada tanggal 20-23 November 
2025. 

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN	 :  FATWA TENTANG KEDUDUKAN MANFAAT 
PRODUK ASURANSI KEMATIAN PADA 
ASURANSI JIWA SYARIAH

Pertama	 :  Ketentuan Umum

	 Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan: 
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1.	 Manfaat Asuransi Kematian adalah 
manfaat berupa uang yang dibayarkan 
dari dana tabarru’ kepada pemegang po-
lis dan/atau penerima manfaat yang di-
tunjuk, sesuai dengan ketentuan dalam 
polis, saat peserta yang diasuransikan 
meninggal dunia.

2.	 Dana Tabarru’ adalah iuran/hibah se-
jumlah dana kepesertaan asuransi yang 
diberikan oleh peserta asuransi syariah 
individu kepada peserta secara kolektif 
(Kumpulan Dana Tabarru’/Tabarru’ Pool-
ing Fund) sesuai dengan kesepakatan.

3.	 Insurable Interest adalah hubungan fi-
nansial yang ada antara peserta dan 
penerima manfaat yang ditunjuk oleh 
peserta, yang berarti penerima manfaat 
berpotensi mengalami musibah, keru-
gian, penderitaan, maupun kesulitan 
jika peserta meninggal dunia.

Kedua	 :  Ketentuan Hukum

1.	 Dana kontribusi yang dibayarkan untuk 
asuransi jiwa syariah yang masuk dana 
tabarru’ adalah milik pemegang polis se-
cara kolektif. 

2.	 Manfaat asuransi jiwa syariah dari pe-
megang polis untuk peserta asuransi 
yang lain (bukan pemegang polis), ada-
lah hak pemegang polis. Jika pemegang 
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polis menetapkan manfaat asuransi jiwa 
syariah untuk penerima manfaat, maka 
haknya menjadi milik penerima manfaat 
dengan akad hibah.

3.	 Manfaat asuransi jiwa syariah dari Pe-
megang polis yang menjadi peserta asu-
ransi, jika meninggal, manfaat asuransi 
jiwa syariah menjadi harta si mayit yang 
didistribusikan secara berurutan dengan 
ketentuan sebagai berikut:

a.	Untuk memenuhi pengurusan jena
zah (tajhiz al janazah);

b.	Pelunasan hutang;

c.	Pemenuhan wasiat, termasuk wasiat 
kepada pihak-pihak yang dinomi
nasikan sebagai penerima manfaat 
dan memiliki keterkaitan asuransi 
(insurable interest); dan

d.	Pembagian ke ahli waris.

Ketiga 	 :  Rekomendasi

1.	 Pemerintah agar memedomani fatwa ini 
dalam menyusun regulasi.

2.	 Penyelenggara Asuransi Jiwa Syariah 
menjadikan fatwa ini menjadi pedoman. 

Keempat 	 :  Ketentuan Penutup

1.		 Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal 
ditetapkan, dengan ketentuan jika di 
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kemudian hari memerlukan perbaikan 
dan penyempurnaan, akan diperbaiki 
dan disempurnakan sebagaimana mesti-
nya. 

2.	 Agar setiap muslim dan pihak-pihak 
yang memerlukan dapat mengetahuinya, 
semua pihak dihimbau untuk menyebar-
luaskan fatwa ini.

Ditetapkan di:  Jakarta

Pada tanggal:  30 Jumadil Ula 1447 H.
                             21 November   2025 M.

PIMPINAN SIDANG PLENO X
MUSYAWARAH NASIONAL XI MAJELIS ULAMA INDONESIA

                Ketua,				     	       Sekretaris,

K.H. Masduki Baidlowi	  	               Drs. H. Pasni Rusli

PIMPINAN SIDANG KOMISI A (FATWA)
MUSYAWARAH NASIONAL XI MAJELIS ULAMA INDONESIA

                          Ketua,			            Sekretaris,

Prof. Dr. K.H. M. Asrorun Niam Sholeh, M.A.      Dr. K.H. Ahmad Fahrur Rozi Burhan, M.Pd.



Tim Perumus:
1.	 Dr. K.H. Afifuddin Muhajir
2.	 Prof. Dr. K.H. M. Asrorun Niam Sholeh, M.A.
3.	 K.H. Abdullah Jaidi
4.	 Dr. K.H. Ahmad Fahrur Rozi Burhan, M.Pd.
5.	 Prof. Dr. K.H. Makhrus Munajat, M.A.
6.	 K.H. Junaidi
7.	 Prof. Dr. H. Muhammad Amin Suma, M.H., M.A.
8.	 Prof. Dr. H. Abdurrahman Dahlan, M.A.
9.	 K.H. Miftahul Huda
10.	 Prof. Dr. H. Jaih Mubarok, M.A.
11.	 Dr. H. Umar Al Haddad, M.A.
12.	 Dr. H. Aminuddin Yakub, M.A.
13.	 K.H. Moh. Romli
14.	 Dr. K.H. Muhammad Alvi Firdausi
15.	 dr. Dr. H. Endy M. Astiwara
16.	 Drs. H. Zafrullah Salim, M.Hum.

Asistensi: M. Irbabunnuha A.
Notulis  : Mifta Huda



SURAT KEPUTUSAN
MUSYAWARAH NASIONAL XI
MAJELIS ULAMA INDONESIA

--------------------------------------------
Nomor: Kep-4/Munas-XI/2025 

Tentang
STATUS SALDO KARTU UANG ELEKTRONIK

YANG HILANG ATAU RUSAK

Musyawarah Nasional XI Majelis Ulama Indonesia yang berlan-
gsung pada tanggal 29-30 Jumadil Awal dan 1-2 Jumadil Akhir 1447 
H/20-23 November 2025 M di Jakarta, setelah:

Menimbang	 : 

Mengingat        	 :	 1.  Al-Quran 
2.	 Sunnah Rasulullah SAW.
3.	 Pancasila.
4.	 Undang-Undang Dasar Negara Re-

publik Indonesia Tahun 1945.
5.	 Pedoman Dasar dan Pedoman Ru-

mah Tangga MUI.
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MAJELIS ULAMA INDONESIA
WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA, ZU’AMA DAN CENDEKIAWAN MUSLIM

Jalan Proklamasi No. 51 Menteng Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31902666-3917853, Fax. 021-31905266
Website: http://www.mui.or.id, http://www.mui.tv    E-mail: sekretariat@mui.or.id

Kerangka Acuan dan Tata Tertib Musya
warah Nasional XI Majelis Ulama Indo-
nesia Tahun  2025..
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1. 	 Hasil Keputusan Komisi A (Fatwa) 
tentang Status Saldo Kartu Uang 
Elektronik Yang Hilang Atau Rusak 
Munas XI MUI sebagaimana tercan-
tum pada lampiran Surat Keputusan 
ini.

2.	 Munas XI MUI mengamanatkan ke-

Menetapkan

1.	 Sambutan Ketua Dewan Pertimbang
an MUI pada Pembukaan Musyawa
rah Nasional XI MUI Tahun 2025.

2.	 Sambutan Ketua Umum Dewan 
Pimpinan MUI pada Pembukaan 
Musyawarah Nasional XI MUI Tahun 
2025.

3.	 Sambutan Menteri Agama RI pada 
Pembukaan Musyawarah Nasional 
XI MUI Tahun 2025.

4.	 Sambutan Ketua MPR RI pada Pem-
bukaan Musyawarah Nasional XI 
MUI Tahun 2025.

5.	 Laporan Komisi A (Fatwa) tentang 
Status Saldo Kartu Uang Elektronik 
Yang Hilang Atau Rusak pada Sidang 
Pleno X Munas XI MUI Tahun 2025.

6.	 Pendapat, usul-usul dan saran-saran 
dari para peserta Sidang Pleno X Mu-
nas XI MUI Tahun 2025.

Memperhatikan :

:Dengan bertawakal kepada Allah SWT:

MEMUTUSKAN
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pada Dewan Pimpinan MUI untuk 
menyempurnakan redaksi dari ke-
putusan ini.

3.	 Munas XI MUI mengamanatkan ke-
pada Dewan Pimpinan MUI untuk 
melaksanakan dan mensosialisa-
sikan hasil Munas XI MUI agar dapat 
diketahui dan dilaksanakan.

4.	 Keputusan ini berlaku sejak diteta-
pkan dan apabila ada kekeliruan di 
kemudian hari akan dilakukan per-
baikan seperlunya.

Ditetapkan di 	: JAKARTA
Tanggal	 : 1 Jumadil Akhir 1447 H
 		     22  November  2025   M

MUSYAWARAH NASIONAL XI
MAJELIS ULAMA INDONESIA TAHUN 2025

					   
PIMPINAN SIDANG PLENO X

                     Ketua,		                           Sekretaris,

  K.H. Masduki Baidlowi	   	             Drs. H. Pasni Rusli
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FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Nomor: 4/Munas-XI/2025
Tentang

STATUS SALDO KARTU UANG ELEKTRONIK YANG HILANG 
ATAU RUSAK  

Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam Musyawarah Nasional XI 
pada tanggal 29 Jumadil Ula – 2 Jumadil Akhir 1447 H/20-23 No-
vember 2025 M, setelah:

Menimbang	 :	 a. bahwa dalam praktik kehidupan 
modern telah berkembang peng-
gunaan kartu uang elektronik 
(e-money, Brizzi, Flazz, TapCash, 
dan sejenisnya) sebagai alat pemba-
yaran dan penyimpanan nilai untuk 
memudahkan transaksi keuangan;

		  b.  bahwa dalam pelaksanaannya, se
ring terjadi kerusakan kartu atau 
kehilangan kartu uang elektronik 
yang menimbulkan permasalahan 

MAJELIS ULAMA INDONESIA
WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA, ZU’AMA DAN CENDEKIAWAN MUSLIM
Jalan Proklamasi No. 51 Menteng Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31902666-3917853, Fax. 021-31905266

Website: http://www.mui.or.id, http://www.mui.tv    E-mail: sekretariat@mui.or.id
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hukum terkait status saldo yang 
tersimpan di dalam kartu tersebut, 
baik dari sisi kepemilikan maupun 
tanggung jawab pihak penerbit dan 
pemilik;

		  c.	 Bahwa saldo uang kartu elektro
nik pada hakikatnya merupakan 
harta (māl) milik pengguna yang 
dititipkan atau dipinjamkan kepa-
da penyelenggara jasa keuangan, se-
hingga segala bentuk pengelolaan, 
pengurangan, atau penghapusan 
nilai harus dilandasi akad yang sah 
dan disertai dengan ridha (kere
laan) pemilik;

		  d.	 Bahwa berdasarkan pertimbangan 
sebagaimana tersebut di atas, maka 
Musyawarah Nasional XI Majelis 
Ulama Indonesia (MUI) tahun 2025 
memandang perlu menetapkan fat-
wa Status Saldo Kartu Uang Elek-
tronik Yang Hilang untuk dijadikan 
sebagai pedoman;

Mengingat	 :  1. 	 Firman Allah SWT. 

a.		 Ayat-ayat  tentang  larangan ber-
muamalah dengan cara yang batil, 
antara lain:

وْا
ُ
وَتُدْل بَاطِلِ 

ْ
بِال مْ 

ُ
بَيْنَك مْ 

ُ
ك

َ
مْوَال

َ
ا وْٓا 

ُ
ل
ُ
ك

ْ
تَأ ا 

َ
 وَل

مْوَالِ
َ
ا نْ  مِّ ا 

ً
رِيْق

َ
ف وْا 

ُ
ل
ُ
ك

ْ
لِتَأ امِ 

َّ
حُك

ْ
ال ى 

َ
اِل  بِهَآ 
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ࣖ
َ

مُوْن
َ
نْتُمْ تَعْل

َ
مِ وَا

ْ
اِث

ْ
 النَّاسِ بِال

“Janganlah kamu makan harta di 
antara kamu dengan jalan yang 
batil dan ( janganlah) kamu mem-
bawa (urusan) harta itu kepada 
para hakim dengan maksud agar 
kamu dapat memakan sebagian 
harta orang lain itu dengan jalan 
dosa, padahal kamu mengetahui. “ 
(QS. Al-Baqarah [2]: 188)

مْ
ُ
بَيْنَك مْ 

ُ
ك

َ
مْوَال

َ
ا وْٓا 

ُ
ل
ُ
ك

ْ
تَأ ا 

َ
ل مَنُوْا 

ٰ
ا ذِيْنَ 

َّ
ال يُّهَا 

َ
 يٰٓا

تَرَاضٍ عَنْ  ارَةً  تِجَ  
َ

وْن
ُ
تَك  

ْ
ن

َ
ا آ 

َّ
اِل بَاطِلِ 

ْ
 بِال

مْ
ُ
 بِك

َ
ان

َ
َ ك ّٰ

 الل
َّ

مْۗ اِن
ُ
سَك

ُ
نْف

َ
وْٓا ا

ُ
تُل

ْ
ا تَق

َ
وَل مْۗ 

ُ
نْك  مِّ

رَحِيْمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, 
janganlah kamu memakan harta 
sesamamu dengan cara yang batil 
(tidak benar), kecuali berupa perni-
agaan atas dasar suka sama suka 
di antara kamu. Janganlah kamu 
membunuh dirimu. Sesungguhnya 
Allah adalah Maha Penyayang ke-
padamu.” (QS. Al-Nisa [4]: 29)

b.	 Ayat al-Qur’an tentang larangan 
tolong menolong dalam dosa dan 
perintah saling tolong menolong 
dalam kebaikan, antara lain:

تَعَاوَنُوْا ا 
َ
وَل وٰىۖ 

ْ
ق

َّ
وَالت بِرِّ 

ْ
ال ى 

َ
عَل وَتَعَاوَنُوْا   ... 

َ ّٰ
الل  

َّ
اِن   ۗ َ ّٰ

الل وا 
ُ
وَاتَّق عُدْوَانِۖ 

ْ
وَال مِ 

ْ
اِث

ْ
ال ى 

َ
 عَل
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ابِ.
َ
عِق

ْ
شَدِيْدُ ال

“...dan tolong-menolonglah kamu 
dalam (mengerjakan) kebajikan dan 
takwa, dan jangan tolong-menolong 
dalam berbuat dosa dan permu-
suhan. Bertakwalah kepada Allah, 
sungguh, Allah sangat berat sik-
saan-Nya.” (Q.S. al-Ma’idah (5): 2) 

c.	 Ayat al-Qur’an tentang perintah 
menunaikan amanah; 

هْلِهَا
َ
ى أ

َ
مَانَاتِ إِل

َ
أ

ْ
وا ال  تُؤَدُّ

ْ
ن

َ
مْ أ

ُ
مُركُ

ْ
َ يَأ َّ

 الل
َّ

إِن

“Sesungguhnya Allah menyuruh 
kamu untuk menyampaikan ama
nat kepada yang berhak meneri-
manya…”.” (Q.S. Al-Nisa’ (4): 58)

d.	 Ayat al-Qur’an yang menekankan 
kewajiban menegakkan keadilan;

إِحْسَانِ
ْ
عَدْلِ وَال

ْ
مُرُ بِال

ْ
َ يَأ َّ

 الل
َّ

إِن

“Sesungguhnya Allah menyuruh 
(kamu) berlaku adil dan berbuat 
kebajikan…” (QS. An-Nahl [16]: 90)

2.	 Hadis Nabi SAW:

a.	 Hadis tentang melarang sega
la bentuk perbuatan yang me
nimbulkan bahaya, kerugian, atau 
kemudaratan bagi diri sendiri 
maupun orang lain:
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:
َ

ال
َ
ُ عَنْهُ ق َّ

امِتِ رَضِيَ الل  عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّ
ا

َ
ا ضِرَارَ".ل

َ
ا ضَرَرَ وَل

َ
 “ل

ْ
ن

َ
ِ  أ

َّ
 الل

ُ
ضَى رَسُول

َ
 ق

ا ضِرَارَ )رواه ابن ماجه رقم 0432،
َ
 ضَرَرَ وَل

623/5،والدارقطني المسند  في   وأحمد 
77/3،والبيهقي 96/6(

“Rasulullah SAW menetapkan: “Ti-
dak boleh membahayakan/meru-
gikan orang lain dan tidak boleh 
(pula) membalas bahaya (keru-
gian yang ditimbulkan oleh orang 
lain) dengan bahaya (perbuatan 
yang merugikannya).” (Hadis Nabi 
riwayat Ibnu Majah dari ‘Ubadah 
bin al-Shamit r.a., riwayat Ahmad 
dari Ibnu ‘Abbas r.a., riwayat Malik 
dari bapaknya Yahya al-Mazini r.a., 
dan riwayat al-Hakim dan al-Dar 
al-Quthni dari Abu Sa‘id al-Khu-
driy r.a.)

b.	 Hadis tentang perdamaian dan 
menepati kesepakatan:

عَنْ عَوْفٍ  بْنِ  عَمْرِو  بْنِ   ِ
َّ

عَبْدِ الل بْنِ  ثِيرِ 
َ
 عَنْ ك

حُ
ْ
ل :الصُّ

َ
ال

َ
ق   ِ

َّ
الل  

َ
رَسُول  

َّ
ن

َ
أ هِ،  جَدِّ عَنْ  بِيهِ، 

َ
 أ

وْ
َ
أ ا 

ً
ال

َ
حَل مَ  حًا حَرَّ

ْ
صُل ا 

َّ
إِل مُسْلِمِينَ 

ْ
ال بَيْنَ   جَائِزٌ 

ا
َّ
إِل شُرُوطِهِمْ  ى 

َ
عَل  

َ
مُسْلِمُون

ْ
وَال حَرَامًا،   

َّ
حَل

َ
 أ

 حَرَامًا.
َّ

حَل
َ
وْ أ

َ
ا أ

ً
ال

َ
مَ حَل شَرْطًا حَرَّ

“Shulh (penyelesaian sengketa 
melalui musyawarah untuk mu-
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fakat) boleh dilakukan di antara 
kaum muslimin, kecuali shulh yang 
mengharamkan yang halal atau 
menghalalkan yang haram; dan 
kaum muslimin terikat dengan 
syarat-syarat mereka kecuali syarat 
yang mengharamkan yang halal 
atau menghalalkan yang haram.” 
(H.R. Abu Dawud, dalam kitab 
Sunan-nya, pada Kitab al-Aqdhi-
yah (Kitab tentang peradilan), 
bab tentang perdamaian (al-ṣulḥ), 
hadis nomor 3594).

c.	 Hadis tentang larangan kezaliman, 
antara lain:
َ

ال
َ
ق  :

َ
ال

َ
ق  - عنه  الله  رضي   - جَابِرٍ   وَعَنْ 

مَ
ْ
ل الظُّ  

َّ
إِن

َ
ف مَ، 

ْ
ل الظُّ وا 

ُ
ق “اتَّ  : ِ

َّ
الل  

ُ
 رَسُول

إِنَّهُ
َ
ف  ، حَّ الشُّ وا 

ُ
ق وَاتَّ قِيَامَةِ، 

ْ
ال يَوْمَ  مَاتٌ 

ُ
 ظُل

خْرَجَهُ مُسْلِمٌ.
َ
مْ" أ

ُ
ك

َ
بْل

َ
 ق

َ
ان

َ
كَ مَنْ ك

َ
هْل

َ
أ

“Dari Jabir radhiyallahu ‘anhu, 
ia berkata: Rasulullah bersabda: 
“Jauhilah kezaliman, karena keza
liman itu akan menjadi kegelap
an-kegelapan pada hari Kiamat. 
Dan jauhilah sifat kikir, karena 
sifat kikir itu telah membinasakan 
orang-orang sebelum kalian.” (HR. 
Muslim)

d.	 Hadis tentang barang temuan:

مْ
َ
ل  

ْ
إِن

َ
ف سَنَةً،  هَا 

ْ
ف يُعَرِّ

ْ
ل
َ
ف طَةً 

َ
ق

ُ
ل وَجَدَ   مَنْ 
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يَسْتَمْتِعْ بِهَا
ْ
ل
َ
هَا ف

ْ
يَعْرِف

“Barang siapa menemukan harta 
yang hilang, hendaklah ia menge
nalkannya (mengumumkannya) 
selama satu tahun. Jika tidak 
ditemukan pemiliknya, maka harta 
itu menjadi miliknya.” (H.R. Mus-
lim)

عنه الله  رضي  الجهني  خالد  بن  زيد   عن 
وِ

َ
أ هَبِ 

َّ
الذ طَةِ 

َ
ق

ُّ
الل عَنِ  الِله    

ُ
رَسُول  

َ
 سُئِل

مَّ
ُ
ث اصَهَا 

َ
وَعِف اءَهَا 

َ
وِك  

ْ
اعْرِف  :

َ
ال

َ
ق

َ
ف وَرِقِ 

ْ
 ال

هَا
ْ
نْفِق

َ
اسْت

َ
ف  

ْ
تَعْرِف مْ 

َ
ل  

ْ
إِن

َ
ف سَنَةً،  هَا 

ْ
ف  عَرِّ

 جَاءَ طَالِبُهَا يَوْمًا
ْ

إِن
َ
نْ وَدِيعَةً عِنْدَكَ، ف

ُ
تَك

ْ
 وَل

إِبِلِ
ْ
ةِ ال

َّ
هُ عَنْ ضَال

َ
ل
َ
يْهِ. وَسَأ

َ
هَا إِل دِّ

َ
أ
َ
هْرِ ف  مِنَ الدَّ

اءَهَا
َ

 مَعَهَا حِذ
َّ

إِن
َ
هَا، دَعْهَا ف

َ
كَ وَل

َ
: مَا ل

َ
ال

َ
ق

َ
 ف

حَتَّى جَرَ،  الشَّ  
ُ

ل
ُ
ك

ْ
وَتَأ مَاءَ 

ْ
ال تَرِدُ  اءَهَا، 

َ
 وَسِق

هَا
ْ

: خُذ
َ

ال
َ
ق

َ
اةِ ف هُ عَنِ الشَّ

َ
ل
َ
هَا. وَسَأ دَهَا رَبُّ جِ

َ
 ي

ئْبِ ِ
ّ
وْ لِلذ

َ
خِيكَ أ

َ
وْ لِأ

َ
كَ أ

َ
إِنَّمَا هِيَ ل

َ
   ف

“Dari Zaid bin Khalid al-Juhani 
radhiyallahu ‘anhu Rasulullah di
tanya tentang barang temuan 
berupa emas atau perak, lalu beli-
au bersabda: ‘Kenali pengikatnya 
dan bungkusannya, lalu umum-
kan selama satu tahun. Jika ti-
dak ditemukan pemiliknya, maka 
manfaatkanlah, namun tetaplah 
menganggapnya sebagai titipan. 
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Jika suatu hari pemiliknya datang, 
maka serahkanlah kepadanya.’   
Kemudian beliau ditanya tentang 
unta yang tersesat, maka beliau 
bersabda: ‘Apa urusanmu dengan-
nya? Biarkan saja, karena ia memi-
liki sepatu dan tempat minumnya 
sendiri. Ia bisa pergi ke sumber air 
dan memakan pepohonan hingga 
pemiliknya menemukannya.’ Beli-
au juga ditanya tentang kambing, 
maka beliau bersabda: ‘Ambillah! 
Karena kambing itu bisa menjadi 
milikmu, milik saudaramu, atau 
milik serigala.” (HR Bukhori-Mus-
lim). 

e.	 Hadis tentang larangan mengam-
bil harta tanpa hak, di antaranya:

هِ رَضِيَ الُله عَمِّ ، عَنْ  اشِيِّ
َ
ق ةَ الرُّ بِي حُرَّ

َ
أ  عَنْ 

 امْرِئٍ
ُ

 مَال
ُّ

ل حِ
َ

ا ي
َ
:ل

َ
ال

َ
 الِله  ق

َ
 رَسُول

َّ
ن

َ
 عَنْهُ، أ

سٍ مِنْهُ.
ْ
ا بِطِيبِ نَف

َّ
مُسْلِمٍ إِل

“Dari Abu Hurrah ar-Ruqāsyi, dari 
pamannya radhiyallāhu ‘anhu, 
bahwa Rasulullah SAW bersab-
da:“Tidak halal harta seorang Mus-
lim kecuali dengan kerelaan dari 
dirinya sendiri.”.”  (HR. Ahmad)

f.	 Hadis tentang Amanah Harta
َ

ال
َ
: ق

َ
ال

َ
بِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الُله عَنْهُ، ق

َ
أ   وَعَنْ 

ا
َ
ى مَنِ ائْتَمَنَكَ، وَل

َ
مَانَةَ إِل

َ
أ

ْ
دِّ ال

َ
 الِله:“أ

ُ
 رَسُول
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رْمِذِيُّ وَالتِّ دَاوُدَ  بُو 
َ
أ رَوَاهُ  خَانكََ  مَنْ  نْ  خُ

َ
 ت

نَهُ. وَحَسَّ

“Tunaikanlah amanah kepada 
orang yang mempercayakan se-
suatu kepadamu, dan janganlah 
kamu berkhianat kepada orang 
yang berkhianat kepadamu.” (HR. 
Abu Dawud dan Tirmidzi no. 1264 
– dan dinilai hasan (baik) oleh 
at-Tirmidzi.)

g.	 Hadis tentang larangan jual beli 
yang mengandung gharar

عَنْ بَةَ، 
ْ
عُت بْنُ  وبُ  يُّ

َ
أ نَا 

َ
ث حَدَّ سْوَدُ، 

َ
أ نَا 

َ
ث  حَدَّ

ابْنِ عَنِ  عَطَاءٍ،  عَنْ  ثِيرٍ، 
َ
بِي ك

َ
أ بْنِ  يَى  حْ

َ
 ي

الُله ى 
َّ
صَل الِله   

ُ
رَسُول نَهَى   “  :

َ
ال

َ
ق اسٍ،   عَبَّ

غَرَرِ “
ْ
مَ عَنْ بَيْعِ ال

َّ
يْهِ وَسَل

َ
عَل

Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhuma 
berkata:“Rasulullah  melarang jual 
beli gharar ( jual beli yang men-
gandung ketidakjelasan, spekulasi, 
atau risiko tinggi yang tidak wa-
jar).” (HR. Ahmad bin Hanbal)

h.	 Prinsip kehati-hatian dalam dalam 
pengelolaan sumber daya umat

النَّبِيَّ سَمِعْتُ  تْ: 
َ
قال ةِ   نْصَارِيَّ

َ
الأ  

َ
ة

َ
خَوْل   عَنْ 

ِ
َّ

الل مَالِ  فِي   
َ

ضُون وَّ
َ

يَتَخ ا 
ً
رِجَال  

َّ
“إِن  :

ُ
ول

ُ
 يَق

ارُ يَوْمَ القِيَامَةِ".. هُمُ النَّ
َ
ل
َ
، ف بِغَيْرِ حَقٍّ
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Dari Khawlah al-Anshariyyah 
radhiyallāhu ‘anhā, ia berkata: 
“Aku mendengar Nabi  bersabda: 
"Sesungguhnya ada orang-orang 
yang mempermainkan (mengutak-
atik, memakai sembarangan) 
harta Allah tanpa hak. Maka bagi 
mereka neraka pada Hari Kiamat.” 
(H.R Bukhori)

3.	 Kaidah fikih:

ى
َ
 عَل

ُ
لِيل  الدَّ

َّ
شْيَاءِ الإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُل

َ
 فِي الأ

ُ
صْل

َ
 الأ

حْرِيمِ  التَّ

“Pada dasarnya, semua bentuk mu
’amalah boleh dilakukan kecuali ada 
dalil yang mengharamkannya.” (al-Qa-
wā‘id al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqātuhā fī 
al-Mażāhib al-Arba‘ah, Muḥammad 
Muṣṭafā az-Zuḥailī, Juz 1, 190].

زُومُ
ُّ
ةُ وَالل حَّ رُوطِ الصِّ  فِي الشُّ

ُ
صْل

َ
 الأ

“Asal hukum syarat dalam akad ada-
lah sah dan mengikat.” (al-Qawā‘id 
al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqātuhā fī al-
Mażāhib al-Arba‘ah, Muḥammad 
Muṣṭafā az-Zuḥailī, Juz 2, 815]

ُ
رَرُ يُزَال الضَّ

“Segala mudharat (bahaya) harus di-
hilangkan.”
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رعِْ ابِتِ بِالشَّ الثَّ
َ
عُرْفِ ك

ْ
ابِتُ بِال الثَّ

“Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat 
kebiasaan sama dengan sesuatu yang 
berlaku berdasarkan syara’ (selama ti-
dak bertentangan dengan syariat).”

مَشْرُوطِ شَرْعًا
ْ
ال

َ
ا ك

ً
 عُرْف

ُ
مَعْرُوف

ْ
ل
َ
ا

“Sesuatu yang sudah dikenal (menjadi 
kebiasaan/‘urf ) itu seperti syarat yang 
ditetapkan secara syariat.”

عَوَائِدِ
ْ
ال ى 

َ
عَل بَةَ  مُتَرَتِّ

ْ
ال ةَ  رْعِيَّ الشَّ امَ 

َ
حْك

َ
الأ  

َّ
 إِن

إِذَا مَعَهَا   
ُ

وَتَبْطُل دَارَتْ،  مَا 
َ
يْف

َ
مَعَهَا ك  تَدُورُ 

اتِ …
َ

مُعَامَل
ْ
ودِ فِي ال

ُ
ق النُّ

َ
تْ ك

َ
 بَطَل

“Hukum yang didasarkan pada adat 
(kebiasaan) berlaku bersamanya adat 
tersebut dan batal (tidak berlaku) ber-
samanya ketika adat itu batal, seperti 
mata uang dalam muamalat...” (Al-Qa-
rafi, Anwar al-Buruq fi Anwa’ al-Furuq, 
j. 2, h. 228) 

ى
َ
عَل بٍ  مُتَرَتِّ مٍ 

ْ
حُك  

ُّ
ل

ُ
ك اعِدَةٌ: 

َ
ق خِيرَةِ: 

َّ
الذ  مِنَ 

عَادَةِ،
ْ
ال كَ 

ْ
تِل زَوَالِ  عِنْدَ   

ُ
يَبْطُل عَادَةٍ  وْ 

َ
أ  عُرْفٍ 

مُ.
ْ
حكُ

ْ
إِذَا تَغَيَّرَتْ تَغَيَّرَ ال

َ
ف

“(Dikutip) dari kitab al-Dzakhirah se-
buah kaidah: Setiap hukum yang di-
dasarkan pada suatu ‘urf (tradisi) atau 
adat (kebiasaan masyarakat) menjadi 
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batal (tidak berlaku) ketika adat terse-
but hilang. Oleh karena itu, jika adat 
berubah, maka hukum pun berubah.”

مُ الِله.
ْ
ثَمَّ حُك

َ
حَةُ ف

َ
مَصْل

ْ
يْنَمَا وُجِدَتِ ال

َ
أ

 “Di mana terdapat kemaslahatan, di 
sana terdapat hukum Allah ”

حَةِ
َ
مَصْل

ْ
ةِ مَنُوطٌ بِال عِيَّ ى الرَّ

َ
 الإِمَامِ عَل

ُ
ف تَصَرُّ

“Tindakan  pemimpin  [pemegang  oto­
ritas]  terhadap  rakyat harus mengi-
kuti kemaslahatan “ (Al-Qarāfī dalam 
Al-Furūq (4/219), As-Suyūṭī dalam Al-
Asybāh wa al-Naẓā’ir (hlm. 121).

ا بِسَبَبٍ شَرْعِيٍّ
َّ
كِ صَاحِبِهَا إِل

ْ
خْرجُُ عَنْ مِل

َ
ا ت

َ
 ل

ُ
مْوَال

َ
أ

ْ
ال

“Harta tidak keluar dari kepemilikan 
pemiliknya kecuali dengan sebab yang 
sah secara syar‘i.” )Al-Zarkashī dalam 
Al-Manṯūr fī al-Qawāʿid (2/410).

مَانَةٌ عِنْدَهُ
َ
هُوَ أ

َ
ا لِغَيْرِهِ ف

ً
مَنْ حَازَ مَال

“Barang siapa yang memegang harta 
milik orang lain, maka harta itu menja-
di amanah di tangannya.”( Ibn Nujaym 
dalam Al-Ashbāh wa al-Naẓā’ir, hlm. 
112).

عَامِّ
ْ
رَرِ ال عِ الضَّ

ْ
اصُّ لِدَف خَ

ْ
رَرُ ال  الضَّ

ُ
ل يُتَحَمَّ

“Bahaya khusus boleh ditanggung un-
tuk menghilangkan bahaya yang lebih 
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besar (umum).” (al-Qawā‘id al-Fiqhiy
yah wa Taṭbīqātuhā fī al-Mażāhib 
al-Arba‘ah, Muḥammad Muṣṭafā az-
Zuḥailī, Juz 1, 235].

Memperhatikan:	 1.   Pendapat para fuqaha, antara lain:

a.	 Pendapat Imam Malik yang me
ngandung makna  tentang boleh
nya uang elektronik:

حَتَّى ودَ 
ُ
جُل

ْ
ال بَيْنَهُمُ  جَازُوا 

َ
أ النَّاسَ   

َّ
ن

َ
أ وْ 

َ
 وَل

بَاعَ
ُ
ت  

ْ
ن

َ
أ رِهْتُ 

َ
ك

َ
ل وَعَيْنٌ  ةٌ 

َّ
سِك هَا 

َ
ل  

َ
ون

ُ
 تَك

وَرِقِ نَظِرَةً.
ْ
هَبِ وَال

َّ
بِالذ

“Andaikan masyarakat memboleh
kan uang dibuat dari kulit dan di-
jadikan sebagai alat tukar, pasti 
saya melarang uang kulit itu ditu-
kar dengan emas dan perak secara 
tidak tunai.” (Al-Mudawwanah al-
Kubra, Imam Sahnun bin Sa‘īd at-
Tanūkhī, Jilid 3, Halaman 90:

b.	 Pendapat Ibnu Hazm:

ا نَدْرِي
َ
مَنٌ ... وَل

َ
هُوَ ث

َ
جوُزُ بَيْعُهُ ف

َ
يْءٍ ي

َ
 ش

ُّ
ل

ُ
 ك

ى
َ
عَل بِالثَّمَنَيْنِ  تِصَارُ 

ْ
الِاق مْ 

ُ
ك

َ
ل عَ 

َ
وَق يْنَ 

َ
أ  مِنْ 

ا نَصَّ فِي ذَلِكَ ...
َ
ةِ وَل فِضَّ

ْ
هَبِ وَال

َّ
الذ

“Segala sesuatu yang boleh dijual, 
maka ia boleh dijadikan harga (alat 
tukar)... Dan kami tidak tahu dari 
mana datangnya pembatasan ka-
lian bahwa alat tukar hanya terba-
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tas pada emas dan perak, padahal 
tidak ada nash (teks syariat) yang 
menetapkannya.”(Al-Muḥallā, 
Imam Abū Muḥammad ‘Alī bin 
Aḥmad bin Ḥazm al-Andalusī, Ji-
lid 8, Halaman 477)

c.	 Pendapat Imam al-Nawawi ten-
tang larangan mengambil harta 
orang lain tanpa hak:

جْمَعَ
َ
أ  ُ َّ

الل رَحِمَهُ  وَوِيُّ  النَّ الإِمَامُ   
َ

ال
َ
 ق

ا
َّ
 إِل

ُّ
ل حِ

َ
ا ت

َ
مُسْلِمِ ل

ْ
 ال

َ
مْوَال

َ
 أ

َّ
ن

َ
ى أ

َ
 عَل

َ
مُسْلِمُون

ْ
 ال

هَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ
َ

خَذ
َ
نَّهُ إِذَا أ

َ
سٍ مِنْهُ، وَأ

ْ
 بِطِيبِ نَف

َ
مَال

ْ
اصِبًا وَضَمِنَ ال

َ
 غ

َ
ان

َ
ك

Qāla al-Imām an-Nawawī raḥima-
hullāh: “Para ulama sepakat bahwa 
harta seorang Muslim tidak halal 
diambil kecuali dengan kerelaan-
nya. Barang siapa mengambilnya 
tanpa izin, maka ia telah melaku-
kan perampasan (ghasb) dan wajib 
menanggung (mengganti) harta 
tersebut.” (Al-Imām al-Nawawī, 
Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim, juz 11, hlm. 5, 
Beirut: Dār al-Ma‘rifah).

d.	 Pendapat al-Imām al-Qurṭubī 
Tentang Amanah dan Kewajiban 
Menjaganya

بُ جِ
َ

مَانَةُ ت
َ
: الأ ُ َّ

رْطُبِيُّ رَحِمَهُ الل
ُ
ق

ْ
 الإِمَامُ ال

َ
ال

َ
 ق

هُوَ
َ
طَ فِيهَا ف رَّ

َ
يْءٍ، وَمَنْ ف

َ
ِ ش

ّ
ل

ُ
 رِعَايَتُهَا فِي ك
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غَيْرِ
ْ
ى حَقِّ ال

َ
نَّهُ تَعَدٍّ عَل

َ
ضَامِنٌ، لِأ

“Amanah wajib dijaga dalam sega-
la hal. Siapa yang meremehkannya, 
maka ia wajib mengganti (menang-
gung kerugian), karena hal itu ter-
masuk pelanggaran terhadap hak 
orang lain.” ( Al-Qurṭubī, Al-Jāmi‘ 
li Aḥkām al-Qur’ān, juz 5, hlm. 256, 
Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah)

e.	 Pendapat al-Imām Ibn Qudāmah 
Tentang Kewajiban Mengganti 
Kerugian (Dhamān) dalam Titipan

ى ُ إِذَا تَعَدَّ َّ
دَامَةَ رَحِمَهُ الل

ُ
 الإِمَامُ ابْنُ ق

َ
ال

َ
 ق

فِي تَعَدٍّ  نَّهُ 
َ
لِأ ضَمِنَ،  طَ،  رَّ

َ
ف وْ 

َ
أ مُسْتَوْدعَُ 

ْ
 ال

وِ
َ
أ ي  عَدِّ بِالتَّ ا 

َّ
إِل تَضْمَنُ  ا 

َ
ل مَانَةُ 

َ
وَالأ مَانَةِ، 

َ
أ

ْ
 ال

رِيطِ
ْ
ف التَّ

 “Apabila orang yang diberi titipan 
(mustawda‘) berbuat melampaui 
batas atau lalai, maka ia wajib 
mengganti rugi. Sebab, amanah 
tidak menimbulkan tanggungan 
kecuali karena pelanggaran atau 
kelalaian.” (Ibn Qudāmah, Al-
Mughnī, juz 4, hlm. 239, Beirut: 
Dār al-Fikr).

f.	 Pendapat al-Imām asy-Syāṭibī Ten-
tang Hak Kepemilikan Tidak Gu-
gur dengan Waktu

ا  مَِّ
ُ

مْوَال
َ
:  الأ ُ َّ

اطِبِيُّ رَحِمَهُ الل  الإِمَامُ الشَّ
َ

ال
َ
 ق
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 حَقُّ صَاحِبِهَا
ُ

ا يَزُول
َ
رِيعَةِ، وَل ظُ فِي الشَّ

َ
ف حْ

ُ
 ي

ا بِسَبَبٍ شَرْعِيٍّ صَحِيحٍ
َّ
إِل

“Harta termasuk hal yang wajib di-
jaga dalam syariat, dan hak pemili-
knya tidak gugur kecuali dengan se-
bab syar‘i yang sah.” ( Asy-Syāṭibī, 
Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl asy-Syarī‘ah, 
juz 2, hlm. 10, Beirut: Dār al-Kutub 
al-‘Ilmiyyah).

g.	 Pendapat al-Imām asy-Syāfi‘ī Ten-
tang Larangan Gharar (Ketidak-
jelasan) dan Zalim
ُّ

ل
ُ
غَرَرُ ك

ْ
: وَال ُ َّ

افِعِيُّ رَحِمَهُ الل  الإِمَامُ الشَّ
َ

ال
َ
 ق

ى
َ
ي إِل اءٌ يُؤَدِّ

َ
وْ فِيهِ خَف

َ
عَاقِبَةِ، أ

ْ
جْهُولِ ال

َ
 بَيْعٍ م

مِ
ْ
ل زَاعِ وَالظُّ  النِّ

 Gharar adalah setiap jual beli yang 
tidak diketahui akibatnya, atau 
mengandung ketidakjelasan yang 
dapat menimbulkan sengketa dan 
kezaliman.” (Al-Imām asy-Syāfi‘ī, 
Al-Umm, juz 3, hlm. 29, Beirut: Dār 
al-Ma‘rifah)

h.	 Pendapat al-Imām an-Nawawī:

مَاءُ
َ
عُل

ْ
جْمَعَ ال

َ
: أ ُ َّ

وَوِيُّ رَحِمَهُ الل  الإِمَامُ النَّ
َ

ال
َ
 ق

فِيهِ بَبَ  السَّ  
َّ

ن
َ
وَأ غَرَرِ، 

ْ
ال بَيْعِ  حرِْيمِ 

َ
ت ى 

َ
 عَل

زَاعِ وَالنِّ بَاطِلِ 
ْ
بِال مَالِ 

ْ
ال لِ 

ْ
ك

َ
أ ى 

َ
إِل ضِي 

ْ
يُف نَّهُ 

َ
 أ

مِ
ْ
ل وَالظُّ
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 “Para ulama telah sepakat tentang 
haramnya jual beli gharar. Sebab 
diharamkannya adalah karena 
dapat menjerumuskan kepada pe
ngambilan harta secara batil, me-
nimbulkan perselisihan, dan kezali-
man.” (An-Nawawī, Syarḥ Ṣaḥīḥ 
Muslim, juz 10, hlm. 156, Beirut: 
Dār al-Ma‘rifah).

i.	 Pendapat al-Imām Ibn ‘Ābidīn Ten-
tang Prinsip Ridha dan Keadilan 
dalam Transaksi

 فِي
ُ

صْل
َ
: الأ ُ َّ

 الإِمَامُ ابْنُ عَابِدِين رَحِمَهُ الل
َ

ال
َ
 ق

قِدَ
ُ
ف إِذَا 

َ
ف يْنِ، 

َ
رَف الطَّ بَيْنَ  ضَا  الرِّ اتِ 

َ
مُعَامَل

ْ
 ال

بِغَيْرِ  
ُ

مَال
ْ
ال  

ُّ
ل حِ

َ
ي ا 

َ
وَل دُ، 

ْ
عَق

ْ
ال  

َ
بَطَل ضَا   الرِّ

رِضَى صَاحِبِهِ

“Prinsip dasar dalam muamalah 
adalah adanya kerelaan antara 
kedua belah pihak. Jika kerelaan 
hilang, maka akad menjadi batal, 
dan tidak halal harta diperoleh tan-
pa ridha pemiliknya.” (Ibn ‘Ābidīn, 
Radd al-Muḥtār ‘alā ad-Durr al-
Mukhtār, juz 4, hlm. 67, Beirut: Dār 
al-Fikr).

j.	 Pendapat al-Imām an-Nawawī ten-
tang Akad Wadī‘ah Yad Ḍamānah 
(Titipan yang Dijamin)
َ

ان
َ
ك إِذَا   : ُ َّ

الل رَحِمَهُ  وَوِيُّ  النَّ الإِمَامُ   
َ

ال
َ
 ق

َ
ف

َ
خَال وْ 

َ
أ وَدِيعَةَ 

ْ
ال  

َ
اسْتَعْمَل دِ 

َ
ق مُسْتَوْدعَُ 

ْ
 ال
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صَارَ نَّهُ 
َ
لأ هَاءِ، 

َ
ق

ُ
ف

ْ
ال اقِ 

َ
ف بِاتِّ ضَمِنَهَا   فِيهَا، 

مَانَةِ
َ
أ

ْ
يًا فِي ال مُتَعَدِّ

“Apabila orang yang menerima 
titipan (al-mustawda‘) mengguna
kan barang titipan itu atau me-
langgar ketentuannya, maka ia 
wajib menanggungnya (ḍāmin) 
berdasarkan kesepakatan para fu
qaha, karena ia telah melampaui 
batas dalam menjaga amanah.” 
(An-Nawawī, Al-Majmū‘ Syarḥ 
Al-Muhadzdzab, juz 9, hlm. 351, 
Beirut: Dār al-Fikr.)

k.	 Pendapat Imam Nawawi tentang 
barang temuan yang tidak diketa-
hui pemiliknya:

مْ
َ
ل إِذَا 

َ
ف سَنَةً،  طَةِ 

َ
ق

ُّ
بِالل  

ُ
عْرِيف التَّ بُ  جِ

َ
ي   

اعُ بِهَا،
َ
وَاجِدِ الِانْتِف

ْ
 صَاحِبُهَا جَازَ لِل

ْ
 يُعْرَف

هَا
ُ
هَا إِذَا ظَهَرَ مَالِك مَعَ وُجُوبِ رَدِّ

“Wajib mengumumkan barang 
temuan selama satu tahun. Jika 
pemiliknya tidak diketahui, maka 
penemu boleh memanfaatkannya, 
dengan syarat tetap wajib me
ngembalikannya jika pemiliknya 
muncul.”

l.	 Pendapat Ibnu Hajar Al Haitami 
tentang perpindahan kepemilikan 
kepada ahli waris
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ُ
قِل

َ
ت
ْ
يَن قِهِ 

ُّ
ق حَ

َ
ت عِنْدَ  مَوْتِ 

ْ
ال قِ 

ُّ
ق حَ

َ
ت بَعْدَ  ا 

َّ
 إل

وَارِثِ إجْمَاعًا
ْ
كُ لِل

ْ
مِل

ْ
  ال

Kecuali setelah kematiannya be-
nar-benar terbukti. Ketika kema-
tiannya telah dipastikan, maka 
kepemilikan (hartanya) berpindah 
kepada ahli waris secara ijma’. 
(Tuhfatul Mukhtaj, Ibnu Hajar al 
Haetami, Juz 6 hal. 383)

m.	Pendapat Ibn Qudāmah tentang 
harta terlantar:  

يُمْكِنْ مْ 
َ
وَل مَالِ، 

ْ
ال مَالِكُ   

ْ
يُعْرَف مْ 

َ
ل  إِذَا 

ضَائِعًا، ا 
ً
مَال  

ُ
مَال

ْ
ال صَارَ  يْهِ، 

َ
إِل  

ُ
ل  التَّوَصُّ

 فِيهِ بِمَا فِيهِ
ُ

ف ى الإِمَامِ يَتَصَرَّ
َ
مْرُهُ إِل

َ
 أ

ُ
ون

ُ
 وَيَك

مُسْلِمِينَ
ْ
حَةُ ال

َ
 مَصْل

“Apabila pemilik harta tidak diketa-
hui dan tidak mungkin dijangkau, 
maka harta itu menjadi māl ḍā’iʿ 
(harta terlantar), dan kewenangan 
pengelolaannya berpindah kepada 
penguasa untuk mengaturnya se
suai kemaslahatan kaum Muslim-
in”. (Ibnu Qudamah,  Al-Mughnī, 
Jild 6: 337)

n.	 Pendapat  Al-Māwardī  tentang 
harta yang tidak diketahui yang 
bisa dikelola oleh pemeritah untu 
kemaslahatan umat:  
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جُهْدِ
ْ
ال لِ 

ْ
بَذ بَعْدَ  مَالِ 

ْ
ال مَالِكُ   

ْ
يُعْرَف مْ 

َ
ل  إِذَا 

هُ فِي
َ
 يُدْخِل

ْ
ن

َ
مَامِ أ إِ

ْ
يْهِ، جَازَ لِل

َ
فِ عَل  فِي التَّعَرُّ

مُسْلِمِينَ
ْ
مَالِ لِمَصَالِحِ ال

ْ
بَيْتِ ال

“Jika setelah upaya maksimal pemi-
lik harta tidak juga diketahui, maka 
penguasa boleh memasukkannya 
ke baitul māl untuk kemaslaha-
tan kaum Muslimin.” (Al Mawardi, 
Al-Ahkām al-Sulṭāniyyah (hlm. 233)

o.	 Pendapat Imam Ibnu Abū Zahrah 
tentang definisi al-milkiyyah:

بِدَّ
َ
 يَسْت

ْ
ن

َ
 اخْٕتِصَاصٌ يُمْكِنُ صَا حِبُهُ شَرْعًا أ

مَانِعِ
ْ
ال عَدَمِ  عِنْدَ  اعِ 

َ
اِنْتِف

ْ
وَال فِ   بِالتَصَرُّ

رْعِيِّ الشَّ

“Pengkhususan seseorang terha-
dap harta menurut syara’ sehingga 
dia dapat mengendalikan penge-
lolaan dan mengambil manfaat 
darinya, selama tidak ada halang
an syar’i.” (Muhammad Abū Zah-
rah, Muḥāḍarāt fī al-Milkiyyah wa 
Naẓariyyat al-‘Aqd [Kairo: Dār el-
Fikr al-‘Arabī])

p.	 Syekh Wahbah al-Zuhaili men-
jelaskan:

هُوَ وَإِنَّمَا  ا، 
ً
ق

َ
مُطْل ا 

ًّ
حَق ةِ  كِيَّ

ْ
مِل

ْ
ال حَقُّ  يْسَ 

َ
 ل

إِذَا تَرَتَّبَ
َ
غَيْرِ، ف

ْ
رَرِ بِال حَاقِ الضَّ

ْ
دٌ بِعَدَمِ إِل يَّ

َ
 مُق
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غَيْرِ
ْ
بِال ضَرَرٍ  إِحْدَاثُ  حَقِّ 

ْ
ال اسْتِعْمَالِ  ى 

َ
 عَل

َ
ان

َ
ك  ، حَقِّ

ْ
ال ا 

َ
هَذ اسْتِعْمَالِ  إِسَاءَةِ   نَتِيجَةَ 

ا.
ً
رَرِ مَسْؤُول حْدِثُ الضَّ

ُ
م

“Tidak ada hak kepemilikan yang 
bersifat mutlak. Bagaimanapun 
juga, hak senantiasa dibatasi de
ngan ketiadaan kerugian bagi pi-
hak lain. Bilamana di kemudian 
hari ditemui bahwa penggunaan 
hak dapat menimbulkan kerugian 
bagi pihak tertentu disebabkan bu-
ruknya pemfungsian harta, maka 
dampak kerugian yang terjadi 
harus dipertanggungjawabkan.” 
(Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Is-
lāmī wa Adillatuhu, Dâr al-Fikr, 
1985, juz 4, hlm. 299)

وَمِنْهَا صْحَابُهَا، 
َ
أ  

ُ
يُعْرَف  

َ
لا تِيْ 

َّ
ال  

ُ
مْوَال

َ
أ

ْ
ل
َ
 ا

ُ
ان

َ
وَالإِعْل هَا 

ُ
صْل

َ
ف بُ  جِ

َ
ي ائِمَةُ،  النَّ رْصِدَةُ 

َ
 الأ

ا
ً
ق

ْ
ةٍ وَف قِبَلِ جِهَاتٍ رَسْمِيَّ وَتُدَارُ مِنْ   عَنْهَا، 

بِهَا اعُ 
َ
الِانْتِف جوُزُ 

َ
ي ا 

َ
وَل رِيعَةِ،  الشَّ اصِدِ 

َ
 لِمَق

اتِ
َ
رِك وِ الشَّ

َ
ةِ أ صِيَّ

ْ
خ مَصَالِحِ الشَّ

ْ
لِل

“Harta yang tidak diketahui pemi-
liknya — termasuk saldo reken-
ing dorman — wajib dipisahkan 
dan diumumkan. Pengelolaann-
ya harus dilakukan oleh lembaga 
resmi sesuai maqāṣid al-syarī‘ah 
dan tidak boleh dimanfaatkan un-
tuk kepentingan pribadi atau kor-



93Majelis Ulama Indonesia Tahun 2025

porasi.” (Majma‘ al-Fiqh al-Islāmī 
ad-Duwalī, Qarārāt Majma‘ al-Fiqh 
al-Islāmī, Sidang Tahunan ke-23, 
Jeddah: OKI, 2019.)

q.	 Definisi tsaman atau nuqud: 

ا
ً
بُول

َ
ق قَى 

ْ
يُل بَادُلِ 

َّ
لِلت وَسِيطٍ   

ُّ
ل

ُ
هُوَ ك دُ 

ْ
ق  النَّ

يِّ حَالٍ
َ
ى أ

َ
وَسِيطُ وَعَل

ْ
 ذَلِكَ ال

َ
ان

َ
ا مَهْمَا ك  عَامًّ

  )عبد الله بن سليمان المنيع، بحوث
ُ

ون
ُ
 يَك

المكرمة: مكة  الإسلامي،  الاقتصاد   في 
المكتب الإسلامي، 6991م، ص: 871(

“Naqd (uang) adalah segala se
suatu yang menjadi media pertu-
karan dan diterima secara umum, 
apa pun bentuk dan dalam kondi-
si seperti apa pun media tersebut.” 
(Abdullah bin Sulaiman al-Mani‘, 
Buhuts fi al-Iqtishad al-Islami, Me-
kah: al-Maktab al-Islami, 1996, h. 
178)

مَعَادِنِ
ْ
ال مِنَ  مَنًا 

َ
ث النَّاسُ   

َ
ذ خَ

َّ
ات مَا  دُ: 

ْ
ق  النَّ

حوِْهَا
َ

وَن مَطْبُوعَةِ 
ْ
ال وْرَاقِ 

َ
أ

ْ
ال وِ 

َ
أ مَصْنُوعَةِ 

ْ
  ال

صَاحِبَةِ ةِ  مَالِيَّ
ْ
ال سَةِ  مُؤَسَّ

ْ
ال عَنْ  ادِرَةِ   الصَّ

جي( قلعه  رأس  )محمد   الِاخْتِصَاصِ 
 المعاملات المالية المعاصرة في ضوء الفقه
)٩٩٩١م، النفائس،  دار  بيروت:   والتشريع، 

ص: ٣٢(
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“Naqd adalah sesuatu yang dija-
dikan harga (tsaman) oleh mas-
yarakat, baik terdiri dari logam 
atau kertas yang dicetak maupun 
dari bahan lainnya, dan diterbit-
kan oleh lembaga keuangan pe-
megang otoritas.” (Muhammad 
Rawas Qal‘ah Ji, al-Mu‘amalat 
al-Maliyyah al-Mu‘ashirah fi Dhau’ 
al-Fiqh wa al-Syari‘ah, Beirut: Dar 
al-Nafa’is, 1999, h. 23).

r.	 Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-
MUI/IX/2017 tentang Uang Elek-
tronik Syariah.

s.	 Pedoman Umum DSN-MUI ten-
tang Akad dalam Lembaga Keu
angan Syariah.

1.		 Pendapat, saran, dan masukan yang 
berkembang dalam Rapat Komisi A 
(Fatwa) dan Rapat Pleno Musyawarah 
Nasional XI Majelis Ulama Indonesia 
2025 pada tanggal 20-23 November 
2025.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN	 : 	FATWA TENTANG STATUS SALDO KARTU 
UANG ELEKTRONIK YANG HILANG ATAU 
RUSAK



95Majelis Ulama Indonesia Tahun 2025

Pertama	 :  Ketentuan Umum

	 Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan: 

1.	 Uang Elektronik (Electronic Money) ada-
lah alat pembayaran yang memenuhi 
unsur-unsur sebagai berikut:

a.	 diterbitkan atas dasar nilai uang 
yang disetor terlebih dahulu oleh 
pemegang kepada penerbit;

b.	 nilai uang disimpan secara elektro
nik dalam suatu media seperti serv-
er atau chip;

c.	 digunakan sebagai alat pembayaran 
kepada pedagang yang bukan; dan

d.	 merupakan penerbit uang elektro
nik tersebut;

2.	 Nilai Uang Elektronik adalah nilai uang 
yang disimpan secara elektronik pada 
suatu media yang dapat dipindahkan 
untuk kepentingan transaksi pemba-
yaran dan/atau transfer dana

3.	 Penerbit kartu (issuer) adalah Bank atau 
Lembaga Selain Bank yang menerbitkan 
Uang Elektronik.

4.	 Acquirer adalah Bank atau Lembaga 
Keuangan Selain Bank yang melakukan 
kerja sama dengan pedagang, yang dapat 
memproses data Uang Elektronik yang 
diterbitkan oleh pihak lain

5.	 Pemegang adalah pihak yang menggu-
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nakan Uang Elektronik.

6.	 Pengguna (Pemegang Kartu) adalah 
orang atau badan yang memiliki dan/
atau menggunakan kartu uang elektro
nik sebagai alat transaksi, baik yang ter-
daftar (registered) maupun tidak terdaf
tar (unregistered).

7.	 Kartu Uang Elektronik yang Hilang ada-
lah kondisi di mana kartu uang elektro
nik tidak lagi berada dalam penguasaan 
pemilik atau pengguna yang sah, baik 
karena terjatuh, dicuri, atau hilang tanpa 
diketahui keberadaannya.

8.	 Hilangnya Saldo adalah keadaan di mana 
saldo uang elektronik tidak dapat diak-
ses atau digunakan oleh pengguna kare-
na kesalahan sistem, gangguan teknis, 
serangan siber, atau kehilangan akun.

Kedua	 : Ketentuan Hukum

1.	 Saldo di dalam kartu uang elektronik 
pada prinsipnya adalah hak milik pem-
beli, meski datanya tersimpan dan/atau 
dikendalikan oleh issuer (penerbit kartu)

2.	 Jika kartu uang elektronik hilang atau 
rusak, saldo yang masih terdapat dalam 
kartu tersebut tetap menjadi hak pemilik 
kartu dan pemilik kartu berhak meminta 
penerbit untuk mengembalikan saldo 
atau meminta dibuatkan kartu uang 
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elektronik baru. karena secara sistem 
data dan saldo dari kartu yang hilang 
masih ada di issuer (penerbit kartu)

3.	  Jika kartu berstatus unregister (pemilik 
kartu tidak diketahui) dan tidak terdapat 
aktivitas transaksi dalam jangka waktu 
tertentu, maka issuer (penerbit kartu) 
wajib menempatkan saldo tersebut ke 
dalam pos dana sosial dan digunakan 
untuk kepentingan umum, tidak boleh 
dimasukkan sebagai pendapatan usaha.”

4.	 Orang yang menemukan kartu uang 
elektronik tidak memiliki hak meng-
gunakan saldo di dalamnya dan wajib 
mengembalikan kepada pemilik atau is-
suer (penerbit kartu).

5.	 Jika pemilik kartu uang elektronik tidak 
diketahui, orang yang menemukan wajib 
mengembalikan kepada issuer (penerbit 
kartu), untuk selanjutnya dilakukan tin-
daklanjut sebagaimana ketentuan pada 
angka 2 dan 3. 

Ketiga 	 :  Rekomendasi

1.	 Pemerintah dan DPR perlu menyusun 
regulasi mengenai ketentuan  uang elek-
tronik harus teregistrasi sehingga dapat 
lebih menjamin dan melindungi hak 
masyarakat. 

2.	 BI (Bank Indonesia) dan OJK (Otoritas 
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Jasa Keuangan) harus menyusun regula-
si dan melakukan pengawasan terhadap 
dana nasabah yang potensial hilang ser-
ta menjamin pemanfaatan dana tersebut 
untuk dikembalikan kepada yang berhak 
atau untuk kepentingan publik.

Keempat 	 : 	  Ketentuan Penutup

1.	 Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal 
ditetapkan, dengan ketentuan jika 
di kemudian hari memerlukan per-
baikan dan penyempurnaan, akan 
diperbaiki dan disempurnakan se-
bagaimana mestinya. 

2.	 Agar setiap muslim dan pihak-pihak 
yang memerlukan dapat mengeta-
huinya, semua pihak dihimbau untuk 
menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di:  Jakarta
Pada tanggal:  1 Jumada al-Tsaniyah 1447 H.

                               22 November   2025 M.
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PIMPINAN SIDANG PLENO X
MUSYAWARAH NASIONAL XI MAJELIS ULAMA INDONESIA

                Ketua,				     	       Sekretaris,

K.H. Masduki Baidlowi	  	               Drs. H. Pasni Rusli

PIMPINAN SIDANG KOMISI A (FATWA)
MUSYAWARAH NASIONAL XI MAJELIS ULAMA INDONESIA

                          Ketua,			            Sekretaris,

Prof. Dr. K.H. M. Asrorun Niam Sholeh, M.A.      Dr. K.H. Ahmad Fahrur Rozi Burhan, M.Pd.

Tim Perumus:
1.	 Dr. K.H. Afifuddin Muhajir
2.	 Prof. Dr. K.H. M. Asrorun Niam Sholeh, M.A.
3.	 K.H. Abdullah Jaidi
4.	 Dr. K.H. Ahmad Fahrur Rozi Burhan, M.Pd.
5.	 Prof. Dr. K.H. Makhrus Munajat, M.A.
6.	 K.H. Junaidi
7.	 Prof. Dr. H. Muhammad Amin Suma, M.H., M.A.
8.	 Prof. Dr. H. Abdurrahman Dahlan, M.A.
9.	 K.H. Miftahul Huda
10.	 Prof. Dr. H. Jaih Mubarok, M.A.
11.	 Dr. H. Umar Al Haddad, M.A.
12.	 Dr. H. Aminuddin Yakub, M.A.
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16.	 Drs. H. Zafrullah Salim, M.Hum.

Asistensi: M. Irbabunnuha A.
Notulis  : Mifta Huda	
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SURAT KEPUTUSAN
MUSYAWARAH NASIONAL XI
MAJELIS ULAMA INDONESIA

--------------------------------------------
Nomor:Kep-5/Munas-XI/2025 

Tentang
KEDUDUKAN REKENING DORMANT DAN

PERLAKUAN TERHADAPNYA

Musyawarah Nasional XI Majelis Ulama Indonesia yang berlan-
gsung pada tanggal 29-30 Jumadil Awal dan 1-2 Jumadil Akhir 1447 
H/20-23 November 2025 M di Jakarta, setelah:

Menimbang	 : 

Mengingat        	 :	 1.  Al-Quran 
2.	 Sunnah Rasulullah SAW.
3.	 Pancasila.
4.	 Undang-Undang Dasar Negara Re-

publik Indonesia Tahun 1945.
5.	 Pedoman Dasar dan Pedoman Ru-

mah Tangga MUI.

MAJELIS ULAMA INDONESIA
WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA, ZU’AMA DAN CENDEKIAWAN MUSLIM

Jalan Proklamasi No. 51 Menteng Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31902666-3917853, Fax. 021-31905266
Website: http://www.mui.or.id, http://www.mui.tv    E-mail: sekretariat@mui.or.id

Kerangka Acuan dan Tata Tertib Mus
yawarah Nasional XI Majelis Ulama In-
donesia Tahun  2025..
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1. Hasil Keputusan Komisi A (Fatwa) 
tentang Kedudukan Rekening Dor-
mant dan Perlakuan Terhadapnya 
Munas XI MUI sebagaimana tercan-
tum pada lampiran Surat Keputusan 
ini.

2.	 Munas XI MUI mengamanatkan ke-

Menetapkan

1.	 Sambutan Ketua Dewan Pertimban-
gan MUI pada Pembukaan Musy-
awarah Nasional XI MUI Tahun 2025.

2.	 Sambutan Ketua Umum Dewan 
Pimpinan MUI pada Pembukaan 
Musyawarah Nasional XI MUI Tahun 
2025.

3.	 Sambutan Menteri Agama RI pada 
Pembukaan Musyawarah Nasional 
XI MUI Tahun 2025.

4.	 Sambutan Ketua MPR RI pada Pem-
bukaan Musyawarah Nasional XI 
MUI Tahun 2025.

5.	 Laporan Komisi A (Fatwa) tentang 
Kedudukan Rekening Dormant dan 
Perlakuan Terhadapnya pada Sidang 
Pleno X Munas XI MUI Tahun 2025.

6.	 Pendapat, usul-usul dan saran-saran 
dari para peserta Sidang Pleno X Mu-
nas XI MUI Tahun 2025.

Memperhatikan :

:Dengan bertawakal kepada Allah SWT:

MEMUTUSKAN
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pada Dewan Pimpinan MUI untuk 
menyempurnakan redaksi dari ke-
putusan ini.

3.	 Munas XI MUI mengamanatkan ke-
pada Dewan Pimpinan MUI untuk 
melaksanakan dan mensosialisa-
sikan hasil Munas XI MUI agar dapat 
diketahui dan dilaksanakan.

4.	 Keputusan ini berlaku sejak diteta-
pkan dan apabila ada kekeliruan di 
kemudian hari akan dilakukan per-
baikan seperlunya

Ditetapkan di 	: JAKARTA
Tanggal	 : 1 Jumadil Akhir 1447 H
 		     22  November  2025   M

MUSYAWARAH NASIONAL XI
MAJELIS ULAMA INDONESIA TAHUN 2025

					   
PIMPINAN SIDANG PLENO X

                     Ketua,		                           Sekretaris,

  K.H. Masduki Baidlowi	   	             Drs. H. Pasni Rusli



104 Himpunan Keputusan Musyawarah Nasional XI

FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Nomor: 5/Munas-XI/2025
Tentang

KEDUDUKAN REKENING DORMANT DAN
PERLAKUAN TERHADAPNYA

Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam Musyawarah Nasional XI 
pada tanggal 29 Jumadil Ula – 2 Jumadil Akhir 1447 H/20-23 No-
vember 2025 M, setelah:

MENIMBANG	 :	 a.	 bahwa harta merupakan ama-
nah dari Allah SWT yang wajib 
dikelola secara aman, produk-
tif, dan bermanfaat. Sedangkan 
penelantaran harta merupakan 
bentuk penyia-nyiaan amanah 
yang dilarang oleh Allah SWT;	

b.	 bahwa di antara bentuk pene-
lantaran harta (idhā’at al-māl); 
tindakan membiarkan dana di 
rekening tidak aktif dalam wak-

MAJELIS ULAMA INDONESIA
WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA, ZU’AMA DAN CENDEKIAWAN MUSLIM
Jalan Proklamasi No. 51 Menteng Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31902666-3917853, Fax. 021-31905266

Website: http://www.mui.or.id, http://www.mui.tv    E-mail: sekretariat@mui.or.id
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tu lama (dormant) yang berpo-
tensi menimbulkan dampak ne-
gatif secara finansial, sosial, dan 
moral, serta membuka peluang 
terjadinya penyalahgunaan dan 
kejahatan keuangan;

c.	 bahwa berdasarkan temuan Pu-
sat Pelaporan dan Analisis Tran-
saksi Keuangan (PPATK), ter-
dapat sejumlah rekening tidak 
aktif yang sebagiannya diduga 
disalahgunakan untuk tindak 
kejahatan seperti narkoba, judi 
online, korupsi, dan pencucian 
uang;

d.	 besarnya dampak negatif pada 
tindakan penelantaran harta/
dana melalui rekening tidak aktif 
(dormant), maka Musyawarah 
Nasional XI Majelis Ulama Indo-
nesia (MUI) tahun 2025 meman-
dang perlu menetapkan fatwa 
tentang kedudukan rekening 
dormant dan perlakuan terha-
dapnya untuk dijadikan sebagai 
pedoman;

Mengingat	 :	 1.	 Ayat-ayat al-Quran:

Firman Allah SWT tentang la-
rangan menelantarkan harta, 
berlaku mubazir, dan perintah 
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untuk menjalankan amanah dan 
menginfakkan harta pada tem-
patnya:

سَآءَ
َ
أ وَمَنْ  سِهِۦۖ  

ْ
لِنَف

َ
ف لِحًا  صَٰ  

َ
عَمِل  مَنْ 

عَبِيدِ
ْ
ل ِ
ّ
مٍ ل

َّٰ
كَ بِظَل يْهَاۗ وَمَا رَبُّ

َ
عَل

َ
ف

Siapa yang melakukan amal 
shaleh maka (pahalanya) un-
tuk dirinya sendiri, dan siapa 
melakukan perbuatan jahat, 
maka (dosanya) untuk dirinya 
sendiri; dan sekali-kali tidaklah 
Tuhan-mu menganiaya ham-
ba-hamba-Nya. (QS. Fushshilat 
[41]: 46)
۟
انُوٓا

َ
ك رِينَ  ِ

ّ
مُبَذ

ْ
ال  

َّ
تَبْذِيرًا.إِن رْ  ِ

ّ
تُبَذ ا 

َ
وَل  ... 

هِۦ لِرَبِّ نُ  يْطَٰ الشَّ  
َ

ان
َ
وَك طِينِۖ  يَٰ الشَّ  

َ
ن  إِخْوَٰ

‎  ورًا
ُ
ف

َ
ك

..dan janganlah kamu meng-
hambur-hamburkan (hartamu) 
secara boros. Sesungguhnya 
orang-orang yang berbuat muba-
zir (pemborosan) itu adalah 
saudara-saudara syaithan, dan 
syaithan itu adalah sangat ingkar 
kepada Tuhannya. (QS. Al-Isra’ 
[17]: 26-27)

م
ُ
ك

َ
جَعَل ا  مَِّ  

۟
وا

ُ
نفِق

َ
وَأ وَرَسُولِهِۦ   ِ

َّ
بِالل  

۟
 ءَامِنُوا

فِينَ فِيهِ...
َ
ل

ْ
سْتَخ مُّ
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Berimanlah kamu kepada Allah 
dan Rasul-Nya, dan nafkahkan-
lah sebagian dari hartamu yang 
Allah telah menjadikan kamu 
menguasainya.. (QS. Al-Hadid 
[57]:7)

هْلِهَا...
َ
ىٰٓ أ

َ
تِ إِل

َٰ
ن مَٰ

َ
أ

ْ
 ال

۟
وا ن تُؤَدُّ

َ
مْ أ

ُ
مُركُ

ْ
َ يَأ َّ

 الل
َّ

إِن

Sesungguhnya Allah memerintah-
kan kamu menyampaikan amanat 
kepada yang berhak menerima
nya... (QS. An-Nisa’ [4]: 58)

2.	 Hadis Rasulullah SAW, antara 
lain:

a.	 Hadis tentang larangan me-
nelantarkan harta;

 وإضَاعَةَ
َ

 وقال
َ

ا: قيل
ً
اث

َ
ل

َ
مْ ث

ُ
ك

َ
رِهَ ل

َ
َ ك َّ

 الل
َّ

 إن

ؤَالِ رَةَ السُّ
ْ
ث
َ
المَالِ، وك

Sesungguhnya Allah tidak 
menyukai tiga hal ini terdapat 
pada kamu; berkata sia-sia, 
menelantarkan harta, dan 
banyak bertanya (yang tidak 
dibutuhkan).  (HR. Al-Bukhari 
dan Muslim)

b.	 Hadis tentang keharusan 
menjaga kehormatan setiap 
muslim dan larangan men
cederainya:
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دَمُهُ، سْلِمِ حَرامٌ؛  ُـ الم ى 
َ
عل سْلِمِ  ُـ الم  

ُّ
ل

ُ
 ك

هُ، وعِرْضُهُ
ُ
 ومال

“Harta, darah, dan kehormat
an seorang muslim adalah 
haram diciderai oleh muslim 
lainnya.” (HR. Muslim)

تِهِ  عَنْ رَعِيَّ
ٌ

مْ مَسْئُول
ُ
ك

ُّ
ل
ُ
مْ رَاعٍ وكَ

ُ
ك

ُّ
ل
ُ
ك

Setiap kamu adalah pemim
pin, dan setiap kamu akan di-
mintai pertanggungjawaban 
atas kepemimpinanmu. (Mut-
tafaq ‘alaih)

3. 		 Kaidah Fikih
ُ

رَرُ يُزَال الضَّ

”Kemudaratan itu harus dihilang
kan.”

انِ
َ
إِمْك

ْ
دْرِ ال

َ
عُ بِق

َ
رَرُ يُدْف الضَّ

“Segala mudharat (bahaya) ha-
rus dihindarkan sedapat mung
kin”.

مَصَالِحِ
ْ
بِ ال

ْ
ى جَل

َ
مٌ عَل دَّ

َ
اسِدِ مُق

َ
مَف

ْ
دَرْءُ ال

“Menghindarkan mafsadat (ke
rusakan) didahulukan atas men-
datangkan maslahat.
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َ
مَان رِيْطُ يُوْجِبُ الضَّ

ْ
ف لتَّ

َ
ا

“Kelalaian menyebabkan kewa-
jiban ganti rugi.”

MEMPERHATIKAN :       1.    Pendapat Ulama:

a.	 Dalam Al-Mausū’ah al-Fiqhiyyah:

 حفظ الأمانة يوجب سعادة الدارين، والخيانة
 توجب الشقاء فيهما، والحفظ يكون بحسب
حفظها يكون  مثلا  فالوديعة  أمانة،   كل 
والشيء والعارية  مثلها.  حرز  في   بوضعها 
 المستأجر يكون حفظهما بعدم التعدي في

الاستعمال المأذون فيه، وبعدم التفريط.

Menjaga amanah mendatang-
kan kebahagiaan di dunia dan 
akhirat, sedangkan berkhianat 
menyebabkan kesengsaraan 
di dunia dan akhirat. Menjaga 
amanah disesuaikan dengan je-
nis amanah itu sendiri. Misalnya, 
Wadi’ah (titipan) dijaga dengan 
menempatkannya di tempat yang 
aman. Adapun ‘Ariyah (barang 
pinjaman) dan barang sewaan 
dijaga dengan tidak melampaui 
batas penggunaan yang diizink-
an serta tidak menyia-nyiakan-
nya. (Al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah, 
juz 6, hlm.237)

b.	 Jamāl al-Dīn al-Malathy dalam 



110 Himpunan Keputusan Musyawarah Nasional XI

Al-Mu’tashar min al-Mukhtashar:

رزقا مالا  الله  يرزقك  أن  هو   ‌إضاعة ‌المال 
مَ عليك فتنفقه فيما حُرِّ

Menyia-nyiakan harta adalah 
ketika Allah memberimu rezeki 
berupa harta, lalu engkau meng-
gunakannya untuk hal-hal yang 
diharamkan atasmu. (Jamāl 
al-Dīn al-Malathy dalam Al-
Mu’tashar min al-Mukhtashar, 
juz 2, hlm.243)

2.	 Data-data yang disampaikan Pusat 
Pelaporan dan Analisis Transaksi 
Keuangan (PPATK) dalam surat ter-
tanggal 3 September 2025, dan da-
lam FGD di MUI tanggal 6 November 
2025, yang memuat temuan-temuan 
terkait rekening dormant, antara 
lain;

a.	 Terdapat banyak dana yang ter-
lantar pada rekening tidak aktif 
(dormant) yang disalahgunakan 
oleh pelaku kejahatan untuk 
menempatkan dana hasil keja-
hatan, antara lain narkotika, per-
judian online, dan peretasan. Di 
samping itu rekening dormant 
tersebut teridentifikasi mening-
katkan moral hazard oknum 
pegawai pada sektor perbank-
an untuk melakukan tindakan 
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fraud.

b.	 Berdasarkan informasi Bank 
Umum per bulan Februari 2025 
dilaporkan terdapat 122.523.975 
rekening dormant dengan to-
tal saldo Rp196.138.752.174.361,- 
pada 105 Bank Umum. Lebih 
lanjut, berdasarkan pendalaman 
PPATK diketahui bahwa may-
oritas rekening dormant terse-
but telah tidak aktif lebih dari 1 
(satu) tahun bahkan ditemukan 
terdapat rekening dormant yang 
tidak aktif lebih dari 10 (sepuluh) 
tahun.

c.	 Terdapat dugaan dana pada re-
kening dormant yang dimak
sudkan untuk bansos, belum/
tidak tersalurkan sebesar 
Rp2.114.427.596.030,-.

d.	 Terdapat dugaan adanya reken-
ing Pemerintah dengan status 
dormant, yang berpotensi ter-
lantar atau mengendap dalam 
periode waktu lama sehingga 
dapat dianggap tidak sesuai den-
gan asas kebermanfaatan dalam 
penyelenggaraan keuangan un-
tuk membiayai pembangunan.

e.	 Dari hasil hensem (penghen-
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tian sementara) yang dilakukan 
PPATK pada periode 15 Mei – 14 
Agustus 2025, diperoleh hasil 
untuk meminimalisir dampak 
negatif dari rekening dormant 
dengan perbandingan;

- 		  Temuan rek. dormant:
	  	 122.523.975
-		  Temuan saldo rek. dormant:
		  Rp  196.138.752.174.361,-
- 		  Rek. dormant pasca hen-

sem: 72.576.783	
- 		  Saldo rek. dormant pasca 

hensem: 
		  Rp 50.891.276.108,-

3.	 Pendapat, saran, dan masukan yang 
berkembang dalam Rapat Komisi A 
(Fatwa) dan Rapat Pleno Musyawa
rah Nasional XI Majelis Ulama In-
donesia 2025 pada tanggal 20-23 No-
vember 2025. 

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN	 :	 KEDUDUKAN REKENING DORMANT 
DAN PERLAKUAN TERHADAPNYA

Pertama	 :	 Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini, yang dimaksud de
ngan:

1.	 Harta (al-māl) adalah segala sesu
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atu yang bernilai dan dapat dimi-
liki serta dimanfaatkan secara sah 
menurut syariat Islam.

2.	 Rekening Dormant adalah rekening 
bank dan/atau lembaga keuangan 
lainnya yang tidak aktif dan/atau 
tidak digunakan untuk transaksi se-
lama jangka waktu tertentu sesuai 
dengan ketentuan peraturan perun-
dang-undangan.

Kedua	 : 	 Ketentuan Hukum

1.	 Status dana dalam rekening dor-
mant adalah milik nasabah.

2.	 Pihak bank dan/atau lembaga ke
uangan lainnya wajib memberi-
tahu dan mengingatkan pemilik 
rekening dormant tentang status 
kepemilikannya.

3.	 Jika dalam waktu tertentu setelah 
pemberitahuan dan peringatan, 
rekening dormant tidak diaktifkan 
oleh pemilik, maka dana rekening 
dormant tersebut wajib diserahkan 
kepada lembaga sosial untuk digu-
nakan bagi kemaslahatan umum, 
dan rekeningnya wajib ditutup un-
tuk menghindari penyalahgunaan.

4.	 Lembaga keuangan syariah yang 
memiliki rekening dormant wajib 
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mengelola dengan prinsip syariah, 
di antaranya dengan menyerahkan 
dana rekening dormant ke lembaga 
sosial Islam seperti BAZNAS, untuk 
kepentingan kemaslahatan umat.

5.	 Tindakan menelantarkan dana me
lalui rekening dormant yang meng
akibatkan hilangnya manfaat harta 
atau terjadinya penyalahgunaan 
dan kejahatan, hukumnya haram.

Ketiga	 :	 Rekomendasi

1.	 Pemilik rekening hendaknya men-
jaga dan memanfaatkan harta/
dana miliknya untuk kepentingan 
produktif atau kemaslahatan.

2.	 Pihak bank dan/atau lembaga 
keuangan lainnya wajib mencegah 
terjadinya penyalahgunaan reke
ning dormant.

3.	 Pemerintah melalui otoritas yang 
berwenang (seperti PPATK, OJK, 
dan Kementerian Keuangan) wajib 
melakukan tindakan penanganan 
dan pengamanan terhadap dana 
dalam rekening dormant, dengan 
tetap menjaga hak pemilik yang 
sah sesuai dengan ketentuan sya-
riah dan peraturan perundangan 
yang berlaku.
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PIMPINAN SIDANG PLENO X
MUSYAWARAH NASIONAL XI MAJELIS ULAMA INDONESIA

                Ketua,				     	       Sekretaris,

K.H. Masduki Baidlowi	  	               Drs. H. Pasni Rusli

PIMPINAN SIDANG KOMISI A (FATWA)
MUSYAWARAH NASIONAL XI MAJELIS ULAMA INDONESIA

                          Ketua,			            Sekretaris,

Prof. Dr. K.H. M. Asrorun Niam Sholeh, M.A.      Dr. K.H. Ahmad Fahrur Rozi Burhan, M.Pd.

Keempat 	 :	 Ketentuan Penutup

1.	 Fatwa ini mulai berlaku sejak tang-
gal ditetapkan, dengan ketentuan 
jika di kemudian hari ternyata ter-
dapat kekeliruan, akan diperbaiki 
dan disempurnakan sebagaimana 
mestinya. 

2.	 Agar setiap muslim dan pihak-pi-
hak yang memerlukan dapat men-
getahuinya, menghimbau semua 
pihak untuk menyebarluaskan fat-
wa ini.

Ditetapkan di:  Jakarta
Pada tanggal:  1 Jumada al-Tsaniyah 1447 H.
                            22       November    2025      M.
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Tim Perumus:
1.	 Dr. K.H. Afifuddin Muhajir
2.	 Prof. Dr. K.H. M. Asrorun Niam Sholeh, M.A.
3.	 K.H. Abdullah Jaidi
4.	 Dr. K.H. Ahmad Fahrur Rozi Burhan, M.Pd.
5.	 Prof. Dr. K.H. Makhrus Munajat, M.A.
6.	 K.H. Junaidi
7.	 Prof. Dr. H. Muhammad Amin Suma, M.H., M.A.
8.	 Prof. Dr. H. Abdurrahman Dahlan, M.A.
9.	 K.H. Miftahul Huda
10.	 Prof. Dr. H. Jaih Mubarok, M.A.
11.	 Dr. H. Umar Al Haddad, M.A.
12.	 Dr. H. Aminuddin Yakub, M.A.
13.	 K.H. Moh. Romli
14.	 Dr. K.H. Muhammad Alvi Firdausi
15.	 dr. Dr. H. Endy M. Astiwara
16.	 Drs. H. Zafrullah Salim, M.Hum.

Asistensi: M. Irbabunnuha A.
Notulis  : Mifta Huda	



SURAT KEPUTUSAN
MUSYAWARAH NASIONAL XI
MAJELIS ULAMA INDONESIA

--------------------------------------------
Nomor:Kep-6/Munas-XI/2025 

Tentang
PEDOMAN PENGELOLAAN SAMPAH DI SUNGAI, DANAU, 

DAN LAUT UNTUK MEWUJUDKAN KEMASLAHATAN

Musyawarah Nasional XI Majelis Ulama Indonesia yang berlang
sung pada tanggal 29-30 Jumadil Awal dan 1-2 Jumadil Akhir 1447 
H/20-23 November 2025 M di Jakarta, setelah:

Menimbang       		  : 

Mengingat        		  :	 1.   Al-Quran 
2.	 Sunnah Rasulullah SAW.
3.	 Pancasila.
4.	 Undang-Undang Dasar Negara Re-

publik Indonesia Tahun 1945.
5.	 Pedoman Dasar dan Pedoman Ru-

mah Tangga MUI.

MAJELIS ULAMA INDONESIA
WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA, ZU’AMA DAN CENDEKIAWAN MUSLIM

Jalan Proklamasi No. 51 Menteng Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31902666-3917853, Fax. 021-31905266
Website: http://www.mui.or.id, http://www.mui.tv    E-mail: sekretariat@mui.or.id

Kerangka Acuan dan Tata Tertib 
Musyawarah Nasional XI Majelis Ula-
ma Indonesia Tahun  2025.
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1. 	 Hasil Keputusan Komisi A (Fatwa) 
tentang Pedoman Pengelolaan 
Sampah di Sungai, Danau, dan Laut 
Untuk Mewujudkan Kemaslahatan 

Menetapkan

1.	 Sambutan Ketua Dewan Pertim
bangan MUI pada Pembukaan Mus
yawarah Nasional XI MUI Tahun 
2025.

2.	 Sambutan Ketua Umum Dewan 
Pimpinan MUI pada Pembukaan 
Musyawarah Nasional XI MUI Ta-
hun 2025.

3.	 Sambutan Menteri Agama RI pada 
Pembukaan Musyawarah Nasional 
XI MUI Tahun 2025.

4.	 Sambutan Ketua MPR RI pada Pem-
bukaan Musyawarah Nasional XI 
MUI Tahun 2025.

5.	 Laporan Komisi A (Fatwa) tentang 
Pedoman Pengelolaan Sampah di 
Sungai, Danau, dan Laut Untuk 
Mewujudkan Kemaslahatan pada 
Sidang Pleno X Munas XI MUI Ta-
hun 2025.

6.	 Pendapat, usul-usul dan saran-saran 
dari para peserta Sidang Pleno X Mu-
nas XI MUI Tahun 2025.

Memperhatikan :

Dengan bertawakal kepada Allah SWT:

MEMUTUSKAN
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Munas XI MUI sebagaimana ter-
cantum pada lampiran Surat Kepu-
tusan ini.

2.	 Munas XI MUI mengamanatkan ke-
pada Dewan Pimpinan MUI untuk 
menyempurnakan redaksi dari ke-
putusan ini.

3.	 Munas XI MUI mengamanatkan 
kepada Dewan Pimpinan MUI un-
tuk melaksanakan dan mensosia-
lisasikan hasil Munas XI MUI agar 
dapat diketahui dan dilaksanakan.

4.	 Keputusan ini berlaku sejak diteta-
pkan dan apabila ada kekeliruan di 
kemudian hari akan dilakukan per-
baikan seperlunya

Ditetapkan di 	: JAKARTA
Tanggal	 : 1 Jumadil Akhir 1447 H
 		     22  November  2025   M

MUSYAWARAH NASIONAL XI
MAJELIS ULAMA INDONESIA TAHUN 2025

					   
PIMPINAN SIDANG PLENO X

                     Ketua,		                           Sekretaris,

  K.H. Masduki Baidlowi	   	             Drs. H. Pasni Rusli
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FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Nomor: 6/Munas-XI/2025
Tentang

PEDOMAN PENGELOLAAN SAMPAH DI SUNGAI, DANAU 
DAN LAUT UNTUK MEWUJUDKAN KEMASLAHATAN

Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam Musyawarah Nasional XI 
pada tanggal 29 Jumadil Ula – 2 Jumadil Akhir 1447 H/20-23 No-
vember 2025 M, setelah:

MENIMBANG	 :  a.	 bahwa manusia diciptakan oleh 
Allah SWT sebagai khalifah di 
bumi (khalifah fi al-ardl) untuk 
mengemban amanah dan bertang-
gung jawab memakmurkan bumi;

b.		 bahwa permasalahan sampah te
lah menjadi permasalahan nasi-
onal yang berdampak buruk bagi 
kehidupan sosial, ekonomi, kese-
hatan, dan lingkungan;

c.		  bahwa membuang sampah di 

MAJELIS ULAMA INDONESIA
WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA, ZU’AMA DAN CENDEKIAWAN MUSLIM
Jalan Proklamasi No. 51 Menteng Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31902666-3917853, Fax. 021-31905266

Website: http://www.mui.or.id, http://www.mui.tv    E-mail: sekretariat@mui.or.id
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sungai lebih berbahaya dari pada 
membuang sampah di darat, 
karena dapat mencemari sumber 
air yang merupakan sumber ke-
hidupan seluruh makhluk hidup 
dan menyebabkan dampak keru-
sakan ekosistem yang lebih luas; 

d.		 bahwa Fatwa MUI 41/2014 ten-
tang Pengelolaan Sampah Untuk 
Mencegah Kerusakan Lingkun-
gan berfokus pada pengelolaan 
sampah di darat sehingga diper-
lukan perluasan dan penyem-
purnaan ketentuan hukum dan 
rekomendasi dari Fatwa MUI No. 
41/2014  agar prinsip-prinsip hu-
kum Islam dalam menjaga ke-
bersihan dan kelestarian lingkung
an mencakup seluruh unsur darat 
dan air secara terpadu;

e.		  bahwa ada permintaan fatwa dari 
masyarakat kepada MUI tentang 
pengelolaan sampah untuk mewu-
judkan kemaslahatan;

f.		  bahwa berdasarkan pertimbang
an di atas Komisi Fatwa MUI me-
mandang perlu menetapkan fat-
wa tentang Pengelolaan Sampah 
di Sungai, Danau, dan Laut untuk 
Mewujudkan Kemaslahatan;
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Mengingat                :     1.	  Ayat-ayat al-Quran:

a.	 Firman Allah SWT yang menu-
gaskan manusia sebagai khalifah 
untuk memakmurkan bumi dan 
melestarikan lingkungan,  antara 
lain:

رْضِ
َ
 فِي الأ

ٌ
ي جَاعِل ِ

ةِ إِنّ
َ
ئِك

َ
مَلا

ْ
كَ لِل  رَبُّ

َ
ال

َ
 وَإِذْ ق

فِيهَا سِدُ 
ْ
يُف مَن  فِيهَا   

ُ
عَل جْ

َ
ت

َ
أ  

ْ
وا

ُ
ال

َ
ق ةً 

َ
 خَلِيف

سُ دِّ
َ
ق
ُ
مْدِكَ وَن حُ بِحَ سَبِّ

ُ
نُ ن حْ

َ
مَاء وَن  وَيَسْفِكُ الدِّ

َ
مُون

َ
 تَعْل

َ
مُ مَا لا

َ
عْل

َ
ي أ ِ

 إِنّ
َ

ال
َ
كَ ق

َ
 ل

”Ingatlah ketika Tuhanmu berfir-
man kepada para Malaikat: “Se-
sungguhnya Aku hendak menja-
dikan seorang khalifah di muka 
bumi.” Mereka berkata: “Mengapa 
Engkau hendak menjadikan (kha
lifah) di bumi itu orang yang akan 
membuat kerusakan padanya dan 
menumpahkan darah, padahal 
kami senantiasa bertasbih dengan 
memuji Engkau dan mensucikan 
Engkau?” Tuhan berfirman: “Se­
sungguhnya Aku mengetahui apa 
yang tidak kamu ketahui.” (QS. 
Al-Baqarah [2]: 30)

اعْبُدُوا وْمِ 
َ
يٰق  

َ
ال

َ
ق خَاهُمْ صٰلِحًاۘ 

َ
ا مُوْدَ 

َ
ث ى 

ٰ
 وإل

نَ مِّ مْ 
ُ
ك

َ
شَا

ْ
ن
َ
ا هُوَ  يْرُهٗۗ 

َ
غ هٍ 

ٰ
اِل نْ  مِّ مْ 

ُ
ك

َ
ل مَا   َ ّٰ

 الل
مَّ
ُ
ث اسْتَغْفِرُوْهُ 

َ
ف فِيْهَا  مْ 

ُ
وَاسْتَعْمَركَ رْضِ 

َ
ا

ْ
 ال

يْبٌ جِ
ُّ

رِيْبٌ م
َ
يْ ق ِ

 رَبّ
َّ

يْهِۗ اِن
َ
 توُْبوُْٓا اِل
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“Dan kepada Tsamud (Kami utus) 
saudara mereka shaleh. Shaleh 
berkata: “Hai kaumku, sembahlah 
Allah, sekali-kali tidak ada bagimu 
Tuhan selain Dia. dia Telah men-
ciptakan kamu dari bumi (tanah) 
dan menjadikan kamu pemak-
murnya, Karena itu mohonlah am
punan-Nya, Kemudian bertobatlah 
kepada-Nya, Sesungguhnya Tu-
hanku amat dekat (rahmat-Nya) 
lagi memperkenankan (doa ham-
ba-Nya).” (QS. Huud [11]: 61)

b.	 Firman Allah tentang pentingnya 
kebersihan, antara lain: 

رِينَ مُتَطَهِّ
ْ
بُّ ال حِ

ُ
ابِينَ وَي بُّ التَّوَّ حِ

ُ
 ي

ّلل
 ا

َّ
إِن

“… Sesungguhnya Allah menyukai 
orang-orang yang bertaubat dan 
menyukai orang-orang yang men-
sucikan diri.” (QS. Al-Baqarah [2]: 
222)

c.	 Firman Allah SWT yang melarang 
manusia untuk menjatuhkan diri 
dalam kebinasaan: 

ةِ…
َ
ك

ُ
هْل ى التَّ

َ
مْ إِل

ُ
يْدِيك

َ
وا بِأ

ُ
ق

ْ
ا تُل

َ
…وَل

“…Dan janganlah kamu menjatuh-
kan dirimu sendiri ke dalam kebi-
nasaan…” (QS al-Baqarah [2]: 195)

d.	 Firman Allah SWT yang mene-
gaskan bahwa alam ditundukkan 
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untuk kemaslahatan manusia, me-
merintahkan untuk berbuat baik 
dan  melarang berbuat kerusakan 
di bumi, antara lain:

مَاوَاتِ ا فِي السَّ م مَّ
ُ
ك

َ
رَ ل

َّ
َ سَخ َّ

 الل
َّ

ن
َ
مْ تَرَوْا أ

َ
ل
َ
 أ

نِعَمَهُ ظَاهِرَةً مْ 
ُ
يْك

َ
عَل سْبَغَ 

َ
وَأ رْضِ 

َ
أ

ْ
ال فِي   وَمَا 

بِغَيْرِ  ِ
َّ

 فِي الل
ُ

ادِل جَ
ُ

وَمِنَ النَّاسِ مَن ي  وَبَاطِنَةً 
نِيرٍ ا كِتَابٍ مُّ

َ
ا هُدًى وَل

َ
مٍ وَل

ْ
 عِل

“Tidakkah kamu perhatikan se-
sungguhnya Allah telah menun-
dukkan untuk (kepentingan)mu 
apa yang di langit dan apa yang 
di bumi dan menyempurnakan un-
tukmu ni’mat-Nya lahir dan batin. 
Dan di antara manusia ada yang 
membantah tentang (keesaan) 
Allah tanpa ilmu pengetahuan 
atau petunjuk dan tanpa Kitab 
yang memberi penerangan. (QS. 
Luqman [31]:20)

تَبْغِ ا 
َ
وَل يْكَ 

َ
إِل  ُ َّ

الل حْسَنَ 
َ
أ مَا 

َ
ك حْسِن 

َ
 وَأ

سِدِينَ
ْ
مُف

ْ
بُّ ال حِ

ُ
ا ي

َ
َ ل َّ
 الل

َّ
رْضِ إِن

َ
أ

ْ
سَادَ فِي ال

َ
ف

ْ
 ال

Dan berbuat baiklah (kepada orang 
lain) sebagaimana Allah telah ber-
buat baik kepadamu, dan jangan-
lah kamu berbuat kerusakan di 
(muka) bumi. Sesungguhnya Allah 
tidak menyukai orang-orang yang 
berbuat kerusakan. (QS. Al-Qa-
shash [28]:77)
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تُمْ
ْ
سَأ

َ
أ  

ْ
وَإِن مْ 

ُ
سِك

ُ
نف

َ
لِأ حْسَنتُمْ 

َ
أ حْسَنتُمْ 

َ
أ  

ْ
 إِن

هَا
َ
ل
َ
ف

“Jika kamu berbuat baik (berar-
ti) kamu berbuat baik bagi dirimu 
sendiri dan jika kamu berbuat ja-
hat, maka (kejahatan) itu bagi di-
rimu sendiri...” (QS. Al-Isra [17]:7)

حِهَا...
َ
رْضِ بَعْدَ إِصْلا

َ
لأ

ْ
سِدُوا فِي ا

ْ
تُف

َ
 وَلا

”Dan janganlah kamu membuat 
kerusakan di muka bumi, sesudah 
(Allah) memperbaikinya” (QS. Al-
A’raf [7]: 56)

فِي تَعْثَوْا  ا 
َ
وَل شْيَاءهُمْ 

َ
أ النَّاسَ  سُوا 

َ
تَبْخ ا 

َ
 وَل

سِدِينَ
ْ
رْضِ مُف

َ
أ

ْ
 ال

Dan janganlah kamu merugikan 
manusia pada hak-haknya dan ja
nganlah kamu merajalela di muka 
bumi dengan membuat kerusakan. 
(QS al-Syuara’ [26]:183)

سَبَتْ
َ
بِمَا ك بَحْرِ 

ْ
وَال بَرِّ 

ْ
ال فِي  سَادُ 

َ
ف

ْ
ال  ظَهَرَ 

وا
ُ
عَمِل ذِي 

َّ
ال بَعْضَ  هُم 

َ
لِيُذِيق النَّاسِ  يْدِي 

َ
 أ

َ
هُمْ يَرْجِعُون

َّ
عَل

َ
 ل

“Telah nampak kerusakan di darat 
dan di laut disebabkan karena per-
buatan tangan manusia, supaya 
Allah merasakan kepada mereka 
sebahagian dari (akibat) perbua-
tan mereka, agar mereka kembali 
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(ke jalan yang benar). (QS. Al-Rum 
[30]:41)

e.	 Firman Allah SWT yang melarang 
perbuatan israf dan tabdzir yaitu 
menghambur-hamburkan harta 
atau menyia-nyiakan sesuatu yang 
bisa dimanfaatkan, antara lain:
َ

ان
َ
يَاطِيْنِ وَك  الشَّ

َ
انُوْا إِخْوَان

َ
رِيْنَ ك ِ

ّ
مُبَذ

ْ
 ال

َّ
 إِن

وْرًا
ُ
ف

َ
هِ ك  لِرَبِّ

ُ
يْطَان الشَّ

… Sesungguhnya pemboros-pem-
boros itu adalah saudara-saudara 
syaitan dan syaitan itu adalah sa
ngat ingkar kepada Tuhannya… 
(QS. Al-’Isra’ [17]: 27)

مُسْرِفِينَ
ْ
بُّ ال حِ

ُ
 ي

َ
 إِنَّهُ لا

ْ
وا

ُ
سْرِف

ُ
 ت

َ
وَلا

“… Dan janganlah kamu berlebih-
lebihan. Sesungguhnya Allah tidak 
menyukai orang yang berlebih-lebih
an”. (QS. Al-An’am [6]:141)

2.	 Hadis Rasulullah SAW, antara lain:

a. 	 hadis yang menjelaskan bahwa 
seorang muslim adalah orang yang 
Kaum Muslimin selamat dari lisan 
dan tangannya, antara lain: 

ُ عَنْهُمَا عَنْ َّ
ِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ الل

َّ
 عَنْ عَبْدِ الل

مُسْلِمُ مَنْ
ْ
 ال

َ
ال

َ
مَ ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ
بِيِّ صَل  النَّ
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مُهَاجِرُ
ْ
وَال وَيَدِهِ  لِسَانِهِ  مِنْ   

َ
مُسْلِمُون

ْ
ال  سَلِمَ 

ُ عَنْهُ َّ
مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى الل

Dari [Abdullah bin ‘Amru] radli­
yallahu ‘anhuma dari Nabi shal
lallahu ‘alaihi wa sallam, bersabda: 
“Seorang muslim adalah orang 
yang Kaum Muslimin selamat dari 
lisan dan tangannya, dan seorang 
Muhajir adalah orang yang me
ninggalkan apa yang dilarang oleh 
Allah.” (HR. Imam Bukhari)

b. 	 hadis yang menjelaskan tentang 
jumlah cabang keimanan, yang 
paling utama dan yang paling ren
dah, antara lain: 

ُ َّ
ى الل

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
 ق

َ
ال

َ
بِي هُرَيْرَةَ ق

َ
 عَنْ أ

بِضْعٌ وْ 
َ
أ  

َ
وَسَبْعُون بِضْعٌ   

ُ
إِيمَان

ْ
ال مَ 

َّ
وَسَل يْهِ 

َ
 عَل

ُ َّ
ا الل

َّ
هَ إِل

َ
ا إِل

َ
 ل

ُ
وْل

َ
هَا ق

ُ
ضَل

ْ
ف
َ
أ
َ
 شُعْبَةً ف

َ
ون  وَسِتُّ

حَيَاءُ
ْ
وَال رِيقِ  الطَّ عَنْ  ذَى 

َ
أ

ْ
ال إِمَاطَةُ  دْنَاهَا 

َ
 وَأ

إِيمَانِ
ْ
شُعْبَةٌ مِنْ ال

Dari [Abu Hurairah] dia berkata: 
“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa 
sallam bersabda: “Iman itu ada tu-
juh puluh lebih, atau enam puluh 
lebih cabang. Yang paling utama 
adalah perkataan, laa ilaaha illal-
lahu (Tidak ada tuhan yang ber-
hak disembah selain Allah). Dan 
yang paling rendah adalah me
nyingkirkan gangguan dari jalan. 
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Dan malu itu adalah sebagian dari 
iman.”  (HR. Imam Muslim)

c. 	 hadis tentang perintah menjaga 
adab dan tidak melakukan hal-hal 
yang menyakiti atau merugikan 
orang lain, antara lain:

الله صلى  النبي  أسيد أن  بن   وعن حذيفة 
مُسْلِمِيْنَ

ْ
ال آذَى  “ مَنْ  قال:  وسلم   عليه 

تُهُمْ “
َ
عْن

َ
ل يْهِ 

َ
عَل وَجَبَتْ  طُرُقِهِمْ   فِي 

)رواه الطبراني( 

“Dari Hudzaifah ibn Usaid ra bah-
wa Rasulullah saw bersabda: “Ba-
rang siapa menyakiti orang Islam 
di jalan-jalan mereka maka ia 
memperoleh laknat” (HR. Al-Thab-
rani)
ُ

رَسُول  
َ

ال
َ
ق  :

َ
ال

َ
ق عَنْهُ   ُ َّ

الل مُعَاذٍ رَضِيَ   عن 
اعِنَ

َ
مَل

ْ
ال وا 

ُ
مَ: “اتَّق

َّ
وَسَل يْهِ 

َ
عَل  ُ َّ

ى الل
َّ
ِ صَل

َّ
 الل

رِيقِ ، ارِعَةِ الطَّ
َ
مَوَارِدِ ، وَق

ْ
بَرَازَ فِي ال

ْ
ةَ ال

َ
اث

َ
 الثَّل

بُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه(
َ
" )رَوَاهُ أ ِ

ّ
ل وَالظِّ

“Dari Mu’adz ibn Jabal ra ia berka-
ta: Rasulullah saw bersabda: ”Hi-
darilah dari tiga hal yang terlaknat, 
buang air di tempat sumber air, 
buang air di tepi jalan, buang air 
dan di tempat berlindung orang”.   
(HR. Abu Dawud dan Ibn Majah)
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ى
َّ
صَل  ِ

َّ
الل  

ُ
رَسُول  

َ
ال

َ
: ق

َ
ال

َ
ق هُرَيْرَةَ  بِي 

َ
أ  عن 

وْ
َ
 أ

َ
 بِضْعٌ وَسَبْعُون

ُ
إِيمَان

ْ
مَ: “ال

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

 الل
هَ
َ
إِل ا 

َ
ل  :

ُ
وْل

َ
ق هَا 

ُ
ضَل

ْ
ف
َ
أ
َ
ف شُعْبَةً,   

َ
ون وَسِتُّ  بِضْعٌ 

رِيقِ, ذَى عَنْ الطَّ
َ
أ

ْ
دْنَاهَا إِمَاطَةُ ال

َ
, وَأ ُ َّ

ا الل
َّ
 إِل

إِيمَانِ". )رواه الترمذي(
ْ
حَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنْ ال

ْ
وَال

Dari Abi Hurairah ra ia berkata: 
Rasulullah saw bersabda: Imam 
itu memiliki lebih tujuh puluh atau 
enam puluh cabang. Yang paling 
utama adalah pernyataan “Tiada 
Tuhan selain Allah dan yang pa
ling rendah adalah menyingkirkan 
penyakit dari jalanan. Dan malu itu 
termasuk cabang dari iman”. (HR. 
At-Tirmidzi)

ى
َّ
بِيِّ صَل بِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الُله عَنْهُ عَنِ النَّ

َ
 عَنْ أ

رِيْقِ ذَى عَنِ الطَّ
َ
مَ: يُمِيْطُ الأ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

 الل
ةٌ )رواه البخاري(

َ
صَدَق

“Dari Abu Hurairah ra., dari Nabi 
shallallahu ‘alaihi wasallam ber
sabda: “Menyingkirkan gangguan 
dari jalan merupakan sedekah” 
(HR. Al Bukhari)

d.	 Hadis tentang anjuran agar umat 
Islam untuk membersihkan diri, 
hati, dan lingkungan sekitarnya 
sebagai wujud ketaatan dan kecin-
taan kepada Allah, antara lain:
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ال سَمِعْتُ سَعِيدَ
َ
 ق

َ
ان بِي حَسَّ

َ
 عَنْ صَالِحِ بْنِ أ

بُّ حِ
ُ

ي بٌ  طَيِّ  َ َّ
 الل

َّ
إِن  

ُ
ول

ُ
يَق مُسَيَّبِ 

ْ
ال  بْنَ 

بُّ حِ
ُ

رِيمٌ ي
َ
ةَ  ك

َ
ظَاف بُّ النَّ حِ

ُ
 ي

ٌ
بَ  نَظِيف يِّ

 الطَّ
مْ

ُ
نِيَتَك

ْ
ف
َ
وا أ

ُ
ف نَظِّ

َ
جوُدَ  ف

ْ
بُّ ال حِ

ُ
رَمَ جَوَادٌ ي

َ
ك

ْ
 ال

 )رواه الترمذي (

Dari [Shalih bin Abu Hassan] ia 
berkata: Aku mendengar [Sa’id bin 
Al Musayyab] berkata:  ”Sesung-
guhnya Allah Ta’ala itu baik (dan) 
menyukai kebaikan, bersih (dan) 
menyukai kebersihan, mulia (dan) 
menyukai kemuliaan, bagus (dan) 
menyukai kebagusan. Oleh sebab 
itu, bersihkanlah lingkunganmu”.   
(HR. At-Tirmidzi)

يْهِ
َ
عَل  ُ َّ

الل ى 
َّ
صَل بِيِّ  النَّ عَنِ  هُرَيْرَةَ  بِي 

َ
أ  عَنْ 

مَّ
ُ
ث ائِمِ  الدَّ مَاءِ 

ْ
ال فِى  مْ 

ُ
حَدُك

َ
أ نَّ 

َ
يَـبُوْل  

َ
لا مَ: 

َّ
 وَسَل

 مِنْهُ )رواه البخاري ومسلم(
ُ

سِل
َ
يَغْت

“Dari Abu Hurairah ra., dari Nabi 
shallallahu ‘alaihi wasallam ber
sabda: “Janganlah sekali-kali salah 
seorang diantara kalian kencing 
di air yang tidak mengalir kemu-
dian mandi di dalamnya” (HR. Al 
Bukhari dan Muslim)

ُ َّ
ى الل

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

َ
 رَسُول

َّ
ن

َ
مَالِكٍ أ بْنِ  سِ 

َ
ن
َ
أ  عَنْ 

صَابِعَهُ
َ
عِقَ أ

َ
 طَعَامًا ل

َ
ل

َ
ك

َ
 إِذَا أ

َ
ان

َ
مَ ك

َّ
يْهِ وَسَل

َ
 عَل

مْ
ُ
حَدِك

َ
أ مَةُ 

ْ
ق

ُ
ل طَتْ 

َ
سَق إِذَا   

َ
ال

َ
وَق اثَ 

َ
 الثَّل



131Majelis Ulama Indonesia Tahun 2025

يَدَعْهَا ا 
َ
وَل هَا 

ْ
ل
ُ
ك

ْ
يَأ

ْ
وَل ذَى 

َ
أ

ْ
ال عَنْهَا  يُمِطْ 

ْ
ل
َ
 ف

َ
ال

َ
وَق ةَ 

َ
حْف تَ الصَّ

ُ
سْل

َ
ن  

ْ
ن

َ
أ مَرَنَا 

َ
وَأ يْطَانِ   لِلشَّ

يُبَارَكُ يِّ طَعَامِهِ 
َ
ا يَدْرِي فِي أ

َ
مْ ل

ُ
حَدَك

َ
 أ

َّ
 إِن

هُ )رواه أبو داود(
َ
ل

Dari Anas bin Malik ra bahwa Ra-
sulullah shallallahu ‘alaihi wasal-
lam jika makan makanan, beliau 
menjilat jari-jarinya sebanyak 
tiga kali, beliau bersabda: “Jika 
suapan salah seorang dari kalian 
jatuh, maka hendaknya ia mem-
bersihkannya dari kotoran dan 
memakannya, dan janganlah ia 
membiarkannya untuk setan!” Dan 
beliau memerintahkan kami agar 
mengusap piring. Beliau bersabda: 
“Sesungguhnya tidak seorangpun 
di antara kalian mengetahui diba-
gian manakah ia diberi berkah.” 
(HR. Abu Daud)

e 	 hadits yang mendorong umat Is-
lam untuk hidup tanpa merusak, 
baik merusak diri sendiri maupun 
merusak orang lain dan lingkung
an, antara lain:
َ

ال
َ
ق  

َ
ال

َ
ق اسٍ رضي الله عنهما  عَبَّ ابْنِ   عَنْ 

ضَرَرَ ا 
َ
ل مَ 

َّ
وَسَل يْهِ 

َ
عَل  ُ َّ

الل ى 
َّ
صَل  ِ

َّ
الل  

ُ
 رَسُول

والحاكم والبيهقي  أحمد  )رواه  ضِرَارَ  ا 
َ
 وَل

وابن ماجة(
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Dari Ibn Abbas ra ia berkata: Ra-
sulullah saw bersabda: “Tidak 
boleh membahayakan diri sendiri 
maupun orang lain” (HR Ahmad, 
al-Baihaqi, al-Hakim, dan Ibnu 
Majah).

ُ َّ
ى الل

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
 ق

َ
ال

َ
بِي هُرَيْرَةَ ق

َ
 عَنْ أ

 مِنْ
َ

مُسْلِمُون
ْ
مُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ ال

ْ
مَ: ال

َّ
يْهِ وَسَل

َ
 عَل

ى
َ
عَل النَّاسُ  مِنَهُ 

َ
أ مَنْ  مُؤْمِنُ 

ْ
وَال وَيَدِهِ   لِسَانِهِ 

مْوَالِهِمْ )رواه الترمذي(
َ
دِمَائِهِمْ وَأ

Dari Abu Hurairah ra. dia berka-
ta, Rasulullah shallallahu ‘alai-
hi wasallam bersabda: “Seorang 
muslim (yang sejati) adalah orang 
yang mana orang muslim lainnya 
selamat dari (bahaya) lisan dan 
tangannya, dan seorang mukmin 
(yang sejati) adalah orang yang 
mana manusia lainnya selamat 
dari (bahayanya) pada darah dan 
harta mereka.” (HR. At-Tirmidzi)

3. 	 Kaidah Ushuliyyah dan Kaidah 
Fiqhiyyah
ُ

الدّليل  
َّ

مَادَل ا 
ّ
إل وُجُوْبِ 

ْ
لِل مْرِ 

َ
أ

ْ
ال فِيْ   

ُ
صْل

َ
 الأ

ى خِلافِه
َ
عل

“Pada prinsipnya perintah itu 
menunjukkan kewajiban kecuali 
terdapat dalil yang menjelaskan 
tentang perbedaannya”
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ُ
الدّليل  

َّ
مَادَل ا 

ّ
إل حْرِيْمِ  لِلتَّ هْيِ  النَّ فِيْ   

ُ
صْل

َ
 الأ

ى خِلافِه
َ
عل

“Pada prinsipnya larangan itu me
nunjukkan keharaman kecuali ter-
dapat dalil yang menjelaskan ten-
tang perbedaannya”

حَةِ
َ
مَصَل

ْ
ةِ مَنُوْطٌ بِال عِيَّ ى الرَّ

َ
لإِمَامِ عَل

ْ
 ا

ُ
ف تَصَرُّ

“Kebijakan imam (pemerintah) ter-
hadap rakyatnya didasarkan pada 
kemaslahatan.”

ُ
رَرُ يُزَال الضَّ

”Kemudaratan itu harus dihilang-
kan.”

انِ
َ
إِمْك

ْ
دْرِ ال

َ
عُ بِق

َ
رَرُ يُدْف الضَّ

“Segala mudharat (bahaya) harus 
dihindarkan sedapat mungkin”.

مَصَالِحِ
ْ
بِ ال

ْ
ى جَل

َ
مٌ عَل دَّ

َ
اسِدِ مُق

َ
مَف

ْ
دَرْءُ ال

“Menghindarkan mafsadat (keru
sakan) didahulukan atas menda
tangkan maslahat.

Memperhatikan :  1. 	 Pendapat para ulama terkait masa
lah pengelolaan sampah, antara lain 
pendapat Imam Zakaria al-Anshari da-
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lam Asna al-Mathalib Syarh Raudlatu 
al-Thalibin, juz 19  halaman 140 yang me-
nukil pendapat Imam Al Ghazali:

فِي  
َ

سَل
َ
ت

ْ
اغ وْ 

َ
ل إِحْيَاءِ 

ْ
ال فِي  غَزَالِيُّ 

ْ
ال  

َ
ال

َ
ق بِيهٌ( 

ْ
)تَن    

رْضِ
َ
بِأ يْنِ 

َ
مُزْلِق

ْ
ال دْرَ  وَالسِّ ابُونِ  الصَّ وَتَرَكَ  حَمَّامِ 

ْ
 ال

عُضْوٌ، مِنْهُ   
َ

تَلِف وْ 
َ
أ  

َ
تَلِف

َ
ف  

ٌ
سَان

ْ
إن بِهِ  قَ 

َ
زَل

َ
ف حَمَّامِ 

ْ
 ال

الِاحْتِرَازُ رُ 
َّ

يَتَعَذ  
ُ

يْث بِحَ يَظْهَرُ  ا 
َ
ل مَوْضِعٍ  فِي   

َ
ان

َ
 وَك

ى
َ
عَل إذْ  امِيِّ  حَمَّ

ْ
وَال ارِكِ  التَّ بَيْنَ  دٌ  مُتَرَدِّ  

ُ
مَان الضَّ

َ
ف  مِنْهُ 

حَمَّامِ
ْ
 ال

ُ
امِيِّ تَنْظِيف حَمَّ

ْ
 ال

Imam Ghazali dalam kitab Ihya’ulumid-
din berpendapat, jika seseorang mandi di 
kamar mandi dan meninggalkan bekas 
sabun yang menyebabkan licinnya lantai, 
lantas menyebabkan seseorang tergelin-
cir dan mati atau anggota tubuhnya cede-
ra, sementara hal itu tidak nampak, maka 
kewajiban menanggung akibat tersebut 
dibebankan kepada orang yang mening-
galkan bekas serta penjaga, mengingat 
kewajiban penjaga untuk membersihkan 
kamar mandi.

2.	 Pendapat ulama tentang haramnya 
membuang sampah, antara lain: 

a. 	 Pendapat Abdurrahman al-Jaziry da-
lam al-Fiqh ‘ala ‘al-Madzahib al-‘Ar-
ba’ah juz 5 hal. 358

ه صلى الله عليه وسلم: )لا ضَررَ، ولا ضِرارَ(
ُ
 قوْل

َّ
لكل ينبَغِي  إنهُ  ومعناه،  ررُ،  الضَّ هو  رارُ   والضَّ
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 يرفعَ ضررَهُ عنْ غيرِه.
ْ

مسلمٍ أن

Hadis Nabi SAW “Tidak boleh mem-
bahayakan diri sendiri dan memba-
hayakan orang lain.” Bahaya yang di-
maksud adalah setiap muslim harus 
menghilangkan bahaya dari orang 
lain.

b.	 Pendapat Muhammad bin Abu al-Ab-
bas Ahmad bin Hamzah Syihabuddin 
al-Ramly dalam Kitab Nihayatu al-
Muhtaj ila Syarhi al-Minhaj Juz 4 hal 
394-395:

طِينٍ عَجْنِ 
َ
عَادَةً ك  

ُ
تَمَل حْ

ُ
ي ضَرَرٌ  يْضًا 

َ
أ يَضُرُّ  ا 

َ
 وَل

جَارَةِ حِ
ْ
ال اءُ 

َ
ق

ْ
وَإِل اسِ،  لِلنَّ مُرُورِ 

ْ
ال دَارُ 

ْ
مِق بَقِيَ   إذَا 

وَرَبْطُ لِهَا، 
ْ
ق
َ
ن ةِ  دْرِ مُدَّ

َ
بِق تْ 

َ
تُركِ إذَا  عِمَارَةِ 

ْ
لِل  فِيهِ 

وبِ،
ُ
وَالرُّك زُولِ  النُّ حَاجَةِ  دْرِ 

َ
بِق فِيهِ  وَابِّ   الدَّ

افِينَ
َّ

عَل
ْ
 مِنْ ذَلِكَ مَنْعُ مَا جَرَتْ بِهِ عَادَةُ ال

ُ
 وَيُؤْخَذ

ا
َ

ل
َ
ف كِرَاءِ 

ْ
لِل وَارِعِ  الشَّ فِي  وَابِّ  الدَّ رَبْطِ   مِنْ 

مِنْ ذَلِكَ  فِي  لِمَا  مَنْعُهُمْ  مْرِ 
َ
أ

ْ
ال وَلِيِّ  ى 

َ
وَعَل جوُزُ، 

َ
 ي

اءِ
َ
ق

ْ
إل افِ 

َ
ل بِخِ فِيفِ،  خَ

ْ
ال شِّ  وَالرَّ رَرِ  الضَّ  مَزِيدِ 

تِي بِوَجْهِ
َّ
ر ال

َ
حُف

ْ
جَارَةِ وَال حِ

ْ
رَابِ وَال مَامَاتِ وَالتُّ

ُ
ق

ْ
 ال

مَا صَرَّحَ
َ
جوُزُ ك

َ
ا ي

َ
إِنَّهُ ل

َ
رِطِ ف

ْ
مُف

ْ
شِّ ال رْضِ وَالرَّ

َ
أ

ْ
 ال

مَاءِ مِنْ
ْ
 ال

ُ
هُ إرْسَال

ُ
ائِقِهِ، وَمِثْل

َ
 فِي دَق

ُ
ف مُصَنِّ

ْ
 بِهِ ال

ةِ.
َ
ق يِّ

رُقِ الضَّ ى الطُّ
َ
مَيَازِيبِ إل

ْ
ال

Termasuk kategori perbuatan yang 
mebahayakan adalah bahaya yang 
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mungkin terjadi seperti mengaduk 
tanah liat di jalan meskipun masih 
ada ruang untuk dilewati manusia, 
atau menaruh batu di pinggir jalan 
untuk keperluan konstruksi jika di
tinggalkan selama dalam perjala-
nan, atau mengikat binatang di jalan 
meskipun hanya untuk keperluan 
turun dan naik. Dari sini dapat dipa-
hami bahwa adat istiadat para pe-
ternak yang mengikat ternak di jalan 
untuk disewakan adalah haram dan 
wajib dicegah oleh penguasa karena 
dikhawatirkan dapat menimbulkan 
bahaya dan kerugian ringan. Berbeda 
dengan membuang sampah, tanah, 
batu, dan lubang di permukaan bumi 
serta menyiram secara berlebihan, 
tidak boleh sebagaimana yang telah 
disebutkan oleh penulis dalam Daqa-
eq-nya, begitu pula mengalirkan air 
dari selokan ke jalan-jalan sempit.

c. 	 Pendapat Imam Ahmad bin Muham-
mad bin Ali bin Hajar al-Haitamy 
di Kitab Tuhfatu al-Muhtaj fi Syarh 
al-Minhaj Juz 4 hal 395

يْضًا
َ
يْهِ أ

َ
عُبَابِ: وَعَل

ْ
 فِي شَرحِْ ال

َ
ال

َ
هِيزُهُ( ق جْ

َ
هُ: ت

ُ
وْل

َ
 )ق

جوََاهِرِ
ْ
مَا فِي ال

َ
رِيقِ إذَا مَاتَ فِيهَا ك هُ عَنْ الطَّ

ُ
ل
ْ
ق
َ
 ن

هُ
َ
ل مَاتَتْ  مَنْ   

َّ
ن

َ
أ  : تِيُّ

َ
ف

ْ
ال هُ 

َ
ال

َ
ق مَا 

َ
مِنْهُ ك ادُ 

َ
 وَيُسْتَف

وْ
َ
ل نَّهَا 

َ
وَأ مِنْهَا،  هَا 

ُ
ل

ْ
ق
َ
ن زِمَهُ 

َ
ل رِيقِ  الطَّ فِي   بَهِيمَةٌ 

رِيقِ. هُ طَرْحُهَا فِي الطَّ
َ
جزُْ ل

َ
مْ ي

َ
مَاتَتْ فِي دَارِهِ ل

(makna Ibarat Tajhizuhu) al-Haitamy 
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berkata dalam Syarh Al-Ubab: Wajib 
atas seseorang untuk memindahkan 
hewan yang mati dari jalan jika ia 
mati di jalan tersebut, sebagaimana 
dalam Al-Jawahir, dan ini dapat dipa-
hami sebagaimana dikatakan oleh al-
Faty: bahwasannya barangsiapa yang 
binatangnya mati di jalan, maka wa-
jib baginya untuk memindahkannya 
dari sana. Dan jika dia meninggal di 
rumahnya, maka tidak halal baginya 
membuangnya ke jalan.

3. 	 Pendapat ulama tentang bolehnya 
pemerintah menerapkan sanksi atas 
orang yang buang sampah semba
rangan karena dalam hal kebijakan 
yang baik dan sesuai dengan syariat, 
wajib ditaati, bahkan bobot wajib
nya semakin kuat, sebab itu termasuk 
menaati ajaran agama sekaligus atur-
an negara., antara lain:

a. 	 Pendapat Pendapat Imam Ahmad bin 
Muhammad bin Ali bin Hajar al-Hai-
tamy di Kitab Tuhfatu al-Muhtaj fi 
Syarh al-Minhaj Juz 3 hal 69

ا
َ
وَل بِحرََامٍ  يْسَ 

َ
ل فِيمَا  طَاعَتُهُ  يْهِمْ 

َ
عَل يَجِبُ 

َ
 ف

فِيهِ  
َ

ان
َ
 ك

ْ
إن مُبَاحٌ  ا 

َ
ذ

َ
وكَ مَسْنُونٍ  وَمِنْ  رُوهٍ 

ْ
 مَك

مْرِهِ بِهِ
َ
دُ وُجُوبُهُ بِأ

َّ
ك

َ
أ

َ
وَاجِبُ يَت

ْ
ةٌ وَال حَةٌ عَامَّ

َ
 مَصْل

خَانِ نَّهُ إذَا نَادَى بِعَدَمِ شُرْبِ الدُّ
َ
مُ أ

َ
 وَمِنْ هُنَا يُعْل

يْهِمْ طَاعَتُهُ
َ
 وَجَبَ عَل

َ
آن

ْ
مَعْرُوفِ ال

ْ
ال
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Rakyat wajib menaati Pemrintah da-
lam hal-hal yang tidak terlarang mau-
pun yang tidak dibenci, dan dalam 
hal-hal yang dianjurkan dan diper-
bolehkan jika ada manfaat umum 
di dalamnya. Suatu kewajiban akan 
semakin kuat karena ditetapkannya 
peraturan. Dari sini diketahui bahwa 
jika Pemerintah melarang merokok, 
rakyat wajib menaati. .

b.	 Pendapat Syeikh Sulaiman al-Bujaira-
mi dalam Hâsyihah al-Bujairamî ala 
–l Khatîb, Juz 2 h. 473:

انه إذا أمر بواجب تأكد وجوبه ، وإن أمر  “ 
 بمندوب وجب ، وإن أمر بمباح فإن كان فيه
، وجب  الدخان  شرب  عامة كترك   مصلحة 
 بخلاف ما إذا أمربمحرم أو مكروه أو مباح لا

مصلحة فيه عامة "

Ssungguhnya Ulil Amri jika meme
rintahkan kepada yang wajib, maka 
hukum wajibnya semakin kuat. Jika 
dia memerintahkan kepada barang 
sunnah, makanya status hukumnya 
menjadi wajib. Jika dia memerintah-
kan kepada mubah, jika di situ ada 
kemaslahatan umum maka jadi wajib. 
Ini berbeda jika dia memerintahkan 
kepada barang haram, makruh atau 
mubah yang di situ tidak ada kemasla-
tan umum.”
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4.	 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 
2008 tentang Pengelolaan Sampah.

5.	 Undang-Undang RI Nomor 32 Ta-
hun 2009 tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup;

6.	 Hasil pembahasan usulan fatwa ten-
tang penanganan sampah sungai oleh 
Komisi Fatwa bersama KLH, Direk-
torat Pengendalian Pencemaran Air 
DAS Kementerian Kehutanan, BRIN, 
Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, 
Masyarakat Peduli Ciliwung, Gerakan 
Ciliwung Bersih, Komunitas Peduli 
Sungai CIleungsi-Cikeas (KP2C), dan 
Pegiat Sungai lainnya tanggal 5 Febru-
ari 2025, antara lain;

a.	 Penyelenggaraan pengelolaan 
sampah tidak dapat dilakukan 
secara seragam yang berlaku un-
tuk semua jenis sampah, melain-
kan perlu dilakukan pengenalan 
yang mendalam dari setiap jenis 
sampah dan demikian pula per-
lu pendekatan tersendiri dalam 
pengelolaannya sebagaimana di 
atur dalam Peraturan Pemerin-
tah Nomor 27 Tahun 2020 ten-
tang Pengelolaan Sampah Spesi-
fik.

b.	 Sampah sesuatu yang harus dike-
lola dan diolah, bukan dibuang. 
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Ada strategi pengelolaan dan 
pengolahan sampah yaitu; 

1)	 Daur ulang dan peman-
faatan ulang, yaitu men-
dorong industri daur ulang 
untuk memproses sampah 
plastik, kertas, dan logam 
menjadi produk baru.

2)	 Konsep waste to energy yai-
tu mengubah sampah men-
jadi bahan bakar, listrik, 
atau pupuk organik melalui 
metode seperti insinerasi, 
biogas, dan pirolisis.

3)	 Ekonomi sirkular yaitu 
menciptakan sistem pro-
duksi dan konsumsi yang 
minim sampah melalui de-
sain produk yang lebih ra-
mah lingkungan.

c.	 Hasil penelitian Jenna R. Jam-
beck, seorang ahli lingkungan 
dari University of Georgia tahun 
2015 tentang aliran sampah plas-
tik dari darat ke laut, antara lain:

1)	 Sebagian besar plastik yang 
mencemari laut berasal dari 
aktivitas manusia di darat, 
terutama dari sistem penge-
lolaan sampah yang buruk.
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2)	 Sungai menjadi saluran uta-
ma bagi sampah plastik dari 
daratan menuju laut.

3)	 Plastik yang bocor ke laut 
menyebabkan kerusakan 
ekosistem laut, mengancam 
biota laut, dan berkontri-
busi pada masalah sampah 
mikroplastik yang berbaha-
ya bagi rantai makanan.

d.	 Pencemaran Sungai, Danau dan 
Laut di Indonesia:

1)	 Sungai:

a)	 Menurut  Kementeri-
an Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan (KLHK, 
2023), lebih dari  82% 
sungai di Indonesia da-
lam kondisi  tercemar 
sedang hingga berat, 
terutama akibat limbah 
domestik, industri, dan 
pertanian.

b)	 Data  Badan Pusat Sta
tistik (BPS, 2022) menun-
jukkan, 60% limbah 
domestik di Indonesia 
belum diolah, langsung 
masuk ke sungai tanpa 
sistem sanitasi mema-
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dai.

c)	 Penelitian  LIPI/BRIN 
(2019)  menemukan 
kandungan mikroplas-
tik pada Sungai Cita-
rum, Bengawan Solo, 
dan Ciliwung yang me
nunjukkan kontami-
nasi plastik kronis dari 
sampah rumah tangga 
dan industri.

2)	 Danau:

a)	 Studi  BRIN (2021)  ter-
hadap  Danau Toba, 
Danau Maninjau, dan 
Rawa Pening  menun-
jukkan peningkatan be-
ban nutrien (nitrat dan 
fosfat)  akibat limbah 
rumah tangga, pertani-
an, dan budidaya ikan 
keramba jaring apung.

b)	 Fenomena  eutrofika-
si  (ledakan alga) men-
jadi indikator utama 
penurunan kualitas 
air dan degradasi eko-
sistem danau.
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3)	 Laut:

a)	 Penelitian  Jenna Jam-
beck et al. (Science, 
2015) memperkirakan 
Indonesia menyum-
bang  1,3 juta ton sam
pah plastik per tahun 
ke laut, menjadikan
nya salah satu sumber 
polusi plastik laut ter-
besar di dunia.

b)	 BRIN dan KLHK 
(2022) menemukan mik
roplastik pada  90% 
sampel ikan laut di 
perairan utara Jawa dan 
Selat Makassar, menan-
dakan kontaminasi lu
as dari aliran sungai ke 
laut.

c)	 Kementerian Kelautan 
dan Perikanan (KKP, 
2021) mengidentifika-
si zona hipoksia (keku-
rangan oksigen) di 
beberapa teluk akibat 
pencemaran organik.

7.	 Hasil kunjungan bersama Saringan 
Sampah TB Simatupang (SSTBS) oleh 
MUI dan Institut Ciliwung pada 20 
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Agustus 2025; 

8.	 Pendapat, saran, dan masukan yang 
berkembang dalam Rapat Komisi A 
(Fatwa) dan Rapat Pleno Musyawarah 
Nasional XI Majelis Ulama Indonesia 
2025 pada tanggal 20-23 November 
2025. 

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

Menetapkan	 :	 FATWA TENTANG PEDOMAN PE
NGELOLAAN SAMPAH DI SUNGAI, 
DANAU, DAN LAUT UNTUK MEWU-
JUDKAN KEMASLAHATAN

Pertama	 :	 Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini yang dimaksud de
ngan:

1.	 Sampah adalah sisa kegiatan se-
hari-hari manusia dan/atau proses 
alam yang karena sifat, konsentrasi 
dan/atau volumenya membutuh-
kan pengelolaan khusus.

2.	 Pengelolaan sampah adalah kegia-
tan yang sistematis, menyeluruh, 
dan berkesinambungan yang me-
liputi pengurangan, pemanfaatan 
serta penanganan sampah.
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Kedua	 : 	 Ketentuan Hukum

1.	 Pengelolaan sampah merupakan ba-
gian dari ibadah sosial (mu‘āmalah). 
Karena itu setiap muslim wajib 
menjaga kebersihan sungai, danau, 
dan laut sebagai sumber air yang 
penting bagi kehidupan manusia 
dan makhluk hidup lainnya.   

2.	 Membuang sampah ke sungai, da-
nau dan laut hukumnya haram kare-
na dapat mencemari sumber air dan 
membahayakan kesehatan manusia 
dan makhluk hidup lainnya.   

Ketiga	 :	 Pedoman Pengelolaan

1.     Masyarakat

a.	 Menjaga kebersihan lingkun-
gan, sungai, danau, dan laut di 
sekitar tempat tinggal. 

b.	 Mengurangi penggunaan plas-
tik dan memanfaatkan kembali 
barang yang masih layak digu-
nakan.

c.	 Memilah sampah berdasar-
kan jenisnya dan membuang 
sampah pada tempatnya, ser-
ta mengolah sampah organik 
menjadi kompos.

d.	 Melakukan gotong royong mem
bersihkan sungai, danau, dan 
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laut, serta area publik secara 
berkala.

e.	 Mencegah aktifitas pembuang
an sampah di sungai, danau, 
dan laut.

f.	 Mendukung program peme
rintah dan masyarakat dalam 
mengelola sampah dan men-
jaga kebersihan sungai, danau, 
dan laut.   

2.    Pelaku Usaha:

a.	 Mengurangi timbulan sampah 
dari proses produksi dari kegi
atan usaha.

b.	 Dilarang membuang limbah 
produksi ke sungai, danau, dan 
laut.

c.	 Menggunakan bahan yang ra-
mah lingkungan dan mengu-
rangi penggunaan kemasan 
plastik.

d.	 Melakukan daur ulang sampah 
dan limbah yang dihasilkan

e.	 Melakukan pemberdayaan 
masyarakat dengan memberi-
kan pelatihan dan pendampi
ngan pengolahan sampah se-
cara mandiri dan produktif. 

f.	 Menyediakan fasilitas dan per-
alatan kebersihan di area pub-
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lic atau sungai, danau, dan laut 
sebagai bentuk tanggung jawab 
sosial.

g.	 Mendukung program peme
rintah dan masyarakat dalam 
mengelola sampah dan men-
jaga kebersihan sungai, danau, 
dan laut.   

3.	 Lembaga Pendidikan:

a.	 Menyusun kebijakan sekolah 
hijau (green school) yang men-
cakup pengelolaan sampah.

b.	 Mengintegrasikan pendidikan 
fikih lingkungan dan pengelo-
laan sampah ke dalam kuriku-
lum dan kegiatan ekstrakuriku-
ler.

c.	 Menjadi contoh dalam penge-
lolaan sampah dan menjaga 
kebersihan lingkungan.

4.	 Tempat Ibadah

a.	 Menyusun aturan tempat ibadah 
ramah lingkungan yang men-
cakup pengelolaan sampah.

b.	 Membangun tata kelola tempat 
ibadah yang ramah lingkungan 
seperti air daur ulang, khusus
nya sanitasi.

c.	 Melakukan pembinaan kepa-
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da pengurus dan jamaah un-
tuk melakukan perilaku ramah 
lingkungan, dengan pengelo
aan sampah yang efektif

d.	 Memasukkan tema lingkungan 
dalam khutbah, kajian, dan ce-
ramah 

5.	 Tokoh Agama

a.	 Menyerukan kepada umat un
tuk menciptakan dan mera
wat serta menjaga kebersihan 
sungai, danau dan laut untuk 
mencegah pencemaran sebagai 
bagian dari ajaran agama.   

b.	 Mengintegrasikan isu ramah 
lingkungan, termasuk pengelo-
laan sampah di Sungai, danau 
dan laut dalam khotbah, kajian 
dan ceramah agama.   

c.	 Menjadi teladan yang baik da-
lam menciptakan dan merawat 
serta menjaga kebersihan Su
ngai, danau dan laut.

d.	 Mengadakan program penge-
lolaan sampah dan kebersihan 
lingkungan di tempat ibadah. 

e.	 Menjadi mediator antara pe-
merintah, masyarakat dan 
pelaku usaha dalam memba
ngun kesadaran ekologis secara 
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bersama-sama.

6.	 Pemerintah Pusat:

a.	 Menetapkan kebijakan, strate-
gi, dan rencana nasional yang 
komprehensif untuk pengelo-
laan sampah di sungai, danau, 
dan laut.

b.	 Menetapkan dan mengawasi 
standar kualitas air sungai, 
danau, dan laut di seluruh In
donesia untuk memastikan 
keamanan dan kesehatan ling
kungan.  

c.	 Memberikan insentif kepa-
da daerah dan masyarakat 
yang berhasil dalam mencip-
takan dan merawat kebersihan 
lingkungan serta mengelola 
sampah dan kebersihan sungai, 
danau, dan laut. 

d.	 Melakukan kampanye nasi-
onal untuk meningkatkan ke-
sadaran masyarakat tentang 
pentingnya menciptakan dan 
merawat kebersihan sungai, 
danau, dan laut, serta bahaya 
pencemaran sampah.   

7.	 Pemerintah Daerah:

a.	 Membangun infrastruktur pe
ngelolaan sampah yang me-
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madai, seperti TPS, dan tempat 
pengolahan sampah.   

b.	 Melakukan pembersihan su
ngai, danau, dan laut secara 
berkala dan terjadwal.   

c.	 Melakukan pengawasan dan 
penegakan hukum terhadap 
pelanggaran pembuangan sam
pah ke sungai, danau, dan laut.

d.	 Membentuk dan membina re-
lawan, komunitas, dan kader 
penggiat kebersihan sungai, 
danau, dan laut.

e.	 Mengadakan kampanye dan 
edukasi kepada masyarakat 
tentang pentingnya menjaga 
kebersihan sungai, danau, dan 
laut.

8.	 Legislatif:

a.	 Memperkuat peraturan pe-
rundang-undangan yang men-
dukung pengelolaan sampah 
yang terpadu dan ramah ling
kungan.

b.	 Meningkatkan anggaran untuk 
program kebersihan dan pe
ngelolaan sampah sungai, da-
nau, dan laut.   

c.	 Melakukan pengawasan yang 
ketat terhadap pelaksanaan 
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peraturan perundang-undang
an dan program terkait keber
sihan dan pengelolaan sampah 
sungai, danau, dan laut.

d.	 Mengintegrasikan aspek kea
gamaan, pendidikan, dan so-
sial dalam regulasi pengelolaan 
sampah.

Keempat 	 :	 Ketentuan Penutup

1.	 Fatwa ini mulai berlaku sejak 
tanggal ditetapkan, dengan 
ketentuan jika di kemudian hari 
ternyata terdapat kekeliruan, 
akan diperbaiki dan disempur-
nakan sebagaimana mestinya. 

2.	 Agar setiap muslim dan pi-
hak-pihak yang memerlukan 
dapat mengetahuinya, meng-
himbau semua pihak untuk 
menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di:  Jakarta
Pada tanggal:  1 Jumadal Akhir 1447 H.
                            22   November   2025 M.
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PIMPINAN SIDANG PLENO X
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SURAT KEPUTUSAN
MUSYAWARAH NASIONAL XI 
MAJELIS ULAMA INDONESIA

---------------------------------------------
Nomor:Kep-7/Munas-XI/2025

Tentang

PERUBAHAN/PENYEMPURNAAN WAWASAN,
PEDOMAN DASAR DAN PEDOMAN RUMAH TANGGA

MAJELIS ULAMA INDONESIA

Musyawarah Nasional XI Majelis Ulama Indonesia yang ber-
langsung pada tanggal 29-30 Jumadil Awal dan 1-2 Jumadil Akhir 
1447 H/20-23 November 2025 M di Jakarta, setelah:

Menimbang	 : 

Mengingat        	 :	 1.  Al-Quran 
2.	 Sunnah Rasulullah SAW.
3.	 Pancasila.

MAJELIS ULAMA INDONESIA
WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA, ZU’AMA DAN CENDEKIAWAN MUSLIM

Jalan Proklamasi No. 51 Menteng Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31902666-3917853, Fax. 021-31905266
Website: http://www.mui.or.id, http://www.mui.tv    E-mail: sekretariat@mui.or.id

Kerangka Acuan dan Tata Tertib Musya
warah Nasional XI Majelis Ulama Indo-
nesia Tahun  2025.
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1.	 Sambutan Ketua Dewan Pertimban-
gan MUI pada Pembukaan Musy-
awarah Nasional XI MUI Tahun 
2025.

2.	 Sambutan Ketua Umum Dewan 
Pimpinan MUI pada Pembukaan 
Musyawarah Nasional XI MUI Ta-
hun 2025.

3.	 Sambutan Menteri Agama RI pada 
Pembukaan Musyawarah Nasional 
XI MUI Tahun 2025.

4.	 Sambutan Ketua MPR RI pada Pem-
bukaan Musyawarah Nasional XI 
MUI Tahun 2025.

5.	 Laporan Komisi B (Organisasi) ten-
tang Wawasan, Pedoman Dasar 
dan Pedoman Rumah Tangga MUI 
pada Sidang Pleno X Munas XI MUI 
Tahun 2025..

6.	 Pendapat, usul-usul dan saran-saran 
dari para peserta Sidang Pleno X Mu-
nas XI MUI Tahun 2025.

4.	 Undang-Undang Dasar Negara Re-
publik Indonesia Tahun 1945.

5.	 Pedoman Dasar dan Pedoman Ru-
mah Tangga MUI.

Memperhatikan :

Dengan bertawakal kepada Allah SWT: 

M E M U T U S K A N
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1.	 Hasil Keputusan Komisi B (Organi-
sasi) tentang Pedoman Dasar dan 
Pedoman Rumah Tangga MUI Mu-
nas XI MUI sebagaimana tercantum 
pada lampiran Surat Keputusan ini.

2.	 Munas XI MUI mengamanatkan ke-
pada Dewan Pimpinan MUI untuk 
menyempurnakan redaksi dari ke-
putusan ini.

3.	 Munas XI MUI mengamanatkan ke-
pada Dewan Pimpinan MUI untuk 
melaksanakan dan mensosialisasi-
kan hasil Munas XI MUI agar dapat 
diketahui dan dilaksanakan.

4.	 Keputusan ini berlaku sejak ditetap-
kan dan apabila ada kekeliruan di 
kemudian hari akan dilakukan per-
baikan seperlunya.

Menetapkan :

Ditetapkan di 	: JAKARTA
Tanggal	 : 1 Jumadil Akhir 1447 H
 		     22  November  2025   M

MUSYAWARAH NASIONAL XI
MAJELIS ULAMA INDONESIA TAHUN 2025

					   
PIMPINAN SIDANG PLENO X

                     Ketua,		                           Sekretaris,

  K.H. Masduki Baidlowi	   	             Drs. H. Pasni Rusli
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Penjelasan

Perubahan/penyempurnaan yang dilakukan oleh Munas XI MUI 
Tahun 2025 terhadap Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tang-
ga Majelis Ulama Indonesia (PD/PRT MUI). Adapun Wawasan 
MUI tidak termasuk bagian yang dibahas dalam Munas dan tidak 
mengalami perubahan. Mengingat Wawasan MUI merupakan ba-
gian yang tidak terpisahkan dengan PD/PRT MUI, maka naskah 
Wawasan MUI tetap dicantumkan dalam Keputusan Munas XI 
MUI Tahun 2025 Nomor: Kep-7/Munas-XI/2025 tentang Perubah-
an/Penyempurnaan Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga 
MUI.
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WAWASAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Muqaddimah

Secara etimologis “ulama” dalam bahasa Arab merupakan ben-
tuk jamak dari “alim”, yang berarti orang yang berpengetahuan, 
ilmuan, sarjana, pakar, atau ahli dalam bidang ilmu agama islam. 
Predikat ini tentu saja diberikan kepada seseorang yang benar-be-
nar menguasai suatu bidang tertentu dalam kajian-kajian ilmu 
agama islam. Prestasi yang besar ini tidak di peroleh secara mu-
dah, namun diberikan kepada seseorang yang telah terbukti me
nguasai aspek tertentu dalam bidang kajian islam. Karena bobot 
keahliannya ini, maka seseorang dapat dipercaya telah memiliki 
keahlian dan otoritas dalam bidang kepakarannya.

Di Indonesia, khususnya di kalangan muslim, kedudukan ulama 
ini sangat dihormati dan bahkan simbol-simbol kesucian sering 
dilekatkan kepada mereka. Ini disebabkan karena di antara tugas 
para ulama adalah menafsirkan al Qur’an dan al Hadits serta ilmu-
ilmu yang berkaitan dengannya. Para ulama merupakan orang-
orang yang sangat berperan terhadap berlangsungnya kehidupan 
spiritual dan mengukir sejarah intelektual dalam masyarakat Is-
lam.

Karena mengemban amanat yang berat tersebut, maka Allah SWT 
menyatakan bahwa para ulama merupakan hamba-hamba-Nya 
yang takut kepada-Nya.



158 Himpunan Keputusan Musyawarah Nasional XI

مَاءُ
َ
عُل

ْ
شَى الَله مِنْ عِبَادِهِ ال خْ

َ
إِنَّمَا ي

“Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-ham-
ba-Nya hanyalah ulama.” (QS. Fathir [35]:28).

Allah SWT telah menjanjikan akan mengangkat derajat mereka 
yang beriman secara utuh kepada-Nya dan memiliki ilmu dalam 
mengimplementasikan keimanannya tersebut.

 خَبِيْرٌ
َ

وْن
ُ
ُ بِمَا تَعْمَل ّٰ

مَ دَرَجٰتٍۗ وَالل
ْ
عِل

ْ
وْتُوا ال

ُ
ذِيْنَ ا

َّ
مْۙ وَال

ُ
مَنُوْا مِنْك

ٰ
ذِيْنَ ا

َّ
ُ ال ّٰ

عِ الل
َ
يَرْف

“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara-
mu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa 
derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerja-
kan.”(QS. Al Mujadilah [58]:11).

Para ulama juga pulalah yang selalu menyerukan kepada umat 
agar selalu meningkatkan ketaqwaan mereka kepada Allah dan 
tidak wafat kecuali dalam keadaan beragama Islam, sebagaimana 
firman Allah SWT:

َ
نْتُمْ مُسْلِمُوْن

َ
 وَأ

َّ
 تَمُوْتُنَّ إِلا

َ
اتِهِ وَلا

َ
وا الَله حَقَّ تُق

ُ
ذِيْنَ ءَامَنُوا اتَّق

َّ
يُّهَا ال

َ
يَاأ

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah 
sebenar-benar takwa kepada-Nya dan janganlah sekali-kali 
kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam.” (QS. 
Ali Imran [3]: 102).

Dalam dakwahnya, para ulama juga selalu mengajak umat untuk 
selalu berpegang teguh kepada tali (agama) Allah dan tidak ber-
pecah belah dalam menjalankan agama Allah.	

تُمْ
ْ
ن
ُ
إِذْ ك مْ 

ُ
يْك

َ
عَل الِله  نِعْمَةَ  رُوا 

ُ
وَاذكْ وا 

ُ
ق رَّ

َ
تَف  

َ
وَلا جَمِيْعًا  الِله  بْلِ  بِحَ  وَاعْتَصِمُوا 

صْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا
َ
أ
َ
مْ ف

ُ
وْبِك

ُ
ل
ُ
 بَيْنَ ق

َ
ف

َّ
ل
َ
أ
َ
عْدَاءً ف

َ
أ
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“Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah 
dan dan janganlah kamu bercerai berai. Dan ingatlah akan 
nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa jahiliyah) 
bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, 
lalu menjadikan kamu karena nikmat Allah orang-orang yang 
bersaudara.” (QS. Ali Imran [3]: 103).

Di samping itu, para ulama dalam menjalankan tugas dakwah
nya tidak hanya mengajak kepada hal-hal yang baik, namun juga 
berkewajiban untuk mencegah umat dari perilaku-perilaku nega-
tif (munkar).

رِ
َ
مُنْك

ْ
 عَنِ ال

َ
مَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْن

ْ
 بِال

َ
مُرُوْن

ْ
يْرِ وَيَأ خَ

ْ
ى ال

َ
 إِل

َ
ةٌ يَدْعُوْن مَّ

ُ
مْ أ

ُ
نْ مِنْك

ُ
تَك

ْ
 وَل

َ
لِحُوْن

ْ
مُف

ْ
ئِكَ هُمُ ال

َ
ول

ُ
وَأ

“Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang 
menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma‟ruf dan 
mencegah dari yang mungkar, merekalah orang-orang yang 
beruntung.” (QS. Ali Imran [3]: 104)

Sebagai bagian dari komunitas masyarakat yang beriman kepada 
Allah SWT, para ulama saling bahu membahu dalam amar ma’ruf 
nahyu munkar sebagai pengejawantahan dari praktik sholat dan 
zakat yang mereka dirikan berlandaskan ketaatan kepada Allah 
SWT dan Rasul-Nya.

َ
وَيَنْهَوْن مَعْرُوْفِ 

ْ
بِال  

َ
مُرُوْن

ْ
يَأ بَعْضٍ  وِلِيَاءُ 

َ
أ بَعْضُهُمْ  مُؤْمِنَاتُ 

ْ
وَال  

َ
مُؤْمِنُوْن

ْ
 وَال

ئِكَ
َ
ول

ُ
أ هُ 

َ
وَرَسُوْل الَله   

َ
وَيُطِيْعُون اةَ 

َ
الزَّك  

َ
وَيُؤْتوُْن ةَ 

َ
لا الصَّ  

َ
وَيُقِيْمُوْن رِ 

َ
مُنْك

ْ
ال  عَنِ 

 الَله عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ
َّ

سَيَرْحَمُهُمُ الُله إِن

“Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, 
sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebaha-
gian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma‟ruf, 
mencegah yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, 
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dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan 
diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa 
lagi Maha Bijaksana.” (QS At-taubah [9]: 71)

Dakwah yang dilakukan oleh para ulama tersebut pada dasarnya 
adalah dalam rangka mewujudkan umat terbaik yang dihadirkan 
oleh Allah SWT di atas permukaan bumi ini. Hal ini tentunya ber-
beda dengan sikap ahlu al kitab yang kebanyakan dari mereka ser-
ing berbuat fasik terhadap Allah SWT.  

رِ
َ
مُنْك

ْ
ال عَنِ   

َ
وَتَنْهَوْن مَعْرُوْفِ 

ْ
بِال  

َ
مُرُوْن

ْ
تَأ اسِ  لِلنَّ خْرِجَتْ 

ُ
أ ةٍ  مَّ

ُ
أ خَيْرَ  تُمْ 

ْ
ن
ُ
  ك

رُهُمُ
ً
ث
ْ
ك

َ
 وَأ

َ
مُؤْمِنُوْن

ْ
هُمْ مِنْهُمُ ال

َ
 خَيْرًا ل

َ
ان

َ
ك

َ
كِتَابِ ل

ْ
 ال

ُ
هْل

َ
وْ ءَامَنَ أ

َ
 بِالِله وَل

َ
 وَتُؤْمِنُوْن
َ

وْن
ُ
اسِق

َ
ف

ْ
ال

“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manu-
sia, menyuruh kepada yang ma`ruf, dan mencegah dari yang 
munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beri-
man, tentulah itu lebih baik bagi mereka; di antara mereka ada 
yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang 
yang fasik.” (QS. Ali Imran [3]: 110)

Dan karena itulah maka Allah SWT menegaskan bahwa satu-sa-
tunya jalan yang lurus yang harus ditempuh adalah ash shiraath 
al mustaqiim dan menjadi tugas para ulama untuk terus menerus 
meyakinkan umat agar tetap berdiri tegak pada jalan yang lurus 
itu dan tidak mengikuti jalan-jalan lain yang bisa membawa kepa-
da perpecahan dan penyimpangan-penyimpangan yang memal-
ingkan manusia dari sikap ketaqwaan yang sesungguhnya.

مْ عَنْ سَبِيْلِهِ
ُ
قَ بِك رَّ

َ
تَف

َ
 ف

َ
بُل بِعُوا السُّ

َّ
 تَت

َ
بِعُوهُ  وَلا اتًّ

َ
قِيْمًا ف

َ
ا صِرَاطِي مُسْت

َ
 هَذ

َّ
ن

َ
 وَأ

َ
وْن

ُ
ق

َّ
مْ تَت

ُ
ك

َّ
عَل

َ
م بِهِ ل

ُ
اك مْ وَصَّ

ُ
ذلِك

“Dan bahwa (yang Kami perintahkan) ini adalah jalan-Ku 
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yang lurus, maka ikutilah dia; dan janganlah kamu mengiku-
ti jalan-jalan (yang lain), karena jalan-jalan itu mencerai-be-
raikan kamu dari jalan-Nya. Yang demikian itu diperintahkan 
Allah kepadamu agar kamu bertakwa.” (QS. Al-An’am [6]: 153)

Dalam menjalankan tugas membimbing umat ini, Allah SWT me-
minta kepada para ulama untuk meneladani perilaku Baginda 
Muhammad SAW dalam melayani umat dengan mengedepankan 
sikap lemah lembut dan penuh kasih sayang, karena sejatinya ti-
daklah Nabi Muhammad diutus ke muka bumi ini kecuali untuk 
menyebarkan dakwah Islam yang menjadi rahmat bagi alam se-
mesta (rahmatan lil ‘âlamîn).

مِيْنَ
َ
عَال

ْ
 رَحْمَةً لِل

َّ
نَاكَ إِلا

ْ
رْسَل

َ
وَمَا أ

“Dan tidaklah kami utus engkau (Muhammad) kecuali menjadi 
rahmat bagi sekalian alam” (QS. Al-Anbiya.” [21]: 107)

Dalam rangka membimbing umat pula, para ulama diminta untuk 
memegang prinsip pertengahan (wasath), dalam artian tidak ter-
lalu ekstrim dalam memahami suatu teks lalu menerapkan secara 
harfiyah tanpa mencari pembanding yang lain, namun tidak pula 
memahaminya terlalu bebas tak terbatas sehingga tercerabut/ter-
lepas dari pemahaman yang semestinya.

ُ
سُوْل الرَّ  

َ
وْن

ُ
وَيَك النَّاسِ  ى 

َ
عَل شُهَدَاءَ  وْنُوْا 

ُ
لِتَك وَسَطًا  ةً  مَّ

ُ
أ مْ 

ُ
نَاك

ْ
جَعَل ذلِكَ 

َ
 وكَ

مْ شَهِيْدًا
ُ
يْك

َ
عَل

“Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Is-
lam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas 
(perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi 
saksi atas (perbuatan) kamu”. (QS. Al-Baqarah: 143)

Dari beberapa dalil-dalil yang dituliskan di atas, dan jika para ula-
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ma muslim dapat melaksanakannya secara utuh dan konsisten, 
maka mereka layak mendapatkan predikat sebagai sosok yang 
memang merupakan pewaris perjuangan para Nabi yang semua 
mereka diutus untuk meninggikan kalimatullah di permukaan 
bumi ini.   

العلماء ورثة الأنبياء

Ulama adalah ahli waris para nabi, (Hadits Riwayat Imam Ah-
mad, Abu Dawud, dan Ibn Majah)

I. 	 Pembukaan (Iftitah)

Majelis Ulama Indonesia (selanjutnya disebut MUI) yang 
berdiri pada tanggal 17 Rajab 1395 Hijriah bertepatan dengan 
tanggal 26 Juli 1975 Miladiyah adalah atas Berkat Rahmat Allah 
Subahanahu wa Ta’ala kepada bangsa Indonesia yang patut di-
syukuri. MUI hadir di pentas sejarah ketika bangsa Indonesia 
tengah berada pada periode kebangkitan kembali (revival of 
Islamic), setelah selama tiga puluh tahun sejak kemerdekaan, 
energi bangsa Indonesia terserap dalam perjuangan politik 
baik di dalam negeri maupun di forum internasional, sehing-
ga kurang mempunyai kesempatan untuk membangun ter-
wujudnya sebuah bangsa yang maju, adil dan makmur serta 
berakhlak mulia.

Para Ulama di Indonesia menyadari dirinya sebagai ahli waris 
tugas-tugas para Nabi (waratsatul anbiya) pembawa risalah 
Ilahiyah dan pelanjut misi   yang diemban oleh Rasulullah 
Muhammad SAW. Mereka terpanggil bersama Zuama dan 
Cendekiawan Muslim, untuk memberikan kesaksian akan 
peran kesejarahan pada perjuangan kemerdekaan, yang telah 
mereka berikan pada masa penjajahan, serta berperan aktif 
dalam membangun masyarakat dan menyukseskan pemba-
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ngunan melalui berbagai potensi yang mereka miliki dalam 
wadah MUI. Ikhtiar-ikhtiar kebajikan yang dilakukan MUI 
senantiasa ditujukan bagi kemajuan agama, bangsa dan nega-
ra baik pada masa lalu, kini, dan nanti.

Para Ulama, Zuama, dan Cendekiawan Muslim menyadari 
bahwa negara Indonesia memerlukan Islam sebagai landasan 
bagi pembangunan masyarakat yang maju dan berakhlak 
mulia. Oleh karena itu, keberadaan organisasi para ulama, 
zuama dan cendekiawan muslim adalah suatu konsekuensi 
logis dan sebagai  prasyarat bagi berkembangnya hubungan 
yang harmonis antara berbagai potensi untuk kemaslahatan 
seluruh rakyat Indonesia.

Karena umat Islam adalah bagian terbesar dari bangsa Indo-
nesia, maka  sepatutnya umat Islam memiliki peran dan tang-
gungjawab terbesar bagi kemajuan dan kejayaan Indonesia 
di masa depan. Namun, adalah suatu hal yang tidak boleh di
nafikan bahwa umat Islam masih menghadapi masalah inter-
nal dalam berbagai aspek, baik sosial, pendidikan, kesehatan, 
kependudukan, ekonomi, dan politik.

Di sisi lain, saat ini umat Islam Indonesia menghadapi tan-
tangan global yang sangat berat. Tantangan tersebut antara 
lain berupa ideologi liberalisme, kapitalisme, dan komunisme 
yang berpangkal pada sekularisme dengan sistem politik dan 
sistem ekonomi dipaksakan yang berlaku di negeri ini, kema-
juan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat menggoyah-
kan batas etika dan moral, serta budaya global yang didom-
inasi oleh Barat dan bercirikan pendewaan diri, kebendaan, 
dan nafsu setan (nafsu syahwatiyah) yang potensial meluntur-
kan aspek religiusitas masyarakat, serta meremehkan peran 
agama dalam kehidupan umat manusia.
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Namun demikian, kemajemukan dan keragaman umat Islam 
dalam alam pikiran keagamaan, organisasi sosial, dan kecen
derungan aliran dan aspirasi politik selain dapat merupakan 
kekuatan, tetapi juga sering menjelma menjadi kelemahan 
dan sumber pertentangan di kalangan umat Islam sendiri. 
Sebagai akibatnya, umat Islam terjebak ke dalam egoisme 
kelompok (ananiyah hizbiyah) yang berlebihan dan kehilang
an peluang untuk mengembangkan diri menjadi kelompok 
yang tidak hanya besar dalam kuantitas tetapi juga unggul 
dalam kualitas. Oleh karena itu, adanya kepemimpinan umat 
Islam yang bersifat kolektif kolegial merupakan kewajiban, 
sehingga adanya suatu organisasi yang menjadi wadah sila-
turrahim merupakan suatu kebutuhan mendesak bagi persa
tuan, kesatuan, dan kebersamaan umat Islam.

Sejalan dengan dinamika kehidupan kebangsaan pada era 
reformasi dewasa ini, yang ditandai dengan adanya keinginan 
kuat untuk membangun suatu masyarakat Indonesia yang 
adil, sejahtera, makmur,  demokratis dan beradab, maka ada-
lah suatu keharusan bagi MUI untuk meneguhkan jati diri dan 
i’tikad dengan suatu wawasan untuk menghela proses perwu-
judan peradaban Islam di dunia, khususnya perwujudan mas-
yarakat Indonesia baru, yang tidak lain adalah masyarakat 
utama yang berkualitas (khaira ummah),  yang menekankan 
nilai-nilai persamaan (al-musawah), keadilan (al-‘adalah), 
moderat (at-tawasuth), keseimbangan (at-tawazun), dinamis 
(at-tathowur), dan demokrasi yang Islami (al-syura).

II. 	 Visi dan Misi

A.	 Visi 

Terciptanya kondisi kehidupan kemasyarakatan, kebang-
saan dan kenegaraan yang baik, memperoleh ridha dan 
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ampunan Allah Subhanahu wa Ta’ala  (baldatun thayyiba-
tun wa rabbun ghafur) menuju masyarakat utama yang 
berkualitas (khaira ummah) demi terwujudnya kejayaan 
Islam dan kaum muslimin (izzul Islam wal-muslimin) da-
lam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai 
manifestasi dari rahmat bagi seluruh alam (rahmatan lil 
‘alamin).

B.	 Misi

1.	 Menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan 
umat secara efektif dengan menjadikan ulama se-
bagai panutan yang baik (qudwah hasanah), sehingga 
mampu mengarahkan dan membina umat Islam da-
lam menanamkan dan memupuk aqidah Islamiyah, 
serta menjalankan syariah Islamiyah.

2.	 Melaksanakan dakwah Islam, amar ma’ruf nahi 
munkar dalam mengembangkan akhlak mulia (al 
akhlak al karimah) agar terwujud masyarakat utama 
yang berkualitas (khaira ummah) dalam berbagai as-
pek kehidupan.

3.	 Mengembangkan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah 
wathaniyah dan ukhuwah basyariyah dalam rangka 
mewujudkan persatuan dan kesatuan umat Islam da-
lam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

III.	 Orientasi dan Peran

A. 	 Orientasi

MUI mempunyai sembilan orientasi perkhidmatan, yaitu:

1.	 Diniyah
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MUI merupakan wadah perkhidmatan yang men-
dasari semua langkah dan kegiatannya pada nilai dan 
ajaran Islam yang sempurna dan paripurna (kaffah).

2.	 Irsyadiyah

MUI merupakan wadah perkhidmatan yang mence
rahkan (dakwah wal irsyad), yaitu upaya untuk meng
ajak umat manusia kepada kebaikan serta melak-
sanakan amar ma’ruf dan nahi munkar dalam arti 
yang seluas-luasnya. Setiap kegiatan MUI dimaksud-
kan dan dirancang untuk selalu berdimensi da’wah.

3.	 Istijabiyah

MUI merupakan wadah perkhidmatan yang berorie
ntasi solutif (istijabiyah), yang senantiasa membe
rikan respons positif terhadap setiap permasalahan 
yang dihadapi masyarakat melalui prakarsa kebajik-
an (amal saleh) dalam semangat berlomba dalam ke-
baikan (istibaq fi al-khairat).

4.	 Hurriyah

MUI merupakan wadah perkhidmatan independen 
yang bebas dan merdeka (hurriyah) serta tidak ter-
gantung maupun terpengaruh oleh pihak-pihak lain 
dalam mengambil keputusan, mengeluarkan pikiran, 
pandangan dan pendapat.

5.	 Ta’awuniyah

MUI merupakan wadah perkhidmatan yang men-
dasari diri pada semangat tolong menolong untuk 
kebaikan dan ketakwaan (at ta’awun ‘ala al birri wa 
al taqwa), khususnya dalam membela kaum dhu’afa 
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dan tertindas untuk meningkatkan harkat dan marta-
bat, serta derajat kehidupan masyarakat. Semangat 
ini dilaksanakan atas dasar persaudaraan di kalangan 
seluruh lapisan umat Islam (ukhuwwah Islamiyah). 
Ukhuwah Islamiyah ini merupakan landasan bagi 
MUI untuk mengembangkan persaudaraan kebang-
saan (ukhuwwah wathaniyyah) dan memperkokoh 
persaudaraan kemanusiaan (ukhuwwah insaniyah).

6.	 Syuriyah

MUI merupakan wadah perkhidmatan yang me-
nekankan prinsip musyawarah (syura) dalam men-
capai permufakatan melalui pengembangan sikap 
demokratis, akomodatif dan aspiratif terhadap ber
bagai aspirasi yang tumbuh dan berkembang di da-
lam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

7.	 Tasaamuh

MUI merupakan wadah perkhidmatan yang me
ngembangkan sikap toleransi (tasaamuh) dan mode
rat (tawassuth) dalam menghadapi masalah-masalah 
perbedaan pendapat dalam pemahaman dan pelak-
sanaan ajaran Islam (khilafiyah).

8.	 Qudwah

MUI merupakan wadah perkhidmatan yang menge
depankan kepeloporan dan keteladanan (qudwah), 
melalui prakarsa kebajikan yang bersifat perintisan 
untuk kemaslahatan umat.

9.	 Duwaliyah

MUI merupakan wadah perkhidmatan yang me
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nyadari dirinya sebagai anggota masyarakat dunia 
(duwaliyah), yang ikut aktif memperjuangkan perda
maian dan tatanan dunia sesuai dengan ajaran Islam.

B. 	 Peran

Berdasarkan jati diri ulama sebagai waratsatu al-anbiyaa 
maka MUI berperan:

1.	 Sebagai Ahli Waris Tugas Para Nabi (Waratsat al-an-
biya)

MUI berperan sebagai penerus risalah ke-Nabian tu-
gas-tugas para Nabi, yaitu menyebarkan ajaran Islam 
serta memperjuangkan terwujudnya suatu kehidupan 
sehari-hari secara arif dan bijaksana berdasarkan Is-
lam. MUI memperjuangkan perubahan kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara agar ber-
jalan sesuai ajaran Islam dalam Negara Kesatuan Re-
publik Indonesia.  

2.	 Sebagai Pemberi Fatwa (Mufti)

MUI berperan sebagai pemberi fatwa bagi umat Islam 
baik diminta maupun tidak diminta. Sebagai lembaga 
pemberi fatwa MUI mengakomodir dan menyalurkan 
aspirasi umat Islam Indonesia yang sangat beragam 
aliran, paham dan pemikiran serta organisasi kea
gamaannya.

3.	 Sebagai Pembimbing dan Pelayan Umat (Ra’iy wa 
Khaadim al ummah)

MUI berperan sebagai pelayan umat (khadim al-um-
mah), yaitu melayani umat dan bangsa dalam me-
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menuhi harapan, aspirasi dan tuntutan mereka. Da-
lam kaitan ini, MUI senantiasa berikhtiar memenuhi 
permintaan umat, baik langsung maupun tidak 
langsung, akan bimbingan dan fatwa keagamaan. Be-
rusaha selalu tampil di depan dalam membela dan 
memperjuangkan aspirasi umat dan bangsa dalam 
hubungannya dengan pemerintah.

4.	 Sebagai Penegak Amar Ma’ruf dan Nahi Munkar

MUI berperan sebagai wahana penegakan amar 
makruf nahi munkar, yaitu dengan menegaskan ke-
benaran sebagai kebenaran dan kebatilan sebagai 
kebatilan dengan penuh hikmah dan istiqamah. 
Dengan demikian, MUI juga merupakan wadah per-
hidmatan bagi pejuang dakwah (mujahid ad da’wah) 
yang senantiasa berusaha merubah dan memperbaiki 
keadaan masyarakat dan bangsa dari kondisi yang ti-
dak sejalan dengan ajaran Islam menjadi masyarakat 
dan bangsa yang terbaik (khairu ummah).

5.	 Sebagai Pelopor Gerakan Tajdid

MUI berperan sebagai pelopor gerakan pembaruan 
(tajdid), yaitu gerakan pemurnian (tashfiyah) dan di-
namisasi (tathwir) pemikiran Islam.

6.	 Sebagai Pelopor Gerakan Perbaikan Umat (Ishlah al 
Ummah)

MUI berperan sebagai pelopor perbaikan umat (ish-
lah al-ummah) yang meliputi:

a.	 Sebagai pendamai terhadap perbedaan pendapat 
dan gerakan yang terjadi di kalangan umat. Apa-
bila terjadi perbedaan pendapat di kalangan 
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umat Islam maka MUI dapat menempuh jalan 
kompromi dan persesuaian (al-jam’u wat tau-
fiq) dan mencari hukum yang lebih kuat (tarjih). 
Dengan demikian diharapkan tetap terpelihara 
semangat persaudaraan (ukhuwwah) di kalangan 
umat Islam Indonesia.

b.	 Sebagai pelopor perbaikan umat (ishlah al-um-
mah) dengan cara:

1)	 membina dan memelihara kehidupan umat 
(himayat al-ummah), terutama dalam akidah, 
Syariah, dan akhlak;

2)	 penguatan dan pemberdayaan kehidupan 
umat (taqwiyat al-ummah);

3)	 berusaha terus-menerus menyatukan umat 
(tauhid al ummah).

7.	 Sebagai pengemban kepemimpinan umat (Qiyadat 
al-ummah)

MUI sebagai elemen bangsa Indonesia ikut bertang
gungjawab atas maju mundurnya kehidupan bang-
sa (Syarâkat al-Mas’uliyyah) terutama dalam hal (1) 
terciptanya kerukunan kehidupan umat beragama, 
(2) perbaikan akhlaq bangsa dan (3) pemberdayaan 
umat Islam dalam semua segi kehidupan. MUI per-
lu ikut berperan sebagai pengemban kepemimpinan 
umat (Qiyadat al-ummah) secara kelembagaan.

IV. 	 Hubungan MUI dengan Pihak Luar

Sebagai organisasi yang dilahirkan oleh para ulama, zuama, 
dan cendekiawan muslim serta tumbuh berkembang di ka-
langan umat Islam, MUI adalah gerakan masyarakat. Dalam 
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hal ini, MUI tidak berbeda dengan organisasi kemasyarakatan 
lain di kalangan umat Islam, yang memiliki eksistensi secara 
otonom dan menjunjung tinggi semangat kemandirian. Se-
mangat ini ditampilkan dalam kemandirian dalam arti tidak 
tergantung dan terpengaruh kepada pihak lain di luar dirinya 
dalam mengeluarkan pandangan, pikiran, sikap dan meng
ambil keputusan atas nama organisasi.

Dalam kaitan dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan 
di kalangan umat Islam, MUI tidak bermaksud untuk menja-
di organisasi yang membawahi organisasi-organisasi kemas-
yarakatan tersebut, dan apalagi memposisikan dirinya sebagai 
wadah tunggal yang mewakili kemajemukan dan keragaman 
umat Islam. MUI merupakan wadah silaturrahim ulama, zua-
ma dan cendekiawan muslim dari berbagai kelompok di ka-
langan umat Islam.

Namun perlu ditegaskan bahwa kemandirian tidak berarti 
menghalangi MUI untuk menjalin hubungan dan kerjasama 
dengan pihak lain baik dari dalam negeri maupun luar negeri, 
selama dijalankan atas dasar saling menghargai posisi ma
sing-masing serta tidak menyimpang dari visi, misi dan fungsi 
MUI. Hubungan dan kerjasama itu menunjukkan kesadaran 
MUI bahwa dirinya hidup dalam tatanan kehidupan bangsa 
yang sangat beragam dimana dirinya menjadi bagian utuh 
dari tatanan tersebut yang harus hidup berdampingan dan 
bekerjasama antar-komponen bangsa untuk kebaikan dan 
kemajuan bangsa. Sikap MUI ini menjadi salah satu ikhtiar 
mewujudkan Islam sebagai rahmat bagi semesta alam (rah-
matan lil alamin).

V. 	 Penutup (Khatimah)

Wawasan MUI ini merupakan acuan dan rujukan bagi se-
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genap jajaran MUI dalam melangsungkan gerakannya. Penge-
jawantahan dari pelaksanaan wawasan ini memerlukan sikap 
konsekuen dan konsisten (istiqamah) dan merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari Pedoman Dasar dan Pedoman Ru-
mah Tangga MUI.

Wabillahit-Taufiq Walhidayah
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PEDOMAN DASAR (PD)
MAJELIS ULAMA INDONESIA

BAB I
NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN

Pasal 1
Nama, Waktu dan Kedudukan

(1)	 Organisasi ini bernama Majelis Ulama Indonesia disingkat 
MUI.

(2)	 MUI didirikan pada tanggal 17 Rajab 1375 H bertepatan de
ngan tanggal 26 Juli 1975 M.

(3)	 MUI berkedudukan di Jakarta atau di Ibukota Negara RI.

BAB II
ASAS

Pasal 2

Organisasi ini berasaskan Islam, berakidah Ahlus Sunnah Wal Ja-
ma’ah.

BAB III
SIFAT, FUNGSI, DAN PERAN

Pasal 3
Sifat

MUI bersifat keagamaan, kemasyarakatan, kebangsaan, dan inde-
penden.
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Pasal 4
Fungsi 

MUI berfungsi:
a.	 sebagai wadah musyawarah para ulama, zuama dan cendeki-

awan muslim dalam mengayomi umat dan mengembangkan 
kehidupan yang Islami;

b.	 sebagai wadah silaturahim para ulama, zuama dan cendeki-
awan muslim untuk mengembangkan dan mengamalkan aja-
ran Islam dan menggalang ukhuwah Islamiyah;

c.	 sebagai wadah untuk menggalang ukhuwah Islamiyah;
d.	 sebagai wadah yang mewakili umat Islam dalam hubungan 

antar umat beragama, untuk menggalang ukhuwah wathani-
yah dan ukhuwah insaniyah;

e.	 sebagai pemberi fatwa (mufti) kepada umat Islam, negara dan 
pemerintah, baik diminta maupun tidak diminta; dan

f.	 sebagai penjaga akidah umat dari penyesatan dan pemur-
tadan.

Pasal 5
Peran

MUI berperan sebagai pelayan umat (khadimul ummah), dan mi-
tra pemerintah (shadiiqul hukumah) dalam rangka menjaga umat 
(himaayatul ummah), pemberdayaan umat (taqwiyatul ummah) 
dan penyatuan umat (tauhidul ummah) untuk penguatan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia.
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BAB IV
TUJUAN DAN USAHA

Pasal 6
Tujuan

MUI bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang terbaik 
(khaira ummah), negara yang aman, damai, adil dan makmur ro-
haniah dan jasmaniah yang diridhai Allah SWT (baldatun thay
yibatun wa rabbun ghafur).

Pasal 7
Usaha

Untuk mencapai tujuan tersebut, MUI melaksanakan usaha-usa-
ha:
a.	 memberikan nasihat amar ma’ruf nahi munkar, kebijakan 

penyelenggaraan dakwah kepada umat dengan bijak dan san-
tun agar terwujud masyarakat yang terbaik yang diridhai oleh 
Allah SWT;

b.	 merumuskan pola hubungan keumatan dan kebangsaan agar 
terwujud ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wathaniyah dan 
ukhuwah insaniyah dalam memantapkan persatuan dan ke-
satuan bangsa;

c.	 memberikan peringatan, nasehat dan fatwa mengenai ma
salah keagamaan dan kemasyarakatan kepada masyarakat 
dan pemerintah dengan bijak (hikmah) dan menyejukkan;

d.	 menjadi mediator dan fasilitator antar ulama dan umara atau 
antar umara dan ulama;

e.	 merumuskan pola hubungan keumatan yang memungkinkan 
terwujudnya ukhuwah Islamiyah dan kerukunan antar umat 
beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan 
bangsa;
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f.	 menjadi penghubung antara ulama dan umara (pemerintah) 
dan penerjemah timbal balik antara pemerintah dan umat 
guna mencapai masyarakat terbaik (khaira ummah) yang di-
ridhai Allah SWT (baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur);

g.	 meningkatkan hubungan serta kerjasama antara organisasi, 
lembaga Islam dan cendekiawan muslim, serta menciptakan 
program-program bersama untuk kepentingan umat; 

h.	 menggerakkan potensi ekonomi untuk mewujudkan keman
dirian dan kesejahteraan umat; dan

i.	 usaha/kegiatan lain yang sesuai dengan tujuan organisasi.

BAB V
SUSUNAN DAN HUBUNGAN ORGANISASI

Pasal 8
Susunan Organisasi

Susunan Organisasi MUI meliputi:
a.	 MUI berkedudukan di Jakarta atau di Ibukota Negara RI;
b.	 MUI Provinsi berkedudukan di Ibukota Provinsi atau di kota 

lainnya di Provinsi tersebut;
c.	 MUI Kabupaten/Kota berkedudukan di Ibukota Kabupaten/

Kota atau di tempat lain di wilayah Kabupaten/Kota tersebut;
d.	 Dalam hal dibutuhkan dapat dibentuk MUI Kecamatan/Dis-

trik/Nagari atau istilah lain yang setingkat atau satu tingkat 
di bawahnya, berkonsultasi dengan MUI Kabupaten/Kota dan 
persetujuan dari MUI Provinsi

e.	 Ketentuan lebih lanjut mengenai dapat dibentuknya MUI Ke-
camatan/Distrik/Nagari atau istilah lain yang setingkat atau 
satu tingkat di bawahnya, diatur lebih lanjut dalam Peraturan 
Organisasi (PO) MUI.
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Pasal 9
Hubungan Organisasi

(1)	 Hubungan organisasi antara MUI dengan MUI Provinsi, MUI 
Kabupaten/Kota, dan MUI Kecamatan/Distrik/Nagari atau is-
tilah lain yang setingkat atau satu tingkat di bawahnya, bersi-
fat koordinatif, aspiratif, dan struktural administratif.

(2)	 Hubungan antara MUI dengan organisasi/kelembagaan Islam 
bersifat konsultatif, koordinatif dan kemitraan.

BAB VI
SUSUNAN PENGURUS

Pasal 10
Susunan Pengurus

Susunan Pengurus MUI Tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota 
dan Kecamatan/Distrik/Nagari atau istilah lain yang setingkat 
atau satu tingkat di bawahnya terdiri atas:
a.	 Dewan Pertimbangan;
b.	 Dewan Pimpinan; dan
c.	 Komisi, dan Badan/Lembaga.

BAB VII
KODE ETIK PENGURUS

Pasal 11

(1)	 Untuk menjaga marwah, martabat, dan kehormatan MUI ser-
ta pengurus, disusun kode etik pengurus MUI.

(2)	 Penegakan kode etik pengurus dilakukan oleh Mahkamah Ke-
hormatan MUI.
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(3)	 Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Organisasi 
(PO) MUI.

BAB VIII
HUBUNGAN KERJA

Pasal 12
Hubungan Kerja

(1)	 MUI mengadakan kerjasama dalam kebajikan dan takwa de
ngan pemerintah dan mengadakan dialog serta pertukaran 
informasi secara timbal balik.

(2)	 MUI mengadakan kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, 
ulama, zuama, organisasi/lembaga Islam dalam memberikan 
bimbingan dan tuntunan serta pengayoman kepada mas-
yarakat khususnya umat Islam, serta mengadakan dialog dan 
pertukaran informasi secara timbal balik.

(3)	 MUI tidak berafiliasi kepada salah satu organisasi politik dan/
atau organisasi kemasyarakatan.

BAB IX
MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT

Pasal 13
Musyawarah dan Rapat-rapat

(1)	 MUI menyelenggarakan:
a.	 Musyawarah Nasional;
b.	 Musyawarah Nasional Luar Biasa;
c.	 Musyawarah Kerja Nasional;
d.	 Rapat Koordinasi Antar Daerah Provinsi;
e.	 Rapat Paripurna;
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f.	 Rapat Dewan Pertimbangan;
g.	 Rapat Dewan Pimpinan;
h.	 Rapat Koordinasi Bidang; dan
i.	 Rapat Komisi/Badan/Lembaga.

(2)	 MUI Daerah menyelenggarakan:
a.	 Musyawarah Daerah tingkat Provinsi, tingkat Kabupaten/

Kota dan tingkat Kecamatan/Distrik/Nagari atau istilah 
lain yang setingkat atau satu tingkat di bawahnya yang 
diselenggarakan sesuai tingkatannya masing-masing.

b.	 Musyawarah luar biasa daerah tingkat Provinsi, ting-
kat Kabupaten/Kota dan tingkat Kecamatan/Distrik/
Nagari atau istilah lain yang setingkat atau satu tingkat 
di bawahnya yang diselenggarakan sesuai tingkatannya 
masing-masing.

c.	 Musyawarah Kerja Daerah Tingkat Provinsi, Kabupaten/
Kota dan tingkat Kecamatan/Distrik/Nagari atau istilah 
lain yang setingkat atau satu tingkat di bawahnya yang 
diselenggarakan sesuai tingkatannya masing-masing.

d.	 Rapat Koordinasi Antar Daerah Kabupaten/Kota;
e.	 Rapat Paripurna;
f.	 Rapat Dewan Pertimbangan;
g.	 Rapat Koordinasi Bidang; dan
h.	 Rapat Komisi/Badan/Lembaga.

BAB X
HIRARKI PERATURAN

Pasal 14

(1)	 Peraturan MUI terdiri atas:
a.	 Pedoman Dasar;
b.	 Pedoman Rumah Tangga;
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c.	 Peraturan Organisasi; dan
d.	 Peraturan Badan dan Lembaga.
(2)	 Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Organisasi 

(PO) MUI.

BAB XI
JENIS KEPUTUSAN

Pasal 15

(1)	 Keputusan MUI terdiri atas:
a.	 Keputusan Musyawarah Nasional;
b.	 Keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa;
c.	 Keputusan Musyawarah Kerja Nasional;
d.	 Keputusan Rapat Koordinasi Antar Daerah Provinsi;
e.	 Keputusan Rapat Paripurna;
f.	 Keputusan Rapat Dewan Pertimbangan;
g.	 Keputusan Rapat Dewan Pimpinan;
h.	 Keputusan Dewan Pimpinan;
i.	 Keputusan Rapat Komisi/Badan/ Lembaga.

(2)	 Keputusan-keputusan sebagaimana diatur ayat (1) tidak boleh 
bertentangan dengan keputusan di atasnya.

(3)	 Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis keputusan diatur da-
lam Peraturan Organisasi (PO) MUI.

BAB XII
SUMBER DANA DAN ASET ORGANISASI

Pasal 16
Sumber Dana

(1)	 Sumber dana MUI diperoleh dari:
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a.	 Bantuan masyarakat dan pemerintah yang halal dan tidak 
mengikat; dan

b.	 Usaha-usaha lain yang sah dan halal.
(2)	 Untuk mendukung kemandirian organisasi dan memajukan 

kesejahteraan umat, MUI dapat membentuk lembaga/badan 
usaha produktif-ekonomis dan dijalankan sesuai peraturan 
perundang-undangan dan secara profesional dan mematuhi 
keputusan organisasi.

(3)	 Ketentuan lebih lanjut mengenai sumber dana dan lembaga/
badan usaha produktif-ekonomis diatur dalam Peraturan Or-
ganisasi (PO) MUI.

Pasal 17

(1)	 Semua aset organisasi di semua tingkatan atas nama MUI.
(2)	 Dewan Pimpinan MUI di semua tingkatan mendata, menata, 

menjaga, mengembangkan, mengelola dan memanfaatkan 
aset organisasi untuk kemajuan organisasi MUI.

(3)	 Ketentuan lebih lanjut mengenai aset organisasi diatur dalam 
Peraturan Organisasi (PO) MUI.

Pasal 18
Perubahan dan Pembubaran

(1)	 Perubahan Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga MUI 
dilakukan oleh Musyawarah Nasional MUI.

(2)	 Pembubaran MUI dilakukan oleh sebuah Musyawarah Nasi-
onal Luar Biasa yang khusus diadakan untuk itu
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BAB XIII
PENUTUP

Pasal 19
Penutup

(1)	 Segala sesuatu yang belum ditentukan dalam Pedoman Dasar 
diatur dalam Pedoman Rumah Tangga, peraturan organi-
sasi, dan keputusan organisasi yang ditetapkan oleh Dewan 
Pimpinan MUI.

(2)	 Pedoman Dasar ini disahkan oleh Musyawarah Nasional ke-11 
pada tanggal 1 Jumadil Akhir 1447 H, bertepatan dengan tang-
gal 22 November 2025 di Jakarta sebagai penyempurnaan Pe-
doman Dasar yang disahkan oleh Musyawarah Nasional ke-10 
MUI pada tanggal 11 Rabi’ul Akhir 1442 H bertepatan dengan 
tanggal 26 November 2020 di Jakarta, sebagai penyempurnaan 
dari Musyawarah Nasional ke-9 MUI pada tanggal 12 Dzul
qa’idah 1436 H bertepatan dengan tanggal 27 Agustus 2015, 
sebagai penyempurnaan dari Pedoman Dasar yang disahkan 
Musyawarah Nasional ke-8 MUI pada tanggal 15 Sya’ban 1431 
H bertepatan dengan tanggal 27 Juli 2010 M di Jakarta, sebagai 
penyempurnaan dari Pedoman Dasar yang disahkan Musya
warah Nasional ke-7 MUI 22 Jumadil akhir 1426 H bertepatan 
dengan 28 Juli 2005 di Jakarta, Musyawarah Nasional ke-6 MUI 
pada tanggal 24 Rabiul Akhir 1421 H bertepatan dengan 26 Juli 
2000 di Jakarta, Musyawarah Nasional Ke-5 MUI pada tanggal 
25 Shafar 1416 H bertepatan dengan 24 Juli 1995 M di Jakarta, 
Rapat Pengurus Paripurna MUI tanggal 7 Jumadil Awal 1406 H 
bertepatan dengan tanggal 18 Januari 1986 M sebagai pelaksa-
naan dari amanat Musyawarah Nasional III MUI pada tanggal 
5 Dzulqaidah 1406 H, bertepatan dengan tanggal 23 Juli 1985 
M di Jakarta yang merupakan perubahan dari Pedoman Dasar 
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yang disahkan oleh Musyawarah Nasional II MUI pada tanggal 
17 Rajab 1400 H bertepatan dengan tanggal 1 Juni 1980 M di 
Jakarta dan Musyawarah Nasional I di Jakarta pada tanggal 16 
Rajab 1395 bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 M.

(3)	 Pedoman Dasar ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan 
pada Munas XI MUI tanggal 1 Jumadil Akhir 1447 H bertepatan 
dengan tanggal 22 November 2025 di Jakarta.
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PEDOMAN RUMAH TANGGA (PRT)
MAJELIS ULAMA INDONESIA

BAB I
UMUM

Pasal 1
Kepengurusan

(1)	 Pembentukan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia 
(MUI) dilakukan:	
a.	 Tingkat Pusat oleh Musyawarah Nasional;
b.	 Tingkat Provinsi oleh Musyawarah Daerah Provinsi;
c.	 Tingkat Kabupaten/Kota oleh Musyawarah Daerah Kabu-

paten/Kota; dan
d.	 Dalam hal dibutuhkan, dapat dibentuk MUI Kecamatan/

Distrik/Nagari atau istilah lain yang setingkat atau satu 
tingkat di bawahnya, berkonsultasi dengan MUI Kabupa
ten/Kota dan persetujuan dari MUI Provinsi.

(2)	 Pemilihan Dewan Pimpinan MUI dilaksanakan melalui for-
matur.

(3)	 Dewan Pertimbangan, Dewan Pimpinan MUI, Pengurus 
Komisi/Badan/Lembaga Tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/
Kota, dan Kecamatan/Distrik/Nagari atau istilah lain yang se
tingkat atau satu tingkat di bawahnya, berhenti karena:
a.	 melanggar prinsip akidah dan akhlak;
b.	 meninggal dunia;
c.	 permintaan sendiri; dan
d.	 diberhentikan berdasarkan keputusan organisasi.

(4)	 Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian Dewan Per-
timbangan, Dewan Pimpinan, dan Pengurus Komisi/Badan/
Lembaga diatur melalui Peraturan Organisasi MUI.
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(5)	 Pengisian lowongan antar waktu personalia Dewan Pertim-
bangan dan Dewan Pimpinan MUI diputuskan dan disahkan 
oleh Rapat Paripurna atas usul Dewan Pimpinan MUI, sesuai 
dengan tingkatannya.

(6)	 Pengisian lowongan antar waktu personalia anggota Komi-
si, Badan/Lembaga diputuskan oleh Rapat Dewan Pimpinan 
atas usul Komisi/Badan/Lembaga.

(7)	 Dewan Pertimbangan MUI, Dewan Pimpinan MUI, dan pe
ngurus Komisi/Badan/Lembaga di lingkungan MUI di semua 
tingkatan harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai 
berikut:
a.	 beragama Islam yang berfaham Ahlus Sunnah wal Ja-

maah;
b.	 takwa kepada Allah SWT, yakni telah tertib menjalankan 

rukun Islam dan mendukung syariat;
c.	 warga negara Indonesia yang sehat jasmani dan rohani;
d.	 mempunyai keahlian di bidang agama Islam dan/atau 

bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan kemasyaraka-
tan serta memiliki jiwa pengabdian kepada masyarakat 
dan agama Islam;

e.	 menerima Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tang-
ga MUI, Program Kerja, Peraturan-Peraturan Organisasi 
MUI, dan keputusan organisasi;

f.	 menerima eksistensi Negara Kesatuan Republik Indone-
sia berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945; dan

g.	 tidak pernah dihukum pidana penjara berdasarkan kepu-
tusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

(8)	 Masa jabatan ketua umum, sekretaris jenderal/sekretaris 
umum, dan bendahara umum maksimal dua periode kepe
ngurusan.
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Pasal 2
Rangkap Jabatan

(1)	 Jabatan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal/Sekretaris 
Umum tidak boleh dijabat dan dirangkap dengan jabatan di 
pimpinan lembaga Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif serta 
Pimpinan Partai Politik.

(2)	 Pimpinan MUI, Provinsi/Kabupaten/Kota tidak boleh me
rangkap jabatan dengan Pimpinan MUI di semua tingkatan.

(3)	 Rangkap jabatan yang dimaksud adalah Dewan Pimpinan 
pada semua tingkatan.

(4)	 Ketentuan lebih lanjut tentang rangkap jabatan diatur dalam 
Peraturan Organisasi (PO) MUI.
 

Pasal 3
Dewan Pertimbangan

(1)	 Dewan Pertimbangan MUI baik Pusat maupun Daerah ber-
fungsi:
a.	 memberikan pertimbangan dan nasehat mengenai isu-

isu strategis keorganisasian, keumatan, kebangsaan, dan 
kenegaraan kepada Dewan Pimpinan MUI;

b.	 memberikan konsultasi kepada Dewan Pimpinan MUI 
mengenai isu-isu strategis organisasi yaitu masalah, tan-
tangan, atau peluang jangka panjang yang besar dan ber-
dampak signifikan terhadap organisasi MUI, keagamaan, 
keumatan, kemasyarakatan, dan kebangsaan serta kene
garaan dalam mencapai tujuan;

c.	 menjadi pengarah/penasehat dalam kegiatan-kegiatan 
besar dan penting dalam tingkat nasional dan interna-
sional MUI, seperti Munas dan Mukernas, Musda dan 
Mukerda di daerah, serta Rapat Koordinasi Daerah.
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d.	 menjadi pimpinan dan anggota Mahkamah Kehormatan 
MUI yang dibentuk secara ad hoc;

e.	 Hasil kerja Dewan Pertimbangan disampaikan langsung 
secara internal ke Dewan Pimpinan MUI sebagai bahan 
pertimbangan untuk penetapan kebijakan.

(2)	 Dewan Pertimbangan MUI terdiri dari ketua umum organisa-
si/kelembagaan Islam atau yang diberi mandat, unsur ulama, 
zuama, dan cendekiawan muslim.

(3)	 Susunan Dewan Pertimbangan MUI tingkat Pusat, Provinsi, 
Kabupaten/Kota dan Kecamatan/Distrik/Nagari atau istilah 
lain yang setingkat atau satu tingkat di bawahnya terdiri atas:
a.	 Ketua;
b.	 Wakil-Wakil Ketua;
c.	 Sekretaris;
d.	 Wakil-Wakil Sekretaris:
e.	 Anggota-Anggota:

-	 Ketua Umum-Ketua Umum Ormas Islam yang ter-
gabung di MUI; dan

-	 Perseorangan.

Pasal 4
Dewan Pimpinan

(1)	 Dewan Pimpinan MUI berfungsi melaksanakan keputusan-
keputusan Munas, Musyawarah Kerja Nasional, Rapat Koordi-
nasi Daerah, Rapat Paripurna dan Keputusan-keputusan MUI 
lainnya dengan memperhatikan pertimbangan dan masukan 
Dewan Pertimbangan MUI.

(2)	 Dewan Pimpinan MUI menjalankan tugas dan fungsinya se-
cara kolektif kolegial dan berkewajiban untuk melaporkan 
pelaksanaan tugasnya kepada Munas.

(3)	 Dewan Pimpinan MUI berwenang mengukuhkan Susunan 
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Dewan Pimpinan MUI Provinsi dan Dewan Pimpinan MUI 
Provinsi berwenang mengukuhkan susunan Dewan Pimpinan 
MUI Kabupaten/Kota.

(4)	 Dewan Pimpinan bertugas:
a.	 memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas 

dan tanggungjawab organisasi sesuai amanah Munas/
Musda Provinsi/Musda Kabupaten/Kota, dan Musyawa
rah Kecamatan/Distrik/Nagari atau istilah lain yang se
tingkat atau satu tingkat di bawahnya;

b.	 merumuskan kebijakan strategis dan merespons isu-isu 
aktual baik regional, nasional maupun internasional se
suai tingkatannya;

c.	 melaporkan kinerja lima tahunan pada Musyawarah Na-
sional, Musyawarah Daerah Provinsi, Musyawarah Daerah 
Kabupaten/Kota, dan Musyawarah Kecamatan/ Distrik/
Nagari atau istilah lain yang setingkat atau satu tingkat di 
bawahnya;

d.	 melaporkan kinerja tahunan pada Musyawarah Kerja 
Nasional, Musyawarah Kerja Provinsi, Musyawarah Ker-
ja Kabupaten/Kota, dan Musyawarah Kerja Kecamatan/ 
Distrik/Nagari atau istilah lain yang setingkat atau satu 
tingkat di bawahnya;

e.	 melakukan konsultasi kepada Dewan Pertimbangan un-
tuk pengambilan keputusan organisasi yang bersifat stra
tegis;

f.	 melaporkan pelaksanaan tugasnya dalam Rapat Paripur-
na sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali; dan

g.	 menyiapkan bahan-bahan Musyawarah dan Rapat-rapat 
di lingkungan MUI sesuai tingkatannya.

(5)	 Susunan Dewan Pimpinan MUI terdiri atas:
a.	 Ketua Umum, Wakil-wakil Ketua Umum, dan Ketua-ke

tua;
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b.	 Sekretaris Jenderal dan Wakil-wakil Sekretaris Jenderal; 
dan

c.	 Bendahara Umum dan Bendahara-bendahara.
(6)	 Dewan Pimpinan MUI mengadakan pembagian tugas dalam 

melaksanakan tujuan dan usaha secara kolektif kolegial se-
bagai berikut:
a.	 Ketua Umum memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi 

Dewan Pimpinan MUI secara keseluruhan;
b.	 Wakil Ketua Umum membantu dan mewakili Ketua 

Umum dalam menjalankan tugas sehari-hari untuk me
ngoordinasikan berbagai pelaksanaan program kerja;

c.	 Ketua-ketua membantu Ketua Umum/Wakil Ketua 
Umum dan mengoordinasikan komisi-komisi sesuai de
ngan pembidangannya;

d.	 Sekretaris Jenderal membantu Ketua Umum, Wakil Ketua 
Umum dan para ketua serta memimpin administrasi ke
sekretariatan MUI;

e.	 Wakil-wakil Sekretaris Jenderal membantu Sekretaris Jen-
deral;

f.	 Bendahara Umum bersama Ketua Umum dan Sekreta
ris Jenderal memimpin dan mengelola administrasi ke
uangan.

g.	 Bendahara-bendahara membantu Bendahara Umum; 
dan

h.	 Bendahara Umum dan para bendahara berkewajiban un-
tuk menggali dan mencari potensi sumber dana yang ha-
lal, sah dan legal.

(7)	 Dewan Pimpinan MUI Daerah berfungsi melaksanakan kepu-
tusan-keputusan Musyawarah Nasional, Musyawarah Kerja 
Nasional, Musyawarah Daerah, Musyawarah Kerja Daerah, 
Rapat Koordinasi Daerah, Rapat Paripurna, Rapat Dewan 
Pimpinan, dan Keputusan-keputusan MUI lainnya dengan 
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memperhatikan pertimbangan, nasihat, bimbingan, dan 
berkonsultasi dengan Dewan Pertimbangan MUI Daerah.

(8)	 Dewan Pimpinan MUI Daerah menjalankan tugas dan fung-
sinya secara kolektif kolegial dan berkewajiban untuk me
laporkan pelaksanaan tugasnya kepada Musda.

(9)	 Susunan Dewan Pimpinan MUI Daerah terdiri atas:
a.	 Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, dan Ketua-ketua;
b.	 Sekretaris Umum dan Sekretaris-Sekretaris; dan
c.	 Bendahara Umum dan Bendahara-Bendahara.

 
Pasal 5

Perangkat Organisasi

(1)	 Perangkat organisasi MUI terdiri atas Komisi dan Badan/Lem-
baga.

(2)	 Dalam melaksanakan kegiatannya, Dewan Pimpinan mem-
bentuk komisi-komisi yang bertugas untuk menelaah, mem-
bahas, merumuskan, menyampaikan usul-usul kepada Dewan 
Pimpinan serta melaksanakan kegiatan di tingkat operasional 
sesuai bidang masing-masing berdasarkan keputusan organi-
sasi/penugasan dari Dewan Pimpinan.

(3)	 Komisi yang dimaksud dalam ayat (2) terdiri dari:
a.	 Komisi Fatwa;
b.	 Komisi Ukhuwah Islamiyah;
c.	 Komisi Dakwah;
d.	 Komisi Pendidikan dan Kaderisasi;
e.	 Komisi Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan;
f.	 Komisi Hukum dan HAM;
g.	 Komisi Perempuan, Remaja, dan Keluarga;
h.	 Komisi Informasi, Komunikasi, dan Digitalisasi;
i.	 Komisi Kerukunan Antar Umat Beragama;
j.	 Komisi Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasi-
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onal; dan
k.	 Komisi lainnya yang dianggap perlu untuk dibentuk.

(4)	 Komisi Fatwa dalam melaksanakan tugasnya secara substansi 
bersifat otonom.

(5)	 Komisi Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional 
hanya ada di tingkat Pusat.

(6)	 Dalam melaksanakan program yang bersifat khusus dan per-
intisan, Dewan Pimpinan dapat membentuk Lembaga dan 
Badan sesuai dengan kebutuhan, untuk menjalankan tugas 
dan fungsi MUI dalam bidang tertentu dan diberi kewenang
an mengelola Lembaga dan Badan secara otonom.

(7)	 Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud ayat (6) terkait 
organisasi otonom diatur dalam Peraturan Organisasi (PO) 
MUI.

(8)	 Lembaga/Badan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (6) terdi-
ri atas:
a.	 Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, Minuman, 

dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI);
b.	 Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN 

MUI);
c.	 Badan Arbitrase Syariah Nasional Majelis Ulama Indone-

sia (Basyarnas MUI);
d.	 Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya 

Alam Majelis Ulama Indonesia (LPLH-SDA MUI);
e.	 Lembaga Pembinaan dan Pemberdayaan Mualaf Majelis 

Ulama Indonesia (LP2M MUI);
f.	 Gerakan Nasional Anti Narkoba Majelis Ulama Indonesia 

(Ganas Annar MUI);
g.	 Lembaga Pentashih Buku dan Konten Keislaman Majelis 

Ulama Indonesia (LPBKI MUI);
h.	 Lembaga Dana Dakwah Islam Majelis Ulama Indonesia 

(Islamic Dakwah Fund MUI/ IsDF MUI);
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i.	 Lembaga Wakaf Majelis Ulama Indonesia (LW MUI);
j.	 Lembaga Penggerak Ekonomi Umat Majelis Ulama Indo-

nesia (LPEU MUI);
k.	 Lembaga Sertifikasi Profesi Majelis Ulama Indonesia (LSP 

MUI);
l.	 Lembaga Advokasi dan Koordinasi Kesehatan Majelis 

Ulama Indonesia (LAKK MUI);
m.	 Lembaga Advokasi dan Koordinasi Penanggulangan Ben-

cana Majelis Ulama Indonesia (LAK-PB MUI);
n.	 Lembaga Seni Budaya dan Peradaban Islam Majelis Ula-

ma Indonesia (LSBPI MUI);
o.	 MUI TV; dan
p.	 Badan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Majelis 

Ulama Indonesia (BPPO MUI).
(9)	 Pembentukan Badan/Lembaga di MUI daerah menyesuaikan 

dengan kebutuhan dan kemampuan.
(10)	Badan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Majelis 

Ulama Indonesia (BPPO MUI) dan Dewan Syariah Nasional 
Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) hanya ada di tingkat pu-
sat.

(11)	Dalam rangka penelaahan, pembahasan, dan perumusan ma-
salah tertentu serta penggalangan ukhuwah Islamiyah, De-
wan Pimpinan membentuk forum yang diperlukan.

(12)	Susunan dan personalia Komisi, Badan/Lembaga ditetapkan 
oleh Dewan Pimpinan MUI di setiap tingkatan.

(13)	Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan dan Lembaga MUI 
diatur kemudian dalam Peraturan Organisasi (PO) MUI.
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BAB II
KOMISI DI DAERAH

Pasal 6

(1)	 Komisi yang wajib dibentuk di MUI Provinsi:
a.	 Komisi Fatwa;
b.	 Komisi Dakwah;
c.	 Komisi Ukhuwah;
d.	 Komisi Perempuan, Remaja, dan Keluarga;
e.	 Komisi Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan;
f.	 Komisi Pendidikan dan Kaderisasi; dan
g.	 Komisi Kerukunan Antar Umat Beragama.
(2)	 Komisi yang wajib dibentuk di MUI Kabupaten/ Kota:
a.	 Komisi Fatwa;
b.	 Komisi Dakwah; dan
c.	 Komisi Ukhuwah.

(3)	 Komisi yang wajib dibentuk di Kecamatan/Distrik/Nagari 
atau istilah lain yang setingkat atau satu tingkat di bawahnya:
a.	 Komisi Dakwah; dan
b.	 Komisi Ukhuwah.
 

BAB III
MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT

Pasal 7

Musyawarah Nasional
(1)	 Musyawarah Nasional MUI merupakan lembaga permus

yawaratan tertinggi yang berwenang:
a.	 menetapkan Wawasan, Pedoman Dasar dan Pedoman Ru-

mah Tangga;
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b.	 memilih dan menetapkan Dewan Pimpinan dan Pim
pinan Dewan Pertimbangan;

c.	 menetapkan Garis-Garis Besar Program Kerja; dan
d.	 menetapkan keputusan-keputusan lain yang strategis dan 

penting.
(2)	 Musyawarah Nasional diadakan sekali dalam 5 (lima) ta-

hun dan dihadiri oleh Dewan Pertimbangan MUI, Dewan 
Pimpinan MUI, perwakilan Komisi/Badan/Lembaga di MUI, 
utusan-utusan MUI Provinsi, serta utusan Ormas Islam, Per-
guruan Tinggi Islam dan Pondok Pesantren.

(3)	 Dalam hal tertentu Musyawarah Nasional dapat dilaksanakan 
melebihi masa khidmah berdasarkan keputusan Dewan 
Pimpinan MUI selama-lamanya 6 (enam) bulan.
 

Pasal 8
Musyawarah Daerah (Musda) 

(1)	 Musyawarah Daerah (Musda) Provinsi, (Musda) Kabupaten/
Kota dan Musyawarah Kecamatan/Distrik/Nagari  atau isti-
lah lain yang setingkat atau satu tingkat di bawahnya adalah 
lembaga permusyawaratan tertinggi sesuai tingkatannya ma
sing-masing yang berwenang memilih Dewan Pimpinan MUI 
dan Pimpinan Dewan Pertimbangan, menetapkan kebijakan, 
dan menyusun Garis-Garis Besar Program Kerja MUI Provinsi, 
Kabupaten/Kota, Kecamatan/Distrik/Nagari atau istilah lain 
yang setingkat atau satu tingkat di bawahnya, sebagai penja-
baran dari Garis-Garis Program Kerja ketetapan Musyawarah 
Nasional.

(2)	 Musyawarah Daerah Provinsi diadakan sekali dalam 5 (lima) 
tahun dan dihadiri oleh Dewan Pimpinan MUI, Dewan 
Pimpinan MUI Provinsi, Dewan Pertimbangan MUI Provinsi, 
dan utusan dari Dewan Pimpinan MUI Kabupaten/Kota, Or-
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mas Islam Tingkat Provinsi, Perguruan Tinggi Islam, dan Pon-
dok Pesantren.

(3)	 Musyawarah (Musda) Kabupaten/Kota diadakan sekali dalam 
5 (lima) tahun dan dihadiri oleh Dewan Pimpinan MUI Provin-
si, Dewan Pertimbangan MUI Provinsi, Dewan Pimpinan MUI 
Kabupaten/Kota, dan utusan dari Dewan Pimpinan MUI Ke-
camatan/Distrik/Nagari atau istilah lain yang setingkat atau 
satu tingkat di bawahnya, Ormas Islam Tingkat Kabupaten/
Kota dan Pondok Pesantren.

(4)	 Musyawarah Kecamatan/Distrik/Nagari atau istilah lain yang 
setingkat atau satu tingkat di bawahnya diadakan sekali da-
lam 5 (lima) tahun dan dihadiri oleh Dewan Pimpinan MUI 
Kabupaten/Kota, Dewan Pimpinan MUI Kecamatan/Distrik/
Nagari atau istilah lain yang setingkat atau satu tingkat di 
bawahnya serta ormas Islam atau unsur keulamaan di tingkat 
tersebut.

(5)	 Dalam hal tertentu Musyawarah Daerah Provinsi, Kabupaten/
Kota, Kecamatan/ Distrik/ Nagari atau istilah lain yang seting-
kat atau satu tingkat di bawahnya dapat dilaksanakan mele
bihi masa khidmah berdasarkan keputusan Dewan Pimpinan 
MUI dan persetujuan dari Dewan Pimpinan MUI satu tingkat 
di atasnya selama-lamanya 6 (enam) bulan.
 

Pasal 9

Ketentuan mengenai perpanjangan masa khidmat Dewan 
Pimpinan MUI di Tingkat Pusat dan Daerah hingga dilaksanakan-
nya Musyawarah Nasional dan Musyawarah Daerah diatur lebih 
lanjut di Peraturan Organisasi (PO) MUI.
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Pasal 10
Musyawarah Kerja Nasional dan Daerah

(1)	 Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) MUI dihadiri oleh 
Dewan Pimpinan, Dewan Pertimbangan, pimpinan per-
wakilan Komisi/ Badan/Lembaga MUI, Pimpinan MUI Provin-
si, Pimpinan Organisasi/Lembaga Islam Tingkat Pusat untuk 
menjabarkan Garis-Garis Besar Program Kerja hasil Munas 
dalam bentuk kegiatan kerja tahunan, evaluasi terhadap ke-
giatan kerja tahunan sebelumnya dan menetapkan kegiatan 
kerja tahunan selanjutnya.

(2)	 Musyawarah Kerja Daerah (Mukerda) MUI Provinsi dihadi-
ri oleh Dewan Pimpinan, Dewan Pertimbangan, perwakilan 
Komisi/Badan/Lembaga MUI Provinsi, Pimpinan MUI Ka-
bupaten/Kota, Pimpinan Organisasi/Lembaga Islam Tingkat 
Provinsi untuk menjabarkan Garis-Garis Besar Program Kerja 
hasil Mukerda dalam bentuk kegiatan kerja tahunan, evaluasi 
terhadap kegiatan kerja tahunan sebelumnya dan menetap-
kan kegiatan kerja tahunan selanjutnya.

(3)	 Musyawarah Kerja Daerah (Mukerda) MUI Kabupaten/
Kota dihadiri oleh Dewan Pimpinan, Dewan Pertimbangan, 
Pimpinan perwakilan Komisi/Badan/ Lembaga MUI Kabu-
paten/Kota, Pimpinan Organisasi/Lembaga Islam Tingkat Ka-
bupaten/Kota untuk menjabarkan Garis-Garis Besar Program 
Kerja hasil Mukerda dalam bentuk kegiatan kerja tahunan, 
evaluasi terhadap kegiatan kerja tahunan sebelumnya dan 
menetapkan kegiatan kerja selanjutnya.

(4)	 Musyawarah Kerja Daerah (Mukerda) MUI Kecamatan/Dis-
trik/Nagari atau istilah lain yang setingkat atau satu tingkat 
di bawahnya dihadiri oleh Dewan Pimpinan, Dewan Pertim-
bangan, Pimpinan Komisi/Badan/Lembaga MUI Kecamatan, 
Pimpinan Organisasi/Lembaga Islam Tingkat Kecamatan/
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Distrik/Nagari atau istilah lain yang setingkat atau satu ting-
kat di bawahnya untuk menjabarkan Garis-Garis Besar Pro-
gram hasil Mukerda dalam bentuk kegiatan kerja, evaluasi ter-
hadap kegiatan kerja sebelumnya dan menetapkan kegiatan 
kerja selanjutnya.

(5)	 Mukernas dan Mukerda Provinsi, Kabupaten/Kota, Keca-
matan/Distrik/Nagari atau istilah lain yang setingkat atau satu 
tingkat di bawahnya diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) 
kali dalam 1 (satu) periode masa khidmat kepengurusan.

(6)	 Mukernas dan Mukerda Provinsi dan Kabupaten/Kota, Ke-
camatan/Distrik/Nagari atau istilah lain yang setingkat atau 
satu tingkat di bawahnya dapat mengundang instansi/lemba-
ga atau pribadi yang dipandang perlu.
 

Pasal 11
Rapat Koordinasi Daerah

(1)	 Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) merupakan suatu rapat 
bersama antara unsur-unsur Dewan Pimpinan MUI dan De-
wan Pimpinan MUI Provinsi serta Dewan Pimpinan MUI Ka-
bupaten/Kota untuk membahas, merumuskan dan mengoor-
dinasikan pelaksanaan program kerja dan kegiatan tertentu 
di beberapa Provinsi atau Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) 
wilayah. 

(2)	 Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) dilaksanakan untuk 
membahas hal-hal penting dan strategis yang terjadi di 1 
(satu) wilayah tertentu.

(3)	 Rapat Koordinasi Daerah dapat diselenggarakan sesuai kebu-
tuhan.

(4)	 Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Kabupaten/Kota dapat 
dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan MUI Provinsi dan Dewan 
Pimpinan MUI Kabupaten/Kota apabila dipandang perlu.
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 Pasal 12
Rapat Paripurna

(1)	 Rapat Paripurna dihadiri oleh pimpinan Dewan Pertimbang
an, Dewan Pimpinan, dan perwakilan Komisi/Badan/Lemba-
ga sesuai tingkatannya untuk:
a.	 menyampaikan kegiatan Dewan Pimpinan dan merumus-

kan kebijakan/keputusan dalam menangani masalah-ma-
salah penting dan strategis yang dihadapi;

b.	 menetapkan dan mengesahkan reposisi dan Pergantian 
Antar Waktu (PAW) Dewan Pimpinan MUI dan Dewan 
Pertimbangan; dan

c.	 Rapat Paripurna dipimpin oleh Pimpinan Dewan Pertim-
bangan.

(2)	 Rapat Paripurna diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 
satu tahun.

(3)	 Ketentuan lebih lanjut tentang reposisi dan PAW diatur dalam 
Peraturan Organisasi (PO) MUI.
  

Pasal 13
Rapat Dewan Pertimbangan

(1)	 Rapat Dewan Pertimbangan di semua tingkatan dihadiri oleh 
Pimpinan dan anggota Dewan Pertimbangan untuk mem-
berikan pertimbangan strategis dan aktual kepada Dewan 
Pimpinan MUI.

(2)	 Rapat Dewan Pertimbangan diadakan sekurang-kurangnya 
sekali dalam 1 (satu) bulan.

(3)	 Hasil Rapat Dewan Pertimbangan disampaikan secara tertulis 
kepada Dewan Pimpinan MUI.
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Pasal 14
Rapat Dewan Pimpinan

(1)	 Rapat Dewan Pimpinan di semua tingkatan dihadiri oleh De-
wan Pimpinan untuk:
a.	 membicarakan isu-isu strategis dan aktual;
b.	 membahas dan mengevaluasi serta memberikan arahan 

tentang kegiatan dan hasil kerja Komisi dan Badan/Lem-
baga; dan

c.	 memutuskan dan mengesahkan reposisi dan Pergantian 
Antar Waktu (PAW) pengurus Komisi/Badan/Lembaga.

(2)	 Rapat Dewan Pimpinan diadakan sekurang-kurangnya sekali 
dalam sepekan atau jika dipandang perlu.

(3)	 Ketentuan lebih lanjut mengenai reposisi dan Pergantian An-
tar Waktu (PAW) pengurus Komisi/Badan/Lembaga diatur da-
lam Peraturan Organisasi (PO) MUI.
 

Pasal 15
Rapat Koordinasi Bidang

(1)	 Rapat Koordinasi Bidang di semua tingkatan dilakukan untuk 
mengoordinasikan kegiatan Komisi dan Badan/Lembaga yang 
berada di bawah koordinasi Wakil Ketua Umum.

(2)	 Rapat Koordinasi bidang dipimpin oleh Wakil Ketua Umum 
dan dihadiri oleh Ketua dan Wasekjen bidang, Pimpinan 
Komisi dan Badan/Lembaga sesuai bidang koordinasi Wakil 
Ketua Umum yang bersangkutan.

(3)	 Rapat Koordinasi Bidang diadakan sewaktu-waktu apabila di-
pandang perlu.
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Pasal 16
Rapat Komisi dan Badan/Lembaga

(1)	 Rapat Komisi dihadiri oleh Ketua, Wasekjen, dan Bendahara 
Bidang, para Pimpinan dan Anggota Komisi untuk membi
carakan pelaksanaan kegiatan kerja dan isu-isu penting dan 
strategis sesuai dengan bidangnya.

(2)	 Rapat Badan/Lembaga dihadiri oleh Ketua dan Wasekjen 
Bidang, para Pimpinan dan Anggota Badan/Lembaga untuk 
membicarakan pelaksanaan kegiatan kerja dan isu-isu pen
ting dan strategis dalam bidangnya masing-masing.

(3)	 Rapat Komisi, dan Badan/Lembaga diadakan apabila diper
lukan.
 

BAB IV
MUSYAWARAH NASIONAL/DAERAH LUAR BIASA

 
Pasal 17

Musyawarah Nasional Luar Biasa

(1)	 Musyawarah Nasional Luar Biasa diadakan apabila organisasi 
mengalami keadaan yang sangat genting dan darurat, sehing-
ga mengancam kelangsungan hidup organisasi.

(2)	 Musyawarah Nasional Luar Biasa diadakan atas permintaan 
sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari Dewan Pimpinan 
MUI Provinsi dan Dewan Pimpinan MUI Kabupaten/Kota 
yang ada.
 

Pasal 18
Musyawarah Daerah Luar Biasa

(1)	 Musyawarah Daerah Luar Biasa Provinsi, Kabupaten/Kota, 
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dan Kecamatan/Distrik/Nagari atau istilah lain yang seting-
kat atau satu tingkat di bawahnya diadakan apabila organisasi 
mengalami keadaan yang sangat genting dan darurat, sehing-
ga mengancam kelangsungan hidup organisasi.

(2)	 Musyawarah Daerah Luar Biasa Provinsi, Kabupaten/Kota, 
dan Kecamatan/Distrik/Nagari atau istilah lain yang seting-
kat atau satu tingkat di bawahnya diadakan atas permintaan 
sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah MUI Kabu-
paten/Kota atau Kecamatan/Distrik/Nagari atau istilah lain 
yang setingkat atau satu tingkat di bawahnya yang ada.

(3)	 Penyelenggara Musyawarah Daerah Luar Biasa dalam tingka-
tannya masing-masing dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan 
MUI setingkat di atasnya.
 

BAB V
KUORUM MUSYAWARAH/RAPAT DAN PENGAMBILAN 

KEPUTUSAN
 

Pasal 19
Kuorum Musyawarah/Rapat dan Pengambilan Keputusan

(1)	 Musyawarah adalah sah apabila dihadiri oleh lebih dari sete
ngah jumlah peserta yang seharusnya hadir dan apabila be-
lum memenuhi kuorum maka ditunda  30 menit dan apabila 
tetap tidak memenuhi kuorum, musyawarah tetap bisa dilak-
sanakan/dilanjutkan.

(2)	 Rapat-rapat dapat dianggap sah tanpa harus mempertim-
bangkan kuorum kehadiran.

(3)	 Untuk melakukan pembubaran, perubahan, Pedoman Dasar 
dan/atau Pedoman Rumah Tangga serta memilih Pengurus 
MUI, Musyawarah itu sah apabila dihadiri oleh sekurang-ku-
rangnya dua pertiga jumlah peserta yang seharusnya hadir.
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(4)	 Setiap keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat.
 

BAB VI
PERBENDAHARAAN

 
Pasal 20

Perbendaharaan

(1)	 Seluruh harta kekayaan MUI dimanfaatkan sesuai dengan tu-
juan MUI dan wajib dicatat dan dipertanggungjawabkan oleh 
Dewan Pimpinan serta dilaporkan dalam Musyawarah Nasi-
onal/Musyawarah Daerah sesuai dengan tingkatannya.

(2)	 Harta kekayaan MUI sebagaimana disebut pada ayat (1) di 
atas diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi (PO) MUI.

(3)	 Apabila MUI bubar, harta kekayaan MUI diserahkan kepada 
badan sosial Islam untuk kepentingan umat Islam.

BAB VII
PENUTUP

 
Pasal 21

Penutup

(1)	 Segala sesuatu yang belum diatur dalam Pedoman Rumah 
Tangga ini ditentukan oleh Peraturan Organisasi (PO) MUI 
yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan MUI.

(2)	 Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman Rumah Tangga ini 
untuk wilayah-wilayah khusus akan diatur dalam peraturan 
tersendiri oleh Dewan Pimpinan MUI.

(3)	 Pedoman Rumah Tangga ini berlaku efektif sejak tanggal 
ditetapkan pada Munas MUI Ke-11 tanggal 1 Jumadil Akhir 
1447 H bertepatan dengan tanggal 22 November 2025 di Ja-
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karta sebagai penyempurnaan Pedoman Rumah Tangga yang 
disahkan oleh Musyawarah Nasional ke-10 MUI pada tanggal 
11 Rabi’ul Akhir 1442 H bertepatan dengan tanggal 26 Novem-
ber 2020 di Jakarta, sebagai penyempurnaan Pedoman Rumah 
Tangga yang disahkan oleh Munas MUI ke-9 MUI pada tanggal 
12 Dzulqa’idah 1436 H bertepatan dengan tanggal 27 Agustus 
2015, sebagai penyempurnaan dari Pedoman Rumah Tangga 
yang disahkan Musyawarah Nasional Ke-8 MUI pada tang-
gal 15 Sya’ban 1431 H bertepatan dengan tanggal 27 Juli 2010 
M di Jakarta, sebagai penyempurnaan dari Pedoman Rumah 
Tangga yang disahkan Musyawarah Nasional ke7 MUI 22 Ju-
madil akhir 1426 H bertepatan dengan 28 Juli 2005 di Jakarta, 
Musyawarah Nasional ke-6 MUI pada tanggal 24 Rabi’ul Akhir 
1421 H bertepatan dengan 26 Juli 2000 di Jakarta, Musyawarah 
Nasional Ke-5 MUI pada tanggal 25 Shafar 1416 H bertepatan 
dengan 24 Juli 1995 M di Jakarta, Rapat Pengurus Paripurna 
MUI tanggal 7 Jumadil Awal 1406 H bertepatan dengan tang-
gal 18 Januari 1986 M sebagai pelaksanaan dari amanat Mus
yawarah Nasional III MUI pada tanggal 5 Dzulqaidah 1406 H, 
bertepatan dengan tanggal 23 Juli 1985 M di Jakarta yang mer-
upakan perubahan dari Pedoman Rumah Tangga yang disah-
kan oleh Musyawarah Nasional II MUI pada tanggal 17 Rajab 
1400 H bertepatan dengan tanggal 1 Juni 1980 M di Jakarta dan 
Musyawarah Nasional I di Jakarta pada tanggal 16 Rajab 1395 
bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 M.
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PIMPINAN SIDANG PLENO X
MUSYAWARAH NASIONAL XI MAJELIS ULAMA INDONESIA

                Ketua,				                  Sekretaris,

K.H. Masduki Baidlowi	  	              Drs. H. Pasni Rusli

PIMPINAN SIDANG KOMISI B (ORGANISASI)
MUSYAWARAH NASIONAL XI MAJELIS ULAMA INDONESIA

                Ketua,	                                                        Sekretaris,

K.H. Sholahudin Al Aiyub	  	 H. Rofiqul Umam Ahmad

Tim Perumus:
Ketua		  : K.H. Sholahudin Al Aiyub
Sekretaris	 : H. Rofiqul Umam Ahmad
Anggota	 : 1. K.H. Masduki Baidlowi
		    2. K.H. Noor Achmad
		    3. H. Pasni Rusli
		    4. H. Erfandi

Tim Asistensi	 : H. Abdullah Yazid
Notulis		 : Ibnu Mufti



SURAT KEPUTUSAN
MUSYAWARAH NASIONAL XI 
MAJELIS ULAMA INDONESIA

--------------------------------------------
Nomor:Kep-8/Munas-XI/2025

Tentang
GARIS-GARIS BESAR PROGRAM KERJA 

MAJELIS ULAMA INDONESIAMASA KHIDMAT 2025-2030

Musyawarah Nasional XI Majelis Ulama Indonesia yang ber-
langsung pada tanggal 29-30 Jumadil Awal dan 1-2 Jumadil Akhir 
1447 H/20-23 November 2025 M di Jakarta, setelah:

Menimbang	 : 

Mengingat        	 :	 1.  Al-Quran 
2.	 Sunnah Rasulullah SAW.
3.	 Pancasila.
4.	 Undang-Undang Dasar Negara Re-

publik Indonesia Tahun 1945.
5.	 Pedoman Dasar dan Pedoman Ru-

mah Tangga MUI.
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MAJELIS ULAMA INDONESIA
WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA, ZU’AMA DAN CENDEKIAWAN MUSLIM

Jalan Proklamasi No. 51 Menteng Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31902666-3917853, Fax. 021-31905266
Website: http://www.mui.or.id, http://www.mui.tv    E-mail: sekretariat@mui.or.id

Kerangka Acuan dan Tata Tertib Musya
warah Nasional XI Majelis Ulama Indo-
nesia Tahun  2025.
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1.	 Hasil Keputusan Komisi C (Pro-
gram Kerja) tentang Garis-Garis 
Besar Program Kerja (GBPK)  
Munas XI MUI sebagaimana 
tercantum pada lampiran Surat 
Keputusan ini.

Menetapkan

1.	 Sambutan Ketua Dewan Pertimban-
gan MUI pada Pembukaan Musy-
awarah Nasional XI MUI Tahun 
2025.

2.	 Sambutan Ketua Umum Dewan 
Pimpinan MUI pada Pembukaan 
Musyawarah Nasional XI MUI Ta-
hun 2025.

3.	 Sambutan Menteri Agama RI pada 
Pembukaan Musyawarah Nasional 
XI MUI Tahun 2025.

4.	 Sambutan Ketua MPR RI pada Pem-
bukaan Musyawarah Nasional XI 
MUI Tahun 2025.

5.	 Laporan Komisi C (Program Kerja) 
tentang Garis-Garis Besar Program 
Kerja (GBPK) pada Sidang Pleno X 
Munas XI MUI Tahun 2025.

6.	 Pendapat, usul-usul dan saran-saran 
dari para peserta Sidang Pleno X Mu-
nas XI MUI Tahun 2025.

Memperhatikan :

:
Dengan bertawakal kepada Allah SWT:

MEMUTUSKAN
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2.	 Munas XI MUI mengamana-
tkan kepada Dewan Pimpinan 
MUI untuk menyempurnakan 
redaksi dari keputusan ini.

3.	 Munas XI MUI mengamana-
tkan kepada Dewan Pimpinan 
MUI untuk melaksanakan dan 
mensosialisasikan hasil Munas 
XI MUI agar dapat diketahui 
dan dilaksanakan.

4.	 Keputusan ini berlaku sejak di-
tetapkan dan apabila ada keke-
liruan di kemudian hari akan 
dilakukan perbaikan seper-
lunya

Ditetapkan di 	: JAKARTA
Tanggal	 : 1 Jumadil Akhir 1447 H
 		     22  November  2025   M

MUSYAWARAH NASIONAL XI
MAJELIS ULAMA INDONESIA TAHUN 2025

					   
PIMPINAN SIDANG PLENO X

                     Ketua,		                           Sekretaris,

  K.H. Masduki Baidlowi	   	             Drs. H. Pasni Rusli
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GARIS-GARIS BESAR PROGRAM KERJA  
MAJELIS ULAMA INDONESIA
MASA KHIDMAT 2025 – 2030

I. 	 PENDAHULUAN

1.	 Indonesia merupakan negara dengan populasi Mus-
lim kedua terbesar di dunia, dengan 245,9 juta jiwa atau 
87,08% dari total penduduk 282,47 juta jiwa (Dirjen Duk-
capil Kemendagri, 2024). Sebagai negara kepulauan ter-
besar dengan keberagaman luar biasa, Indonesia memi-
liki posisi strategis sebagai pusat Islam wasathiyah yang 
memberikan peluang sekaligus tanggung jawab besar 
dalam menghadapi tantangan dunia menuju era global 
digital.

2.	 Atas dasar itu, umat Islam Indonesia perlu memberikan 
peran dan partisipasi yang nyata dalam pembangunan 
dan penyelenggaraan pemerintahan melalui paradigma 
Khadimul Ummah dan Shadiqul Hukumah – peran ganda 
sebagai pelayan umat sekaligus mitra terpercaya peme
rintah. Dengan paradigma ini, aspirasi dan kepentingan 
umat dapat dipenuhi sambil berkontribusi pada pengu
atan kedaulatan bangsa dan kesejahteraan rakyat.

3.	 Peran tersebut dijalankan oleh lebih dari 70 organisasi 
kemasyarakatan anggota Majelis Ulama Indonesia (MUI) 
yang mengelola ribuan institusi pendidikan, kesehatan, 
dan ekonomi. Ruang lingkup partisipasi meliputi bidang 
keagamaan, pendidikan, kesehatan, hukum, lingkungan 
hidup, media, teknologi digital, ekonomi syariah, dan sek-
tor strategis lainnya.
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4.	 MUI sebagai salah satu organisasi kemasyarakatan keis-
laman tersebut mengemban mandate Khadimul Ummah 
dan Shadiqul Hukumah sejak berdiri pada 1975. MUI 
melaksanakan peran ganda ini melalui perangkat orga
nisasinya yang terdiri darim 10 (sepuluh) komisi dan 14 
badan serta lembaga. 

5.	 Program Kerja MUI periode 2025-2030 mengacu pada 
tema Musyawarah Nasional XI Tahun 2025: “Meneguhkan 
Peran Umat untuk Mewujudkan Kedaulatan Bangsa dan 
Kesejahteraan Rakyat.” Tema ini mengarahkan MUI un-
tuk memperkuat kedaulatan Indonesia di segala bidang 
dan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pember-
dayaan umat Islam yang optimal.

6.	 Garis-Garis Besar Program Kerja (GBPK) Majelis Ula-
ma Indonesia merupakan amanat Musyawarah Nasio
nal XI MUI Tahun 2025 untuk dilaksanakan oleh Dewan 
Pimpinan MUI Pusat selama satu periode kepengurusan, 
yakni periode 2025-2030. GBP ini merupakan perwujudan 
dari upaya untuk mencapai visi dan misi Majelis Ulama 
Indonesia yang penyusunannya didasarkan pada Visi dan 
Misi MUI; PD/PRT, Sembilan orientasi pengkhidmatan 
MUI, peran utama MUI dan karakteristik organisasi MUI 
sebagai wadah musyawarah para ulama, zu’ama dan 
cendekiawan muslim, serta pengembangan tema Munas 
XI MUI.

II. 	 TUJUAN

Tujuan Garis-Garis Besar Program Majelis Ulama Indonesia 
adalah mewujudkan peran optimal MUI sebagai Khadimul 
Ummah dan Shadiqul Hukumah dalam era global digital. 
Sebagai Khadimul Ummah, bertujuan meningkatkan pema-



210 Himpunan Keputusan Musyawarah Nasional XI

haman, kesadaran, dan pengamalan keagamaan Islam yang 
menghasilkan masyarakat Indonesia berakhlakul karimah, 
jujur, adil, dan berkemajuan dengan nilai-nilai Islam wasathi-
yah. Sebagai Shadiqul Hukumah, bertujuan memperkuat keu-
tuhan dan kedaulatan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 
NRI Tahun 1945 melalui kontribusi aktif dalam pembangunan 
nasional dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Tujuan ini akan dioperasionalkan melalui program tahunan 
yang ditetapkan dalam Musyawarah Kerja Nasional (Muker-
nas) MUI dengan indikator keberhasilan yang terukur.

III. SASARAN

Dalam rangka mewujudkan tema Musyawarah Nasional XI 
MUI Tahun 2025 “Meneguhkan Peran Umat untuk Mewujud-
kan Kedaulatan Bangsa dan Kesejahteraan Rakyat”, sasar
an Garis-Garis Besar Program Kerja MUI 2025-2030 adalah 
seluruh umat Islam dan organisasi kemasyarakatan Islam In-
donesia melalui:

1.	 Mencegah dan menangkal segala bentuk separatisme, lib-
eralisme, ekstremisme, radikalisme, dan penyimpangan 
yang mengatasnamakan agama di era digital melalui pe
nguatan akidah dan pemahaman Islam wasathiyah.

2.	 Mendiseminasikan dan menginternalisasikan ajaran Is-
lam wasathiyah yang mengedepankan persaudaraan da-
lam sikap, pemikiran, dan perilaku umat Islam Indonesia 
dengan memanfaatkan platform digital dan teknologi ke-
cerdasan buatan.

3.	 Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya ma-
nusia menjadi penggerak pembangunan umat dan bang-
sa yang berkualitas tinggi dan berakhlakul karimah serta 
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berkemampuan menguasai teknologi digital dan kecer-
dasan buatan dalam menghadapi era Society 5.0.

4.	 Meningkatkan kualitas kehidupan beragama di kalangan 
anak, remaja dan pemuda sebagai penerus generasi bang-
sa yang beriman dan bertaqwa, ber-akhlaqul karimah 
(berakhlaq mulia), cerdas, terampil, kreatif, inovatif, dan 
mandiri dalam mewujudkan kedaulatan bangsa.

5.	 Meningkatkan kualitas sumber daya umat melalui pendi-
dikan secara memadai, baik melalui pesantren, lembaga 
pendidikan dan lembaga pendidikan formal dalam rang-
ka mencetak kader ulama dan tokoh umat Islam Indone-
sia yang siap memimpin bangsa dengan integritas tinggi. 

6.	 Memelihara kerukunan hidup intern umat Islam, antar 
umat beragama, serta kerukunan antar umat Islam de
ngan Pemerintah sebagai bagian yang tak terpisahkan 
dari upaya mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa 
yang berdaulat.

7.	 Meningkatkan kesadaran, kemandirian, keterampil
an, profesionalitas di kalangan umat Islam di bidang 
ekonomi, khususnya ekonomi syariah dan ekonomi 
kerakyatan pada umumnya untuk memperkecil kesen-
jangan ekonomi dan mewujudkan kesejahteraan yang 
berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. 

8.	 Meningkatkan etos kerja yang berbasis akhlakul karimah 
sebagai etika bisnis dalam pengembangan ekonomi syari-
ah dan penguatan kelembagaan ekonomi syariah sebagai 
prasyarat pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk 
mencapai kesejahteraan bersama. 

9.	 Memperkuat keutuhan dan kedaulatan NKRI berdasar-
kan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 melalui kontri-
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busi aktif MUI dalam pembangunan nasional dan peru-
musan kebijakan publik yang berpihak pada kepentingan 
umat dan bangsa. 

IV.	 ORIENTASI PROGRAM

Orientasi program MUI tahun 2026-2030 mengacu pada sem-
bilan orientasi perkhidmatan MUI, yang meliputi:

1.	 Diniyah (Keagamaan);
2.	 Irsyadiyah (Memberi Arahan);
3.	 Istijabiyah (Responsif);
4.	 Hurriyah (Independen);
5.	 Ta’awuniyah (Tolong Menolong);
6.	 Syuriah (Permusyawaratan);
7.	 Tasamuh (Toleran dan Moderat);
8.	 Qudwah/Qiyadiyah (Keteladanan); dan
9.	 Duwaliyah (Mendunia).

Selain itu, program MUI harus mampu menjalankan peran 
utama MUI, yaitu:

1.	 sebagai ahli waris tugas para nabi (waratsat al-anbiya);
2.	 sebagai pemberi fatwa (Mufti);
3.	 sebagai pembimbing dan pelayan umat (Ra’iy wa Khadim 

al ummah);
4.	 sebagai Penegak Amar Ma’ruf dan Nahi Munkar;
5.	 sebagai pelopor gerakan pembaruan (al-tajdid); dan
6.	 sebagai pelopor gerakan perbaikan umat (Ishlah al Um-

mah).

V.	 GARIS-GARIS BESAR PROGRAM KERJA

Secara umum program Majelis Ulama Indonesia masa khid-
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mat 2025-2030 dapat dibedakan ke dalam tiga kategori:

A.	 Program Umum

Program umum merupakan program untuk jangka waktu 
lima tahun sebagai pedoman perumusan program tahu-
nan dalam Musyawarah Nasional (Mukernas) MUI yang 
akan dilaksanakan oleh MUI dan dapat dijadikan acuan 
bagi penetapan program MUI daerah (MUI Provinsi dan 
Kabupaten/Kota).

B. 	 Program Prioritas (Unggulan)

Program Prioritas (Unggulan) merupakan agenda khusus 
yang menjadi fokus MUI dan menjiwai setiap program 
MUI selama lima tahun ke depan. Setiap program yang 
akan dilaksanakan oleh tiap-tiap komisi, badan dan lem-
baga harus diselaraskan dengan tujuan utama program 
prioritas tersebut. Program prioritas dikaitkan dengan 
program komisi, badan dan lembaga yang dijabarkan se-
tiap tahun dalam Mukernas.

Setiap program prioritas akan dilaksanakan secara ber-
tahap dengan target dan timeline yang realistis sesuai ka
pasitas organisasi.

C. 	 Program Rintisan (Pilot Project)

Program Rintisan merupakan program yang ditentukan 
berdasarkan kepentingan strategis yang harus dilak-
sanakan dalam jangka waktu tertentu dalam satu periode 
yang pelaksanaannya dapat dilakukan dengan memben-
tuk tim pelaksana oleh MUI Pusat secara lintas komisi, 
badan dan lembaga dan lintas jenjang kepengurusan.

Ketiga kategori program MUI tersebut, baik program 
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umum, program prioritas (unggulan), maupun program 
rintisan (pilot project) harus memperhatikan tema Musy-
awarah Nasional XI MUI Tahun 2025, yakni “Meneguhkan 
Peran Umat untuk Mewujudkan Kedaulatan Bangsa dan 
Kesejahteraan Rakyat”. 

Berdasarkan tema tersebut maka program diarahkan pada 
penguatan peran MUI di tingkat internasional, nasional, 
provinsi, dan kabupaten/kota dalam melakukan pengua-
tan sumber daya insani melalui pendidikan dan kaderisa-
si ulama digital, memprioritaskan perbaikan moral/akh-
lak bangsa dalam era digital, peningkatan pemberdayaan 
ekonomi umat Islam berbasis teknologi digital, serta 
mengembangkan Islam Wasathiyah dalam ekosistem dig-
ital untuk menghadapi tantangan era global digital.

Program rintisan akan dimulai sebagai pilot project den-
gan evaluasi berkala untuk pengembangan lebih lanjut.

A. 	 PROGRAM UMUM

Program umum disusun oleh Majelis Ulama Indonesia ber-
dasarkan ruang lingkup program dari Garis-Garis Besar Pro-
gram Kerja MUI baik pusat maupun daerah. Agar program 
umum dapat terukur, maka harus dicantumkan indikator 
keberhasilan serta alokasi sumberdaya yang diperlukan dan 
target waktu yang dibutuhkan.

Lingkup program kerja MUI berorientasi pada substansi ke-
giatan yang dikelompokkan ke dalam 10 (sepuluh) bidang 
program kerja sebagai berikut:

1.	 Program Kerja Bidang Fatwa;
2.	 Program Kerja Bidang Ukhuwah Islamiyah;
3.	 Program Kerja Bidang Dakwah;
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4.	 Program Kerja Bidang Pendidikan dan Kaderisasi;
5.	 Program Kerja Bidang Pengkajian, Penelitian, dan 

Pengembangan;
6.	 Program Kerja Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia;
7.	 Program Kerja Bidang Perempuan, Remaja dan Keluarga;
8.	 Program Kerja Bidang Informasi, Komunikasi, dan Digi-

talisasi;
9.	 Program Kerja Bidang Kerukunan antar Umat Beragama; 

dan
10.	 Program Kerja Bidang Hubungan Luar Negeri dan Ker-

jasama Internasional.

Di samping itu, MUI memiliki program kerja berorienta-
si pada substansi kegiatan yang dikelompokkan ke dalam 
program kerja yag dilaksanakan oleh badan dan lembaga di 
lingkungan MUI, yaitu:

1.	 Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, dan Kosmeti-
ka Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI);

2.	 Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN 
MUI);

3.	 Badan Arbitrase Syariah Nasional Majelis Ulama Indone-
sia (Basyarnas MUI);

4.	 Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya 
Alam Majelis Ulama Indonesia (LPLH-SDA MUI);

5.	 Lembaga Pembinaan dan Pemberdayaan Mualaf Majelis 
Ulama Indonesia (LP2M MUI);

6.	 Gerakan Nasional Anti Narkoba Majelis Ulama Indonesia 
(Ganas Annar MUI);

7.	 Lembaga Pentashih Buku dan Konten Keislaman Majelis 
Ulama Indonesia (LPBKI MUI);

8.	 Lembaga Dana Dakwah Islam Majelis Ulama Indonesia 
(Islamic Dakwah Fund – IsDF MUI);
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9.	 Lembaga Wakaf Majelis Ulama Indonesia (LW MUI);
10.	 Lembaga Penggerak Ekonomi Umat Majelis Ulama Indo-

nesia (LPEU MUI); 
11.	 Lembaga Sertifikasi Profesi Majelis Ulama Indonesia (LSP 

MUI);
12.	 Lembaga Advokasi dan Koordinasi Kesehatan Majelis 

Ulama Indonesia (LAKK MUI);
13.	 Lembaga Advokasi dan Koordinasi Penanggulangan Ben-

cana Majelis Ulama Indonesia (LAK-PB MUI); 
14.	 Lembaga Seni Budaya dan Peradaban Islam Majelis Ula-

ma Indonesia (LSBPI MUI);
15.	 MUI TV;
16.	 Badan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Majelis 

Ulama Indonesia (BPPO MUI).

Lingkup Program Kerja Majelis Ulama Indonesia di Komisi, 
Badan dan Lembaga tersebut di atas kemudian diterjemah-
kan berdasarkan pembidangan yang dijadikan sebagai acuan 
dalam pelaksanaan program kerja MUI tahun 2025 – 2030.

1.	 Program Kerja Bidang Fatwa

a.	 Mengembangkan kajian ilmu syariah dalam rangka 
memberikan bimbingan dan pedoman hukum bagi 
umat Islam dalam berbagai masalah keagamaan dan 
keumatan.

b.	 Membahas, merumuskan dan menetapkan fatwa ter-
kait dengan masalah keagamaan kontemporer dan 
masalah-masalah strategis keumatan.

c.	 Memasyarakatkan hasil kajian-kajian ulama Islam 
dan memberikan masukan kepada instansi pemerin-
tah, lembaga swasta atau perorangan yang membu-
tuhkan.
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d.	 Menyelenggarakan pelatihan calon Dewan Pengawas 
Syariah (DPS) untuk Lembaga Amil Zakat dan Nadzir 
Wakaf.

e.	 Sosialisasi hasil fatwa MUI melalui media cetak dan 
elektronik.

f.	 Menyelenggarakan studi banding Fatwa di beberapa 
negara muslim lainnya.

g.	 Mendorong khususnya masyarakat akademis, dan 
para peneliti untuk melakukan riset dan penerbitan 
tentang Fatwa.

h.	 Menterjemahkan fatwa MUI terutama ke dalam Ba-
hasa Arab dan Inggris.

i.	 Meningkatkan kedudukan dan peranan komisi fatwa 
menuju kesatuan fatwa sebagai forum ilmiah di ka-
langan ulama dengan menyelenggarakan pertemuan 
secara berkala dan sistematis.

2.	 Program Kerja Bidang Ukhuwah Islamiyah

a.	 Memperkuat komunikasi, kordinasi dan sinergi Or-
mas Islam, Perguruan Tinggi Islam (PTI), Pengurus 
masjid, lembaga-lembaga Islam, Sekolah-sekolah Is-
lam dan Pondok Pesantren dalam rangka memperko-
koh ukhuwah Islamiyah.

b.	 Memperkuat Komunikasi, kordinasi dan sinergi Or-
mas Pemuda Islam untuk membangun persatuan dan 
kesatuan serta sinergi dalam harakah Islamiyah.

c.	 Memperkuat Ukhuwah Duwaliyah/Internasional 
dengan melakukan Muhibah Ukhuwah khususnya ke 
negara-negara ASEAN dan negara lainnya.

d.	 Mendorong adanya Pusat Kegiatan Islam/Islamic 
Center di setiap provinsi hingga kabupaten/kota dan 
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menjadikan Islamic Centre sebagai Pusat Dakwah, 
Ukhuwah dan Tamaddun Islam.

e.	 Koordinasi Program Ukhuwah Lintas Sektoral.
f.	 Pengembangan budaya baca dan literasi dalam rang-

ka memperkuat ukhuwah Islamiyah.

3.	 Program Kerja Bidang Dakwah 

a.	 Melakukan dakwah Islamiyah untuk memperkuat 
aqidah umat Islam dan membentenginya dari upaya 
pemurtadan, ajaran komunisme, liberalisme, sekular-
isme, dan ajaran-ajaran lain yang bertentangan de
ngan aqidah dan syariat Islam.

b.	 Mengembangkan dan meningkatkan pelaksanaan 
dakwah di daerah khusus, daerah terpencil dan dae
rah perbatasan.

c.	 Meningkatkan dan memperluas kegiatan dakwah Is-
lam Wasathiyah baik lokal, nasional maupun interna-
sional.

d.	 Melakukan pengkajian tentang metode, materi, sub-
jek dan media dakwah sesuai perkembangan zaman.

e.	 Memelopori dan mengkoordinasikan kegiatan pela-
tihan/ pendidikan kader dakwah bagi kalangan dai 
milenial.

f.	 Melakukan peningkatan kompetensi keilmuan keis
laman dan kebangsaan bagi para da’i/da’iyah.

g.	 Melakukan dakwah pemberdayaan untuk mening-
katkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

h.	 Melanjutkan dan mewujudkan penyusunan peta dak-
wah dari pusat sampai daerah.

i.	 Penulisan Ensiklopedia Da’i dan Da’iyah Indonesia.
j.	 Mengembangkan kerjasama dakwah dengan organi-
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sasi Islam di luar negeri.
k.	 Menyelenggarakan kegiatan Training Akhlak Bang-

sa sebagai wadah penguatan nilai akhlaqul karimah 
bagi berbagai kalangan, khususnya generasi milenial, 
Gen-Z, aparat negara, dan masyarakat umum.

l.	 Menyusun dan menerbitkan buku saku serta modul 
akhlak bangsa.

m.	 Menyelenggarakan pembinaan, sosialisasi, dan inter-
nalisasi nilai-nilai akhlakul karimah dalam memben-
tuk keluarga sakinah mawaddah wa rahmah.

n.	 Menyelenggarakan sosialisasi, dialog, dan penyadaran 
nilai akhlakul karimah di kalangan generasi muda, 
khususnya Gen-Z dan Alpha.

o.	 Menyelenggarakan forum kajian dan diskusi terfokus 
dalam bentuk FGD Public Policy Akhlak Bangsa. 

4.	 Program Kerja Bidang Pendidikan dan Kaderisasi

a.	 Menyelenggarakan Program S1, S2 dan S3 Pendidikan 
Kader Ulama MUI.

b.	 Melaksanakan Program Diklat Pendidikan Kader Ula-
ma non Gelar.

c.	 Mendorong menyelenggarakan Pendidikan Kader 
Ulama pada Ma’had Aly di Pondok Pesantren.

d.	 Menggelar Pelatihan Operasionalisasi Teknologi Digi-
tal dalam Kegiatan Kependidikan di Indonesia.

e.	 Menyelenggarakan Diskusi Kelompok Terpumpun 
Evaluasi Pendidikan Agama Islam di Sekolah dan Ma-
drasah di Indonesia.

f.	 Melaksanakan Workshop Nasional Membangun Ge
nerasi Bangsa yang Beradab dan Religius Menuju In-
donesia Maju.
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g.	 Menggelar Program Pesantren Ramadhan bagi Rema-
ja Ormas Islam di Indonesia.

h.	 Menyelenggarakan Rakornas Komisi Pendidikan dan 
Kaderisasi MUI.

i.	 Membangun kerjasama bidang Pendidikan dan kade-
risasi dengan berbagai lembaga di dalam negeri dan 
luar negeri.

5.	 Program Kerja Bidang Pengkajian, Penelitian, dan 
Pengembangan

a.	 Melaksanakan pengkajian mendalam terhadap ber
bagai aliran, kepercayaan, dan pemikiran keagamaan 
dalam Islam secara luas, terutama yang terindikasi 
sesat dan menyimpang, serta memberikan penjelas-
an yang benar dan komprehensif kepada masyarakat 
untuk melindungi umat dari pengaruh ajaran dan pe-
mikiran yang tidak benar.

b.	 Mengkaji pola penyebaran aliran dan pemikiran yang 
diduga sesat melalui media massa, media elektronik, 
dan media sosial, sekaligus merumuskan strategi pen-
anggulangannya.

c.	 Menyelenggarakan seminar, lokakarya, focus group 
discussion (FGD), dan forum ilmiah lainnya guna 
membahas isu-isu aktual terkait akidah. 

d.	 Menyebarluaskan hasil kajian dan penelitian melalui 
jurnal ilmiah, media cetak, media elektronik, serta 
platform media sosial.

e.	 Menyusun serta mensosialisasikan pedoman penan-
ganan, pengawasan, pembinaan, dan SOP terkait pe-
nelitian aliran dan pemikiran sesat. Pedoman ini di-
gunakan sebagai modul pelatihan bagi KPPP MUI di 
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seluruh Indonesia maupun pihak lain yang membu-
tuhkan peningkatan kapasitas penelitian keagamaan.

f.	 Mengadakan program pelatihan dan workshop pene-
litian keagamaan secara berkala dan berjenjang untuk 
memperkuat kapasitas para peneliti dan pengkaji.

6.	 Program Kerja Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia 

a.	 Penelitian dan pengkajian hukum dan hak asasi ma-
nusia (HAM), baik berkaitan dengan hukum Islam 
maupun hukum positif.

b.	 Pengkajian dan advokasi rancangan peraturan perun-
dang-undangan yang berkaitan dengan kepentingan 
umat Islam dan bangsa, baik di tingkat pusat maupun 
di tingkat daerah. 

c.	 Pembelaan dan perlindungan terhadap peraturan pe-
rundang-undangan agar sesuai prinsip ajaran Islam 
dan kepentingan umat Islam. 

d.	 Peningkatan peran dan partisipasi MUI dalam pem-
bentukan peraturan perundang-undangan di pusat 
dan daerah agar isi regulasi tersebut sesuai nilai-nilai 
ajaran Islam. 

e.	 Peningkatan kerjasama dengan lembaga Hukum 
dan HAM baik pemerintah maupun masyarakat da-
lam rangka membela dan memperjuangkan hak-hak 
umat Islam dan/atau lembaga Islam.

f.	 Mengusahakan agar setiap fatwa MUI baik pada ting-
kat pusat maupun daerah menjadi hukum positif.

7.	 Program Kerja Bidang Perempuan, Remaja, dan Keluarga 

a.	 Penguatan kelembagaan perempuan di MUI dalam 
pelaksanaan program prioritas se-Indonesia pada Ra-
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kornas KPRK MUI se-Indonesia.
b.	 Ketahanan Keluarga dalam bidang sosial, budaya, 

ekonomi, pendidikan, dan keagamaan.
c.	 Kesehatan Ibu dan Anak dalam pencegahan stunting 

dan kematian ibu dan anak.
d.	 Peningkatan Gizi (Makan Bergizi Santri dan Siswa 

Madrasah) dan membangun ekosistem pemenuhan 
kebutuhan gizi.

e.	 Akses pendidikan akhlak dan karakter bagi anak dan 
perempuan.

f.	 Kongres Muslimah Indonesia (KMI) ke-4 di tahun 
2026.

g.	 Menjalin kerja sama organisasi perempuan nasional 
dan international.

h.	 Pemanfaatan AI secara bijak dan penggunaan media 
sosial secara beradab.

8.	 Program Kerja Bidang Informasi, Komunikasi, dan Digi-
talisasi

a.	 Mengembangkan media informasi dan komunikasi 
MUI berbasis multiplatform untuk menguatkan nilai-
nilai Islam Wasathiyah.

b.	 Peningkatan tata kelola media MUI Pusat, KBL, dan 
MUI Daerah.

c.	 Pengarusutamaan fatwa MUI tentang bermuamalah 
di media sosial ke seluruh pegiat media mainstream 
dan media sosial.

d.	 Memperkuat pengawasan terhadap media sosial, ber-
mitra dengan pemerintah dan lembaga terkait.



223Majelis Ulama Indonesia Tahun 2025

9.	 Program Kerja Bidang Kerukunan Antar Umat Ber
agama

a.	 Meningkatkan kepekaan dan sikap proaktif terhadap 
masalah-masalah yang terjadi antar umat beragama 
khususnya menyangkut umat Islam yang timbul aki-
bat perselisihan dan pertentangan antar pemeluk ag-
ama yang dapat mengganggu kerukunan antarumat 
beragama.

b.	 Mengupayakan terwujudnya pemahaman yang sama 
tentang toleransi, kesetaraan, dan kerjasama antaru-
mat beragama terutama dikalangan pemuka/pemi-
mpin umat beragama dan pemerintah.

c.	 Mengikuti perkembangan penyusunan RUU dan 
peraturan lainnya yang berkenaan dengan Kerukunan 
Antarumat Bergama.

d.	 Meningkatkan kerjasama, konsultasi, dan kordinasi 
dengan Majelis-Majelis Agama yaitu Islam, Kristen, 
Katolik, Hindu, Budha, Konghucu dan Pemerintah 
dalam masalah kerukunan.

e.	 Melakukan studi yang mendalam dan kontinyu ten-
tang kehidupan antarumat beragama, terutama yang 
berpotensi terjadi dan sedang terjadi konflik.

f.	 Mengembangkan kerjasama, dialog dan pertemuan-
pertemuan dengan tokoh-tokoh lintas agama tingkat 
nasional, regional dan global.

10.	 Program Kerja Bidang Hubungan Luar Negeri dan Ker-
jasama Internasional

a.	 Meneguhkan rekognisi MUI sebagai otoritas keu-
lamaan Indonesia di tingkat internasional lewat jeja
ring dan forum global, termasuk di Palestina dan ne
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gara muslim lainnya.
b.	 Merespons cepat isu-isu dunia Islam dengan kajian, 

sikap resmi, dan advokasi kemanusiaan.
c.	 Mempromosikan Islam Indonesia yang wasathiyah 

melalui pendidikan ulama, dialog antarbangsa, dan 
diplomasi budaya.

d.	 Mengembangkan ekonomi Islam dan wisata halal se-
bagai bagian dari diplomasi peradaban Indonesia.

e.	 Memperkuat ukhuwah Islamiyah dan insaniyah lewat 
dialog, kerja sama lintas iman, dan aksi kemanusiaan.

f.	 Memperluas kerja sama kelembagaan internasional 
melalui MoU, pertukaran ulama, penelitian bersama, 
serta penguatan peran diaspora Muslim Indonesia.

g.	 Mengintensifkan dan memaksimalkan upaya-upaya 
pembelaan terhadap Palestina dan dunia Islam, an-
tara lain dengan memperkuat hubungan dengan lem-
baga-lembaga filantropik dan lembaga bela Palestina 
dalam negeri dan luar negeri misalnya Global Coali-
tion for al-Quds and Palestine.

h.	 Membentuk forum kajian dunia Islam dengan meli-
batkan ulama, akademisi, dan diplomat.

i.	 Mendirikan Sekolah Diplomasi Wasathiyah untuk 
kader ulama dan tokoh muda.

Program Badan dan Lembaga di MUI masa khidmat 2025-
2030 disusun dan dirumuskan sesuai kekhasan dan dina-
mika masalah, tantangan, dan ruang lingkup Badan dan 
Lmbaga tersebut meliputi:

1.  Program Kerja Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-
Obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LP-
POM MUI) 
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a. 	 Mewujudkan proses sertifikasi halal yang cepat, 
transparan, dan akuntabel melalui peningkatan 
kompetensi SDM, optimalisasi sistem digital, serta 
penerapan standar mutu berkelas internasional.

b.	 Membangun ekosistem kemitraan yang kuat de
ngan pelaku usaha melalui pendampingan, edu-
kasi, dan kemudahan akses layanan.

c.	 Meningkatkan promosi dan brand awareness LP-
POM MUI di tingkat nasional dan internasional 
dengan strategi komunikasi publik yang efek-
tif, berbasis data, dan adaptif terhadap perkem
bangan media. 

d.	 Membangun tata kelola aset lembaga yang pro-
fesional, efisien, dan berkelanjutan untuk men-
dukung kemandirian operasional serta penguatan 
kapasitas lembaga berdasarkan prinsip syariah.

e.	 Memperluas jejaring dan memperkuat sinergi 
dengan pemerintah, akademisi, industri, serta 
lembaga sertifikasi halal nasional untuk mem-
perkokoh sistem jaminan produk halal di Indone-
sia.

f.	 Menjadi pelopor dalam pengembangan wacana, 
regulasi, dan kajian strategis terkait halal di Indo-
nesia melalui penelitian, advokasi, dan disemina-
si pengetahuan.

2.	 Program Kerja Dewan Syariah Nasional Majelis Ula-
ma Indonesia (DSN-MUI)

a.	 Menerbitkan fatwa ekonomi dan keuangan syari-
ah.
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b.	 Menerbitkan pedoman implementasi terkait 
ekonomi & keuangan syariah.

c.	 Menerbitkan opini syariah dalam bentuk per-
nyataan kesesuaian syariah, pernyataan kese-
larasan syariah, covering letter.

d.	 Melakukan kajian dan/atau riset muamalat mali-
yyah dan mempublikasikan hasilnya melalui de-
seminasi dan penerbitannya secara elektronik.

e.	 Melakukan pengawasan terhadap penerapan 
fatwa pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS), 
Lembaga Bisnis Syariah (LBS) dan Lembaga Per-
ekonomian Syariah (LPS) melalui DPS yang dire-
komendasikan oleh DSN-MUI.

f.	 Menerbitkan rekomendasi terkait kelayakan pi-
hak untuk berperan sebagai DPS.

g.	 Melakukan upgrading kapasitas DPS sesuai pera-
turan yang berlaku terutama antara lain terkait 
tata kelola syariah, kepatuhan syariah, audit sya-
riah, dan risiko syariah.

h.	 Memperkuat kemitraan strategis, sinergi dan 
kolaborasi dengan regulator, pelaku usaha dan 
seluruh pemangku kepentingan dalam rangka 
pengaturan, pengawasan dan pengembangan 
ekonomi dan keuangan syariah nasional. 

i.	 Menerbitkan sertifikat kesesuaian syariah atas 
lembaga bisnis dan lembaga perekonomian sya-
riah. 

j.	 Melakukan edukasi, literasi dan sosialisasi fatwa 
DSN-MUI dan fikih muamalah serta pengawasan 
syariah.
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3.	 Program Kerja Badan Arbitrase Syariah Nasional 
Majelis Ulama Indonesia (Basyarnas MUI)

a.	 Menerapkan prinsip tata kelola yang baik (good 
organizational governance) dengan mengede-
pankan profesionalisme, transparansi, dan akun
tabilitas berbasis teknologi informasi.

b.	 Mengembangkan kompetensi arbiter dan medi-
ator melalui program pendidikan, pelatihan, dan 
sertifikasi berkelanjutan.

c.	 Menyusun panduan operasional dan perangkat 
kerja yang komprehensif, standar, dan profesional 
dalam format buku maupun media audio-visual.

d.	 Menguatkan sistem pembinaan, pengembangan, 
dan pengawasan terhadap seluruh kinerja kelem-
bagaan.

e.	 Menjamin kualitas dan kepuasan layanan pe
nyelesaian sengketa syariah melalui forum medi-
asi dan arbitrase yang efektif. 

f.	 Memperluas dan menguatkan jaringan serta ker-
ja sama strategis dengan berbagai pihak, baik di 
tingkat nasional maupun internasional.

g.	 Meningkatkan literasi masyarakat terkait peng-
gunaan forum mediasi dan arbitrase sebagai al-
ternatif penyelesaian sengketa syariah.

4.	 Program Kerja Lembaga Pemuliaan Lingkungan 
Hidup dan Sumber Daya Alam Majelis Ulama Indo-
nesia (LPLH-SDA MUI)

a.	 Sosialisasi dan pengajuan fatwa-fatwa MUI ten-
tang lingkungan hidup sumber daya alam.

b.	 Kolaborasi Ormas Islam dan Lintas Agama untuk 
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lingkungan hidup dan sumber daya alam.
c.	 ⁠Memberikan masukan kebijakan pemerintah ter-

kait lingkungan hidup dan sumber daya alam ter-
utama dalam pelaksanaan Pasal 33 UUD NRI 1945 
agar sumber daya alam jangan dikuasi segelintir 
orang.

d.	 Pelatihan evaluator Green Building Syariah.
e.	 Call For Paper jurnal lingkungan hidup.

5.	 Program Kerja Lembaga Pembinaan dan Pember-
dayaan Mualaf Majelis Ulama Indonesia (LP2M 
MUI) 

a.	 Menyelenggarakan diskusi kelompok terpumpun 
(FGD) yang mengkaji dan menjaring masukan 
terkait pemurtadan dan antisipasinya/solusinya.

b.	 Melaksanakan pendidikan dan pelatihan dan 
seminar kristologi.

c.	 Mengintensifkan pembinaan terhadap lem-
baga-lembaga mualaf dan para mualaf secara 
berkesinambungan.

d.	 Memfasilitasi dan mendukung pembentukan 
P3M MUI tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota 
guna memudahkan koordinasi untuk pemantau-
an pemurtadan, penistaan dan penyesatan terha-
dap aqidah.

e.	 Menyusun dan menerbitkan buku mengenai an-
tisipasi pemurtadan.

f.	 Membuat kanal media untuk penguatan syiar Is-
lam.

g.	 Melakukan penangkalan terhadap upaya-upaya 
pemurtadan dan pendangkalan aqidah umat Is-
lam.
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h.	 Melakukan investigasi terhadap dugaan terjadi
nya upaya-upaya permurtadan, pendangkalan 
dan penistaan aqidah umat Islam.

i.	 Memberikan bimbingan dan penyadaran (istita-
bah) terhadap orang yang murtad dan murtadat 
(rehabilitasi, pendampingan dan advokasi kor-
ban).

6.	 Program Kerja Gerakan Nasional Anti Narkoba Ma-
jelis Ulama Indonesia (Ganas Annar MUI)

a.	 Dakwah dan konseling terpadu di Lapas.
b.	 Sosialisasi dan edukasi di sekolah dan Masyarakat,
c.	 Kerjasama dengan pemerintah, Ormas dan dunia 

pendidikan,
d.	 Konsolidasi Ganas Annar MUI Pusat dengan Ga-

nas Annar MUI Provinsi, atau MUI Provinsi yang 
belum terbentuknya Ganas Annar.

7.	 Program Kerja Lembaga Pentashih Buku dan Kont-
en Keislaman Majelis Ulama Indonesia (LPBKI 
MUI)

a.	 Pelaksanaan pengkajian dan pentashihan buku 
dan konten ke-Islaman, sesuai dengan standar 
keislaman dan kebangsaan dengan peningka-
tan efektifitas proses pentashihan dan sertifikasi 
kompetensi pentashih.

b.	 Pelaksanaan penerbitan dan perwakafan buku, 
dan karya digital pustaka keislaman dan penye-
bar luasannya dalam rangka memenuhi kebutuh
an umat dan masyarakat.

c.	 Pengelolaan perpustakaan dengan pengadaan 
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buku pustaka, penyusunan sinopsis dan digital-
isasi bahan pustaka, serta pelayanan penggunaan 
buku pustaka.

d.	 Pelaksanaan bimbingan dan pelatihan, dengan 
kegiatan diskusi seminar, bimbingan dan pelatih
an pentashihan, penerbitan dan perpustakaan.

e.	 Pelaksanaan manajemen pelayanan dan pengga-
langan kemitraan, kelembagaan dan kerja sama 
kegiatan, dengan rapat kerja, silaturahmi dan ra-
pat koordinasi nasional, penyediaan dana sarana 
dan pengelolaan administrasi kegiatan.

f.	 menjalin kerja sama dengan semua lembaga riset 
ilmiah dan menjadikan LPBKI sebagai ”rumah 
jurnal”.

8.	 Program Kerja Lembaga Dana Dakwah Islam Maje-
lis Ulama Indonesia (Islamic Dakwah Fund - IsDF-
MUI)

a.	 Menjadikan IsDF-MUI sebagai lembaga penge-
lola dana umat yang amanah, profesional, dan 
berdampak strategis dalam penguatan pendi-
dikan, kesehatan, ekonomi, dakwah, serta literasi 
keuangan syariah guna membangun kesejahter-
aan dan peradaban Islam yang berkelanjutan.

b.	 Mengoptimalkan penghimpunan dan pengelo-
laan zakat, infak, sedekah, wakaf, dan dana sosial 
keagamaan lainnya secara profesional dan trans-
paran untuk mendukung sektor pendidikan, ke
sehatan, ekonomi, dan solidaritas kemanusiaan. 

c.	 Mengembangkan pemberdayaan ekonomi umat 
melalui penguatan UMKM, kewirausahaan ko-
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munitas, dan ekonomi pesantren berbasis syari-
ah.

d.	 Memberikan dukungan sarana-prasarana, bea-
siswa, dan penguatan kelembagaan pendidikan 
Islam yang inklusif dan berdaya saing.

e.	 Mengembangkan dakwah Islam moderat yang 
mencerahkan, membangun kohesi sosial, serta 
memperkuat peran umat dalam menjaga persat-
uan bangsa.

f.	 Meningkatkan pemahaman dan keterlibatan 
masyarakat dalam literasi dan inklusi keuangan 
syariah melalui edukasi, sosialisasi, dan pember-
dayaan komunitas.

9.	 Program Kerja Lembaga Wakaf Majelis Ulama Indo-
nesia (LW MUI) 

a.	 Mengembangkan pengelolaan wakaf yang mo
dern, transparan, dan produktif untuk mening-
katkan kesejahteraan umat, memperkuat dak-
wah, dan mendukung pembangunan nasional 
berbasis syariah. 

b.	 Membangun sistem pendataan dan pengelolaan 
sumber daya wakaf yang terintegrasi berbasis te-
knologi informasi, mencakup potensi aset wakaf, 
harta benda, SDM, serta program kelembagaan.

c.	 Mengembangkan model inovatif wakaf produktif, 
termasuk wakaf uang, e-wakaf, investasi wakaf, 
wakaf pangan, sukuk wakaf, dan deposito wakaf, 
dengan tata kelola profesional dan berkelanjutan.

d.	 Memfokuskan hasil pengelolaan wakaf un-
tuk mendukung dakwah Islam, pemberdayaan 
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ekonomi umat, serta program sosial strategis da-
lam pengentasan kemiskinan dan peningkatan 
kualitas hidup masyarakat.

10.	 Program Kerja Lembaga Penggerak Ekonomi Umat 
Majelis Ulama Indonesia (LPEU MUI) 

a.	 Mewujudkan kedaulatan dan kemandirian eko
nomi umat melalui penguatan program dan 
kelembagaan, pemberdayaan UMKM dan Ko-
perasi, pemanfaatan potensi zakat, wakaf, dan 
lembaga keuangan syariah, serta pengembangan 
usaha berbasis teknologi digital.

b.	 Mengintegrasikan dan mensinergikan berbagai 
program pemberdayaan ekonomi umat lintas 
sektor melalui forum tingkat nasional maupun 
regional secara berkala dan berkelanjutan. 

c.	 Mengembangkan program kemandirian pangan 
dan energi secara berkelanjutan berbasis sumber 
daya lokal dan teknologi ramah lingkungan.

d.	 Melakukan pembinaan, pendampingan dan ad-
vokasi UMKM dan koperasi  agar tumbuh menja-
di usaha yang sehat, mandiri, dan berdaya saing.

e.	 Memperluas kerja sama UMKM dan Koperasi 
dengan LKM Syariah, lembaga zakat, dan wakaf 
untuk mendukung pembiayaan serta pengem-
bangan usaha umat, serta mengintegrasikan dana 
ZISWAF dan dana sosial lainnya untuk penguatan 
usaha produktif masyarakat. 

f.	 Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM 
UMKM dan Koperasi melalui pendidikan, pela-
tihan dan pendampingan yang berorientasi 
pada peningkatan kualitas dan daya saing usaha 
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ekonomi umat. 
g.	 Mewujudkan LPEU MUI sebagai pusat pengem-

bangan ekosistem bisnis syariah yang inovatif, 
berkelanjutan, dan inklusif untuk memperkuat 
kemandirian ekonomi umat dalam kerangka 
ekonomi halal nasional.

h.	 Mengoptimalkan konsolidasi dan pengembangan 
kompetensi SDM serta tata kelola organisasi yang 
profesional, adaptif, dan berorientasi pada pe-
layanan inkubasi bisnis syariah.

i.	 Menyelenggarakan layanan inkubasi bisnis (in-
wall dan out-wall) dengan fokus pada pendam
pingan, mentoring, serta fasilitasi akses pasar dan 
pembiayaan.

j.	 Mengembangkan model bisnis sosial dan rintisan 
berbasis sains, ramah lingkungan, mandiri energi, 
dan berorientasi pada keberlanjutan.

k.	 Membangun ekosistem usaha berbasis teknologi 
dan platform digital yang memperkuat akses pa
sar, efisiensi operasional, dan jaringan bisnis sya-
riah.

l.	 Membina usaha umat agar berkembang dalam 
ekosistem ekonomi halal melalui pelatihan, serti-
fikasi, dan integrasi dengan rantai pasok halal.

11.	 Program Kerja Lembaga Sertifikasi Profesi Majelis 
Ulama Indonesia  (LSP MUI)

a.	 Mewujudkan LSP MUI sebagai lembaga sertifika-
si profesi yang kredibel, profesional, dan diakui 
secara nasional maupun internasional dalam me-
mastikan kompetensi SDM keagamaan, sehingga 
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berkontribusi pada penguatan mutu pelayanan 
keagamaan, ekonomi syariah, serta kehidupan 
beragama di Indonesia.

b.	 Melakukan pemetaan kebutuhan sertifikasi pro-
fesi di bidang keagamaan secara sistematis sesuai 
dinamika sosial, regulasi, dan tuntutan industri 
halal serta ekonomi syariah.

c.	 Menyusun, mengembangkan, dan memperbarui 
standar kompetensi serta skema sertifikasi profe-
si sesuai kebutuhan zaman dan tuntutan regulasi.

d.	 Menyiapkan dan meningkatkan kapasitas ase-
sor, penguji, dan tenaga pendukung sertifikasi 
melalui pelatihan berkelanjutan.

e.	 Membangun dan mengelola sistem infrastruk-
tur dasar sertifikasi, termasuk sistem informasi, 
sarana prasarana, serta mekanisme manajemen 
mutu.

f.	 Mengembangkan kemitraan dengan pemerintah, 
dunia usaha, lembaga pendidikan, dan stakehold-
er lainnya untuk sosialisasi, perencanaan, dan 
evaluasi sertifikasi.

g.	 Menyelenggarakan sertifikasi profesi sesuai re
gulasi nasional dan standar mutu internasional 
yang berlaku.

12.	 Program Kerja Lembaga Advokasi dan Koordinasi 
Kesehatan Majelis Ulama Indonesia (LAKK MUI)

a.	 Mewujudkan kesehatan umat yang paripurna, 
meliputi aspek fisik, mental, spiritual dan sosial 
baik kegiatan preventif, promotif, kuratif, reha-
bilitatif dan paliatif melalui pengembangan eko-
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sistem kesehatan syariah berbasis thibbun nabawi 
dan Islamic medicine, peningkatan literasi kese-
hatan umat, serta kemitraan strategis dengan pe-
merintah dan pemangku kepentingan.

b.	 Menguatkan kerja sama strategis dengan Ke-
menterian Kesehatan, lembaga pemerintah, dan 
komunitas keagamaan untuk menyusun dan 
mengimplementasikan program kesehatan mas-
yarakat yang terintegrasi.

c.	 Mengembangkan ekosistem layanan dan produk 
kesehatan syariah integrasi thibbun nabawi (hi-
jamah, ruqyah, herbal) yang profesional aman, 
berkualitas, halal dan toyyibah, serta mendorong 
implementasinya di layanan kesehatan syariah 
berbagai tingkatan mulai dari rumah sehat, griya 
sehat, faskes pratama dan faskes lanjutan dengan 
disusunnya buku pedoman dan panduan layanan 
kesehatan syariah integrasi thibbun nabawi, lem-
baga sertifikasi produk autentifikasi herbal thib-
bun nabawi untuk menjaga produk herbal thibbun 
nabawi, disusunya SKK Khusus SDM Professional  
Kesehatan Syariah integrasi thibbun nabawi ker-
jasama dengan LSP MUI. 

d.	 Menyelenggarakan edukasi publik, seminar, 
penyuluhan, dan riset kesehatan sayariah ber-
basis thibbun nabawi atau Islamic medicine un-
tuk memperkuat literasi kesehatan fisik, mental, 
spiritual dan sosial umat dengan berdirinya mas-
yarakat kesehatan syariah yang didukung 28 per-
kumpulan profesi kesehatan untuk menentukan 
persepsi dan literasi serta implementasi keseha-
tan syariah integrasi thibbun nabawi.
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13.	 Program Kerja Lembaga Advokasi dan Koordinasi 
Penanggulangan Bencana Majelis Ulama Indonesia 
(LAK-PB MUI)

a.	 Melakukan advokasi dan koordinasi penang-
gulangan bencana berkelanjutan berbasis nilai 
agama, kemanusiaan, dan profesionalisme yang 
mengakomodasi setiap fase penanggulangan 
bencana, yakni pra-bencana (mitigasi dan kesi
apsiagaan), saat bencana (respons darurat), dan 
pasca-bencana (rehabilitasi dan rekonstruksi), 
dengan pendekatan yang berbasis nilai-nilai kea-
gamaan. 

b.	 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, 
relawan, dan kader MUI dan ormas-ormas Islam 
serta lembaga penanggulangan bencana melalui 
program pendidikan, pelatihan, dan penguatan 
kompetensi secara berkelanjutan guna mencetak 
tenaga yang profesional, tangguh, dan berintegri-
tas dalam penanggulangan bencana.

c.	 Mengembangkan literasi kebencanaan yang in-
klusif melalui media, publikasi, dan pemanfaatan 
teknologi informasi untuk mendorong kesadaran, 
keterlibatan, dan peran aktif masyarakat dalam 
mengurangi risiko bencana.

d.	 Mengoordinirdan mendukung Lembaga/organi-
sasi di bidang kebencanaan dalam program mit-
igasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemu-
lihan pascabencana secara komprehensif dengan 
mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, syari-
ah, dan kearifan lokal.

e.	 Membangun sistem monitoring, evaluasi, dan 
pelaporan yang transparan, akuntabel, serta ber-
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basis data untuk memastikan efektivitas, efisien-
si, dan keberlanjutan program penanggulangan 
bencana.

f.	 Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya ma-
nusia, dana, dan sarana prasarana serta mem-
perkuat jaringan kerja sama dengan lembaga 
nasional maupun internasional dalam rangka 
memperluas jangkauan dan meningkatkan daya 
dukung program penanggulangan bencana.

g.	 Mempercepat pembentukan lembaga di tingkat 
provinsi, kabupaten, dan kota. Hal ini bertujuan 
untuk menciptakan jaringan yang kuat agar dapat 
bergerak lebih cepat dalam merespons bencana 
di berbagai daerah. 

14.	 Program Kerja Lembaga Seni Budaya dan Peradaban 
Islam Majelis Ulama Indonesia (LSBPI MUI)

a.	 Menumbuhkan dan mengedukasi literasi seni 
dan budaya Islami di tengah-tengah ummat khu-
susnya generasi muda dengan memanfaatkan ke-
majuan teknologi digital.

b.	 Mengukuhkan stategi kebudayaan umat dan 
peradaban Islam.

c.	 Menggali nilai warisan budaya Nusantara Islami.
d.	 Mendukung lahirnya produk karya seni dan bu-

daya Islami.
e.	 Konsolidasi elemen seni dan budaya Islam se-In-

donesia.
f.	 Menyempurnakan dan mencetak ulang buku Se-

jarah Islam Indonesia.
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15.	 Program Kerja MUI TV

a.	 Mempublikasikan dan mensosialisasikan kebi
jakan DP MUI dan kegiatan KBL secara terencana 
untuk memperkuat idenstitas dan citra organisa-
si (MUI)

b.	 Membuat produksi konten dakwah, edukasi kea-
gaamaan dan sosial kemasyarakatan sesuai misi 
dan visi organisasi yang membangun engagement 
umat/masyarakat.

c.	 Membentuk Tim Media yang kuat bersama 
melalui orientasi dan pengembangan SDM untuk 
menjawab tantangan era-digital

d.	 Melakukan Kemitraan dan Kolabirasi kemediaan 
dan produksi dengan instansi terkait, pemerin-
tah, akademisi, tokoh agama, aktivis sosial dan 
influencer muslim yang sejalan dengan misi dan 
misi organisasi.

16.	 Program Kerja Badan Pembinaan dan Pengemban-
gan Organisasi Majelis Ulama Indonesia (BPPO 
MUI)

a.	 Melakukan kajian, harmonisasi, dan penyempur-
naan Peraturan Organisasi (PO) MUI agar lebih 
relevan, konsisten, dan responsif terhadap kebu-
tuhan internal maupun tantangan eksternal.

b.	 Sosialisasi PO MUI ke seluruh tingkatan MUI di 
daerah, guna memastikan pemahaman dan pe
nerapan yang seragam.

c.	 Melakukan kajian dan review terhadap nota ke
sepahaman/kerja sama.

d.	 Menjalankan mekanisme monitoring dan evalua-
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si di MUI Provinsi sebagai sarana kontrol, penga-
wasan, serta perbaikan organisasi MUI.

e.	 Optimalisasi penerapan Sistem Manajemen Mutu 
ISO 9001:2015 dan sistem ISO lainnya.

f.	 Meningkatkan kompetensi, kapasitas, dasn profe-
sionalitas SDM di lingkungan MUI melalui pela-
tihan, pendidikan, dan program pengembangan 
lainnya.

g.	 Menghimpun serta mengelola database pengurus 
MUI, sekaligus mengatur sistem administrasi se-
cara terintegrasi.

B. 	 PROGRAM PRIORITAS (UNGGULAN)

Program prioritas (unggulan) yang menjadi komitmen untuk 
dilaksanakan selama 5 (lima) tahun ke depan meliputi:

a.	 Menyelenggarakan Intensifikasi Kader Ulama: Program 
pendidikan dan pelatihan 1.000 kader ulama yang me
nguasai teknologi informasi, media sosial, dan platform 
digital untuk menyebarkan dakwah Islam wasathiyah dan 
menangkal radikalisme di era global.

b.	 Mengembangkan Ekosistem Ekonomi Syariah Nasional: 
Memperkuat ekosistem ekonomi syariah yang terintegrasi 
mulai dari lembaga keuangan syariah, lembaga bisnis sya-
riah dan lembaga perekonomian syariah, hingga lembaga 
sosial keagamaan syariah untuk mewujudkan kedaulatan 
ekonomi umat dan kesejahteraan rakyat.

c.	 Meluncurkan Gerakan Nasional Dakwah Digital Wa
sathiyah: Mengembangkan platform media sosial, aplika-
si mobile, dan konten multimedia untuk menjangkau 100 
juta Muslim Indonesia dengan pesan Islam wasathiyah 
yang moderat, toleran, dan berkemajuan.
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d.	 Memperkuat Jaringan MUI se-Indonesia: Meningkatkan 
koordinasi, sinergi, dan kapasitas MUI di 36 provinsi dan 
514 kabupaten/kota melalui standardisasi program, pe
ningkatan SDM, dan integrasi sistem informasi untuk me-
mastikan keseragaman dan efektivitas program di seluruh 
Indonesia.

e.	 Menerapkan Standar Internasional (ISO): Implementasi 
sistem manajemen mutu ISO pada level pusat dan provin-
si untuk meningkatkan tata kelola organisasi.

Rincian kegiatan dalam program prioritas dapat diperluas 
sesuai kebutuhan yang akan dibahas dan diputuskan dalam 
Musyawarah Kerja Nasional Majelis Ulama Indonesia (Muker-
nas MUI).

C. 	 PROGRAM RINTISAN

Program rintisan yang menjadi komitmen untuk dilaksanakan 
selama 5 (lima) tahun ke depan meliputi:

a.	 Pusat Studi Islam dan Kedaulatan Bangsa: mengkaji dan 
merumuskan konsep kedaulatan bangsa dari perspektif 
Islam, menganalisis isu-isu strategis nasional, dan mem-
berikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah. 

b.	 Eco Green Pesantren; Mengembangkan pesantren ramah 
lingkungan berbasis prinsip khalifah fil ardh melalui pen-
erapan teknologi hijau (energi terbarukan, daur ulang air, 
pengelolaan sampah berkelanjutan, pertanian organik). 
Program ini mencetak santri dengan kesadaran ekologis 
tinggi yang menjadi pelopor gerakan hijau berbasis syari-
ah, sekaligus menjadikan pesantren sebagai pusat eduka-
si lingkungan hidup bagi Masyarakat.

c.	 Ekosistem Ekonomi Haji, Membangun ekosistem eko
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nomi haji terintegrasi melalui optimalisasi dana haji 
produktif, pengembangan UMKM dan koperasi berbasis 
jamaah haji/umrah, serta penciptaan produk halal lokal 
untuk kebutuhan ibadah. Program ini mengoptimalkan 
potensi ekonomi 221.000+ jamaah haji per tahun untuk 
meningkatkan kesejahteraan umat dan memperkuat 
ekonomi syariah nasional dengan pengelolaan yang trans-
paran dan amanah.

d.	 Pengembangan dan Penguatan Diplomasi Wasathiyah, 
merumuskan dan mengimplementasikan Langkah-lang-
kah diplomasi wasathiyaj melalui diseminasi konsep serta 
pengembangan jaringan dan Kerjasama global berbais ke-
pada prinsip wasathiyah

D. 	 PELAKSANAAN PROGRAM

1.	 Dalam implementasi program akan dibahas dan ditetap-
kan setiap tahun dalam Musyawarah Kerja Nasional MUI. 
Program komisi, badan dan lembaga hendaknya mencak-
up: (a) jenis kegiatan; (b) tujuan, target & sasaran; (c) rin-
cian kegiatan; (d) pelaksana kegiatan; (e) jadwal; dan (f) 
sumber dana.

2.	 Pelaksanaan program kerja dapat dilakukan dengan 
bekerjasama dengan institusi atau lembaga lain, baik 
Pemerintah maupun non Pemerintah, seperti (a) Islam-
ic Development Bank (IDB); (b) bank syariah; (c) Bai
tul Maal wat-Tamwil (BMT); (d) kementerian; (e) Badan 
Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah 
(BUMD); (f) Badan Amil, Zakat, Infaq, dan Shadaqah Na-
sional (BAZNAS) dan Badan Amil, Zakat, Infaq, dan Sha-
daqah Daerah (BAZDA); (g) koperasi syariah; (h) Pengu-
saha Nasional/Daerah; dan (i) perusahaan teknologi serta 



242 Himpunan Keputusan Musyawarah Nasional XI

platform digital.
3.	 Memaksimalkan program lanjutan yang sudah menjadi 

program rutin (baik bulanan dan tahunan), seperti semi-
nar bulanan ekonomi syariah, halal expo, success syariah 
Metro, Global Halal Summit, dan program digital transfor-
mation.

4.	 Pelaksanaan program dioptimalkan dalam rangka mem-
perkuat konsep Islam Indonesia yang unggul, toleran, dan 
berkemajuan serta siap menghadapi tantangan era Soci-
ety 5.0.

5.	 Implementasi GBP akan dimonitor dan dievaluasi secara 
berkala melalui mekanisme pelaporan yang akan ditetap-
kan dalam Mukernas, dengan evaluasi komprehensif 
pada pertengahan dan akhir periode.

6.	 Pelaksanaan GBP memerlukan koordinasi yang sinergis 
antara MUI Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota, dengan 
mekanisme koordinasi yang akan diatur lebih lanjut da-
lam Mukernas.

VI. 	PENUTUP

a.	 Demikian Garis-Garis Besar Program Kerja (GBPK) Maje-
lis Ulama Indonesia Masa Khidmat 2025-2030 untuk dija-
dikan sebagai pedoman penyusunan program kerja dan 
kegiatan yang akan ditetapkan melalui Musyawarah Kerja 
Nasional dan kebijakan organisasi.

b.	 GBPK MUI Masa Khidmat 2025-2030 ini disusun den-
gan memperhatikan aspek kesinambungan dari GBPK 
MUI periode sebelumnya, aspirasi masyarakat, serta 
memperhatikan potensi, kekuatan dan kelemahan yang 
dimiliki MUI, serta peluang dan tantangan yang ada da-
lam meneguhkan kedaulatan bangsa dan mewujudkan 
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kesejahteraan rakyat. Dengan demikian diharapkan pro-
gram-program MUI merupakan program yang terukur 
dan dapat dilaksanakan sehingga membawa kemaslaha-
tan, kemajuan, dan kesejahteraan umat dan bangsa ser-
ta menjadi bukti akan manfaat kehadiran dan eksistensi 
organisasi MUI dalam memperkuat kedaulatan dan kese-
jahteraan bangsa Indonesia.

c.	 GBPK MUI Masa Khidmat 2025-2030 ini berfungsi sebagai 
acuan dalam penyusunan program Majelis Ulama Indo-
nesia baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota dan 
kecamatan. Pelaksanaan program sesuai GBPK MUI Masa 
Khidmat 2025-2030 ini menjadi salah satu tolok ukur 
keberhasilan MUI selama 5 tahun ke depan (2025-2030) 
dalam berkhidmah kepada umat dan bangsa Indonesia 
untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, sejahtera, 
dan berkeadilan.

PIMPINAN SIDANG PLENO X
MUSYAWARAH NASIONAL XI MAJELIS ULAMA INDONESIA

                 Ketua,				    Sekretaris,

     K.H. Masduki Baidlowi		    Drs. H. Pasni Rusli

PIMPINAN SIDANG KOMISI C (PROGRAM KERJA)
MUSYAWARAH NASIONAL XI MAJELIS ULAMA INDONESIA

                Ketua,		     Sekretaris,

Dr. K.H. M. Sodiqun, M.Si., M.E.          Dr. Hj. Erni Juliana Al Hasanah N, S.E., M.Ak
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Tim Perumus:
Ketua		    : Dr. K.H. M. Sodiqun, M.Si., M.E. 	
Wakil Ketua		   : Dr. H. Rahmat Hidayat, S.E., M.T.	       	
Sekretaris		    : Dr. Hj. Erni Juliana Al Hasanah N, S.E., M.Ak.	
Wakil Sekretaris : Dr. Ir. H. Hayu S. Prabowo, M.Hum.	              
Anggota	     	   : 1.  Prof. Dr. Endang Soetari Ad, M.Si.	
 		      2.  Prof. Dr. Armai Arief, M.Ag.
		      3.  Prof. Dr. Ir. H. Mohammad Jafar Hafsah, IPU.
			       4.  Drs. Bunyan Saptomo, M.A.
			       5.  Dra. Hj. Nilmayetti Yusri, M.Si.
			       6.  Dr. Ki Agus M. Faisal
			       7.  Drs. H. Ahmad Baidun, M.Si .	
			       8.  H. Ahmad Azharudin Latif, M.Ag., M.H.

Tim Asistensi SC:  1.  H. Chairul Lutfi, S.H.I., S.H., M.H., C.Med.
			        2.  Muhammad Abdullah Darraz, MA., M.Ud.
			        3.  Dr. Zulfi Amri, S.Pd., M.Si.
			        4.  Jiaul Haq, M.Si.

Sekretariat TA SC: Dara Amirah Balqis, S.Kom., S.Si.
Notulis		    : 1.  Mita Agustiani, S.E., M.M.
			         2. Indah Luthfiyati



SURAT KEPUTUSAN
MUSYAWARAH NASIONAL XI 
MAJELIS ULAMA INDONESIA

-----------------------------------------------
Nomor: Kep-9/Munas-XI/2025

Tentang
REKOMENDASI

MAJELIS ULAMA INDONESIA

Musyawarah Nasional XI Majelis Ulama Indonesia yang ber-
langsung pada tanggal 29-30 Jumadil Awal dan 1-2 Jumadil Akhir 
1447 H/20-23 November 2025 M di Jakarta, setelah:

Menimbang	 : 

Mengingat        	 :	 1.  Al-Quran 
2.	 Sunnah Rasulullah SAW.
3.	 Pancasila.
4.	 Undang-Undang Dasar Negara Re-

publik Indonesia Tahun 1945.
5.	 Pedoman Dasar dan Pedoman Ru-

mah Tangga MUI.

MAJELIS ULAMA INDONESIA
WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA, ZU’AMA DAN CENDEKIAWAN MUSLIM

Jalan Proklamasi No. 51 Menteng Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31902666-3917853, Fax. 021-31905266
Website: http://www.mui.or.id, http://www.mui.tv    E-mail: sekretariat@mui.or.id

Kerangka Acuan dan Tata Tertib Musya
warah Nasional XI Majelis Ulama Indo-
nesia Tahun  2025.
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1.	 Sambutan Ketua Dewan Pertim
bangan MUI pada Pembukaan 
Musyawarah Nasional XI MUI Ta-
hun 2025.

2.	 Sambutan Ketua Umum Dewan 
Pimpinan MUI pada Pembukaan 
Musyawarah Nasional XI MUI Ta-
hun 2025.

3.	 Sambutan Menteri Agama RI pada 
Pembukaan Musyawarah Nasional 
XI MUI Tahun 2025.

4.	 Sambutan Ketua MPR RI pada Pem-
bukaan Musyawarah Nasional XI 
MUI Tahun 2025.

5.	 Laporan Komisi D (Rekomendasi) 
tentang Rekomendasi MUI pada Si-
dang Pleno X Munas XI MUI Tahun 
2025.

6.	 Pendapat, usul-usul dan saran-sa-
ran dari para peserta Sidang Pleno X 
Munas XI MUI Tahun 2025.

1.	 Hasil Keputusan Komisi D (Reko-
mendasi) tentang Rekomendasi Ma-
jelis Ulama Indonesia sebagaimana 
tercantum pada lampiran Surat Ke-
putusan ini.

2.	 Munas XI MUI mengamanatkan ke-

Memperhatikan

Menetapkan

:

:

Dengan bertawakal kepada Allah SWT: 

M E M U T U S K A N
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pada Dewan Pimpinan MUI untuk 
menyempurnakan redaksi dari ke-
putusan ini.

3.	 Munas XI MUI mengamanatkan ke-
pada Dewan Pimpinan MUI untuk 
melaksanakan dan mensosialisa-
sikan Rekomendasi Majelis Ulama 
Indonesia hasil Munas XI MUI agar 
dapat diketahui dan dilaksanakan.

4.	 Keputusan ini berlaku sejak ditetap
kan dan apabila ada kekeliruan di 
kemudian hari akan dilakukan per-
baikan seperlunya

Ditetapkan di 	: JAKARTA
Tanggal	 : 1 Jumadil Akhir 1447 H
 		     22  November  2025   M

MUSYAWARAH NASIONAL XI
MAJELIS ULAMA INDONESIA TAHUN 2025

					   
PIMPINAN SIDANG PLENO X

                     Ketua,		                           Sekretaris,

 K.H. MASDUKI BAIDLOWI	   	           Drs. H. PASNI RUSLI
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REKOMENDASI 
MAJELIS ULAMA INDONESIA 

Bismillahirrahmanirrahim 

Musyawarah Nasional XI Majelis Ulama Indonesia Tahun 2025 
pada tanggal 20-23 November 2025 di Hotel Mercure Jakarta, de
ngan bertawakal kepada Allah SWT mempertimbangkan berbagai 
persoalan dan dinamika perkembangan pada konteks dunia in-
ternasional dan nasional. Melalui diskusi dan pembahasan yang 
dilakukan secara mendalam, kritis, objektif, dan konstruktif, MU-
NAS XI MUI mengeluarkan rekomendasi sebagai berikut.

A.	 Masalah Internasional 

1.	 Fakta bahwa umat Islam masih sangat lemah dalam 
mewujudkan persatuan global. Munas XI MUI menyeru-
kan negara yang tergabung dalam Organisasi Kerja Sama 
Islam (OKI) untuk meningkatkan kerja sama dan berpe
ran aktif dalam mencapai kesejahteraan umat dan perda-
maian dunia. 

2.	 Sesuai amanat Pembukaan UUD 1945 alinea IV yang me-
negaskan komitmen Pemerintahan Negara Indonesia 
ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan 
kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 
Munas XI MUI mendukung pemerintah RI melaksanakan 
politik luar negeri bebas aktif, untuk melahirkan tatanan 
dunia yang aman, damai, sejahtera, dan berpartisipasi 
dalam upaya pemeliharaan perdamaian global, termasuk 
dalam penanganan konflik di berbagai wilayah seperti, 
konflik Israel-Palestina, Rusia-Ukraina, Thailand-Kambo-
ja, Sudan, dan Libya.

3.	 Dunia saat ini berada pada era nuklir yang ditandai de
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ngan perkembangan teknologi informasi dan potensi ter-
jadinya perang informasi melalui serangan cyber, dapat 
mengurangi kemampuan pencegahan (deterrence), se-
hingga terbuka kemungkinan senjata nuklir digunakan 
sebagai senjata taktis dalam konflik internasional untuk 
mencapai tujuan politik dan militer. Hal ini merupakan 
potensi ancaman terhadap kelangsungan peradaban 
manusia. Munas XI MUI menyerukan kepada seluruh ne
gara pemilik senjata nuklir untuk lebih mengedepankan 
pendekatan diplomasi dalam penyelesaian konflik dan 
menghindari pemakaian senjata pemusnah massal sebagai 
upaya pencegahan timbulnya perang berskala global.

4.	 Gencatan senjata berhasil dicapai antara Israel-Pales-
tina di Gaza, namun sampai saat ini Israel masih terus 
melakukan pelanggaran kekerasan bersenjata terhadap 
warga Palestina,  sehingga korban masih terus berjatuh
an di Gaza. Oleh karena itu, MUI  meminta perhatian 
dunia internasional dan seluruh kekuatan masyarakat 
sipil  dan jaringan advokasi internasional untuk semakin 
memperkuat solidaritas global melakukan tekanan pub-
lik kepada Israel dan Amerika untuk mematuhi gencatan 
senjata, menjaga momentum gencatan senjata menuju 
Palestina merdeka,  dan mendorong PBB dan mendukung 
pemerintah RI menghadirkan pasukan perdamaian in-
ternasional di Gaza. MUI juga meminta dilakukan  pen-
egakan hukum humaniter internasional merealisasikan 
keputusan ICC atas  pelanggaran kemanusiaan dan geno-
sida oleh rezim Netanyahu. 

5.	 Dunia Islam saat ini menghadapi persoalan menguatnya 
disinformasi dan mispersepsi mengenai Islam, sehing-
ga menimbulkan persepsi negatif bahwa Islam identik 
dengan terorisme,  kekerasan dan intoleransi  yang me
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rugikan Islam secara sosial politik. MUI menyerukan dan 
mendorong umat menerapkan nilai-nilai diplomasi ke-
manusiaan lintas negara berbasis nilai Islam rahmatan lil 
alamin dan meminta negara di dunia untuk menghenti-
kan ‘Islamophobia’ dalam berbagai bentuknya,  dan ber-
sama-sama membangun  kerukunan internasional supaya 
dapat dicapai kehidupan bersama yang mengedepankan 
moralitas dan keadaban serta perdamaian internasional. 

6.	 Saat ini umat Islam di dunia menghadapi masalah kemis
kinan dan ketimpangan sosial serta kualitas sumber daya 
manusia yang lemah, sehingga mengalami ketertinggalan 
di bidang kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Isu 
geopolitik dan ‘proxy war’ yang manipulatif  juga meru-
gikan  Islam dan umat Islam. Munas XI MUI memandang 
pentingnya umat Islam meningkatkan kualitas dan kapa-
sitas intelektual dan spiritual untuk menghadapi tantan-
gan global dan ketertinggalan secara sosial, pendidikan, 
ilmu pengetahuan, teknologi, dan sosial ekonomi, sehing
ga dapat berperan  aktif di masyarakat global dalam mem-
bangun tatanan global yang lebih adil dan setara.  

7.	 Persoalan kedaulatan wilayah dan isu perbatasan seperti 
kasus Ambalat yang saat ini masih menjadi sengketa per-
batasan Indonesia-Malaysia memerlukan penanganan 
diplomatik dan kepatuhan terhadap hukum internasi-
onal. Munas XI MUI mendorong Pemerintah Indonesia 
untuk senantiasa mengedepankan diplomasi konstruktif 
guna menjaga stabilitas kawasan, integritas,  dan kedaulat
an teritorial negara Indonesia.

8.	 Beberapa negara dengan penduduk minoritas Muslim 
saat ini masih menghadapi konflik berkepanjangan yang 
menyebabkan penderitaan dan pelanggaran hak asasi 
manusia, seperti Muslim Rohingya di Myanmar, Muslim 
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Uighur di Xinjiang serta Muslim di Kashmir dan Sudan 
masih memerlukan perhatian dan dukungan yang sub-
stansial dari komunitas internasional. Munas XI MUI 
menyerukan agar isu-isu tersebut menjadi bagian prior-
itas dalam agenda kemanusiaan dunia Islam. Munas XI 
MUI juga memandang perlunya pemerintah Indonesia 
mengambil peran aktif dalam konflik sebagai mediator 
diantara kedua pihak yang berselisih.

9.	 Masalah perubahan iklim dan kerusakan lingkungan hi
dup telah mengancam keberlanjutan kehidupan manusia 
dan keseimbangan ekosistem. Munas XI MUI mendorong 
kerjasama internsional dan lintas agama untuk kelestari-
an alam dan kesediaan untuk generasi mendatang.

B.	 Masalah Nasional

1.	 Kualitas demokrasi Indonesia mengalami penurunan da-
lam 15 tahun terakhir ini yang ditunjukkan oleh berbagai 
hasil survei menempatkan Indonesia sebagai ’flawed 
democracy’ (demokrasi cacat). Salah satu indikatornya 
adalah lemahnya oposisi dan ’checks and balances’. Par-
tai politik di DPR bergabung dalam koalisi partainya pe-
merintah, sehingga memunculkan kekuatan hegemonik 
di DPR dan melemahkan DPR dalam menyalurkan dan 
memperjuangkan aspirasi rakyat. Oleh karena itu, MUI 
menekankan perlunya membangun sistem ’checks and 
balances’ yang lebih baik supaya partai politik dapat 
melaksanakan fungsinya memperjuangkan dan menya
lurkan aspirasi rakyat, dan DPR dapat lebih kuat dalam 
menjalankan fungsinya sebagai lembaga perwakilan 
rakyat.  

2.	 Praktek politik uang, jual beli suara, dan politik transak-
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sional semakin menguat dalam pemilu legislatif dan pilka-
da serta telah merusak kualitas dan integritas proses dan 
hasil pemilu. Sistem  pemilu proporsional terbuka dengan 
sistem ’popular vote’ (penetapan calon terpilih berdasar-
kan suara terbanyak) yang digunakan dalam pemilu era 
reformasi dan sistem pemilihan kepala daerah langsung 
telah menyebabkan ’high cost politics’ (politik berbiaya 
tinggi).  Dalam kaitan ini Munas XI MUI berpendapat 
perlunya segera melakukan evaluasi menyeluruh terh-
adap sistem pemilu proporsional daftar calon terbuka 
menjadi tertutup dan sistem pemilihan kepala daerah se-
cara langsung, dan meminta DPR dan pemerintah untuk 
segera merevisi Undang-undang Pemilu dan Undang-un-
dang Pilkada.  

3.	 Praktek korupsi semakin terstruktur, sistematis, dan 
massif dari segi kuantitas maupun kualitas yang setiap 
tahunnya  telah merugikan keuangan negara dan telah 
memiskinkan rakyat Indonesia. Praktek korupsi, kolusi, 
dan nepotisme yang dilakukan bersama para aktor politik 
(politisi, pejabat publik dan birokrat) dan kalangan oli-
garki (pengusaha) menyebabkan korupsi sulit diberantas. 
Fenomena ini semakin diperparah oleh budaya “flexing” 
atau pamer kekayaan di ruang publik dan media sosial 
yang sering kali berasal dari hasil kejahatan atau sumber 
yang tidak jelas, sehingga menormalisasi gaya hidup he-
donistik dan melemahkan moralitas sosial.  Oleh karena 
itu,  Munas XI MUI  mendorong pemerintah mewujudkan 
supremasi hukum  yang adil dan transparan, memberikan  
hukuman seberatnya kepada para koruptor agar menim-
bulkan efek jera, dan perlindungan hukum untuk saksi 
dan pelapor. Mendukung percepatan pengesahan Un-
dang-undang tentang Perampasan Aset agar pengambila-



253Majelis Ulama Indonesia Tahun 2025

lihan  dan perampasan aset dari para koruptor bisa segera 
terealisasi.  

4.	 Dinamika demokrasi dan pelaksanaan hak kebebasan 
berpendapat memerlukan pendekatan yang arif dan 
bijaksana untuk menghindari ekses negatif. Munas XI 
MUI menghimbau seluruh pihak agar menggunakan hak 
demokrasi secara bertanggung jawab, sehingga tercipta 
stabilitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

5.	 Demonstrasi mahasiswa dan masyarakat tentang tuntut-
an pembatalan kenaikan tunjangan DPR, transparansi, 
dan revisi kebijakan ketenagakerjaan yang berujung pada 
bentrokan antara massa dengan aparat disertai penggu-
naan gas air mata dan water cannon. Dalam situasi ini, 
Munas XI MUI mengapresiasi respon pemerintah terha-
dap tuntutan masyarakat, namun menyesalkan kelalaian 
pengawalan dan penanganan keamanan yang menga-
kibatkan korban jiwa dan kerusakan harta benda dari 
berbagai pihak. Munas XI MUI juga menegaskan perlunya 
evaluasi menyeluruh atas sistem keamanan nasional agar 
berkarakter humanis. MUI  berpendapat bahwa demon-
strasi adalah hak politik warga negara dan bagian dari 
kebebasan berekspresi serta menyampaikan aspirasi yang 
dijamin oleh UUD 1945, namun tetap menaati peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.  

6.	 Untuk mencegah terulangnya aksi massa yang berpoten-
si menimbulkan kerusuhan serta kerugian jiwa dan harta 
benda, Munas XI MUI menyerukan agar pemerintah le
bih peka dan berempati terhadap kesulitan yang dihada-
pi rakyat. Pemerintah juga perlu menghindari pembuat
an regulasi yang mempersulit kehidupan rakyat, tidak 
mengeluarkan statement yang menyinggung perasaan 
masyarakat, serta menjauhi perilaku hedonis, hidup ber-
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mewah-mewah, foya-foya, dan pamer kekayaan (flexing) 
yang melukai perasaan rakyat yang mayoritas hidup da-
lam kesusahan ekonomi. Munas XI MUI memandang bah-
wa akar utama dari demonstrasi besar-besaran adalah ke-
cemburuan sosial akibat ketimpangan dan ketidakadilan. 
Oleh karena itu, pemerintah harus segera mengambil ke-
bijakan ekonomi yang sungguh-sungguh berpihak kepada 
rakyat, untuk mengurangi kesenjangan dan kemiskinan, 
serta meningkatkan kesejahteraan rakyat demi menjaga 
harmoni kehidupan berbangsa.

7.	 Perkembangan kecerdasan buatan (AI) yang pesat meng-
hadirkan peluang besar untuk meningkatkan kualitas 
hidup, efisiensi pelayanan publik, serta kemajuan ilmu 
pengetahuan dan ekonomi digital. Namun, di balik po-
tensi tersebut, tetap perlu diwaspadai berbagai dampak 
negatifnya terkait etika, akuntabilitas, dan dampak sosial. 
Oleh karena itu, Munas XI MUI mendorong pemerintah 
untuk segera menyusun pedoman tata kelola dan peman-
faatan AI serta media sosial yang berorientasi pada prin-
sip etika, tanggung jawab, transparansi, dan kemaslahat
an umat, agar teknologi ini benar-benar menjadi sarana 
kebaikan dan keadilan sosial. 

8.	 Pemerintah telah mencabut status Proyek Strategis Na-
sional (PSN) dari proyek Pantai Indah Kapuk (PIK) II 
Tropical Coastland sebagai respons atas aspirasi mas-
yarakat. Munas XI MUI mengapresiasi langkah pemerin-
tah atas pencabutan PSN tersebut, namun menekankan 
pentingnya evaluasi menyeluruh oleh pemerintah terh-
adap semua proyek yang berstatus Proyek Strategis Na-
sional (PSN) yang bermasalah agar pelaksanaannya be-
nar-benar sesuai dengan prinsip kemaslahatan umum, 
keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Evaluasi 
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ini diperlukan untuk memastikan bahwa setiap PSN tidak 
hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi 
juga memperhatikan dampak sosial, ekologis, dan kese-
jahteraan masyarakat di sekitar wilayah proyek. Munas 
XI MUI juga menuntut penegakan hukum harus diterap-
kan terhadap pelanggaran yang berpotensi menimbulkan 
kemudharatan bagi masyarakat terdampak, seperti kasus 
mafia tanah dan mafia hukum.

9.	 Hak kepemilikan tanah (Haqqul Milkiyah) dalam Islam 
adalah amanah dari Allah yang harus digunakan untuk 
kemaslahatan umum (Maslahah ‘Āmmah) dan kelestari-
an alam, bukan semata-mata untuk keuntungan pribadi 
(Manfa’ah Zātiyah). Munas MUI XI menghimbau secara 
intensif melakukan sosialisasi dan edukasi kepada umat, 
khususnya para investor dan developer, mengenai Etika 
Kepemilikan Tanah yang berbasis Syariah, menekankan 
bahwa investasi yang mengabaikan alam adalah investasi 
yang dapat merusak keseimbangan alam.

10.	 Program pemerataan kesejahteraan, seperti program 
Makan Bergizi Gratis, membangun ketahanan pangan 
dan kemandirian ekonomi masyarakat desa  melalui pro-
gram Koperasi Desa Merah Putih di seluruh desa Indo-
nesia. Pembagian lahan perkebunan hasil sitaan untuk 
rakyat Indonesia dan pembagian seribu kapal modern 
penangkap ikan untuk para nelayan Indonesia, merupa-
kan langkah strategis dalam mendukung kemakmuran 
rakyat. Munas XI MUI mendukung penuh pelaksanaan 
program tersebut demi tercapainya keadilan sosial dalam 
rangka menjalankan Pasal 33 UUD 1945 sebagai landasan 
utama pembangunan ekonomi nasional karena pasal 
tersebut menegaskan bahwa perekonomian disusun se-
bagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan 
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pemerataan. Sekaligus mendukung kebijakan Kementeri-
an Keuangan saat ini agar program tersebut serius dilak-
sanakan oleh pemerintah ataupun masyarakat, sebagai 
bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi 
yang inklusif dan berkelanjutan serta memperkuat keta
hanan dan kemandirian ekonomi nasional.

11.	 Adanya permasalahan dalam pelaksanaan program 
Makan Bergizi Gratis (MBG), seperti monopoli pengelo-
laan, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan, serta 
keracunan makanan perlu mendapat perhatian serius 
pemerintah. Munas XI MUI berpendapat perlunya evalu-
asi menyeluruh terhadap tata kelola dan pelaksanaannya. 
Munas XI juga memandang bahwa program tersebut tidak 
hanya untuk meningkatkan kualitas gizi anak, tetapi juga 
meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat melalui 
pelibatan partisipasi masyarakat dan penguatan UMKM. 

12.	 Pengelolaan dana haji dan umrah memerlukan trans-
paransi dan profesionalisme agar dapat memberikan 
kemaslahatan maksimal. Munas XI MUI mendukung 
penguatan kinerja Kementerian Haji dan Umrah dan 
mendorong pengelolaan dana haji yang sesuai dengan 
kaidah syariah, dan penguatan manajemen Kementerian 
Haji dan Umrah demi kemaslahatan jamaah haji.

13.	 Penguatan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah na-
sional, mulai dari sektor perbankan, asuransi pasar mo
dal, industri halal, hingga sektor riil adalah fondasi bagi 
kemandirian umat dan pertumbuhan ekonomi nasional. 
Munas XI MUI mendorong pemerintah dan pemangku 
kepentingan dalam memperkuat fondasi ekonomi syari-
ah di seluruh sektor dengan membentuk Badan Pengelo-
laan Keuangan Syariah.

14.	 Data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Ke
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uangan (PPATK) tahun 2025 memperkirakan perputaran 
transaksi judi online dan pinjaman online mencapai 
Rp1.200 triliun, dengan potensi kerugian negara hing-
ga Rp1.000 triliun jika tidak ada penangan secara serius. 
Judi online dan pinjaman online telah mengakibatkan 
penurunan ekonomi keluarga, peningkatan utang dan ke-
miskinan, kehancuran rumah tangga, menurunnya pro-
duktivitas pekerja, serta krisis sosial dan kesehatan men-
tal. Munas XI MUI memandang fenomena ini merupakan 
darurat nasional yang tidak hanya melanggar hukum dan 
moral, tetapi juga menghancurkan masa depan generasi 
bangsa, sehingga diperlukan terobosan kebijakan pemer-
intah untuk  secara tegas melarang dan menghapus situs 
judi online dalam segala bentuknya dan menertibkan 
pinjaman online yang meresahkan dan merugikan mas-
yarakat.

C.	 Masalah Kemasyarakatan dan Keumatan

1.	 Permasalahan perbedaan pandangan seputar mazhab, isu 
furu’iyyah, dan isu nasab kerap menjadi sumber konflik 
dan polemik internal umat. Munas XI MUI menyerukan 
agar umat Islam mengedepankan ukhuwah Islamiyah, 
dan menghindari konflik dan polemik untuk memperkuat 
persatuan guna menghindari perpecahan yang dapat 
melemahkan posisi umat dalam menghadapi tantangan 
global. Semua isu perbedaan yang ranahnya ilmiah dan 
akademik disikapi dengan cara ilmiah dan akademik, ti-
dak dengan sentimen SARA.

2.	 Hak dan kebebasan warga negara untuk mengontrol per-
ilaku pejabat publik merupakan bagian tak terpisahkan 
dari sistem demokrasi, namun tetap harus berlandaskan 
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etika dan ketentuan hukum yang berlaku. Munas XI MUI 
mendukung kebebasan menyampaikan aspirasi sepan-
jang dilakukan dengan adab, etika, dan tidak bertentang
an dengan hukum yang berlaku.

3.	 Masalah kemiskinan, ketimpangan sosial, dan pengang-
guran yang masih tinggi dalam masyarakat menimbulkan 
gejolak sosial berdampak kepada keamanan. Oleh karena 
itu, Munas XI MUI mendorong agar pemerintah secara 
serius mengupayakan pengentasan kemiskinan, penye-
diaan lapangan kerja, pelatihan keterampilan kerja secara 
menyeluruh, akses lapangan pekerjaan berbasis keadilan 
untuk mewujudkan kesejahteraan.

4.	 Optimalisasi potensi zakat, infak, sedekah, dan wakaf 
(ZISWAF) produktif sebagai instrumen kemandirian 
ekonomi umat dan pengentasan kemiskinan masih be-
lum terealisasi dengan baik. Munas XI MUI menyerukan 
kepada pemerintah, ormas Islam, lembaga amil zakat, 
dan nazir wakaf dengan berpedoman pada peraturan 
perundangan dan fatwa MUI untuk terus meningkatkan 
optimaslisasi potensi ZISWAF dan pengelolaannya secara 
strategis pada program pendidikan, dakwah, kesehatan, 
dan pemberdayaan masyarakat.

5.	 Unsur penting dalam masyarakat adalah keluarga sebagai 
unit terkecil sekaligus penentu keberhasilan pembangunan 
nasional. Ketahanan keluarga merupakan prasyarat utama 
dalam membangun bangsa yang unggul. Munas XI MUI 
menyerukan sinergi antara pemerintah dan masyarakat 
untuk mewujudkan keberhasilan program ketahanan kel-
uarga yang menjadi pondasi ketahanan di berbagai bidang, 
termasuk penguatan pendidikan karakter melalui ketelad-
anan, penghapusan kekerasan serta penguatan adab dan 
akhlak sejak dini di lingkungan keluarga.
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6.	 Di tengah tantangan melemahnya ekonomi masyarakat 
dan meningkatnya pengangguran dan yang kehilangan 
pekerjaan, Munas XI MUI menghimbau agar seluruh ele
men bangsa meningkatkan solidaritas dan kesetiakawa-
nan sosial dengan mewujudkan sikap hidup sederhana, 
saling tolong-menolong dan saling berbagi, menjauhi 
sikap hidup bermewah-mewah dan pamer kekayaan, se-
hingga tidak menimbulkan kecemburuan sosial di antara 
warga bangsa.

7.	 Perilaku menyimpang seperti, konsumsi narkoba, memi-
num minuman keras dan LGBT, menjadi tantangan seri-
us dalam menjaga moralitas masyarakat. Munas XI MUI 
mendorong pemerintah dan aparat penegak hukum 
melakukan langkah preventif yang nyata, mengajak mas-
yarakat untuk meningkatkan kontrol sosial melalui ke
arifan lokal dan kepedulian keluarga melalui pendidikan 
keluarga dalam pengembangan kurikulum di sekolah agar 
tercipta lingkungan yang baik dan berakhlak mulia, serta 
sanksi sesuai hukum yang berlaku. 

8.	 Kasus bullying menunjukkan tren peningkatan dan men-
jadi isu serius bagi dunia pendidikan yang berdampak 
pada kesehatan mental korban dan rasa tidak aman di 
lingkungan sekolah. Munas XI MUI merekomendasikan 
agar pemerintah bersama lembaga pendidikan dan kelu
arga memperkuat pendidikan akhlak, adab, dan nilai mod-
erasi beragama sebagai pondasi pembentukan karakter 
peserta didik. Kurikulum perlu menekankan nilai kasih 
sayang, perlindungan terhadap guru, saling menghorma-
ti, dan larangan terhadap kekerasan fisik dan psikis.
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D.	 Masalah Internal MUI

1.	 Fungsi Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah bersatu 
dan bermusyawarah para ulama, zuama, dan cendeki-
awan Muslim Indonesia dan masyarakat internasional 
perlu terus dimaksimalkan. Munas XI MUI menegaskan 
urgensi penguatan peran strategis MUI dalam menyatu-
kan visi, misi, dan strategi perjuangan bersama untuk 
mewujudkan peradaban umat terbaik (khaira ummah) 
agar dapat menjadi tauladan bagi seluruh bangsa di du
nia dalam hal keberadaban, akhlak mulia, integritas, dan 
moralitas.

2.	 Dengan jumlah populasi Muslim terbesar di dunia dan 
negara dengan kawasan yang luas dan sumberdaya alam 
yang kaya raya, sepatutnya MUI dan ormas Islam Indone-
sia dapat mengambil peran menjadi inisiator dan pelopor 
persatuan umat Islam sedunia menyusun gagasan dan 
langkah-langkah strategis yang dibutuhkan menuju ke-
jayaan peradaban dunia Islam di masa depan.

3.	 Keterwakilan unsur umat Islam dalam kepemimpinan 
dan pengelolaan organisasi MUI harus diperhatikan dan 
dimaksimalkan. Munas XI MUI menyerukan agar kepen-
gurusan MUI di semua tingkatan melibatkan tokoh repre-
sentatif dan proposional dari unsur ormas Islam, kampus, 
dan pondok pesantren yang unggul serta berintegritas 
tinggi.

4.	 Peran MUI dan Ormas Islam sebagai pelayan umat (khad-
imul ummah) dan mitra pemerintah (shadiqul hukumah) 
perlu diperkuat dalam menghadapi tantangan zaman dan 
pengaruh budaya asing. Munas XI MUI menyerukan pe
ningkatan sikap kritis, advokasi, serta ketegasan terhadap 
kebijakan dan regulasi yang merugikan masyarakat serta 
bertentangan dengan nilai Islam.
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5.	 Potensi disintegrasi dan pelemahan bangsa memerlukan 
kepemimpinan kelembagaan yang solid dan responsif. 
Munas XI MUI menyerukan penguatan posisi MUI se-
bagai lembaga penegak moral, penyuara aspirasi umat, 
dan pemersatu bangsa di tengah tantangan modernitas.

6.	 Kode etik dan tata kelola kelembagaan internal MUI perlu 
dinamis dan adaptif guna menjawab kompleksitas perso-
alan sosial masyarakat. Munas XI MUI mendorong pene
rapan kode etik dan struktur organisasi yang efektif serta 
solusi nyata dalam penanganannya.

7.	 Meningkatan kualitas tata kelola organisasi MUI perlu 
didukung oleh penerapan standar internasional mana-
jemen mutu. Munas XI MUI mendorong penggunaan 
sistem manajemen berbasis mutu internasional seperti 
ISO 9001:2015 pada seluruh program prioritas agar pe-
layanan kepada umat dapat berjalan secara efektif dan 
terpercaya.

8.	 Penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam pelayanan 
umat dan dakwah membutuhkan pedoman dan regula-
si internal yang sesuai dengan prinsip syariah serta etika 
digital. Munas XI MUI menghimbau peningkatan peran 
ulama di tengah masyarakat dan di dunia maya dan me-
negaskan AI hanya sebagai alat bantu, dan menyerukan 
pembentukan pedoman internal pemanfaatan AI yang 
sesuai syariah, peningkatan literasi digital di kalangan 
ulama dan umat melalui kolaborasi lintas pemangku 
kepentingan serta mendorong kolaborasi konten kea
gamaan dengan Lembaga Penyiaran dan media sosial. 
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SHAHIFAH MAJELIS ULAMA INDONESIA

Musyawarah Nasional XI Majelis Ulama Indonesia yang ber-
langsung pada tanggal 29-30 Jumadil Awal dan 1-2 Jumadil Akhir 
1447 H/20-23 November 2025 M di Jakarta, setelah:

Menimbang	 : 

Mengingat        	 :	 1.  Al-Quran 
2.	 Sunnah Rasulullah SAW.
3.	 Pancasila.
4.	 Undang-Undang Dasar Negara Re-

publik Indonesia Tahun 1945.
5.	 Pedoman Dasar dan Pedoman Ru-

mah Tangga MUI.

MAJELIS ULAMA INDONESIA
WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA, ZU’AMA DAN CENDEKIAWAN MUSLIM

Jalan Proklamasi No. 51 Menteng Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31902666-3917853, Fax. 021-31905266
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Kerangka Acuan dan Tata Tertib Musya
warah Nasional XI Majelis Ulama Indo-
nesia Tahun  2025.
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1.	 Hasil Keputusan Komisi E (Khusus) 
tentang Shahifah MUI sebagaimana 
tercantum pada lampiran Surat Ke-
putusan ini.

2.	 Munas XI MUI mengamanatkan ke-
pada Dewan Pimpinan MUI untuk 
menyempurnakan redaksi dari ke-
putusan ini.

Menetapkan

1.	 Sambutan Ketua Dewan Pertimbang
an MUI pada Pembukaan Musyawa
rah Nasional XI MUI Tahun 2025.

2.	 Sambutan Ketua Umum Dewan 
Pimpinan MUI pada Pembukaan 
Musyawarah Nasional XI MUI Tahun 
2025.

3.	 Sambutan Menteri Agama RI pada 
Pembukaan Musyawarah Nasional 
XI MUI Tahun 2025.

4.	 Sambutan Ketua MPR RI pada Pem-
bukaan Musyawarah Nasional XI 
MUI Tahun 2025.

5.	 Laporan Komisi E (Khusus) tentang 
Shahifah MUI pada Sidang Pleno X 
Munas XI MUI Tahun 2025.

6.	 Pendapat, usul-usul dan saran-saran 
dari para peserta Sidang Pleno X Mu-
nas XI MUI Tahun 2025.

Memperhatikan :

:
Dengan bertawakal kepada Allah SWT:

MEMUTUSKAN
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3.	 Munas XI MUI mengamanatkan ke-
pada Dewan Pimpinan MUI untuk 
melaksanakan dan mensosialisa-
sikan Shahifah MUI hasil Munas XI 
MUI agar dapat diketahui dan dilak-
sanakan.

4.	 Keputusan ini berlaku sejak ditetap
kan dan apabila ada kekeliruan di 
kemudian hari akan dilakukan per-
baikan seperlunya.

Ditetapkan di 	: JAKARTA
Tanggal	 : 1 Jumadil Akhir 1447 H
 		     22  November  2025   M

MUSYAWARAH NASIONAL XI
MAJELIS ULAMA INDONESIA TAHUN 2025

					   
PIMPINAN SIDANG PLENO X

                     Ketua,		                           Sekretaris,

 K.H. MASDUKI BAIDLOWI	   	           Drs. H. PASNI RUSLI
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صحيفة مجلس العلماء الاندونيسي

SHAHIFAH MAJELIS ULAMA INDONESIA
(Peta Jalan Perkhidmatan MUI mewujudkan Masa Depan Islam 
yang Mencerahkan, Umat yang Mandiri, dan Negara yang Adil)

َ
وْن

ُ
انُوْا يَعْمَل

َ
 عَمَّا ك

َ
وْن

ُ
ل ٔـَ سْ

ُ
ا ت

َ
سَبْتُمْۚ وَل

َ
ا ك مْ مَّ

ُ
ك

َ
سَبَتْ وَل

َ
هَا مَا ك

َ
تْۚ ل

َ
دْ خَل

َ
ةٌ ق مَّ

ُ
كَ ا

ْ
تِل

“Itulah umat yang telah lalu. 
Baginya apa yang telah mereka usahakan dan bagimu 

apa yang telah kamu usahakan. Kamu tidak akan diminta 
pertanggungjawaban tentang apa yang telah mereka kerjakan.” 

(QS. Al Baqarah: 134 & 141)

Mukadimah

Perkhidmatan MUI telah berusia 50 tahun. Organisasi ini siap 
menyongsong masa depan umat dan bangsa yang lebih baik ses-
uai cita-cita kemerdekaan Indonesia sebagaimana termaktub da-
lam pembukaan UUD 1945 berdasarkan nilai-nilai Islam. Dalam 
perkhidmatan tersebut, MUI telah menorehkan jejak-jejak komit-
men dan konsistensi dalam ranah keagamaan (مجال ديني), keumatan, 
شعبي) وطني) kebangsaan-kenegaraan ,(مجال   dan kemanusiaan ,(مجال 
.(مجال إنساني)

Konsep Islam Wasathiyah yang ditetapkan MUI telah menjadi 
paradigma yang berkontribusi secara signifikan membimbing 
umat Islam Indonesia dalam mengaktualisasikan diri sebagai rah-
mah bagi semesta alam serta menjadi subjek peradaban dunia 
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yang adil, damai, dan sejahtera. 	

Melewati usia setengah abad, MUI memerlukan rumusan pe-
mikiran dan strategi perkhidmatan yang sesuai dengan kebutuh
an zaman yang berubah dan bergerak sedemikian cepat. Arah, 
tantangan, dan kontribusi perkhidmatan MUI ke depan adalah 
bagaimana MUI menuntun peradaban dengan tetap berorientasi 
pada keislaman yang mencerahkan, keumatan yang berkemandi-
rian, serta kebangsaan yang berkeadilan, berkesejahteraan, dan 
berkeadaban.

MUI bertekad untuk terus meneguhkan perkhidmatan keislaman, 
keumatan, dan kebangsaan, sebagaimana pesan Al-Qur’an: 

بَهٗۙ حْ
َ

ضٰى ن
َ
نْ ق مِنْهُمْ مَّ

َ
يْهِۚ ف

َ
َ عَل ّٰ

وْا مَا عَاهَدُوا الل
ُ
 صَدَق

ٌ
مُؤْمِنِيْنَ رِجَال

ْ
 مِنَ ال

اۙ
ً

وْا تَبْدِيْل
ُ
ل تَظِرُۖ وَمَا بَدَّ

ْ
ن نْ يَّ وَمِنْهُمْ مَّ

Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang 
menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Dan 
di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada 
(pula) yang menunggu-nunggu dan mereka sedikit pun tidak 
mengubah ( janjinya) (QS. Al-Ahzab [33]: 23)

Setelah komitmen peneguhan dan pematangan perkhidmatan, 
MUI merumuskan pemikiran dan sikap keulamaan yang tangguh 
(resilience) dalam menyongsong dinamika zaman yang sangat 
cepat. Untuk itu, MUI merumuskan Lima Rukun Perkhidmatan 
MUI sebagai berikut:
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LIMA RUKUN PERKHIDMATAN MAJELIS ULAMA INDONESIA

1.	 KHIDMAH KEUMATAN (خدمة الامة)

a.	 Pelayan Umat (خادم الامة)

MUI harus hadir melayani kebutuhan keagamaan umat 
Islam di berbagai aspek, baik berupa panduan dan bim
bingan keagamaan, sosial, ekonomi, budaya maupun 
politik melalui rumusan-rumusan taushiyah, taujihat, 
irsyadat, dan fatwa. Ini adalah komitmen MUI dalam 
tanggungjawab keagamaan sekaligus keumatan sehingga 
umat Islam memiliki panduan dalam mengimplementa-
sikan semangat keislamannya dalam bingkai Pancasila 
dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945.

b.	 Perlindungan Umat (حماية الامة)

MUI istiqamah meneguhkan posisinya dengan semangat 
ummatan wasathan dalam melindungi hak-hak umat di 
segala aspek kehidupan, diantaranya:
1)	 Perlindungan umat dari paparan paham akidah yang 

batil (حماية الامة عن الاعتقادات الباطلة)
2)	 Perlindungan umat dari budaya dan pemikiran yang 

sesat )حماية الامة عن الافكار الفاسدة(

3)	 Perlindungan umat dari konsumsi makanan, minum
an, obat-obatan yang tidak halal. 

)حماية الامة عن المنتجات المأكولات المشروبات والادواء ير الحلال(
4)	 Perlindungan umat dari sistem perekonomian dan 

keuangan yang ribawi )حماية الامة عن المعاملات الربوية(
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5)	 Perlindungan umat dari moralitas dan perila
ku politik yang buruk dan tidak berkeadan 
)حماية الامة عن الاخلاق المذمومة(

6)	 Perlindungan umat dari perilaku yang merusak 
lingkungan hidup dan keluarga ) حماية الامة عن افساد البيئة( 

c.	 Penguatan dan Pemberdayaan Umat )تقويةوَ التمكين الامة(

1)	 Demi kedaulatan bangsa, MUI senantiasa mening-
katkan komitmen penguatan dan pemberdayaan 
umat dan masyarakat di berbagai bidang. Hal ini se-
bagaimana ditegaskan sabda Rasulullah Saw.:

عِيْفِ الضَّ ـمُؤْمِنِ 
ْ
ال مِنَ  الِله  ـى 

َ
إِل حَبُّ 

َ
وَأ خَـيْرٌ  ـوِيُّ 

َ
ق

ْ
ال ـمُؤْمِنُ 

ْ
ل
َ
 ا

 خَـيْـرٌ
ّ

ـلٍ
ُ
وَفِـيْ ك

“Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah 
daripada Mukmin yang lemah, dan pada keduanya 
ada kebaikan.” (HR. Muslim)

2)	 MUI konsisten meningkatkan strategi dan capaian 
pemberdayaan ekonomi umat; peningkatan mutu 
pendidikan; peningkatan kualitas kesehatan; dan 
peningkatan keterampian; peningkatan karakter dan 
kebudayaan bangsa, dan peningkatan peran aktif 
umat Islam dalam pembangunan nasional di segala 
sektor.

3)	 Penguatan umat Islam menuju langkah-langkah afir-
matif sebagai aktualisasi sebagai umat terbaik (خيراس) 
dan menjadi pemimpin keteladanan (اسوة حسنة) bagi 
elemen bangsa lainnya.
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d.	 Persatuan Umat (توحيد الامة)
Allah Swt berfirman,

وْاۖ
ُ
ق رَّ

َ
ا تَف

َ
ل ِ جَمِيْعًا وَّ

ّٰ
بْلِ الل وَاعْتَصِمُوْا بِحَ

Berpegangteguhlah kamu semuanya pada tali (agama) 
Allah, janganlah bercerai berai… (QS. Ali Imran [3]: 103)       

Rasulullah Saw bersabda, 

إِذَا جَسَدِ، 
ْ
ال  

ُ
مَثَل وَتَرَاحُمِهِمْ،  وَتَعَاطُفِهِمْ،  هِمْ،  تَوَادِّ فِي  مُؤْمِنِينَ 

ْ
ال  

ُ
 مَثَل

هَرِ  والحمّى جَسَدِ بِالسَّ
ْ
ى سَائِرُ ال

َ
ى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاع

َ
اشْتَك

“Perumpamaan kaum mukmin dalam sikap saling 
mencintai, mengasihi dan menyayangi, seumpama tubuh, 
jika satu anggota tubuh sakit, maka anggota tubuh yang 
lain akan susah tidur atau merasakan demam.” [HR. 
Muslim]

1)	 Umat Islam terus mengedepankan persamaan dar-
ipada perbedaan. Perbedaan diperbolehkan dalam 
spektrum wilayah furu’iyah namun tidak diperboleh-
kan dalam spektrum wilayah ushuliyah.

2)	 Umat Islam konsisten dalam menjaga kerukunan dan 
persatuan umat. Sebab, kerukunan dan persatuan 
sesama umat Islam menjadi faktor penentu terwujud-
nya persatuan dan kerukunan nasional.

3)	 Setiap muslim memandang sesama muslim lainnya 
sebagai saudara seiman dan tolong menolong atas 
dasar kejujuran, ketulusan, dan kerelaan serta tidak 
dalam suasana kebatilan dan penyimpangan akidah. 
Oleh karenanya dia memperlakukan saudara seiman-
nya dengan penuh kasih sayang, empati, dan solidari-
tas bukan dengan rasa benci, antipati, dan cenderung 
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melukainya.

4)	 Setiap pemimpin dan tokoh umat Islam perlu men-
ahan diri untuk tidak mempertajam dan memper-
tentangkan masalah perbedaan hukum Islam di level 
sekunder dan tersier (خلافية فروعية), menghindari po-
lemik keragaman ijtihad dan perbedaan mazhab di 
panggung khutbah, pengajian, dan sebagainya apala-
gi mengklaim pendapat atau kelompok tertentu pal-
ing benar dan menyalahkan kelompok lain.

Sesama kelompok umat Islam hendaknya menjauhkan 
diri dari tendensi dan motif menjelek-jelekkan kelompok 
lainnya di ruang publik dan media sosial demi menjaga 
marwah dan kehormatan agama Islam secara umum.

2.	 KHIDMAH PEMERINTAHAN (دْمَةُ في قطاعِ الحكومة (الخِ
MUI menjadi mitra pemerintah (صديق الحكومة) secara adil dan 
konstruktif. Jika pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip 
good governance (شِيدَة مَةُ الرَّ

َ
-dan berorientasi kepada mash (الحوَكْ

lahah, MUI wajib mendukungnya. Jika pemerintah tidak ses-
uai dengan prinsip-prinsip good governance dan mashlahah, 
maka MUI wajib menasihati dengan penuh kebijaksanaan. 
Jika terdapat kekosongan kebijakan, MUI memberikan inisi-
asi yang konstruktif dan kontributif.

3.	 KHIDMAH KENEGARAAN (ة وْلِيَّ دْمَةُ الدَّ  .(الخِ

MUI terus berkomitmen dalam melindungi keutuhan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pan-
casila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 dari segala hal yang merusak tujuan dan cita-ci-
ta bernegara. Maka, MUI terus memperkuat khidmahnya 
di ranah legislatif (Taqnin) dan yudikatif (Qadha’) selain di 
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ranah eksekutif (hukumah). 

4.	 KHIDMAH KEADILAN PASAR (وق ةِ السُّ
َ
امَةُ عَدَال

َ
.(إِق

a.	 Negara wajib mewujudkan pasar yang berkeadilan agar 
kekayaan negara tidak hanya dikuasai oleh segelintir 
orang dan korporasi, sehingga terjamin keterbukaan ak-
ses perekonomian secara adil dan transparan, sesuai pen-
gelolaan perekonomian dalam Pasal 33 Undang-Undang 
Dasar 1945 yang berasaskan kekeluargaan, demokrasi 
ekonomi, dan dikuasainya cabang produksi yang penting 
serta kekayaan alam oleh negara untuk sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat.

b.	 Umat Islam Indonesia wajib mendorong akselerasi 
ekonomi dan keuangan syariah sebagai kekuatan pasar In-
donesia untuk mampu berkompetisi dan menjadi kekua-
tan check and balances pasar lokal, nasional, dan global 
dalam upaya terciptanya sistem pasar yang lebih adil, se-
bagaimana prinsip mekanisme pasar dalam Islam yang 
menganut prinsip-prinsip keadilan (العدالة), saling tolong 
menolong atau bekerjasama (تناصر و تعاون), gotong-royong 
-inklusif, dan saling memberdaya ,(تراحم) empatik ,(تكافل)
kan. 

5.	 KHIDMAH KEDAULATAN DIGITAL

a.	 Negara wajib menjamin kedaulatan, keadilan, kesetaraan, 
inovasi digital anak bangsa, dan proteksi budaya sebagai 
wujud bela negara, serta membangun ekosistem dakwah 
dan literasi digital yang mencerahkan. 

b.	 Umat Islam sebagai mujahid digital wajib mengelola 
transformasi digital secara bijak, cerdas, dan antisipatif, 
dengan menempatkan teknologi termasuk kecerdasan 
buatan atau akal imitasi (artificial intelligence) sebagai 
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alat bantu ilmu pengetahuan, menjamin nilai-nilai bu-
daya Islam tetap terjaga.

c.	 Organisasi Islam, pondok pesantren, perguruan tinggi, 
dan seluruh lembaga pendidikan Islam serta unsur mas-
yarakat tetap berkomitmen melaksanakan kaderisasi ula-
ma secara intensif dan komprehensif memadukan keahl-
ian ilmu agama (تفقه في الدين) dan kompetensi digital secara 
proporsional dan produktif sebagai upaya meneruskan 
tugas kenabian (وراثة الانبياء). 

 

IKHTITAM

Demikian Shahifah Majelis Ulama Indonesia disusun sebagai peta 
jalan perkhidmatan Majelis Ulama Indonesia di masa depan un-
tuk mewujudkan kehidupan keislaman yang mencerahkan, keu-
matan yang berkemandirian, serta kebangsaan yang berkeadilan, 
berkesejahteraan, dan berkeadaban.

PIMPINAN SIDANG PLENO X
MUSYAWARAH NASIONAL XI MAJELIS ULAMA INDONESIA

                      Ketua,			            Sekretaris,

        K.H. Masduki Baidlowi		   Drs. H. Pasni Rusli

PIMPINAN SIDANG KOMISI E (KHUSUS)
MUSYAWARAH NASIONAL XI MAJELIS ULAMA INDONESIA

               Ketua,			            Sekretaris,

K.H. M. Cholil Nafis, Lc, P.hD. 	       Dr. K.H. Arif Fachrudin, M.Ag.
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Tim Asistensi:
1.	 Dr. Yanuardi Syukur, M.A.
2.	 Dr. Ahmad Afif, M.E.I, CWC.
3.	 H. Arif D. Hasibuan, S.Pd, M.I.P.

Sekretariat TA SC	 : Ahmad Munandar
Notulensi		  : Dian Puspitasari, S.E.
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Tentang
PEMBENTUKAN FORMATUR PENYUSUNAN PENGURUS 

DEWAN PIMPINAN DAN PIMPINAN DEWAN 
PERTIMBANGANMAJELIS ULAMA INDONESIA

MASA KHIDMAT 2025-2030

Musyawarah Nasional XI Majelis Ulama Indonesia yang ber-
langsung pada tanggal 29-30 Jumadil Awal dan 1-2 Jumadil Akhir 
1447 H/20-23 November 2025 M di Jakarta, setelah:

Menimbang	 : 
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MAJELIS ULAMA INDONESIA
WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA, ZU’AMA DAN CENDEKIAWAN MUSLIM

Jalan Proklamasi No. 51 Menteng Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31902666-3917853, Fax. 021-31905266
Website: http://www.mui.or.id, http://www.mui.tv    E-mail: sekretariat@mui.or.id

Kerangka Acuan dan Tata Tertib Mus
yawarah Nasional XI MajelisUlama In-
donesia Tahun  2025, dan Tata Cara Pe-
milihan Ketua Umum dan pembentukan 
Dewan Pimpinan serta Pimpinan Dewan 
Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia 
Masa Khidmat 2025-2030.
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1.	 Sambutan Ketua Dewan Pertimban-
gan MUI pada Pembukaan Musy-
awarah Nasional XI MUI Tahun 
2025.

2.	 Sambutan Ketua Umum Dewan 
Pimpinan MUI pada Pembukaan 
Musyawarah Nasional XI MUI Ta-
hun 2025.

3.	 Sambutan Menteri Agama RI pada 
Pembukaan Musyawarah Nasional 
XI MUI Tahun 2025.

4.	 Sambutan Ketua MPR RI pada Pem-
bukaan Musyawarah Nasional XI 
MUI Tahun 2025.

5.	 Laporan unsur-unsur formatur pada 
Sidang Pleno XII Musyawarah Na-
sional XI Majelis Ulama Indonesia.

6.	 Pendapat, usul-usul dan saran-saran 
dari para peserta Sidang Pleno X Mu-
nas XI MUI Tahun 2025.

Mengingat        	 :	 1.  Al-Quran 
2.	 Sunnah Rasulullah SAW.
3.	 Pancasila.
4.	 Undang-Undang Dasar Negara Re-

publik Indonesia Tahun 1945.
5.	 Pedoman Dasar dan Pedoman Ru-

mah Tangga MUI.

Memperhatikan :

:
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Susunan formatur yang bertugas menyusun 
Dewan Pimpinan MUI dan Pimpinan Dewan 
Pertimbangan MUI Masa Khidmat 2025-2030 
dengan komposisi sebagai berikut:
1)	 KH. Ma’ruf Amin
2)	 KH. M. Anwar Iskandar
3)	 H. Amirsyah Tambunan
4)	 H. Misbahul Ulum
5)	 KH. Cholil Nafis (NU)
6)	 H. Anwar Abbas (PP MU)
7)	 H. Faisol Nasar Bin Madi(Al-Irsyad)
8)	 Syamsul Qomar (KAHMI)
9)	 H. Zaitun Rasmin (Wahdah Islamiyyah)
10)	 H. Fasli Jalal (GUPPI)
11)	 H. Marsudi Syuhud (Ponpes)
12)	 H. Masnun Tahir (PTN UIN Mataram)
13)	 Abu Faisal Ali (MPU Aceh)
14)	 Zulkarnain Dali(MUI Bengkulu)
15)	 Muhammad Faiz (MUI DKI Jakarta)
16)	 KH. Mutawakkil Alallah (MUI Jatim)
17)	 M. Samlan (MUI Malut)
18)	 Zulkarnain Sulaiman (MUI Gorontalo)
19)	 H. Alwan Saputra (MUI Kaltara)

1.	 Dalam menyusun kepengurusan Dewan 
Pimpinan MUI, formatur hendaknya mem-
perhatikan unsur-unsur yang tumbuh dan 
berkembang dalam kehidupan umat Islam 
Indonesia.

Menetapkan:

Dengan bertawakal kepada Allah SWT:

MEMUTUSKAN
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2.	 Tugas formatur adalah bermusyawarah me-
milih Ketua dan Sekretaris formatur, untuk 
selanjutnya bermusyawarah memilih Ketua 
Umum DP MUI Masa Khidmat 2025-2030, 
menyusun pengurus DP MUI Masa Khid-
mat 2025-2030, dan memilih Pimpinan 
Dewan Pertimbangan MUI Masa Khidmat 
2020-2025.

3.	 Formatur melaporkan hasil kerjanya pada 
sidang pleno Musyawarah Nasional XI Ma-
jelis Ulama Indonesia.

Ditetapkan di 	: JAKARTA
Tanggal	 : 1 Jumadil Akhir 1447 H
 		     22  November  2025   M

MUSYAWARAH NASIONAL XI
MAJELIS ULAMA INDONESIA TAHUN 2025

					   
PIMPINAN SIDANG PLENO X

                     Ketua,		                           Sekretaris,

  K.H. Masduki Baidlowi	   	             Drs. H. Pasni Rusli
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